MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

a.

NOMOR 1164/M-DAG/KEP/10/2014

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan manajemen sumber
daya manusia berbasis kompetensi dan peningkatan
profesionalitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Kementerian Perdagangan diperlukan standar kompetensi
jabatan yang bersifat manajerial dan teknis;

bahwa peningkatan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Kementerian Perdagangan perlu Standar
Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Kementerian
Perdagangan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Keputusan Menteri Perdagangan tentang Standar
Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Kementerian
Perdagangan;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Stuktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4019);



Menetapkan
KESATU

10.

11.

12.

13.

Keputusan Menteri Perdagangan R. 1.,
Nomor 1164/M-DAG/KEP/10/2014

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pember-
hentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 164);

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 8 /P Tahun 2011;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun
2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 25);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/
PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/
M-DAG/PER/8/2012;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 406/
M-DAG/KEP/3/2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Kompetensi di Lingkungan Kementerian
Perdagangan,;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8
Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar
Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Standar Kompetensi Pegawai Negeri Sipil
Kementerian Perdagangan.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Keputusan Menteri Perdagangan R. I,
Nomor 1164 /M-DAG/KEP/10/2014

Standar kompetenst sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU terdiri atas Standar Kompetensi Manajerial dan
Standar Kompetensi Teknis sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [ dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan
Manajemen Sumber Daya Manusia bagi Pegawai Neger Sipil di
lingkungan Kementerian Perdagangan.

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan
Menteri Perdagangan Nomor 484 /M-DAG/ KEP/4/2012 tentang
Kompetensi Inti dan Kompetensi Manajerial Kementerian
Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktcber 2014

25 MENTERI PERDAGANGAN
F{Eﬂ]ﬁl K INDONESIA,

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
Para Pejabat Eselon | Kementerian Perdagangan.
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A.

B.

BAB I
PENDAHULUAN

UMUM

Konsep profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) berkaitan erat
dengan kompetensi. Untuk mewujudkan pegawai, khusunya PNS, yang
profesional perlu ditunjang dengan manajemen pegawai yang berbasis
kompetensi. Manajemen sumber daya manusia (SDM) atau pegawai
berbasis kompetensi mencakup proses perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengendalian aktivitas tenaga kerja mulai dari
rekruitmen sampai dengan pensiun dimana proses pengambilan
keputusannya didasarkan pada informasi kompetensi jabatan dan
kompetensi individu untuk mencapai tujuan organisasi.

Terkait dengan  profesionalisme PNS, implementasi dari
manajemen SDM yang paling utama adalah yang terkait dengan
penempatan pegawai dalam suatu posisi atau jabatan tertentu. Hal ini
menjadi penting karena jika kompetensi menjadi dasar dalam
menempatkan pegawai maka the right man on the right place akan
terwujud. Kondisi ini berarti seorang pegawai akan mampu bekerja
secara optimal dan profesional dalam posisi atau jabatannya.
Sehubungan dengan pentingnya kompetensi dalam manajemen SDM

maka perlu disusun standar kompetensi jabatan.

TUJUAN

Standar kompetensi Pegawai Negeri Sipil Kementerian
Perdagangan disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan manajemen
pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan. Dengan adanya
standar kompetensi ini diharapkan manajemen pegawai yang meliputi
proses perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pendidikan dan pelatihan,
pengembangan karir, dan pensiun dapat dilaksanakan secara obyektif

serta efektif dan efisien.

RUANG LINGKUP

Standar kompetensi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Perdagangan ini mencakup standar kompetensi yang berupa soft
competency dan hard competency. Adapun ruang lingkup standar

kompetensi yang dijelaskan dalam keputusan ini meliputi:

1



. Kompetensi Inti Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian

Perdagangan;

. Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Kementerian Perdagangan;

. Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian

Perdagangan.

. PENGERTIAN-PENGERTIAN

Dalam Keputusan Menteri Perdagangan ini yang dimaksud

dengan:

1.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai
tugas dan/atau fungsi jabatan.

Kompetensi inti merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh
setiap pegawai yang mencerminkan sikap kerja PNS di lingkungan
Kementerian Perdagangan dalam pencapaian Visi dan Misi
Kementerian Perdagangan.

Kompetensi manajerial adalah soft competency yang mencakup
aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan atau
fungsi jabatan.

Standar kompetensi manajerial PNS yang selanjutnya disebut
Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan kompetensi
manajerial minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam
melaksanakan tugas jabatan.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja
organisasi negara.

Kamus Kompetensi Manajerial adalah kumpulan kompetensi yang
meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi, kata kunci dan level
kompetensi.

Profil kompetensi merupakan daftar kompetensi dan level

kompetensi minimal yang menjadi persyaratan suatu jabatan.



10.

11.

12.

13.

14.

Level kompetensi merupakan tingkat atau jenjang pada tiap
kompetensi yang menunjukkan kemampuan individu dan dinilai
berdasarkan indikator perilaku.
Kompetensi teknis adalah kemampuan kerja setiap PNS yang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang
mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatan.
Pengetahuan Kerja adalah pengetahuan yang dimiliki PNS berupa
fakta, informasi, keahlian yang diperoleh seseorang melalui
pendidikan dan pengalaman, baik teoritik maupun pemahaman
praktis, dan berbagai hal yang diketahui oleh PNS terkait dengan
pekerjaannya serta kesadaran yang diperoleh PNS melalui
pengalaman suatu fakta atau situasi dalam konteks pekerjaan.

Keterampilan Kerja adalah keterampilan PNS untuk melaksanakan

tugas sesuai dengan tuntutan pekerjaan, yang meliputi :

a. Keterampilan melaksanakan pekerjaan individual (task skill);

b. Keterampilan mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu
pekerjaan (task management skill);

c. Keterampilan merespon dan mengelola kejadian/masalah kerja
yang berbeda (contingency management skill);

d. Keterampilan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan
pekerjaan tertentu di tempat tertentu sesuai dengan tuntutan
lingkungan kerja (job/role environment skill); dan

e. Keterampilan beradaptasi dalam melaksanakan pekerjaan yang
sama di tempat/lingkungan kerja yang berbeda (transfer skill).

Sikap Kerja adalah perilaku PNS yang menekankan aspek perasaan

dan emosi, berupa minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri

terhadap pekerjaan.

Standar Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja minimal yang

harus dimiliki setiap PNS yang mencakup aspek pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam

melaksanakan tugas-tugas jabatan.



BAB II
KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERDAGANGAN

A. KOMPETENSI INTI
Kompetensi inti merupakan kompetensi manajerial yang harus dimiliki
oleh seluruh PNS di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam rangka
mencapai visi dan misi Kementerian Perdagangan. Kompetensi inti PNS

Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut.

No. Kompetensi Korﬁ;::tlensi
1. Fleksibilitas Berfikir (FB) 2

2. Integritas (Int) 1

3. Komitmen terhadap Organisasi (KtO) 2

4. Kerja Sama (KS) 1

5. | Berorientasi pada Pelayanan (BpP) 2

Penjelasan lebih lanjut berupa definisi dari tiap kompetensi, level dan
deskripsi dari setiap kompetensi terdapat pada Kamus Kompetensi

Manajerial.

B. STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL

Standar Kompetensi Manajerial di bawah ini merupakan profil
kompetensi untuk jabatan struktural di lingkungan Kementerian
Perdagangan, jabatan perwakilan perdagangan di luar negeri, dan
jabatan struktural di Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia. Standar
kompetensi manajerial disertai dengan level kompetensi dari tiap jenjang
jabatan struktural.

1. Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Struktural di Lingkungan

Kementerian Perdagangan

Level Kompetensi/Jabatan
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Kemampuan Berfikir
1. | Berpikir Analitis ) 4 3 2
2. | Inovasi S 4 3 2




Level Kompetensi/Jabatan
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Mengelola Diri

1. | Integritas ) 4 3 3

2. | Adaptasi terhadap ) 4 3 2

Perubahan

Mengelola Orang Lain

1. | Kerja Sama 6 6 5 4

2. | Kepemimpinan 6 S 4 3

Mengelola Tugas

1. | Pengambilan Keputusan 6 5 4 3

2. | Pengorganisasian 6 5 4 3

3. | Perencanaan 6 5 4 3

4. | Berorientasi pada kualitas 6 5 4 3

5. | Membangun Hubungan 5 4 3 2

Kerja

2. Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Perwakilan Perdagangan di

Luar Negeri

Level Kompetensi/Jabatan
No. Kompetensi Waka.
Atase Ka. ITPC ITPC
Kemampuan Berfikir
1. | Berpikir Analitis 3 3 2
2. | Inovasi 3 3 2
Mengelola Diri
1. | Integritas 3 3 3
2. | Adaptasi terhadap 3 3 2
Perubahan
Mengelola Orang Lain
1. | Kerja Sama S 5 4
2. | Kepemimpinan 4 4 3
Mengelola Tugas
1. | Pengambilan Keputusan 4 4 3
2. | Pengorganisasian 4 4 3
3. | Perencanaan 4 4 3
4. | Berorientasi pada 4 4 3
Kualitas




Level Kompetensi/Jabatan
No. Kompetensi Waka.
Atase Ka. ITPC ITPC
5. | Membangun Hubungan 3 3 2
Kerja
6. | Berorientasi pada 4 4 3
Pelayanan
7. | Negosiasi 4 4 3
Mengelola Sosial dan Budaya
1. | Tanggap Terhadap 3 3 3
Pengaruh Budaya
2. | Interaksi Sosial 4 4 3

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Struktural di Kantor Dagang

dan Ekonomi Indonesia di Taipei

Level Kompetensi/Jabatan
No. Kompetensi Wakil | Eselon | Eselon
Kepala | 4 pala | 1 I\
Kemampuan Berfikir
1. | Berpikir Analitis 4 3 3 2
2. | Inovasi 4 3 3 2
Mengelola Diri
1. | Integritas 4 4 3 3
2. | Adaptasi terhadap 4 4 3 2
Perubahan
Mengelola Orang Lain
1. | Kerja Sama 6 5 4 3
2. | Kepemimpinan 5 5 4 3
Mengelola Tugas
1. | Pengambilan Keputusan 5 4 3 2
2. | Pengorganisasian 5 4 3 2
3. | Perencanaan 5 4 3 2
4. | Berorientasi pada 5 4 3 2
Kualitas
5. | Membangun Hubungan 4 4 3 2
Kerja
6. | Berorientasi pada ) 5 4 3
Pelayanan
7. | Negosiasi ) 5 4 3
Mengelola Sosial dan Budaya
1. | Tanggap Terhadap 4 4 3 3
Pengaruh Budaya
2. | Interaksi Sosial 5 5 4 3




Penjelasan lebih lanjut berupa definisi dari tiap kompetensi, level dan
deskripsi dari setiap kompetensi terdapat pada Kamus Kompetensi

Manajerial.

. KOMPETENSI TEKNIS

Kompetensi teknis PNS Kementerian Perdagangan merupakan
pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang harus dimiliki PNS
untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu yang disusun berdasarkan

fungsi utama dan fungsi penunjang Kementerian Perdagangan.

Standar Kompetensi Teknis PNS Kementerian Perdagangan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan Menteri Perdagangan ini.

. PETA FUNGSI KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Peta fungsi Kementerian Perdagangan berdasar pada lingkup dan
cakupan tugas dan fungsi yang meliputi:
1. Fungsi Utama, terdiri atas :

a. Perumusan, Penetapan, dan Pelaksanaan Kebijakan

b. Pelayanan Publik
2. Fungsi Penunjang, terdiri atas :

a. Kesekretariatan

b. Pengawasan dan Pengendalian

c. Pengkajian Kebijakan
Peta fungsi tersebut merupakan dasar penyusunan kompetensi PNS
Kementerian Perdagangan yang tercantum dalam Peta Kompetensi PNS

Kementerian Perdagangan.

Peta fungsi Kementerian Perdagangan sebagaimana tercantum dalam

Tabel 1.



Tabel 1

Peta Fungsi Kementerian Perdagangan

Utama

Fungsi Kementerian Perdagangan

Perumusan, Penetapan,
dan Pelaksanaan Kebijakan

Pelayanan Publik

Penunjang

Kesekretariatan

Pengawasan dan

Perdagangan Diplomasi Perizi
. erizinan ;
Dalam Negeri Perdagangan ! Pengendalian
Perdagangan Promosi Non Periai Pengkajian
Luar Negeri Perdagangan on Ferizinan Kebijakan
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
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E. PETA KOMPETENSI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
Peta Kompetensi Kerja PNS Kementerian Perdagangan merupakan tabel
yang menggambarkan kompetensi yang harus dimiliki oleh PNS
Kementerian Perdagangan pada setiap jenjang kualifikasi kompetensi dan
rumpun kompetensi. Kompetensi yang tercantum dalam Peta Kompetensi
Kerja mencakup kompetensi manajerial, kompetensi teknis (umum dan

khusus).

Peta Kompetensi Kerja PNS Kementerian Perdagangan adalah sebagaimana

tercantum dalam Tabel 2 dan Tabel 3.



Tabel 2

Peta Kompetensi Kerja Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan

Jenjang Kompetensi/Rumpun Jabatan
No Kualifikasi Diplomasi
Kompetensi Kebijakan Dalam Negeri Kebijakan Luar Negeri e Promosi Perdagangan Penunjang
Kerja
I | Pelaksana A. Manajerial :
Pemula I

(Kelas Jabatan
3-4)

S

Fleksibilitas Berfikir (Level 2)

Integritas (Level 1)

Komitmen terhadap Organisasi (Level 2)
Kerja Sama (Level 1)

Berorientasi pada Pelayanan (Level 2)

B. Teknis (Umum) :

C. Teknis (Khusus) :

C. Teknis (Khusus) :

C. Teknis (Khusus) :

C. Teknis (Khusus) :

C. Teknis (Khusus) :

II

Pelaksana
Pemula II

(Kelas Jabatan
5)

A. Manajerial :

SRR

Fleksibilitas Berfikir (Level 2)

Integritas (Level 1)

Komitmen terhadap Organisasi (Level 2)
Kerja Sama (Level 1)

Berorientasi pada Pelayanan (Level 2)

B. Teknis (Umum) :

1. DAG.TPN.01.033.06 - Menangani Penerimaan Surat / Dokumen
2. DAG.TPN.01.036.06 - Melakukan Pengarsipan Dokumen
3. DAG.TPN.01.119.06 - Melakukan Pelayanan Data dan Informasi

C. Teknis (Khusus) :

C. Teknis (Khusus) :

C. Teknis (Khusus) :

C. Teknis (Khusus) :

C. Teknis (Khusus) :
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Jenjang

Kompetensi/Rumpun Jabatan

N Kualifikasi Divlomasi
° Kompetensi Kebijakan Dalam Negeri Kebijakan Luar Negeri P Promosi Perdagangan Penunjang
. Perdagangan
Kerja
III | Pelaksana A. Manajerial :
Terampil 1. Fleksibilitas Berfikir (Level 2)
2. Integritas (Level 1)
(Kelas Jabatan 3. Komitmen terhadap Organisasi (Level 2)
6) 4. Kerja Sama (Level 1)
S. Berorientasi pada Pelayanan (Level 2)
6. Adaptasi terhadap Perubahan (Level 1)
7. Berorientasi pada kualitas (Level 1)
B. Teknis (Umum) :
1. DAG.TPN.01.038.06 - Melakukan Penyelenggaraan Rapat
2. DAG.TPN.01.034.06 - Memproses Dokumen
3. DAG.TPN.01.037.06 - Melakukan Pengendalian Dokumen
4. DAG.TPN.01.111.06 - Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi
5. DAG.TPN.01.119.06 - Melakukan Pelayanan Data dan Informasi
C. Teknis (Khusus) : C. Teknis (Khusus) : C. Teknis (Khusus) : C. Teknis (Khusus) : C. Teknis (Khusus) :
IV | Pelaksana A. Manajerial :
Mahir 1. Fleksibilitas Berfikir (Level 2)
2. Integritas (Level 2)
(Kelas Jabatan 3. Komitmen terhadap Organisasi (Level 2)
7) 4. Kerja Sama (Level 3)
S. Berorientasi pada Pelayanan (Level 2)
6. Berpikir Analitis (Level 2)
7. Inovasi (Level 2)
8. Adaptasi terhadap Perubahan (Level 1)
9. Berorientasi pada kualitas (Level 2)
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No

Jenjang
Kualifikasi
Kompetensi
Kerja

Kompetensi/Rumpun Jabatan

Kebijakan Dalam Negeri

Kebijakan Luar Negeri

Diplomasi
Perdagangan

Promosi Perdagangan

Penunjang

B. Teknis (Umum) :

QuH W=

Memproses Dokumen

Menganalisa Data

DAG.TPN.01.038.06 - Melakukan Penyelenggaraan Rapat
DAG.TPN.01.034.06 -
DAG.TPN.01.111.06 - Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi
DAG.TPN.01.112.05 - Mengolah Data dan Informasi

DAG.TPN.01.143.05 -
DAG.TPN.01.119.06 - Melakukan Pelayanan Data dan Informasi

C. Teknis (Khusus) :

1. DAG.TKD.02.016.06 -
Melakukan Pengolahan
Data Harga Bahan
Pokok Dan Barang
Strategis

2. DAG.TKD.02.007.06 -
Melaksanakan
Pameran

C. Teknis (Khusus) :

1. DAG.TKL.02.008.06
- Mengelola Data dan
Informasi
Penggunaan Surat

Keterangan Asal
(SKA)

2. DAG.TKL.02.009.06
- Mengelola
Permintaan dan
Ketersediaan Form

Surat Keterangan
Asal (SKA)

C. Teknis (Khusus) :

1. DAG.TDP.02.015.06
— Mempersiapkan
Focus Group
Discussion (FGD)
Mengenai Kebijakan
Perdagangan Dan
Kebijakan Terkait

C. Teknis (Khusus) :

1. DAG.TPP.02.003.06
- Menyusun
Informasi Ringkas
Pasar Tujuan
Ekspor

C. Teknis (Khusus) :

1. DAG.TPN.02.160.06
- Mencari Bahan
dan Informasi
untuk Kegiatan Sub
Bidang Unit Kerja

12




Jenjang

Kompetensi/Rumpun Jabatan

N Kualifikasi Divlomasi
° Kompetensi Kebijakan Dalam Negeri Kebijakan Luar Negeri P Promosi Perdagangan Penunjang
. Perdagangan
Kerja
V | Pelaksana A. Manajerial :
Penyelia

(Kelas Jabatan
8)

Fleksibilitas Berfikir (Level 2)

Integritas (Level 2)

Komitmen terhadap Organisasi (Level 2)
Kerja Sama (Level 3)

Berorientasi pada Pelayanan (Level 2)
Berpikir Analitis (Level 2)

Inovasi (Level 2)

Adaptasi terhadap Perubahan (Level 1)
Berorientasi pada kualitas (Level 3)

WONOG W=

B. Teknis (Umum) :

DAG.TPN.01.034.06 — Memproses Dokumen

DAG.TPN.01.112.05 - Mengolah Data dan Informasi

DAG.TPN.01.143.05 - Menganalisa Data

DAG.TPN.01.113.05 - Melakukan Pengkajian Data

DAG.TPN.01.119.06 - Melakukan Pelayanan Data dan Informasi

DAG.TKD.01.056.05 - Melakukan Penyusunan Pedoman dan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK)

QUH W=

C. Teknis (Khusus) : C. Teknis (Khusus) : C. Teknis (Khusus) : C. Teknis (Khusus) :

1. DAG.TKD.02.017.05 -
Membuat Laporan
Hasil Pengolahan Data
Harga Barang
Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting

1. DAG.TKL.02.017.05
- Menyusun Bahan
Masukan terkait
Hambatan
Perdagangan

1. DAG.TDP.02.028.05
— Mengkaji
Kebijakan Kerja
Sama Bilateral,
Regional, dan
Multilateral di
Bidang Perdagangan

1. DAG.TPP.02.004.05
- Menyusun Analisa
Pasar Tujuan
Ekspor

C. Teknis (Khusus) :

1. DAG.TPN.02.161.05
- Mempersiapkan
Kegiatan Sub
Bidang Unit Kerja
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Jenjang

Kompetensi/Rumpun Jabatan

N Kualifikasi Divlomasi
° Kompetensi Kebijakan Dalam Negeri Kebijakan Luar Negeri P Promosi Perdagangan Penunjang
. Perdagangan
Kerja
VI | Pengawas A. Manajerial :

(Kelas Jabatan
9-11)

WONOG W=

Berpikir Analitis (Level 2)
Inovasi (Level 2)
Integritas (Level 3)

Adaptasi terhadap Perubahan (Level 2)

Kerja Sama (Level 4)
Kepemimpinan (Level 3)

Pengambilan Keputusan (Level 3)

Pengorganisasian (Level 3)
Perencanaan (Level 3)

10. Berorientasi pada kualitas (Level 3)
11. Membangun Hubungan Kerja (Level 2)

Tambahan Kompetensi Manajerial untuk Jabatan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri :
12. Berorientasi pada Pelayanan (Level 3)

13. Negosiasi (Level 3)

14. Tanggap Terhadap Pengaruh Budaya (Level 3)
15. Interaksi Sosial (Level 3)

B. Teknis (Umum) :

1. DAG.TPN.01.007.04 - Menyusun Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
2. DAG.TPN.01.022.04 - Menyusun Laporan Kinerja
3. DAG.TKD.01.056.05 - Melakukan Penyusunan Pedoman dan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria

C. Teknis (Khusus) :

1. DAG.TKD.02.022.04 -
Melaksanakan
Pengawasan Barang
dan Jasa

2. DAG.TKD.02.044.04 -
Menyiapkan Bahan

C. Teknis (Khusus) :

1. DAG.TKL.02.014.04
- Melakukan
Identifikasi Isu dan
Informasi Kerjasama

2. DAG.TKD.02.044.04
- Menyiapkan Bahan

C.

1.

Teknis (Khusus) :

DAG.TDP.02.025.04
- Melakukan
Intelijen Diplomasi

. DAG.TDP.02.026.04

- Menyiapkan Dan
Berpartisipasi

C. Teknis (Khusus) :

1. DAG.TPP.02.001.04
- Melakukan
Kegiatan
Pengembangan
Produk dan atau
Pasar

C. Teknis (Khusus) :

1. DAG.TPN.02.162.04
- Melakukan
Kegiatan Sub
Bidang Unit Kerja

14




Jenjang

Kompetensi/Rumpun Jabatan

N Kualifikasi Divlomasi
° Kompetensi Kebijakan Dalam Negeri Kebijakan Luar Negeri p Promosi Perdagangan Penunjang
Keri Perdagangan
erja

Perumusan dan

Perumusan dan

Dalam Penyelesaian

2. DAG.TPP.02.002.04

Pelaksanaan Kebijakan Pelaksanaan Sengketa Dagang - Menyusun
Kebijakan Informasi
3. DAG.TKD.02.045.04 - . DAG.TKL.02.014.04 Pengembangan

Menyiapkan Bahan
Bimbingan Teknis
Pelaksanaan Kebijakan

. DAG.TKD.02.045.04

- Menyiapkan Bahan
Bimbingan Teknis

- Melakukan
Identifikasi Isu dan
Informasi Kerjasama

Produk Ekspor

3. DAG.TPP.02.006.04

Pelaksanaan - Mempersiapkan
4. DAG.TKD.02.052.04 — Kebijakan Pelaksanaan
Memberikan Pelayanan Promosi
Informasi dan
Pengaduan Konsumen 4. DAG.TPP.02.007.04
— Menyelenggara-
kan Kegiatan
Promosi

VII | Administrator | A. Manajerial :

Berpikir Analitis (Level 3)

Inovasi (Level 3)

Integritas (Level 3)

Adaptasi terhadap Perubahan (Level 3)
Kerja Sama (Level 5)

Kepemimpinan (Level 4)

Pengambilan Keputusan (Level 4)
Pengorganisasian (Level 4)

. Perencanaan (Level 4)

10. Berorientasi pada kualitas (Level 4)
11. Membangun Hubungan Kerja (Level 3)

(Kelas Jabatan
12 - 13)

WONOO R W

Tambahan Kompetensi Manajerial untuk Jabatan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri :
12. Berorientasi pada Pelayanan (Level 4)
13. Negosiasi (Level 4)
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No

Jenjang
Kualifikasi
Kompetensi
Kerja

Kompetensi/Rumpun Jabatan

Kebijakan Dalam Negeri

Kebijakan Luar Negeri

Diplomasi
Perdagangan

Promosi Perdagangan

Penunjang

14. Tanggap Terhadap Pengaruh Budaya (Level 3)
15. Interaksi Sosial (Level 4)

B. Teknis (Umum) :

QuH W=

DAG.TPN.01.006.03 -
DAG.TPN.01.008.03 - Mengembangkan, Melaksanakan dan mengevaluasi Rencana Kerja
DAG.TPN.01.022.04 - Menyusun Laporan Kinerja

DAG.TPN.01.012.03 - Melakukan Koordinasi Secara Vertikal dan Horizontal
DAG.TPN.01.020.03 -
DAG.TPN.01.007.04 - Menyusun Pedoman Pelaksanaan Kegiatan

Menyusun Rencana Kerja

Mengelola Informasi SDM

C. Teknis (Khusus) :

1. DAG.TKD.02.013.03 -
Melakukan Koordinasi
Pelaksanaan Pasar
Murah

2. DAG.TKD.02.029.03 -
Melakukan Perumusan
Rancangan Standar
Nasional Indonesia

(SNI)

3. DAG.TKD.02.037.03 -
Melaksanakan
Monitoring Evaluasi
Pelaksanaan Subsidi
Sistem Resi Gudang

C. Teknis (Khusus) :

1. DAG.TKL.02.006.03
- Menyusun Bahan
Penyusunan
Kebijakan
Ekspor/Impor

2. DAG.TKL.02.007.03-
Menyusun Laporan
Monitoring dan
Evaluasi Ekspor dan
Impor

3. DAG.TKD.02.046.03
- Melaksanakan
Bimbingan Teknis

C. Teknis (Khusus) :

1. DAG.TDP.02.003.03
- Melakukan
Pendampingan
Verifikasi Hambatan
Perdagangan

2. DAG.TDP.02.011.03
- Melakukan
Koordinasi Dengan
Perwakilan Negara
Mitra Dagang

3. DAG.TDP.02.017.03
- Membuat Naskah
Kesepakatan
Kerjasama

C. Teknis (Khusus) :

1. DAG.TPP.02.005.03
- Merencanakan
Program Promosi

2. DAG.TPP.02.008.03
- Melakukan
Pencitraan

3. DAG.TPP.02.009.03
- Melakukan
Perekrutan Peserta
Promosi

C. Teknis (Khusus) :
1. DAG.TPN.02.163.03

- Melakukan
Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan
Bidang Unit Kerja
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Jenjang Kompetensi/Rumpun Jabatan

N Kualifikasi Divlomasi
° Kompetensi Kebijakan Dalam Negeri Kebijakan Luar Negeri P Promosi Perdagangan Penunjang
. Perdagangan
Kerja
4. DAG.TKD.02.040.03 - 4. DAG.TDP.02.020.03
Melakukan Evaluasi - Menyediakan
dan Pemantauan Harga Bahan Untuk
Pasar Fisik Diratifikasi
5. DAG.TKD.02.046.03 - 5. DAG.TDP.02.030.03
Melaksanakan - Menerapkan
Bimbingan Teknis Pengetahuan
Regulasi
VIII | Pimpinan A. Manajerial :

Tinggi Pratama Berpikir Analitis (Level 4)

Inovasi (Level 4)

Integritas (Level 4)

Adaptasi terhadap Perubahan (Level 4)
Kerja Sama (Level 6)

Kepemimpinan (Level 5)

Pengambilan Keputusan (Level 5)
Pengorganisasian (Level 5)
Perencanaan (Level 5)

10. Berorientasi pada kualitas (Level 5)

11. Membangun Hubungan Kerja (Level 4)

(Kelas Jabatan
14-15)

WO R W

Tambahan Kompetensi Manajerial untuk Jabatan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri :
12. Berorientasi pada Pelayanan (Level 5)

13. Negosiasi (Level 5)

14. Tanggap Terhadap Pengaruh Budaya (Level 4)

15. Interaksi Sosial (Level 5)

B. Teknis (Umum) :

1. DAG.TPN.01.024.02 - Mempersiapkan dan Memantau Anggaran
2. DAG.TPN.01.008.03 - Mengembangkan, Melaksanakan dan mengevaluasi Rencana Kerja
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Jenjang Kompetensi/Rumpun Jabatan
Kualifikasi 5 :
. . .s . Diplomasi ) .
Kompetensi Kebijakan Dalam Negeri Kebijakan Luar Negeri Promosi Perdagangan Penunjang
. Perdagangan
Kerja
3. DAG.TPN.01.012.03 - Melakukan Koordinasi Secara Vertikal dan Horizontal
4. DAG.TPN.01.018.02 - Memfasilitasi Proses Manajemen Kinerja
C. Teknis (Khusus) : C. Teknis (Khusus) : C. Teknis (Khusus) : C. Teknis (Khusus) : C. Teknis (Khusus) :
1. DAG.TKD.02.058.02 - 1. DAG.TKL.02.018.02 1. DAG.TDP.02.012.02 1. DAG.TPP.02.015.02 | 1. DAG.TPN.02.168.02
Merumuskan — Merumuskan - Menyusun - Mengembangkan - Merumuskan
Kebijakan Perdagangan Kebijakan Pedoman Delegasi Jejaring Bisnis Kebijakan
Dalam Negeri ;erdafgangan Luar | 5 DAG.TDP.02.016.02 | 2. DAG.TPP.02.013.02
egert - Melaksanakan — Memfasilitasi
Perundingan Program Promosi
3. DAG.TDP.02.021.02 dan Pemasaran
- Melaksanakan Kaji
Ulang Kebijakan
Hasil Perundingan
Pimpinan A. Manajerial :
Tinggl Madya 1. Berpikir Analitis (Level 5)
2. Inovasi (Level 5)
(Kelas Jabatan 3. Integritas (Level 5)
16-17) 4. Adaptasi terhadap Perubahan (Level 5)
5. Kerja Sama (Level 6)
6. Kepemimpinan (Level 6)
7. Pengambilan Keputusan (Level 6)
8. Pengorganisasian (Level 6)
9. Perencanaan (Level 6)
10. Berorientasi pada kualitas (Level 6)
11. Membangun Hubungan Kerja (Level 5)
B. Teknis (Umum) :
1. DAG.TPN.01.024.02 - Mempersiapkan dan Memantau Anggaran
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No

Jenjang
Kualifikasi
Kompetensi
Kerja

Kompetensi/Rumpun Jabatan

Kebijakan Dalam Negeri

Kebijakan Luar Negeri

Diplomasi
Perdagangan

Promosi Perdagangan

Penunjang

2. DAG.TPN.01.008.03 - Mengembangkan, Melaksanakan dan mengevaluasi Rencana Kerja
3. DAG.TPN.01.012.03 - Melakukan Koordinasi Secara Vertikal dan Horizontal
4. DAG.TPN.01.018.02 - Memfasilitasi Proses Manajemen Kinerja

C. Teknis (Khusus) :

1. DAG.TPN.02.165.01 -
Menetapkan Kebijakan
Internal Kementerian
Perdagangan

C. Teknis (Khusus) :

1. DAG.TPN.02.165.01
- Menetapkan
Kebijakan Internal
Kementerian
Perdagangan

C.
1.

Teknis (Khusus) :

DAG.TDP.02.012.01
- Menyusun
Pedoman Delegasi

. DAG.TDP.02.016.01

- Melaksanakan
Perundingan

. DAG.TDP.02.021.02

- Melaksanakan Kaji
Ulang Kebijakan
Hasil Perundingan

. DAG.TDP.02.027.01

— Melakukan
pengamanan
kebijakan
perdagangan dan
terkait perdagangan
nasional

C. Teknis (Khusus) :

1. DAG.TPP.02.010.01
- Mengatur Misi
Dagang

2. DAG.TPP.02.011.01
- Meningkatkan
Akses Pasar Ekspor
Indonesia

. Teknis (Khusus) :

DAG.TPN.02.013.01
- Menetapkan
Rencana Strategis
SDM

DAG.TPN.02.166.01
— Merumuskan
Rencana Strategis
Organisasi

DAG.TPN.02.167.01
— Memantau
Penyelenggaraan
Pengendalian
Internal

DAG.TPN.02.165.01
- Menetapkan
Kebijakan Internal
Kementerian
Perdagangan




Tabel 3

Peta Kompetensi Kerja PNS Kementerian Perdagangan Pengelola Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UPTP)

Jenjang .
o Kualifikasi Kompetensi / UPTP
Kompetensi i
pe’ UPTP I (Kementerian UPTP II (Kramat) UPTP III (Ciracas) UPTP IV (Bandung)
Kerja Perdagangan Pusat)
I | Pengelola Manajerial :
Operasional Fleksibilitas Berfikir (Level 2)

(Kelas Jabatan
1-6)

Integritas (Level 1)

Komitmen terhadap Organisasi (Level 2)
Kerja Sama (Level 1)

Berorientasi pada Pelayanan (Level 2)
Adaptasi terhadap Perubahan (Level 1)
Berorientasi pada kualitas (Level 1)

Nk whe=

. Tekn1s (Umum) :

-  DAG.UPTP.01.001.006 - Menerima Pengajuan Permohonan Pelayanan Perdagangan
-  DAG.UPTP.01.002.006 - Mengadministrasikan Dokumen Permohonan Pelayanan Perdagangan
- DAG.UPTP.01.003.006 - Memproses Dokumen Pelayanan Perdagangan

. Teknis (Khusus) : C. Teknis (Khusus) :

C. Teknis (Khusus) :

C. Teknis (Khusus) :

IT

Pengelola
Teknis

(Kelas Jabatan
7-17)

Manajerial :

Berpikir Analitis (Level 2)

Inovasi (Level 2)

Integritas (Level 3)

Adaptasi terhadap Perubahan (Level 2)
Kerja Sama (Level 4)

Kepemimpinan (Level 3)

Pengambilan Keputusan (Level 3)
Pengorganisasian (Level 3)
Perencanaan (Level 3)

10 Berorientasi pada kualitas (Level 3)
11. Membangun Hubungan Kerja (Level 2)

WO R W
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No

Jenjang
Kualifikasi
Kompetensi
Kerja

Kompetensi / UPTP

UPTP I (Kementerian
Perdagangan Pusat)

UPTP II (Kramat)

UPTP III (Ciracas)

UPTP IV (Bandung)

B. Teknis (Umum) :
DAG.UPTP.01.04.006 Melakukan Verifikasi Dokumen Permohonan Pelayanan Perdagangan

S

DAG.UPTP.01.16.006 Menangani Keluhan Pelaku Usaha/Pelanggan
DAG.UPTP.01.17.006 Memberikan Informasi Pelayanan Perdagangan

DAG.UPTP.01.18.006 Mengevaluasi Permohonan Perijinan Perdagangan
DAG.UPTP.01.19.006 Mengevaluasi Permohonan Non Perijinan Perdagangan

C. Teknis (Khusus) :

1.

DAG.UPTP.02.005.0
05 - Melakukan
Verifikasi Lapangan
DAG.UPTP.02.009.0
03 - Memvalidasi
Dokumen
Permohonan Ekspor
dan Impor
DAG.UPTP.02.010.0
03 - Memvalidasi
Dokumen
Permohonan Tanda
Daftar Perusahaan
dan Wajib Tanda
Daftar Perusahaan

C. Teknis (Khusus) :

1.

DAG.UPTP.02.005.005 -

Melakukan Verifikasi Lapangan

DAG.UPTP.02.008.003 -
Melakukan Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan
(Fit and Proper Test)
DAG.UPTP.02.013.003 -
Memvalidasi Dokumen
Permohonan Pelayanan
Perdagangan terkait
Perdagangan Berjangka
Komoditi
DAG.UPTP.02.014.003 -
Memvalidasi Dokumen
Permohonan Pelayanan
Perdagangan terkait Sistem
Resi Gudang
DAG.UPTP.02.015.003 -
Memvalidasi Dokumen
Permohonan Pelayanan
Perdagangan terkait Perijinan
Pasar Lelang

C. Teknis (Khusus) :
1.

DAG.UPTP.02.006.005 -
Melakukan Verifikasi
Alat Ukur
DAG.UPTP.02.007.005 -
Melakukan Verifikasi
Contoh Produk
DAG.UPTP.02.012.003 -
Memvalidasi Dokumen
Permohonan Nomor
Registrasi Produk
(NRP)/ Nomor
Pendaftaran Barang
(NPB)/ Surat
Pendaftaran Barang
(SPB)/ Tanda Pengenal
Produsen (TPP)

C. Teknis (Khusus) :

1. DAG.UPTP.02.006.0
05 - Melakukan
Verifikasi Alat Ukur

2. DAG.UPTP.02.010.0
03 - Memvalidasi
Dokumen
Permohonan Izin
Tipe Pabrik dan Izin
Tanda Pabrik
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BAB III

KAMUS KOMPETENSI MANAJERIAL

A. KEMAMPUAN BERFIKIR (KB)
Fleksibilitas Berfikir (FB)

1)

2)

Definisi : Kemampuan menggunakan berbagai
sudut pandang dalam menghadapi
tuntutan perubahan.

Kunci Kompetensi : Mampu menggunakan berbagai
sudut pandang.

Level Deskripsi

0 Mengetahui adanya perbedaan sudut pandang.

1 Mengenali sudut pandang orang lain yang berbeda.

2 Menyadari sudut pandang orang lain yang berbeda.

3 Menyelaraskan sudut pandang pribadinya dengan
sudut pandang orang lain.

4 Mengakui kebenaran sudut pandang orang lain.

S Mengakomodir berbagai perbedaan sudut pandang
sesuai dengan tuntutan perubahan.

6 Mendayagunakan berbagai sudut pandang orang lain
untuk mengoptimalkan kemampuan berfikir.

Inovasi (lnov)

Definisi : Kemampuan memunculkan ide/
gagasan dan pemikiran baru dalam
rangka meningkatkan efektivitas
kerja.

Kunci Kompetensi : Mampu membuat ide/gagasan dan
pemikiran baru.

Level Deskripsi

0 Menggunakan gagasan/pemikiran yang sudah ada.

1 Mengenali adanya gagasan baru.

2 Mengidentifikasi alternatif ide/gagasan baru yang
mungkin dapat diterapkan.

3 Menentukan alternatif ide yang mungkin dapat
diterapkan.

4 Mengadopsi ide/pemikiran yang cocok diterapkan
dalam lingkungan kerja.

S Mengadaptasi  ide/pemikiran untuk  efektivitas
organisasi.

6 Menciptakan ide/pemikiran yang orisinil yang
bermanfaat bagi organisasi.
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3)

4)

Berpikir Analitis (BA)

Definisi Kemampuan menguraikan
permasalahan berdasarkan informasi
yang relevan dari berbagai sumber
secara komprehensif untuk
mengidentifikasi penyebab dan
dampak terhadap organisasi.

Kunci Kompetensi : Mampu menganalisis permasalahan
atau mengurai permasalahan.

Level Deskripsi

0 Mengetahui permasalahan yang terjadi dalam
pekerjaan.

1 Memahami permasalahan yang terjadi dalam
pekerjaannya.

2 Menguraikan faktor-faktor penyebab dan dampak dari
permasalahan terkait dengan pekerjaannya.

3 Mengidentifikasi faktor-faktor potensial permasalahan
yang berdampak kepada keberlangsungan organisasi.

4 Menguraikan  dampak  jangka  panjang  dari
permasalahan yang muncul terhadap kelangsungan
kegiatan organisasi.

S Merumuskan pendekatan komprehensif yang dapat
dilakukan organisasi untuk mengatasi permasalahan
organisasi.

6 Memproyeksikan situasi/dampak jangka panjang dari
suatu fenomena umum dari sudut pandang
kepentingan organisasi.

Berpikir Konseptual (BK)

Definisi

Kemampuan menghubungkan pola
menjadi hubungan dalam suatu
rangkaian informasi untuk
membentuk pemahaman baru
terhadap informasi tersebut.

Kunci Kompetensi : Mampu menghubungkan pola

menjadi hubungan suatu informasi.

Level

Deskripsi

0

Membuat kesimpulan dari suatu hal berdasarkan
informasi parsial.

Mengidentifikasi pola/hubungan dari data/informasi
yang sudah tersedia berdasarkan suatu konsep yang
konkret dan sederhana.

Menyimpulkan keterkaitan pola hubungan dari
informasi yang ada menjadi suatu rumusan yang jelas
dan komprehensif.
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Level

Deskripsi

3 Mengkaji proses pengambilan kesimpulan/formulasi-
formulasi pola hubungan informasi.

4 Merumuskan konsep berdasarkan pola hubungan
informasi yang ada.

S Mengembangkan suatu konsep baru sesuai dengan
kebutuhan nyata organisasi.

6 Mengembangkan suatu konsep baru sesuai dengan

kebutuhan organisasi di masa yang akan datang.

B. MENGELOLA DIRI (MD)
Adaptasi terhadap Perubahan (AtP)

1)

2)

Definisi Kemampuan  menyesuaikan  diri
terhadap perubahan sehingga tetap
dapat mempertahankan efektivitas
kerja.

Kunci Kompetensi : Mampu menyesuaikan terhadap
perubahan situasi dalam lingkungan
kerja.

Level Deskripsi

0 Menganggap perubahan bukan suatu hal yang
penting.

1 Mengikuti perubahan sesuai dengan tuntutan
kebijakan organisasi.

2 Menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi
atas kesadaran dan inisiatif sendiri.

3 Mencari alternatif dan pendekatan diri untuk
memenuhi kebutuhan dari situasi yang
berbeda/baru.

4 Mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi
tuntutan atau dinamika perubahan.

S Mengantisipasi perubahan dan membuat penyesuaian
jangka panjang dalam organisasi sebagai respon
terhadap situasi.

6 Membuat pola-pola atau pendekatan baru dalam
penyesuaian dirinya dengan dinamika tuntutan
perubahan baik jangka pendek maupun jangka
panjang.

Integritas (Int)

Definisi

Kemampuan bertindak secara
konsisten dan transparan dalam
segala situasi dan kondisi sesuai
dengan nilai-nilai, norma atau etika
yang berlaku di lingkungan kerja.

Kunci Kompetensi : Mampu bertindak secara konsisten.
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3)

Level Deskripsi

0 Menyadari tentang pentingnya norma dan etika bagi
organisasi.

1 Menerapkan norma dan etika organisasi sebatas
memenuhi kewajiban.

2 Menerapkan norma dan etika organisasi sebatas pada
dirinya dalam segala situasi dan kondisi.

3 Mengingatkan orang lain untuk bertindak sesuai
dengan nilai, norma dan etika organisasi dalam segala
situasi dan kondisi.

4 Mengupayakan orang lain untuk bertindak sesuai
dengan nilai, norma dan etika organisasi dalam segala
situasi dan kondisi.

S Menciptakan situasi kerja yang membuat rekan kerja
mematuhi nilai, norma dan etika organisasi dalam
segala situasi dan kondisi.

6 Memberi teladan dalam menerapkan nilai, norma dan

etika organisasi pada segala situasi dan kondisi.

Keuletan (Keu)

Definisi Kemampuan untuk mau bekerja
keras dan tidak mudah putus asa
dalam berusaha mencapai tujuan
dan mampu mempertahankannya.

Kunci Kompetensi : Mampu bekerja keras dan tidak
mudah putus asa.

Level Deskripsi

0 Mengubah tujuan karena adanya hambatan.

1 Mempertahankan untuk tetap fokus pada pencapaian
tujuan walaupun harus berhadapan dengan berbagai
kesulitan.

2 Mencari upaya-upaya untuk mengatasi rintangan
dengan mengubah strategi/pendekatan/cara.

3 Mencoba alternatif lain sampai tujuan utama tercapai
atau tidak mungkin lagi dapat dicapai.

4 Mempertahankan irama kerja untuk mencapai tujuan
pekerjaan meskipun hanya memiliki sedikit
kemajuan.

S Menelaah kegagalan-kegagalan untuk perbaikan
dalam pelaksanaan pekerjaan.

6 Mencari alternatif lain dalam menghadapi kegagalan
pelaksanaan pencapaian tujuan.
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4)

S)

Pengendalian Diri (PD)

Definisi Kemampuan untuk mengendalikan
diri pada saat menghadapi masalah
yang sulit, kritik dari orang lain atau
pada saat bekerja di bawah tekanan
dengan sikap yang positif.

Kunci Kompetensi : Mampu mengendalikan diri pada
saat bekerja di bawah tekanan.

Level Deskripsi

0 Melakukan tindakan yang sesuai dengan suasana
hatinya.

1 Menjauhi hal-hal yang menimbulkan emosi negatif.

2 Mengekspresikan perasaan atau emosi negatif melalui
tindakan yang tidak merugikan orang lain.

3 Menghadapi tekanan dengan tindakan yang tenang.

4 Menggunakan cara-cara tertentu untuk mengatasi
reaksi yang berlebihan terhadap tekanan.

S Menghadapi situasi tekanan atau permasalahan
dengan berpikir positif.

6 Melakukan tindakan-tindakan untuk mencairkan
suasana yang penuh tekanan.

Komitmen terhadap Organisasi (KtO)

Definisi Kemampuan untuk menyelaraskan
perilaku pribadi dengan kepentingan
organisasi dalam rangka
mewujudkan visi dan misi.

Kunci Kompetensi : Mampu menyelaraskan perilaku diri
dengan melibatkan diri dalam
kepentingan organisasi.

Level Deskripsi

0 Melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan keinginan
dan kepentingan diri sendiri.

1 Memahami pentingnya pelaksanaan pekerjaan sesuai
tugas dan tanggung jawab.

2 Melaksanakan pekerjaan sebatas tuntutan tugas dan
tanggungjawabnya.

3 Melaksanakan tugas yang melebihi tanggung
jawabnya.

4 Mengambil peran aktif ketika terjadi hambatan agar
tujuan organisasi tetap tercapai.

S Mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk
tercapainya visi dan misi organisasi.

6 Melakukan berbagai upaya untuk menjaga citra
organisasi.
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6)

7)

Inisiatif (Ini)

Definisi : Kemampuan mengambil langkah-
langkah aktif tanpa menunggu
perintah untuk tujuan organisasi.

Kunci Kompetensi : Mampu mengambil langkah aktif
tanpa menunggu perintah.

Level Deskripsi

0 Melakukan pekerjaan dengan menunggu perintah.

1 Menyelesaikan tugas sebagai rutinitas sesuai dengan
prosedur apa adanya.

2 Melakukan langkah aktif dalam proses penyelesaian
pekerjaan.

3 Melakukan tindakan konstruktif untuk mendukung
situasi kerja yang kondusif.

4 Melakukan berbagai tindakan penyelesaian masalah
yang dihadapi.

S Mengidentifikasi upaya penyelesaian masalah yang
akan muncul di masa depan.

6 Mengembangkan ide baru untuk menyelesaikan tugas
yang lebih baik.

Semangat Berprestasi (SB)

Definisi : Kemampuan untuk selalu
meningkatkan kinerja dengan lebih
baik di atas standar secara terus-
menerus.

Kunci Kompetensi : Mampu meningkatkan kinerja.

Level Deskripsi

0 Melaksanakan tugas tanpa mempertimbangkan
tuntutan standar.

1 Menyelesaikan tugas berdasarkan standar rata-rata.

2 Menyelesaikan tugas dengan standar di atas rata-
rata.

3 Melakukan pembelajaran terhadap proses dan hasil
pekerjaan untuk pencapaian hasil kerja lebih baik.

4 Melakukan langkah-langkah  perbaikan  untuk
mencapai kinerja yang optimal.

S Melakukan monitoring terhadap proses kerja untuk
pencapaian efektivitas kerja.

6 Membuat cara atau pendekatan baru dalam
meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan.

27




C. MENGELOLA ORANG LAIN (MO)
Kerja Sama (KS)

1)

2)

Definisi : Kemampuan menyelesaikan
pekerjaan  secara  bersama-sama
dengan menjadi bagian dari suatu
kelompok untuk mencapai tujuan
unit/organisasi.

Kunci Kompetensi : Mampu bekerja dalam kelompok
untuk mencapai tujuan organisasi.

Level Deskripsi

0 Menanggapi penyelesaian pekerjaan dalam kelompok
dengan sikap yang pasif.

1 Menjaga hubungan kerja yang baik tanpa melibatkan
perasaan suka atau tidak suka yang bersifat personal.

2 Menghargai masukan dan keahlian orang lain dan
bersedia untuk belajar dari orang lain.

3 Menjunjung tinggi keputusan kelompok dengan cara
menyelesaikan pekerjaan yang menjadi bebannya.

4 Memberikan pujian yang obyektif secara terbuka
kepada orang lain yang berkinerja baik dalam
kelompok.

5 Membantu rekan kerja/anggota tim yang mengalami
kesulitan

6 Menciptakan suasana kerjasama yang akrab dengan
menanamkan moral kerja yang baik dalam kelompok.

Mengembangkan Orang Lain (MOL)

Definisi Kemampuan melakukan  upaya
untuk mendorong pengembangan
potensi orang lain agar dapat
bekerja lebih baik.

Kunci Kompetensi : Mampu mengembangkan potensi
orang lain.

Level Deskripsi

0 Menganggap semua orang mampu melakukan
pekerjaan apapun.

1 Menggali potensi orang lain untuk pemanfaatan
dalam pekerjaan.

2 Memanfaatkan potensi orang lain untuk
mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan.

3 Memberikan umpan balik kepada orang lain untuk
pengembangan diri.

4 Membimbing orang lain untuk  melakukan
pengembangan diri sesuai minat dan keahlian.

S Memberi peluang/kesempatan pada orang lain untuk
melakukan pekerjaan yang menantang.

6 Menginspirasi seluruh komponen sumber daya
manusia dalam organisasi untuk mampu
mengembangkan diri secara mandiri.
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3)

4)

Kepemimpinan (Kp)

Definisi Kemampuan meyakinkan,
mempengaruhi dan memotivasi
orang lain dengan tujuan agar
mereka mengikuti dan
melaksanakan rencana kerja unit/
organisasi.

Kunci Kompetensi : Mampu meyakinkan, mempengaruhi
dan memotivasi orang.

Level Deskripsi

0 Membiarkan keadaan setiap orang bekerja tanpa
pengarahan.

1 Meyakinkan orang lain tentang  pentingnya
pencapaian tujuan organisasi.

2 Membina bawahan dalam penyelesaian pekerjaan.

3 Mendelegasikan pekerjaan dan wewenang sesuai
kompetensi dan potensi bawahan.

4 Mengorganisir sumber daya yang tersedia untuk
optimalisasi pencapaian tujuan organisasi.

S Membangun situasi kerja yang kondusif.

6 Menggunakan strategi atau perilaku tertentu yang
dapat mempengaruhi orang lain untuk mencapai
tujuan.

Membimbing (M)

Definisi Kemampuan memberikan bimbingan
dan umpan balik secara teratur
terhadap bawahan agar Dbekerja
secara terarah sesuai dengan
rencana.

Kunci Kompetensi : Mampu membimbing dan
memberikan umpan balik kepada
bawahan.

Level Deskripsi

0 Menginformasikan tugas-tugas yang harus dilakukan
oleh bawahan secara tersirat

1 Menjelaskan tugas secara rinci agar bawahan dapat
melakukan tugas-tugasnya dengan baik.

2 Menentukan target kerja yang harus dicapai oleh
bawahan.

3 Mengkomunikasikan hal-hal yang harus dilakukan
bawahan agar target kerja yang telah ditentukan
dapat tercapai.

4 Membantu bawahan saat menghadapi kendala
sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan optimal.

5 Memberikan umpan balik terhadap hasil pekerjaan
bawahan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja.

6 Menentukan faktor-faktor potensial yang berpengaruh
pada pencapaian dan kegagalan pekerjaan.
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D. MENGELOLA TUGAS (MT)

1)

2)

Berorientasi Pada Pelayanan (BpP)

Definisi Kemampuan melakukan upaya
untuk mengetahui, memahami, dan
memenuhi kebutuhan pelanggan
dalam setiap aktivitas pekerjaannya.

Kunci Kompetensi : Mampu memberikan kepuasan
pelanggan.

Level Deskripsi

0 Memberikan pelayanan tergantung pada situasi dan
kondisi pribadinya.

1 Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi
kebutuhan pelanggan.

2 Memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai sumber daya
organisasi yang tersedia.

3 Meningkatkan kemampuan organisasi untuk
memenuhi kebutuhan pelanggan.

4 Melakukan wupaya perbaikan pelayanan kepada
pelanggan secara terus menerus.

S Mencari  alternatif  pelayanan  terbaik  untuk
memuaskan kebutuhan pelanggan.

6 Menginternalisasikan nilai dan semangat pelayanan
ke setiap individu di lingkungan organisasi.

Kesadaran Akan Keselamatan Kerja (K3)

Definisi Kemampuan untuk sadar dan
tanggap, serta perduli terhadap
kondisi-kondisi yang dapat
mempengaruhi keselamatan pegawai.

Kunci Kompetensi : Mampu untuk tanggap, sadar dan
perduli terhadap keselamatan kerja.

Level Deskripsi

0 Menentukan pentingnya faktor dan  prosedur
keselamatan Kerja.

1 Mematuhi prosedur K3 karena adanya tuntutan dari
organisasi.

2 Mematuhi prosedur K3 atas kesadaran diri sendiri.

3 Menggunakan peralatan atau perlengkapan K3
tambahan yang dirasakan perlu.

4 Melaporkan  kondisi-kondisi yang  berpengaruh
terhadap Keselamatan kerja.

S Mengajak orang lain untuk bekerja sesuai dengan
prosedur keselamatan kerja.

6 Mengusulkan sistem keselamatan kerja yang sesuai
dengan kondisi dan lingkungan kerja.
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3)

4)

Membangun Hubungan Kerja (MHK)

Definisi : Kemampuan menjalin dan membina
hubungan kerja dengan pihak-pihak
yang terkait dalam rangka
pencapaian tujuan organisasi.

Kunci Kompetensi : Mampu menjalin dan membina
hubungan kerja.

Level Deskripsi

0 Menanggapi tawaran kerja sama dengan sikap yang
pasif.

1 Menjalin hubungan kerja antar unit dalam satu
organisasi yang berdampak pada pencapaian tujuan
organisasi.

2 Menjalin hubungan kerja antar instansi dan antar
daerah dalam rangka efektifitas kerja organisasi.

3 Membentuk jaringan kerja sama yang bersifat
bilateral yang dapat meningkatkan keberhasilan
organisasi.

4 Membentuk jaringan kerja sama yang bersifat
multilateral yang dapat meningkatkan keberhasilan
organisasi.

5 Mengevaluasi bentuk kerja sama yang bersifat
bilateral dan multilateral yang ada dalam rangka
memelihara efektifitasnya.

6 Mengembangkan hubungan kerja sama, bilateral dan
multilateral yang berdampak jangka panjang bagi
kepentingan nasional.

Negosiasi (Nego)

Definisi : Kemampuan untuk menemukan
berbagai alternatif dalam rangka
membuat kesepakatan dengan
mengakomodir kepentingan semua
pihak.

Kunci Kompetensi : Mampu membuat kesepakatan yang
menguntungkan.

Level Deskripsi

0 Menerima tawaran apa adanya sesuai dengan usulan
pihak lain

1 Menerima tawaran kerja sama berdasarkan informasi
parsial.

2 Mengumpulkan informasi yang relevan terkait dengan
tujuan yang ingin dicapai dengan pihak-pihak yang
terlibat.

3 Mengajukan alternatif penawaran dengan mempelajari
risiko yang mungkin timbul.

4 Melakukan tawar menawar kepentingan dengan
mempertimbangkan fakta, data, dan risiko.
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5)

6)

Level

Deskripsi

5 Membangun dukungan bagi alternatif pilihan dengan
cara bertukar pikiran dan menggunakan strategi yang
relevan/tertentu.

6 Membuat kesepakatan yang saling menguntungkan

dan mengakomodir kepentingan semua pihak.

Kewirausahaan (Ke)

Definisi Kemampuan mencari, menciptakan
serta menerapkan cara Kkerja,
teknologi dan produk baru untuk
memberdayakan organisasi dalam
rangka meningkatkan kualitas
pelayanan.

Kunci Kompetensi : Mampu memberdayakan organisasi.

Level Deskripsi

0 Menerima kondisi organisasi apa adanya.

1 Mempelajari setiap kondisi untuk melihat
kemungkinan optimalisasi organisasi.

2 Memanfaatkan peluang dalam rangka optimalisasi
organisasi.

3 Merumuskan konsep dasar optimalisasi organisasi.

4 Mendorong dan mengembangkan sumber daya yang
ada untuk mendukung konsep optimalisasi
organisasi.

S Melakukan upaya untuk mencari sumber daya yang
dibutuhkan guna mewujudkan idenya.

6 Membangun budaya kemandirian dalam organisasi.

Pencarian Informasi (PI)

Definisi Kemampuan mengumpulkan data/
informasi yang dibutuhkan secara
sistematik untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan pekerjaan
dan pengambilan keputusan.

Kunci Kompetensi : Mampu menggali berbagai data /
informasi secara sistematik.

Level Deskripsi

0 Mengumpulkan data/informasi tanpa
mempertimbangkan kesahihannya.

1 Melakukan upaya untuk mengumpulkan informasi
dari orang lain atau berbagai media yang terpercaya.

2 Menggali informasi melalui pertanyaan pada orang
lain yang terlibat baik secara langsung maupun tidak
langsung untuk menemukan akar permasalahan.

3 Menguji kesahihan data/informasi yang terkumpul.

4 Menyusun data atau informasi dalam suatu paparan
informasi yang baru.
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Level Deskripsi

S Menentukan data/informasi yang relevan untuk
mendukung pengambilan kesimpulan maupun
penyelesaian pekerjaan.

6 Membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang
relevan dan akurat.

Perhatian terhadap Keteraturan (PtK)

Definisi : Kemampuan untuk memastikan/
mengurangi ketidakpastian
khususnya berkaitan dengan

penugasan, kualitas, dan ketepatan/
ketelitian data serta informasi di
tempat kerja.

Kunci Kompetensi : Mampu melaksanakan keteraturan
sesuai dengan standar pekerjaan.
Level Deskripsi
0 Mengabaikan pelaksanaan tugas sesuai dengan
standar pelaksanaan pekerjaan.
1 Mempelajari prosedur kerja yang terkait dengan
pelaksanaan pekerjaan diri sendiri.
2 Memelihara lingkungan kerja seperti meja, berkas-

berkas, perkakas, dan lain-lain dalam susunan yang
baik dan teratur.

3 Memeriksa ulang akurasi pelaksanaan tugas dan
hasil yang diharapkan dan standar yang ditetapkan.

4 Menggunakan sistem untuk mengelola dan melacak
setiap informasi secara sistimatis.

S Memantau kualitas pekerjaan untuk meyakinkan
bahwa pelaksanaan tugas telah sesuai prosedur.

6 Mengembangkan suatu sistem yang baru untuk

meningkatkan keteraturan untuk meningkatkan

kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Komunikasi Lisan (Komlis)

Definisi : Kemampuan menyampaikan
pendapat/ide/informasi secara lisan
dengan menggunakan kata/kalimat
yang mudah dimengerti.

Kunci Kompetensi : Mampu berkomunikasi lisan yang
mudah dimengerti.
Level Deskripsi
0 Menanggapi secara pasif kegiatan komunikasi lisan/
diskusi.
1 Menjelaskan suatu hal/permasalahan dengan bahasa
yang kurang runtut/sistematis.
2 Memberikan tanggapan atas pertanyaan orang lain
dengan menggunakan kalimat sederhana.
3 Mengungkapkan pendapat/ide/informasi dengan
kalimat yang sistematis dan dimengerti orang lain.
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9)

10)

Level Deskripsi

4 Mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi
dari orang lain.

S Menggunakan gaya bahasa yang dapat dimengerti
orang lain secara sistematis kepada orang lain yang
berbeda latar belakangnya.

6 Mengarahkan orang lain untuk memahami maksud

pembicaraan agar mendukung idenya.

Komunikasi Tertulis (Komtul)

Definisi

: Kemampuan menyampaikan
pendapat/ ide/ informasi secara jelas
dengan menggunakan tulisan dan
tata bahasa dengan baik dan benar.

Kunci Kompetensi

: Mampu menyampaikan gagasan yang
mudah diterima pembaca.

Level Deskripsi

0 Menuangkan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan
yang susah dipahami.

1 Menyampaikan ide dan gagasan dengan menerapkan
kaidah atau tata cara menulis dengan benar dan
terstruktur.

2 Menuangkan ide dan gagasan ke dalam bentuk
tulisan dengan alur berpikir yang logis.

3 Menyederhanakan permasalahan yang rumit dengan
menggunakan bahasa tulis yang efisien.

4 Menkontekstualisasikan gagasan dan ide dalam
bentuk tulisan dengan data dan contoh yang aplikatif.

5 Membuat tulisan yang dapat dijadikan rujukan bagi
penyelesaian permasalahan.

6 Membuat tulisan yang dapat menginspirasi orang

untuk mengikuti gagasannya.

Pengambilan Keputusan (PK)

Definisi

tindakan
dengan

: Kemampuan mengambil
secara cepat dan tepat

mempertimbangkan dampak serta
bertanggung jawab dengan
keputusannya.

Kunci Kompetensi

: Mampu bertindak cepat dan tepat
dalam keputusan.

Level Deskripsi
0 Membuat keputusan yang bersifat subyektif.
1 Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi sebelum
pengambilan keputusan.
2 Membuat keputusan yang responsif berdasarkan
data/informasi dan sesuai keadaan lingkungan.
3 Membuat keputusan yang dapat mengakomodir

kepentingan semua pihak.
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11)

12)

Level

Deskripsi

4 Membuat keputusan yang sulit/dilematis dan cepat
dengan mempertimbangkan konsekuensinya.

S Memastikan pelaksanaan keputusan dengan
memantau hasilnya dengan membuat penyesuaian-
penyesuaian yang diperlukan.

6 Membuat keputusan strategis dan berdampak jangka

panjang dengan didukung data/informasi yang
komprehensif dan akurat.

Pengorganisasian (P)

Definisi Kemampuan mengkoordinasikan
pelaksanaan pekerjaan agar berjalan
sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan.

Kunci Kompetensi : Mampu mengkoordinasikan kegiatan.

Level Deskripsi

0 Menyerahkan penyelesaian pekerjaan kepada orang
lain.

1 Membagi tugas sesuai kemampuan pegawai.

2 Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
selama kegiatan berlangsung.

3 Mengkoordinasikan penggunaan sumber daya yang
terbatas secara efektif.

4 Mengkoordinasikan aktifitas yang beragam antar unit
kerja/kelompok kerja secara berkala.

5 Menyiapkan penyelesaian permasalahan secara
efesien sesuai dengan prediksi permasalahan yang
mungkin  timbul dalam = pelaksanaan = suatu
kegiatan/program.

6 Menentukan sumber daya yang dibutuhkan dalam
jangka panjang sesuai dengan rencana strategis
organisasi.

Perencanaan (Per)

Definisi Kemampuan menyusun rencana
kerja yang spesifik, realistis, dan
terukur sesuai dengan visi, misi dan
tujuan jangka panjang organisasi.

Kunci Kompetensi : Mampu menyusun rencana kerja.

Level Deskripsi

0 Melaksanakan kegiatan kerja tanpa perencanaan.

1 Mengidentitikasi efektifitas pelaksanaan tugas sebagai
bahan perencanaan ke depan.

2 Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan rencana
operasional.

3 Menyusun rencana operasional sesuai program kerja.

4 Menyusun program kerja sesuai dengan rencana
strategis.
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13)

14)

Level Deskripsi
S Menyusun rencana strategis sesuai dengan visi, misi,
nilai-nilai dan tujuan organisasi.
6 Menyusun visi, misi, nilai-nilai dan tujuan unit

kerja/organisasi.

Manajemen Perubahan (MP)

Definisi Kemampuan mengelola sumber daya
untuk menghadapi tuntutan
perubahan dalam rangka mencapai
tujuan organisasi dengan kinerja
yang lebih baik.

Kunci Kompetensi : Mampu merespon dinamika
perubahan.

Level Deskripsi

0 Melakukan pekerjaan tanpa mempertimbangkan
dinamika tuntutan perubahan.

1 Mengidentifikasi tuntutan perubahan yang dihadapi
organisasi.

2 Mengkomunikasikan perubahan yang terjadi kepada
seluruh komponen organisasi.

3 Melakukan berbagai upaya yang dibutuhkan
organisasi dalam menghadapi perubahan.

4 Mengevaluasi pelaksanaan program-program
perubahan organisasi untuk jangka panjang.

S Menanamkan nilai-nilai, sikap dan budaya sesuai
dengan dinamika perubahan.

6 Mengembangkan sistem nilai dan budaya organisasi
sesuai dengan kecenderungan tuntutan organisasi
kedepan.

Berorientasi pada Kualitas (BpK)

Definisi Kemampuan melaksanakan tugas-
tugas dengan mempertimbangkan
semua aspek pekerjaan secara detil
untuk mencapai mutu yang lebih
baik.

Kunci Kompetensi : Mampu mencapai mutu pada semua
aspek pekerjaan.

Level Deskripsi
0 Melaksanakan pekerjaan dengan mengabaikan
prosedur yang ditentukan.
1 Melakukan pelaksanaan tugas sesuai prosedur dan
sumber daya yang standar.
2 Mengamati proses kerja untuk mengantisipasi
masalah yang tidak sesuai standar kerja.
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Level

Deskripsi

Memperbaiki/menelaah ulang proses kerja untuk
mendapatkan hasil kerja lebih baik.

Melakukan telahaan terhadap seluruh sumber daya
dan standar yang ada serta aspek lain yang terkait
secara komprehensif untuk hasil kerja yang inovatif.

Menentukan sumber daya dan standar yang sesuai
untuk mendapatkan mutu kerja yang diharapkan.

Menentukan proses kerja dan standar kerja baru
sesuai dengan kecenderungan tuntutan mutu ke
depan.

15) Manajemen Konflik (MK)

Definisi : Kemampuan mengambil langkah-
langkah untuk mengelola
perselisihan menuju arah yang
produktif.

Kunci Kompetensi : Mampu penyelesaian konflik.

Level Deskripsi

0 Menyelesaikan konflik dengan menghindarkan konflik
sebagai tindakan negatif.

1 Mengidentifikasi sumber-sumber konflik berdasarkan
jenis konflik.

2 Meletakan berbagai sudut pandang/kepentingan
dalam konteks yang tepat.

3 Mengupayakan berbagai pihak untuk bersikap
terbuka dan objektif dalam penyelesaian konflik.

4 Memberikan alternatif solusi dengan berbagai
konsekuensinya.

5 Menyelesaikan konflik menjadi hal yang positif dan
produktif.

6 Menumbuhkan kondisi yang kondusif untuk berbagi
pandangan yang terbuka dan objektif serta kreatif.

E. MENGELOLA SOSIAL DAN BUDAYA (SB)

1) Tanggap Terhadap Pengaruh Budaya (TPB)

Definisi

: Kemampuan menghargai keragaman
budaya dan perbedaannya yang
menjadi latar Dbelakang individu
pegawai dan lingkungan masyarakat
di sekitarnya.

Kunci Kompetensi : Mampu  menghargai  keragaman

budaya pegawai dan lingkungan
masyarakat.
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2)

Level Deskripsi

0 Menganggap perbedaan latar belakang budaya dan
hidup berdampingan dengan masyarakat tidak
memiliki relevansi dengan keberhasilan organisasi.

1 Menentukan perbedaan budaya dapat mempengaruhi
efektivitas pencapaian tujuan organisasi dan harmoni
masyarakat.

2 Menghimpun masukan berbagai sudut pandang yang
berbeda sesuai dengan latar belakang budaya yang
ada.

3 Melakukan tindakan yang sesuai dengan norma
budaya yang berlaku.

4 Mengarahkan orang lain untuk menghargai
perbedaan budaya.

5 Mendayagunakan perbedaan budaya untuk
menunjang kelancaran pencapaian tujuan organisasi
dan penerimaan organisasi di lingkungan masyarakat
sekitarnya.

6 Menciptakan suasana interaksi setiap individu untuk
bekerjasama dalam lingkungan internal organsisasi
dan lingkungan eksternal di masyarakat sehingga
dirasakan keberadaannya secara positif.

Empati (E)

Definisi Kemampuan untuk mendengarkan
dan memahami pikiran, perasaan,
atau masalah orang lain yang tidak
terucapkan atau tidak sepenuhnya
disampaikan.

Kunci Kompetensi : Mampu perduli terhadap orang lain.

Level Deskripsi

0 Mengabaikan pikiran, perasaan, dan permasalahan
orang lain.

1 Mendengarkan keluhan/ungkapan perasaan orang
lain.

2 Menyediakan diri untuk selalu mendengarkan
keluhan/ungkapan perasaan orang lain.

3 Merasakan perasaan dan permasalahan orang lain
yang tidak terungkapkan.

4 Menolong orang lain pada saat seseorang mengalami
kesulitan /kesusahan.

S Mengajak orang lain untuk turut serta dalam
membantu orang lain yang dalam kesusahan.

6 Melakukan tindakan secara aktif untuk membantu
orang-orang yang berkesusahan/kurang beruntung.
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3) Interaksi Sosial (Is)

| Definisi

| Kunci Kompetensi

Level
i

B

o

B

atau hubungan timbal balik vang
menghasilkan suatu proses pengaruh
mempengaruhl atau individu, antara
kelompok atau antar individu dan
kelompolke.

Mampu membangun keterikatan dan
hubungan timbal balik.

Deskripsi

Mengabalkan hubungan dengan lingkungan sekitar.

Menerima perbedaan adanya pola pikir, perilaku adat
yang berbeda. S
Membangun keterbukaan dalam menjalin hubungan
antar individu maupun kelompolk.

Menghargai dengan melakukan tolerans: antar

| individu maupun antar kelompok. .
Menyesuaikan diri dengan pola pikir, perilaku dan

Membangun keterlkatan atas dasar saling per cava
antar individu maupun kelompok.

kebiasaan baru tanpa  menghilangkan cirt
| kepribadian fadat masing-masing.

MENTERI PERDAGANGAN

Kemampuan Membangun koniaic |

Memadukan perbedaan denoan - membemuk|
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BAB I
RUMPUN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS

A. Klasifikasi dan Rumpun Kompetensi Teknis

1. Klasifikasi Kompetensi Teknis

Kompetensi Teknis Kementerian Perdagangan diklasifikasikan

menjadi 3 (tiga) kategori kompetensi, yaitu:

a.

Kompetensi Umum
Kompetensi umum merupakan kompetensi yang harus dimiliki
pegawai sesuai dengan jenjang kualifikasi kompetensi kerja

Kementerian Perdagangan.

. Kompetensi Khusus

Kompetensi Khusus merupakan kompetensi yang harus dimiliki
pegawai sesuai dengan rumpun jabatan pada jenjang kualifikasi
tertentu.

Kompetensi Pilihan

Kompetensi Pilihan merupakan kompetensi selain kompetensi
umum dan kompetensi khusus yang dapat dimiliki pegawai dalam

rangka peningkatan kinerja.

2. Rumpun Kompetensi Teknis

Kompetensi Teknis Kementerian Perdagangan dikelompokkan menjadi

S (lima) rumpun kompetensi teknis, yaitu:

a.

Rumpun Kebijakan Dalam Negeri

Kompetensi yang termasuk dalam rumpun Kebijakan Dalam Negeri
meliputi kompetensi bidang perdagangan dalam  negeri,
perdagangan berjangka komoditi, standardisasi dan perlindungan

konsumen.

. Rumpun Kebijakan Luar Negeri

Kompetensi yang termasuk dalam rumpun Kebijakan Luar Negeri

meliputi kompetensi bidang perdagangan luar negeri.

. Rumpun Diplomasi Perdagangan

Kompetensi yang termasuk dalam rumpun Diplomasi Perdagangan
meliputi kompetensi bidang kerja sama perdagangan internasional
dan pengamanan kebijakan perdagangan nasional.

Rumpun Promosi Perdagangan

. Kompetensi yang termasuk dalam rumpun Promosi Perdagangan

meliputi kompetensi bidang promosi dan pengembangan ekspor.
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e. Rumpun Penunjang Perdagangan
Kompetensi yang termasuk dalam rumpun Penunjang meliputi
kompetensi  bidang administrasi umum, organisasi dan
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, kehumasan, program dan
perencanaan, keuangan, hukum, kepustakaan, penelitian dan
pengembangan, dan pengawasan internal.

f. Rumpun Pelayanan Terpadu Perdagangan
Kompetensi yang termasuk dalam rumpun Pelayanan Terpadu
Perdagangan merupakan kompetensi bidang pelayanan

perdagangan baik pelayanan perizinan maupun non perizinan.

B. Format Penulisan Unit Kompetensi
1. Kodifikasi Standar Kompetensi
Pemberian kode pada unit kompetensi atau yang disebut dengan kode
unit didasarkan pada rumpun kompetensi. Deskripsi dari kode unit

kompetensi adalah sebagai berikut:

DAG. XXX. 00. 000. 00
Keterangan:
NO. | KODE KETERANGAN
1. | DAG. Singkatan nama instansi Kementerian Perdagangan
2. | XXX. Kode rumpun kompetensi, yang terdiri dari:
a. TKD : Rumpun Kebijakan Dalam Negeri
b. TKL : Rumpun Kebijakan Luar Negeri
c. TDP : Rumpun Diplomasi Perdagangan
d. TPP : Rumpun Promosi Perdagangan
e. TPN : Rumpun Penunjang Perdagangan
f. PTP : Rumpun Pelayanan Terpadu Perdagangan

3. | 00. Kode klasifikasi kompetensi teknis, yang terdiri dari:
a. 01 : Kompetensi Umum
b. 02 : Kompetensi Khusus
c. 03 : Kompetensi Pilihan

4. | 000. Nomor urut unit kompetensi.
5. |00 Kode jenjang jabatan, yang terdiri dari:
a. 01 : Pimpinan Tinggi Madya
b. 02 : Pimpinan Tinggi Pratama
c. 03 : Administrator
d. 04 : Pengawas
e. 05 : Pelaksana dengan kelas jabatan 8
f. 06 : Pelaksana dengan kelas jabatan 7 ke bawah




C. Daftar Judul Standar Kompetensi Teknis Kementerian Perdagangan

1. Standar Kompetensi Teknis Kebijakan Dalam Negeri

NO

KODE UNIT

JUDUL UNIT KOMPETENSI

1.

DAG.TKD.03.001.03

Menangani Pengaduan Konsumen Melalui
Mediasi

DAG.TKD.03.002.03

Melaksanakan Pendampingan Waralaba

DAG.TKD.03.003.03

Melakukan Pengkajian Kelembagaan atau
Subjek Kontrak Berjangka/Komoditi

DAG.TKD.03.004.02

Melakukan Pengawasan Barang dan Jasa
Secara Khusus

DAG.TKD.03.005.03

Melaksanakan Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan Lembaga  Sistem  Resi
Gudang (SRG)

DAG.TKD.03.006.02

Melakukan Pelaksanaan Forum Dagang

DAG.TKD.02.007.06

Melaksanakan Pameran

DAG.TKD.03.008.02

Membuat Pedoman Untuk UMKM

O ® N o

DAG.TKD.03.009.04

Melaksanakan Pemetaan Produk UMKM
Potensial

DAG.TKD.03.010.02

Evaluasi Pengelolaan Pasar Tradisional
dan Pengembangan Pasar Percontohan

11.

DAG.TKD.03.011.02

Melakukan Pemantauan (Pengawasan)
Pengelolaan Pasar Percontohan Maupun

Pasar Tradisional Lainnya

12.

DAG.TKD.03.012.03

Melakukan Evaluasi Kelengkapan
Dokumen Proposal (Screening)
Pembangunan /Revitalisasi Pasar
Tradisional

13.

DAG.TKD.02.013.03

Melakukan Koordinasi Pelaksanaan Pasar
Murah

14.

DAG.TKD.03.014.06

Menyiapkan Surat Instruksi
Penyelenggaraan Operasi Pasar (OP)
Beras

15.

DAG.TKD.03.015.06

Menyiapkan Bahan Pengolahan Data
Harga Bahan Pokok Dan Barang Strategis

16.

DAG.TKD.02.016.06

Melakukan Pengolahan Data
Bahan Pokok Dan Barang Strategis

Harga

17.

DAG.TKD.02.017.05

Membuat Laporan Hasil Pengolahan Data
Harga Barang Pokok dan Barang Strategis

18.

DAG.TKD.03.018.01

Menyusun Neraca Komoditi

19.

DAG.TKD.03.019.02

Melakukan Evaluasi Kemampuan Sdm

Dan Kinerja Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) Di
Kabupaten/Kota

20.

DAG.TKD.03.020.03

Melakukan Peninjauan Isu Aktual di
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NO KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI
Bidang Perlindungan Konsumen

21. | DAG.TKD.03.021.04 | Melaksanakan Penanganan Kasus Hasil
Pengawasan Barang dan Jasa

22. | DAG.TKD.02.022.04 | Melaksanakan Pengawasan Barang dan
Jasa

23. | DAG.TKD.03.023.06 | Memproses Penerbitan Surat Keterangan
Pencantuman Label Dalam Bahasa
Indonesia (SKPLBI) dan Surat
Pembebasan Kewajiban Pencantuman
Label Dalam Bahasa Indonesia (SPKPLBI)

24. | DAG.TKD.03.024.02 | Menyusun Petunjuk Teknis Pengawasan
Barang dan Jasa

25. | DAG.TKD.03.025.06 | Melakukan Penilaian Contoh Karet

26. | DAG.TKD.03.026.06 | Melakukan Pengambilan dan Pembelian
Contoh Produk

27. | DAG.TKD.03.027.06 | Melakukan Pengambilan dan Pembelian
Contoh Karet

28. | DAG.TKD.03.028.03 | Melakukan Perumusan Regulasi Teknis
Berbasis Standar

29. | DAG.TKD.02.029.03 | Melakukan Perumusan Rancangan
Standar Nasional Indonesia (SNI)

30. | DAG.TKD.03.030.03 | Melakukan Verifikasi Pendaftaran
Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

31. | DAG.TKD.03.031.02 | Melakukan Evaluasi Peraturan Tata
Tertib (PTT) Dan Kontrak Berjangka

32. | DAG.TKD.03.032.04 | Memproses Persetujuan Bank Penyimpan
Margin, Dana Kompensasi dan Jaminan

33. | DAG.TKD.03.033.05 | Melakukan Pengawasan Transaksi
Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka
Komoditi

34. | DAG.TKD.03.034.05 | Melaksanakan  Pengawasan Lembaga
Sistem Resi Gudang

35. | DAG.TKD.03.035.02 | Melakukan Pengawasan Laporan Direktur
Kepatuhan Pialang Berjangka
Perdagangan Berjangka Komoditi

36. | DAG.TKD.03.036.05 | Melakukan Penyusunan Buku Statistik
Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)

37. | DAG.TKD.02.037.03 | Melaksanakan Monitoring Evaluasi
Pelaksanaan Subsidi Sistem Resi Gudang

38. | DAG.TKD.03.038.05 | Melakukan Pemantauan Harga dan
Volume Transaksi di Bursa Berjangka

39. | DAG.TKD.03.039.05 | Melakukan Pengawasan Keuangan Pelaku
Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi

40. | DAG.TKD.02.040.03 | Melakukan Evaluasi dan Pemantauan

Harga Pasar Fisik




NO KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI

41. | DAG.TKD.03.041.02 | Melaksanakan Evaluasi Hasil Kegiatan
Pengawasan Sistem Resi Gudang

42. | DAG.TKD.03.042.05 | Melakukan Audit Kepatuhan Terhadap
Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka
Komoditi

43. | DAG.TKD.03.043.02 | Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala
BAPPEBTI

44. | DAG.TKD.02.044.02 | Menyiapkan Bahan Perumusan dan
Pelaksanaan Kebijakan

45. | DAG.TKD.02.045.04 | Menyiapkan Bahan Bimbingan Teknis
Pelaksanaan Kebijakan

46. | DAG.TKD.02.046.03 | Melaksanakan Bimbingan Teknis

47. | DAG.TKD.03.047.02 | Memberikan Konsultasi Hukum

48. | DAG.TKD.03.048.04 | Mempersiapkan Surat Kuasa Khusus

49. | DAG.TKD.03.049.03 | Mengajukan  Permohonan PeLayanan
Hukum

50. | DAG.TKD.02.050.02 | Menyusun Bahan Menjadi Saksi Ahli

51. | DAG.TKD.03.051.02 | Memberikan Bantuan Hukum di Badan
Peradilan Umum /Pengadilan Tata Usaha
Negara

52. | DAG.TKD.02.052.04 | Memberikan Pelayanan Informasi dan
Pengaduan Konsumen

53. | DAG.TKD.03.053.02 | Memberikan Bantuan Hukum di
Mahkamah Konstitusi/ Agung

54. | DAG.TKD.03.054.02 | Mengadakan Forum Komunikasi
Perlindungan Konsumen

55. | DAG.TKD.03.055.02 | Menangani Gugatan Sengketa Informasi

56. | DAG.TKD.01.056.05 | Melakukan Penyusunan Pedoman dan
Norma, Standar, Prosedur, Kriteria
(NSPK)

57. | DAG.TKD.03.057.04 | Menyiapkan Bahan Telaahan Hukum di
Bidang Standardisasi, Pemberdayaan
Konsumen, Pengawasan Barang Beredar
dan Jasa, serta Metrologi Legal

58. | DAG.TKD.02.058.02 | Merumuskan Kebijakan Perdagangan
Dalam Negeri

2. Standar Kompetensi Teknis Kebijakan Luar Negeri

NO KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI

1. DAG.TKL.03.001.02 | Menyusun Submisi Dumping, Subsidi,
Safeguard (DSS)/Posisi Indonesia Atas
Hambatan Teknis Perdagangan (HTP)

2. DAG.TKL.03.002.03 | Melakukan Penyiapan dan Menghadapi
Verifikasi kepada Instansi
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NO KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI

3. DAG.TKL.03.003.03 | Menyiapkan Panel Dalam Rangka Dispute
Settlement Body (DSB) WTO

4. DAG.TKL.03.004.02 | Menangani Pengenaan Bea Masuk
Tindakan Pengamanan (BMTP) Terkait
Tindakan Safeguard

5. DAG.TKL.03.005.02 | Menyusun Jawaban Kuesioner
Pemerintah terhadap Tuduhan Subsidi

6. DAG.TKL.02.006.03 | Menyusun Bahan Penyusunan Kebijakan
Ekspor/Impor

7. DAG.TKL.02.007.03 | Menyusun Laporan Monitoring dan
Evaluasi Ekspor dan Impor

8. DAG.TKL.02.008.06 | Mengelola Data dan Informasi
Penggunaan Surat Keterangan Asal (SKA)

9. DAG.TKL.02.009.06 | Mengelola Permintaan dan Ketersediaan
Form Surat Keterangan Asal (SKA)

10. | DAG.TKL.02.010.04 | Mengelola Permintaan Verikasi Surat
Keterangan Asal (SKA) dari Negara Tujuan
Ekspor

11. | DAG.TKL.02.011.03 | Menyusun Harga Patokan  Ekspor
(HPE)/Harga Patokan Petani (HPP)

12. | DAG.TKL.02.012.03 | Melakukan Audit/Post Audit Terhadap
Eksportir/Importir

13. | DAG.TKL.03.013.02 | Mengusulkan Delegasi Republik
Indonesia

14. | DAG.TKL.02.014.04 | Melakukan Identifikasi Isu dan Informasi
Kerjasama

15. | DAG.TKL.03.015.03 | Mempersiapkan Penanganan Holding
Order

16. | DAG.TKL.02.016.04 | Penyiapan Bahan Pengajuan Keberatan
Terhadap Pengenaan  Bea = Masuk
Tambahan Dan Hambatan Perdagangan
Lainnya

17. | DAG.TKL.02.017.05 | Menyusun Bahan Masukan terkait
Hambatan Perdagangan

18. | DAG.TKL.02.018.02 | Merumuskan Kebijakan Perdagangan
Luar Negeri

3. Standar Kompetensi Teknis Diplomasi Perdagangan

NO KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI

1. DAG.TDP.03.001.02 | Menyusun Opini Hukum Terkait
Perdagangan Internasional

2. | DAG.TDP.03.002.03 | Melakukan Analisa Tuduhan Dumping,
Subsidi, Safeguard (DSS)

3. DAG.TDP.02.003.03 | Melakukan  Pendampingan  Verifikasi
Hambatan Perdagangan
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NO KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI

4. DAG.TDP.03.004.02 | Melaksanakan Hearing/ Konsultasi
Terkait Hambatan Perdagangan

5. | DAG.TDP.03.005.01 | Melakukan Klarifikasi Hambatan
Perdagangan

6. | DAG.TDP.03.006.02 | Menganalisa  Kebijakan  Perdagangan
Negara Mitra Dagang

7. DAG.TDP.03.007.01 | Advokasi Penanganan Tuduhan Dumping,
Subsidi, Safeguard (DSS)

8. DAG.TDP.03.008.05 | Menyusun Bahan Penetapan Alokasi
Impor

9. DAG.TDP.02.009.06 | Mempersiapkan Sosialisasi Teknis
Hambatan Perdagangan

10. | DAG.TDP.03.010.03 | Menyiapkan Pandangan Hukum dari
Advisory Centre for WTO Law (ACWL)

11. | DAG.TDP.02.011.03 | Melakukan Koordinasi Dengan
Perwakilan Negara Mitra Dagang

12. | DAG.TDP.02.012.01 | Menyusun Pedoman Delegasi

13. | DAG.TDP.03.013.02 | Mengaktivasi Hasil Kesepakatan
Kerjasama

14. | DAG.TDP.03.014.03 | Menyiapkan Bahan Penanganan Kasus,
Isu, dan Hambatan Ekspor

15. | DAG.TDP.02.015.05 | Mempersiapkan Focus Group Discussion
(FGD) Mengenai Kebijakan Impor Negara
Mitra Dagang/Hambatan Teknis
Perdagangan

16. | DAG.TDP.02.016.02 | Melaksanakan Perundingan

17. | DAG.TDP.02.017.03 | Membuat Naskah Kesepakatan Kerjasama

18. | DAG.TDP.03.018.01 | Menyusun Laporan Hasil Perundingan

19. | DAG.TDP.03.019.01 | Melaksanakan Kaji Ulang Hasil
Pelaksanaan Perundingan

20. | DAG.TDP.02.020.03 | Menyediakan Bahan Untuk Diratifikasi

21. | DAG.TDP.02.021.02 | Melaksanakan Kaji Ulang Kebijakan Hasil
Perundingan

22. | DAG.TDP.03.022.03 | Monitoring Kebijakan Impor Negara Mitra
Dagang

23. | DAG.TDP.03.023.02 | Melakukan Lobi

24. | DAG.TDP.03.024.02 | Melakukan Negosiasi

25. | DAG.TDP.02.025.04 | Melakukan Intelijen Diplomasi

26. | DAG.TDP.02.026.04 | Menyiapkan Dan Berpartisipasi Dalam
Penyelesaian Sengketa Dagang

27. | DAG.TDP.02.027.01 | Melakukan Pengamanan Kebijakan
Perdagangan Nasional

28. | DAG.TDP.03.028.02 | Mengkaji Kebijakan Kerjasama Bilateral

Regional Dan Multilateral Di Bidang
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NO KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI
Perdagangan

29. | DAG.TDP.03.029.01 | Menangani Inquiry

30. | DAG.TDP.02.030.03 | Menerapkan  Pengetahuan  Mengenai

Peraturan Terkait dengan Perdagangan
Internasional

4. Standar Kompetensi Teknis Promosi Perdagangan

NO KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI

1. | DAG.TPP.02.001.04 | Melakukan  Kegiatan  Pengembangan
Produk dan/atau Pasar

2. DAG.TPP.02.002.04 | Menyusun Informasi Pengembangan
Produk Ekspor

3. | DAG.TPP.02.003.06 | Menyusun Informasi Ringkas Pasar
Tujuan Ekspor

4. DAG.TPP.02.004.05 | Menyusun Analisa Pasar Tujuan Ekspor

5. DAG.TPP.02.005.03 | Merencanakan Program Promosi

6. DAG.TPP.02.006.04 | Mempersiapkan Pelaksanaan Promosi

7. DAG.TPP.02.007.04 | Menyelenggarakan Kegiatan Promosi

8. DAG.TPP.02.008.03 | Melakukan Pencitraan

9. | DAG.TPP.02.009.03 | Melakukan Perekrutan Peserta Promosi

10. | DAG.TPP.02.010.01 | Mengatur Misi Dagang

11. | DAG.TPP.02.011.01 | Melaksanakan Bisnis Intelijen

12. | DAG.TPP.03.012.01 | Meningkatkan Akses Pasar Ekspor
Indonesia

13. | DAG.TPP.02.013.02 | Koordinasi Sumber Daya Bisnis

14. | DAG.TPP.03.014.01 | Memberikan Dukungan Program
Marketing Dan Promosi

15. | DAG.TPP.02.015.02 | Mengembangkan Jejaring Bisnis

16. | DAG.TPP.03.016.02 | Menyusun Market Brief

17. | DAG.TPP.03.017.02 | Merencanakan Kegiatan Promosi

5. Standar Kompetensi Teknis Penunjang Perdagangan

NO KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI

1. DAG.TPN.03.001.05 | Menerjemahkan Naskah dalam Bahasa
Hukum

2. DAG.TPN.03.002.01 | Menyusun Target Balanced Score Card

(BSC)




NO KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI

3. DAG.TPN.03.003.03 | Melakukan Coaching dan Counseling
Penilaian Balanced Score Card (BSC)

4. DAG.TPN.03.004.06 | Mengelola Sistem Balanced Score Card
(BSC)

S. DAG.TPN.03.005.04 | Menyusun Laporan Kuartal Balanced
Score Card (BSC)

6. DAG.TPN.01.006.03 | Menyusun Rencana Kerja

7. DAG.TPN.01.007.04 | Menyusun Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan

8. DAG.TPN.01.008.03 | Mengembangkan, Melaksanakan dan
mengevaluasi Rencana Kerja

0. DAG.TPN.03.009.02 | Menyusun Petunjuk Teknis Kebijakan
Kewilayahan (Dekonsentrasi dan DAK)

10. | DAG.TPN.03.010.02 | Memfasilitasi Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian Perdagangan

11. | DAG.TPN.03.011.03 | Melakukan Penelaahan Rencana Kerja
Anggaran Kementerian Perdagangan

12. | DAG.TPN.03.012.03 | Melakukan Koordinasi Secara Vertikal
dan Horizontal

13. | DAG.TPN.02.013.01 | Merumuskan Rencana strategis Sumber
Daya Manusia

14. | DAG.TPN.03.014.05 | Menyusun Informasi Jabatan

15. | DAG.TPN.03.015.05 | Menyusun Analisa Beban Kerja (ABK)

16. | DAG.TPN.03.016.05 | Melakukan  Koordinasi = Penyusunan
Analisa Beban Kerja

17. | DAG.TPN.03.017.04 | Mengelola Perekrutan

18. | DAG.TPN.01.018.02 | Memfasilitasi Proses Manajemen Kinerja

19. | DAG.TPN.03.019.02 | MengKoordinasi Pengembangan Karir

20. | DAG.TPN.01.020.03 | Mengelola Informasi Sumber Daya
Manusia

21. | DAG.TPN.03.021.06 | Mengelola Proses Administrasi
Kepegawaian (Sumber Daya Manusia)

22. | DAG.TPN.01.022.04 | Menyusun Laporan Kinerja

23. | DAG.TPN.03.023.03 | Menelaah Revisi Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

24. | DAG.TPN.01.024.02 | Mempersiapkan dan Memantau
Anggaran

25. | DAG.TPN.03.025.03 | Mengelola Keuangan Sesuai Anggaran

26. | DAG.TPN.03.026.06 | Mengelola Keuangan

27. | DAG.TPN.03.027.02 | Menyusun Laporan Keuangan
Kementerian Perdagangan

28. | DAG.TPN.03.028.02 | Menyusun Laporan Realisasi Anggaran
Kementerian Perdagangan

29. | DAG.TPN.03.029.06 | Melaksanakan Penatausahaan Barang

Milik  Negara Kementerian

Perdagangan

(BMN)
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NO KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI

30. | DAG.TPN.03.030.06 | Melakukan Inventarisasi Barang Milik
Negara (BMN)

31. | DAG.TPN.03.031.06 | Melaksanakan Penghapusan Barang
Milik Negara (BMN)

32. | DAG.TPN.03.032.06 | Melakukan Administrasi PDLN
(Perjalanan Dinas Luar Negeri) Pimpinan

33. | DAG.TPN.01.033.06 | Menangani Penerimaan Surat/Dokumen

34. | DAG.TPN.01.034.06 | Memproses Dokumen

35. | DAG.TPN.03.035.06 | Melakukan Dokumentasi

36. | DAG.TPN.01.036.06 | Melakukan Pengarsipan Dokumen

37. | DAG.TPN.01.037.06 | Melakukan Pengendalian Dokumen

38. | DAG.TPN.01.038.06 | Melakukan Penyelenggaraan Rapat

39. | DAG.TPN.03.039.06 | Melakukan Pengelolaan Rapat

40. | DAG.TPN.03.040.05 | Menyiapkan Bahan Rapat Pembahasan
Harmonisasi  Peraturan  Perundang-
Undangan

41. | DAG.TPN.03.041.04 | Menyusun Rencana Kebutuhan Sarana
dan Prasarana

42. | DAG.TPN.03.042.06 | Melakukan PeLayanan Sarana Prasarana

43. | DAG.TPN.03.043.03 | Melakukan PeLayanan Konsultasi dan
Pendampingan  Pelaksanaan  Lelang
Melalui LPSE (Layanan Pengadaan
Barang/Jasa secara Elektronik)

44. | DAG.TPN.03.044.03 | Melakukan Verifikasi Berkas Dokumen
Penyedia Barang dan Jasa di LPSE
(Layanan Pengadaan Barang/Jasa
secara Elektronik)

45. | DAG.TPN.03.045.05 | Memberikan Layanan Kesehatan

46. | DAG.TPN.03.046.06 | Memberikan Layanan Pengamanan

47. | DAG.TPN.03.047.04 | Monitoring Pelaksanaan Program
Beasiswa

48. | DAG.TPN.03.048.04 | Melaksanakan Evaluasi Kinerja Pasca
Pendidikan dan Pelatihan

49. | DAG.TPN.03.049.04 | Mempersiapkan Akreditasi atau
Penilaian Tingkat Kelayakan

50. | DAG.TPN.03.050.05 | Melakukan Analisis Kebutuhan Diklat

51. | DAG.TPN.03.051.03 | Melakukan Proses Perumusan Kerja
Sama Diklat

52. | DAG.TPN.03.052.04 | Menyusun Program Diklat

53. | DAG.TPN.03.053.04 | Menyusun Kurikulum Pendidikan dan
Pelatihan (Diklat)

54. | DAG.TPN.03.054.03 | Menyusun Materi Diklat

55. | DAG.TPN.03.055.04 | Melakukan Seleksi Calon Peserta Diklat

56. | DAG.TPN.03.056.06 | Menyiapkan Pelaksanaan Diklat

57. | DAG.TPN.03.057.06 | Menyediakan Sarana dan Prasarana

Diklat
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NO KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI

58. | DAG.TPN.03.058.06 | Melaksanakan Training Of Trainer

59. | DAG.TPN.03.059.03 | Melakukan Evaluasi Pasca Diklat

60. | DAG.TPN.03.060.04 | Melaksanakan Rapat Evaluasi Kelulusan
Peserta Diklat

61. | DAG.TPN.03.061.03 | Mengevaluasi Diklat

62. | DAG.TPN.03.062.02 | Melakukan Evaluasi Penyelenggaraan
Diklat

63. | DAG.TPN.03.063.02 | Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan
Diklat

64. | DAG.TPN.03.064.04 | Membuat Laporan Penyelenggaraan
Diklat

65. | DAG.TPN.03.065.03 | Menyelenggarakan  Konsultasi Pasca
Diklat

66. | DAG.TPN.03.066.03 | Menyelenggarakan Program
Pendampingan (Klinik Bisnis)

67. | DAG.TPN.03.067.05 | Mempersiapkan Kegiatan
Psikotes/Asesmen

68. | DAG.TPN.03.068.02 | Melakukan Wawancara

69. | DAG.TPN.03.069.04 | Melakukan Monitoring dan Evaluasi
Pejabat Fungsional

70. | DAG.TPN.03.070.04 | Menyeleksi Calon Peserta Uji Kompetensi

71. | DAG.TPN.03.071.06 | Mengumpulkan dan Memeriksa Berkas
Kepegawaian

72. | DAG.TPN.03.072.06 | Memproses Administrasi Kepegawaian

73. | DAG.TPN.03.073.04 | Mengembangkan Standard Operation
Procedure (SOP)

74. | DAG.TPN.03.074.04 | Melakukan Pemetaan Bisnis Proses

75. | DAG.TPN.03.075.04 | Melaksanakan Evaluasi Kelembagaan

76. | DAG.TPN.03.076.04 | Menyusun Naskah Akademis Organisasi

77. | DAG.TPN.03.077.04 | Menyusun Peringkat Jabatan

78. | DAG.TPN.03.078.04 | Menyusun Rancangan Perubahan
Organisasi dan Tata Kerja

79. | DAG.TPN.03.079.04 | Melaksanakan Sertifikasi

80. | DAG.TPN.03.080.04 | Melakukan Persiapan Pelaksanaan Uji
Kompetensi

81. | DAG.TPN.03.081.04 | Menyeleksi Calon Peserta Uji Kompetensi

82. | DAG.TPN.03.082.04 | Melaksanakan Uji Kompetensi

83. | DAG.TPN.03.083.03 | Mengevaluasi Pelaksanaan Uji
Kompetensi

84. | DAG.TPN.03.084.03 | Melakukan Riset Peraturan Perundang-
Undangan

85. | DAG.TPN.03.085.04 | Menyiapkan Konsep Naskah Akademis

86. | DAG.TPN.03.086.02 | Membuat Rancangan Undang-Undang
(RUU)

87. | DAG.TPN.03.087.02 | Menyusun Rancangan Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang
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NO KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI

88. | DAG.TPN.03.088.02 | Melakukan Evaluasi Rancangan
Peraturan Perundang-Undangan

89. | DAG.TPN.03.089.02 | Melakukan Survei Impelemtasi
Peraturan Perundang-Undangan

90. | DAG.TPN.01.090.02 | Membuat Rancangan Peraturan
/Keputusan Menteri

91. | DAG.TPN.03.091.05 | Melakukan Penelaahan Konsep
Peraturan/Keputusan Menteri

92. | DAG.TPN.03.092.04 | Membuat Salinan Peraturan/Keputusan
Menteri

93. | DAG.TPN.03.093.06 | Membawakan Acara (Master of
Ceremony)

94. | DAG.TPN.03.094.06 | Melakukan Kegiatan Keprotokolan
Kunjungan Kerja

95. | DAG.TPN.03.095.06 | Memeberikan PeLayanan Permintaan
Informasi secara Formal

96. | DAG.TPN.03.096.06 | Menyusun Penyiapan Siaran Pers

97. | DAG.TPN.03.097.06 | Menyelenggarakan Jumpa Pers

98. | DAG.TPN.03.098.06 | Melakukan Penyajian Data Harga
Komoditi Melalui Media Televisi dan
Website

99. | DAG.TPN.03.099.06 | Menyelenggarakan Media Visit

100. | DAG.TPN.03.100.06 | Menyelenggarakan Wawancara Media

101.| DAG.TPN.03.101.06 | Menyelenggarakan Sosialisasi

102. | DAG.TPN.03.102.05 | Membuat Bahan Publikasi

103. | DAG.TPN.03.103.05 | Membuat Bahan Buletin

104. | DAG.TPN.03.104.05 | Mengolah Data Pengaduan

105.| DAG.TPN.03.105.01 | Menangani Komunikasi dalam Situasi
Krisis

106. | DAG.TPN.03.106.04 | Mengelola Isu Negatif

107.| DAG.TPN.03.107.02 | Membuat Siaran Pers

108.| DAG.TPN.03.108.05 | Menganalisa Pemberitaan dan Opini
Publik yang Berkembang

109. | DAG.TPN.03.109.06 | Mengelola Server Email

110. | DAG.TPN.03.110.05 | Melakukan Analisis Kebutuhan Data dan
Informasi

111.| DAG.TPN.01.111.06 | Melakukan Pengumpulan Data dan
Informasi

112.| DAG.TPN.03.112.05 | Mengolah Data dan Informasi

113.| DAG.TPN.01.113.05 | Melakukan Pengkajian Data

114.| DAG.TPN.03.114.05 | Melakukan Diseminasi Data dan
Informasi

115.| DAG.TPN.03.115.06 | Melakukan Updating Data Pada Website

116.| DAG.TPN.03.116.05 | Melakukan Verifikasi Data dan Informasi

117.| DAG.TPN.03.117.03 | Melakukan  Monitoring Pemanfaatan

Data dan Informasi Serta Aplikasi
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NO KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI

118.| DAG.TPN.03.118.03 | Melakukan Evaluasi Hasil Monitoring
Pemanfaatan Data dan Informasi Serta
Aplikasi

119.| DAG.TPN.01.119.06 | Melakukan Pelayanan Data dan
Informasi

120.| DAG.TPN.03.120.04 | Melakukan Analisis Kebutuhan Aplikasi

121.| DAG.TPN.03.121.03 | Mengembangkan Program Aplikasi

122.| DAG.TPN.03.122.05 | Membuat dan Mengembangkan Sistem
Aplikasi

123.| DAG.TPN.03.123.04 | Mengelola Infrastruktur Teknologi
Informasi

124.| DAG.TPN.03.124.02 | Menyusun Masterplan TIK (Teknologi
Informasi dan Komunikasi)

125.| DAG.TPN.03.125.03 | Membuat Rancangan Sistem Keamanan
TIK (Teknologi Informasi dan
Komunikasi)

126.| DAG.TPN.03.126.03 | Melakukan Pengelolaan Sistem
Keamanan TIK (Teknologi Informasi dan
Komunikasi)

127.| DAG.TPN.03.127.02 | Melakukan Sosialisasi Sistem Keamanan
TIK (Teknologi Informasi dan
Komunikasi)

128. | DAG.TPN.03.128.03 | Memeberikan Konsultasi TIK (Teknologi
Informasi dan Komunikasi)

129.| DAG.TPN.03.129.02 | Melakukan Evaluasi Masterplan TIK
(Teknologi Informasi dan Komunikasi)

130. | DAG.TPN.03.130.04 | Melakukan Pelayanan Bimbingan
Pengguna

131.| DAG.TPN.03.131.06 | Mengelola Domain

132.| DAG.TPN.03.132.06 | Menyiapkan Spesifikasi Perangkat Keras

133.| DAG.TPN.03.133.06 | Melakukan Perawatan Layanan Jaringan

134.| DAG.TPN.03.134.06 | Melakukan Troubleshoot dan Perbaikan
Perangkat Keras

135.| DAG.TPN.03.135.04 | Membangun dan Mengembangkan
Perangkat Jaringan Komputer

136. | DAG.TPN.03.136.05 | Mengelola Jaringan Komputer

137.| DAG.TPN.03.137.06 | Mengelola Perangkat Keras

138.| DAG.TPN.03.138.06 | Mengelola Jaringan Komunikasi I[P
(Internet Protokol) Telephony

139. | DAG.TPN.03.139.03 | Menyusun Perencanaan Kajian

140.| DAG.TPN.03.140.06 | Mengumpulkan Data Untuk Kajian

141.| DAG.TPN.03.141.05 | Melakukan Penelusuran Kepustakaan
Kajian

142.| DAG.TPN.03.142.05 | Mengolah Data untuk Kajian

143.| DAG.TPN.01.143.05 | Menganalisa Data

144. | DAG.TPN.03.144.05 | Melakukan Kegiatan Analisis Data untuk
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NO KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI
Kajian

145.| DAG.TPN.03.145.04 | Membuat Abstrak untuk Kajian

146.| DAG.TPN.03.146.02 | Membuat Laporan untuk Kajian

147.| DAG.TPN.03.147.03 | Melaksanakan Sosialisasi Wilayah Tertib
Administrasi (WTA)

148.| DAG.TPN.03.148.04 | Melaksanakan Penilaian Wilayah Tertib
Administrasi (WTA)

149.| DAG.TPN.03.149.04 | Melaksanakan Review Laporan
Keuangan (LK)

150.| DAG.TPN.03.150.04 | Melaksanakan Review Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Kementerian

151.| DAG.TPN.03.151.04 | Melaksanakan Evaluasi Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)

152.| DAG.TPN.03.152.04 | Menangani Pengaduan

153.| DAG.TPN.03.153.05 | Melaksanakan Audit

154. | DAG.TPN.03.154.05 | Membuat Laporan Analisis Hasil Audit

155. | DAG.TPN.03.155.04 | Melakukan Tindak Lanjut Hasil Audit

156.| DAG.TPN.03.156.03 | Melakukan Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Kementerian
Perdagangan

157.| DAG.TPN.01.157.03 | Melakukan Koordinasi Secara Vertikal
dan Horizontal

158. | DAG.TPN.03.158.03 | Melaksanakan Konsinyering

159. | DAG.TPN.03.159.04 | Memberikan Informasi Kebijakan
Perdagangan Indonesia

160.| DAG.TPN.02.160.06 | Mencari bahan dan informasi untuk
Kegiatan Sub Bidang Unit Kerja

161.| DAG.TPN.02.161.05 | Mempersiapkan Kegiatan Sub Bidang
Unit Kerja

162.| DAG.TPN.02.162.04 | Melakukan Kegiatan Sub Bidang Unit
Kerja

163.| DAG.TPN.02.163.03 | Melakukan Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan Bidang Unit Kerja

164.| DAG.TPN.02.164.02 | Memfasilitasi Penyusunan Peraturan
Perundang-Undangan

165.| DAG.TPN.02.165.01 | Melakukan Penetapan Kebijakan Internal
Kementerian Perdagangan

166. | DAG.TPN.02.166.01 | Merumuskan Rencana Strategis
Organisasi

167.| DAG.TPN.02.167.01 | Melakukan Pengendalian Internal

168.| DAG.TPN.02.168.02 | Merumuskan Kebijakan
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6. Standar Kompetensi Pelayanan Terpadu Perdagangan

NO KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI

1. DAG.PTP.01.001.006 Menerima Pengajuan Permohonan
Pelayanan Perdagangan

2. DAG.PTP.01.002.006 Mengadministrasikan Dokumen
Permohonan Pelayanan Perdagangan

3. DAG.PTP.01.003.006 Memproses Dokumen Pelayanan
Perdagangan

4. DAG.PTP.01.004.005 Melakukan Verifikasi Dokumen
Permohonan Pelayanan Perdagangan

5. DAG.PTP.02.005.005 Melakukan Verifikasi Lapangan

6. DAG.PTP.02.006.005 Melakukan Verifikasi Alat Ukur

7. DAG.PTP.02.007.005 Melakukan Verifikasi Contoh Produk

8. DAG.PTP.02.008.003 Melakukan Penilaian Kemampuan
dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

9. DAG.PTP.02.009.003 Memvalidasi Dokumen Permohonan
Ekspor dan Impor

10. | DAG.PTP.02.010.003 Memvalidasi Dokumen Permohonan
Tanda Daftar Perusahaan dan Wajib
Daftar Perusahaan

11. | DAG.PTP.02.010.003 Memvalidasi Dokumen Permohonan
Izin Tipe Pabrik dan Izin Tanda Pabrik

12. | DAG.PTP.02.012.003 Memvalidasi Dokumen Permohonan
Nomor Registrasi Produk (NRP)/
Nomor Pendaftaran Barang (NPB)/
Surat Pendaftaran Barang (SPB)/
Tanda Pengenal Produsen (TPP)

13. | DAG.PTP.02.013.003 Memvalidasi Dokumen Permohonan
Pelayanan Perdagangan terkait
Perdagangan Berjangka Komoditi

14. | DAG.PTP.02.014.003 Memvalidasi Dokumen Permohonan
Pelayanan Perdagangan terkait Sistem
Resi Gudang

15. | DAG.PTP.02.015.003 Memvalidasi Dokumen Permohonan
Pelayanan Perdagangan terkait
Perijinan Pasar Lelang

16. | DAG.PTP.01.016.005 Menangani Keluhan Pelaku
Usaha/Pelanggan

17. | DAG.PTP.01.017.005 Memberikan Informasi Pelayanan
Perdagangan

18. | DAG.PTP.01.018.005 Mengevaluasi Permohonan Perijinan
Perdagangan

19. | DAG.PTP.01.019.005 Mengevaluasi Permohonan Non
Perijinan Perdagangan
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BAB II

STANDAR KOMPETENSI TEKNIS

A. Standar Kompetensi Teknis Rumpun Kebijakan Luar Negeri

1. Menangani Pengaduan Konsumen Melalui Mediasi

KODE UNIT : DAG.TKD.03.001.03

JUDUL UNIT : Menangani Pengaduan Konsumen Melalui Mediasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam

menangani pengaduan konsumen melalui mediasi atas

permintaan konsumen.

ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

1. Menyiapkan mediasi

1.1

1.2

—_
u h

1.6

1.7

Laporan pengaduan konsumen yang
membutuhkan mediasi dengan pihak pelaku

usaha dianalisa dan diidentifikasi
permasalahan yang diadukan.
Bahan-bahan pendukung penyelesaian

pengaduan konsumen diidentifikasi dan
dikumpulkan.

Matriks penyelesaian pengaduan konsumen
dibuat.

Rencana pelaksanaan mediasi dibuat.
Konsumen dan pelaku usaha yang terkait
sengketa dan pihak-pihak terkait diundang
secara resmi untuk menghadiri mediasi.
Konsumen dan pelaku wusaha dipastikan
kehadirannya dalam acara mediasi. Dalam hal
konsumen tidak hadir dalam kesempatan
pertama tanpa pemberitahuan, maka
pengaduan dinyatakan gugur dan apabila
pelaku usaha tidak hadir, maka undangan
kedua disampaikan.

Kesiapan petugas notulis dan para saksi
dalam acara mediasi dipastikan.

2. Melaksanaan mediasi

2.1

2.2

2.3

2.4

Mediasi dibuka, tata tertib mediasi dibacakan
dan kesepakatan akan tata tertib diperoleh
dari semua pihak yang terlibat.

Prinsip-prinsip penanganan dalam rangka
penyelesaian sengketa konsumen
disampaikan.

Hak dan kewajiban para pihak disampaikan
berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Kesempatan berbicara mengenai
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ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

permasalahan dan harapan-harapan dari
kedua belah pihak diberikan secara seimbang.

2.5 Asas musyawarah untuk mencapai mufakat
diimplementasikan guna memperoleh
penyelesaian yang saling menguntungkan
(win-win solution).

2.6 Kesepatan penyelesaian sengketa dituangkan
dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh
para pihak, mediator, dan para saksi. Dalam
hal kesepakatan belum diperoleh, mediasi
lanjutan ditentukan waktu pelaksanaannya.

2.7 Dalam hal kesepakatan tidak dapat diperoleh
setelah mediasi kedua, maka alternatif
penyelesaian sengketa di pengadilan
disampaikan.

2.8 Dalam hal kesepakatan tidak dapat diperoleh
setelah mediasi kedua, surat pernyataan
bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi
tidak berhasil dari para pihak dibuat dan
ditandatangani oleh para pihak.

3. Membuat laporan 3.1 Notula dan berita acara/surat pernyataan

hasil mediasi dikumpulkan.

3.2 Laporan dibuat dan disampaikan kepada
pimpinan dan pihak-pihak yang
berkepentingan.

3.3 Laporan dan semua dokumen penanganan
pengaduan konsumen didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL
1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan mediasi dalam rangka penanganan
pengaduan konsumen, melaksanakan mediasi, dan membuat laporan
hasil mediasi yang digunakan untuk menangani pengaduan konsumen
melalui mediasi.

1.2 Unit kompetensi ini digunakan untuk pelaksanaan mediasi pertama
maupun lanjutan sehingga diperoleh/tidak diperoleh kesepakatan
penyelesaian sengketa konsumen.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan penanganan pengaduan
konsumen melalui mediasi, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Ruang mediasi;

2.2 Komputer dan aplikasi perkantoran;

2.3 Printer;

2.4 Mesin faximili;

2.5 Telepon.
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3. Peraturan yang diperlukan untuk menangani pengaduan konsumen melalui
mediasi, meliputi:
3.1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen;
3.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
4. Norma dan standar untuk melaksanakan penanganan pengaduan
konsumen melalui mediasi adalah Standard Operating Prosedures yang

berhubungan penanganan pengaduan konsumen.

PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks penilaian
1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara,
demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan/atau di
Tempat Uji Kompetensi (TUK), serta fortofolio.
2. Persyaratan kompetensi
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin
diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit
kompetensi yang terkait:
2.1 Melakukan Komunikasi Efektif.
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
3.1 Memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan kebijakan di bidang
perlindungan konsumen;
3.2 Memiliki kemampuan analisa penyelenggaraan perlindungan
konsumen;
3.3 Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan unit terkait bidang
perlindungan konsumen;
4. Sikap kerja yang diperlukan:
4.1 Responsif terhadap permasalahan yang diadukan konsumen;
4.2 Ramah dalam berhubungan dengan orang lain;
4.3 Profesional dalam bekerja ketika melakukan mediasi;
4.4 Cermat dalam menganalisa permasalahan dan mencari alternatif
solusi.
S. Aspek kritis
Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah minimal
telah 2 (dua) kali berhasil melakukan mediasi yang dibuktikan dengan

fortofolio.
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2. Melaksanakan Pendampingan Waralaba

KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

DAG.TKD.03.002.03
Melaksanakan Pendampingan Waralaba

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan,

dan sikap yang dibutuhkan dalam

melaksanakan pendampingan waralaba.

ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

1. Menyeleksi Bussines
Opportunity (BO) yang
memiliki peluang
untuk menjadi
waralaba

1.1

1.2

1.3

Jumlah BO yang akan menjadi
pendampingan waralaba identifikasi.
BO yang memenuhi syarat dan kualifikasi
untuk menjadi waralaba diseleksi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil seleksi BO yang memenuhi syarat dan
kualifikasi sesuai dengan prosedur yang
berlaku diumumkan.

peserta

2. Mempersiapkan
pelatihan dan
sosialisasi waralaba

2.1

Tempat pelaksanaan kegiatan pendampingan
waralaba dipilih sesuai dengan kapasitas yang
dibutuhkan.

yang akan 2.2 Koordinasi dengan kantor dinas setempat
dilaksanakan oleh dilakukan.
konsultan 2.3 Surat undangan yang ditujukan kepada para
peserta pendampingan dibuat dan dikirim.
2.4 Bahan untuk  kegiatan pendampingan

2.5

waralaba disiapkan dan digandakan.
Perlengkapan peserta disiapkan.

3. Melaksanakan
pendampingan
waralaba

1.1
1.2

Materi dan perlengkapan peserta dibagikan.

Setelah materi dipaparkan, para peserta
dibimbing untuk dapat menggunakan aplikasi
monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

1.3 Pengawasan dalam pendampingan waralaba
dilakukan.
4. Membuat laporan 4.1 Laporan hasil pelaksanaan kegiatan
kegiatan pendampingan waralaba dibuat sesuai dengan
format yang telah ditentukan.
4.2 Laporan yang telah dibuat, dianalisa untuk
mendapat masukan dari pimpinan.
4.3 Perbaikan laporan akhir kegiatan dibuat
berdasarkan masukan dari pimpinan.
4.4 Laporan akhir kegiatan yang telah diperbaiki

diserahkan kepada pimpinan unit kerja untuk
ditandatangani dan didokumentasikan.
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BATASAN VARIABEL

1.

Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk menyeleksi Bussines Opportunity (BO) yang

memiliki peluang untuk menjadi waralaba, mempersiapkan pelatihan dan

sosialisasi waralaba yang akan dilaksanakan oleh konsultan
melaksanakan pendampingan waralaba, membuat laporan kegiatan untuk
melaksanankan pendampingan waralaba.

Peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan pendampingan

waralaba, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Alat tulis kantor;

2.2 Komputer;

2.3 Liquid Crystal Display (LCD);

2.4 Brosur;

2.5 Materi Pelatihan;

2.6 Sarana/perlengkapan pelatihan.

Peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan pendampingan waralaba,

meliputi:

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;

3.2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012
tentang Penyelenggaraan Waralaba;

3.3 Keputusan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor
138/PDN/KEP/10/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan
Waralaba.

Norma dan standar untuk melaksanakan pendampingan waralaba meliputi

prosedur baku untuk melaksanakan kegiatan pendampingan waralaba.

PANDUAN PENILAIAN

1.

Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian yang merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut adalah
terpenuhinya target peserta yang diundang, materi pelatihan dapat
diterima dengan baik oleh peserta;

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara,
demonstrasi/praktek, dan simulasi dan/atau di tempat kerja

dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
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2. Persyaratan kompetensi
Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus
dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit
kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:
2.1 Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan;
2.2 Membuat surat perijinan dunia usaha.
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
3.1 Pengetahuan tentang penyelenggaraan waralaba;
3.2 Pemantauan kegiatan pendampingan waralaba;
3.3 Pengetahuan mengenai Peraturan Menteri Teknis terkait tentang
Penyelenggaraan Waralaba;
3.4 Evaluasi terhadap kegiatan pendampingan waralaba.
4. Sikap kerja yang diperlukan:
4.1 Sikap kerja yang baik serta ketelitian, kecepatan dan ketepatan dalam
melakukan tugas sesuai waktu yang ditentukan.
5. Aspek kritis
Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah:
5.1 Kemampuan komunikasi yang baik;
5.2 Kemampuan melakukan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak;
5.3 Kemampuan mengoperasikan komputer;
5.4 Kemampuan mengoperasikan alat telekomunikasi seperti internet, fax
dan telepon;
5.5 Kemampuan menyusun acara,;
5.6 Kemampuan menyusun laporan;

5.7 Kemampuan mengumpulkan data dan informasi.
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3. Melakukan Pengkajian Kelembagaan atau Subjek Kontrak Berjangka/

Komoditi
KODE UNIT DAG.TKD.03.003.03
JUDUL UNIT Melakukan Pengkajian Kelembagaan atau Subjek
Kontrak Berjangka/Komoditi
DESKRIPSI Unit ini merupakan kemampuan yang didasari atas
UNIT pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk melakukan pengkajian kelembagaan
atau subjek kontrak berjangka/komoditi.
ELEMEN KOMPETENSI KEGIATAN UNJUK KERJA

1. Memverifikasi usulan dan 1.1 Usulan dan masukan terkait kebutuhan

masukan

akan adanya kajian diterima dan
dikumpulkan.

1.2 Usulan dan masukan dipilah dan
dipelajari untuk menentukan perlu
tidaknya tindak lanjut.

2. Melaksanakan pengkajian |2.1 Bahan pengkajian dikumpulkan.

2.2 Bahan berupa masukan, data dan
informasi dipilah dan dianalisis.

2.3 Bila diperlukan, pihak  konsultan
dilibatkan dalam pelaksanaan pengkajian.

2.4 Pembahasan/diskusi dilakukan untuk
membahas kajian awal dengan melibatkan
para  pakar dibidang Perdagangan
Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang
dan Pasar Lelang.

2.5 Hasil pembahasan dengan para pakar
dibahas lebih lanjut pada konsinyering
yang melibatkan biro-biro terkait di
Bappebti dan pelaku pasar.

2.6 Hasil pembahasan didokumentasikan
dalam bentuk laporan

3. Membuat laporan hasil 3.1 Laporan hasil pembahasan disampaikan
pengkajian kepada pimpinan untuk diperiksa dan
diteliti.

3.2 Laporan hasil kajian disampaikan kepada
pimpinan.
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BATASAN VARIABEL

1.

Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk memverifikasi usulan dan masukan, melaksanakan
pengkajian, membuat laporan hasil pengkajian yang digunakan untuk
melakukan pengkajian kelembagaan atau subjek kontrak

berjangka/komoditi.

Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan
pengkajian kelembagaan atau subjek kontrak berjangka/ komoditi,
mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Komputer / lapotop;

2.2 Alat perekam suara;

2.3 Alat Tulis Kantor.

Peraturan-peraturan untuk melakukan pengkajian kelembagaan atau

subjek kontrak berjangka, meliputi :

3.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2011;

3.2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2011;

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Perdagangan Berjangka Komoditi;

3.4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
650/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar
Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (Forward) Komoditi Agro;

3.5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

3.6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007
tentang barang yang dapat disimpan di gudang dalam
penyelenggaraan Sistem Resi Gudang;

3.7 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Nomor 90/BAPPEBTI/PER/10/2011 tentang komoditi yang dapat
dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah,

dan/atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di bursa
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berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor

94 /BAPPEBTI/PER/04/2012;

4. Norma dan standar untuk melakukan pengkajian kelembagaan atau

subjek kontrak berjangka, adalah:

4.1 Standard Operating Procedure (SOP) mengenai Pengembangan PBK,
SRG DAN PL (MOT-05.07.CFM.03.SOP.01);

4.2 Birokrasi;

4.3 Standar Biaya Umum (SBU) di tahun berjalan.

PANDUAN PENILAIAN

1.

Konteks penilaian

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan
pengkajian kelembagaan atau subjek kontrak berjangka. Metode penilaian
dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio dan

demonstrasi/praktek di tempat kerja.

Persyaratan dan kompetensi
Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus
dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit

kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

2.1 Melakukan komunikasi efektif;

2.2 Melakukan koordinasi;

2.3 Memproses dokumen,;

2.4 Melakukan pengarsipan dokumen.

Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pemahaman mengenai peraturan-peraturan terkait;

3.2 Pemahaman terhadap Standard Operating Procedures (SOP)
Pengkajian Kelembagaan atau Subjek Kontrak Berjangka/Komoditi;

3.3 Pemahaman mengenai struktur kelembagaan dibidang PBK, SRG dan
PL;

3.4 Pengetahuan mengenai karakteristik komoditi serta rantai
perdagangannya;

3.5 Mengoperasikan komputer dan aplikasi Microsoft Office;

3.6 Menggunakan email dan internet;

3.7 Melakukan komunikasi dan koordinasi;
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3.8 Bahasa Inggris.

Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Rapi dalam mendokumendasikan hasil konsinyering;
4.2 Berpikir sistematis;

4.3 Taat tehadap peraturan.

Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Individu dianggap kompeten, jika sudah mengerjakan pembuatan laporan
pengkajian kelembagaan atau subjek kontrak berjangka minimal 1 (satu)
kali dengan mempertimbangan ketepatan waktu dan substansi laporan

sesuai dengan ketentuan.
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4. Melakukan Pengawasan Barang dan Jasa Secara Khusus

KODE UNIT
JUDUL UNIT

DESKRIPSI UNIT

DAG.TKD.03.004.02

Melakukan Pengawasan Barang dan Jasa Secara
Khusus

Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk
melakukan pengawasan barang dan jasa secara khusus
berdasarkan laporan pengaduan konsumen dan/atau
lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat,
hasil pengawasan berkala  yang  memerlukan
penanganan secara cepat dan adanya indikasi tindak
pidana di bidang perlindungan konsumen serta atas
permintaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

(BPSK).

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Menyiapkan
Pengawasan

1.1 Laporan pengaduan konsumen/laporan hasil
pengawasan barang Dberedar dan jasa
berkala/permintaan BPSK diterima.

1.2 Laporan/permintaan dianalisa dan
permasalahan terkait barang beredar dan jasa
diidentifikasi.

1.3 Rencana pengawasan khusus dibuat

berdasarkan laporan/permintaan dan hasil
identifikasi permasalahan.

Surat penugasan pimpinan diterima.
Koordinasi dalam rangka  pelaksanaan
pengawasan khusus dengan pihak terkait
dilaksanakan.

—_
u b

2. Melaksanaan
Pengawasan

2.1 Pengambilan contoh untuk pengaduan atau
pengambilan ulang contoh untuk hasil
pengawasan berkala dan permintaan BPSK
dilakukan.

2.2 Uji laboratorium/pengecekan ulang dilakukan
pada lembaga yang terpercaya.

2.3 Hasil wuji laboratorium/pengecekan ulang
diperoleh.

2.4 Hasil wuji laboratorium/pengecekan ulang

dievaluasi berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Rekomendasi hasil pengawasan dibuat.

Laporan hasil pengawasan barang dan jasa

secara khusus dibuat dan disampaikan

kepada pimpinan.

NI
o ol

26




BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan pengawasan dan melaksanakan
pengawasan yang digunakan untuk melaksanakan pengawasan barang
dan jasa secara khusus;

1.2 Prosedur yang berlaku untuk pelaksanaan pengawasan diatur atau
tidak terbatas pada Petunjuk Teknis Pengawasan;

1.3 Ketentuan yang digunakan untuk verifikasi hasil pengujian
laboratorium diatur atau tidak terbatas kepada Standar Nasional
Indonesia terkait.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan pengawasan barang dan
jasa secara khusus, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Kamera;

2.2 Kuesioner pengawasan,;

2.3 Surat tugas.

2.4 Dana untuk melakukan pembelian barang/ jasa yang diawasi.

3. Peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan pengawasan barang dan
jasa, meliputi:

3.1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen;

3.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

3.3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan barang dan/atau Jasa.

4. Norma dan standar untuk melaksanakan pengawasan barang dan jasa
adalah Petunjuk Teknis Pengawasan Barang dan Jasa, serta SOP yang

berhubungan dengan prosedur pengawasan barang dan jasa.

PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks penilaian

1.2 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut: telah dilakukan
pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar;

1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara,
demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan/atau di
Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin
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diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit
kompetensi yang terkait:
2.1 Melakukan Pengawasan Barang dan Jasa.
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
3.1 Pengetahuan tentang komoditi
3.2 Peraturan yang terkait dengan pengawasan barang dan jasa;
3.3 Standar Nasional Indonesia Wajib;
3.4 Komunikasi efektif.
4. Sikap kerja yang diperlukan:
4.1 Ketelitian untuk melakukan pengamatan kasat mata;
4.2 Menjaga kerahasiaan dalam melaksanakan pengawasan;
4.3 Efisiensi waktu.
4.4 Kemampuan analisis
S. Aspek kritis
5.1 Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah
minimal satu draft laporan hasil pengawasan barang dan jasa secara

khusus diserahkan.
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5. Melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Lembaga Sistem Resi

Gudang (SRG)
KODE UNIT DAG.TKD.03.005.03
JUDUL UNIT Melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

DESKRIPSI UNIT

Lembaga Sistem Resi Gudang (SRG)

Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk
melaksanakan  kegiatan  tindak lanjut  hasil
pengawasan SRG melalui pemantauan  hasil

perbaikan dan verifikasi bukti perbaikan.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Menerima disposisi dari
pejabat berwenang mengenai

tindak lanjut hasil
pengawasan

Disposisi diterima dan diarsipkan
Disposisi mengenai instruksi tindak
lanjut dikoordinasikan dengan tim
pengawas

—
N =

2. Melaksanakan tindak lanjut 2.1 Pihak yang diperiksa diberitahukan

hasil pengawasan.

untuk melakukan perbaikan dan
diminta untuk menyerahkan bukti
perbaikan dalam tenggang waktu
penyerahan sesuai dengan jadwal di
Berita Acara Pemeriksaan

2.2 Bukti hasil perbaikan berupa
gambar/foto atau dokumen fisik
dikirimkan melalui fax e-mail atau
pengiriman langsung

2.3 Bukti hasil perbaikan yang telah
diterima diverifikasi sesuai standard
yang berlaku

2.4 Hasil verifikasi dilaporkan ke pejabat
berwenang untuk disetujui

3. Membuat laporan tindak 1.1 Konsep laporan hasil tindak lanjut
lanjut hasil pengawasan pengawasan yang telah disetujui
dibuat.

1.2 Laporan hasil tindak lanjut
pengawasan dibuat dan ditujukan
kepada Kepala Badan Pengawas dan
ditembuskan ke pihak auditee.

BATASAN VARIABEL
1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menerima disposisi dari pejabat berwenang

mengenai tindak lanjut hasil pengawasan, melaksanakan tindak lanjut

hasil pengawasan, membuat laporan tindak lanjut hasil pengawasan yang
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digunakan untuk melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan lembaga
sistem resi gudang (SRG).
2. Peralatan dan Perlengkapan untuk melakukan kegiatan pengawasan SRG,
mencakup namun tidak terbatas pada:
2.1 Komputer atau Laptop yang mendukung pengolahan kata, angka dan
data;
2.2 Printer;
2.3 Peralatan komunikasi (telpon, fax, email);
2.4 Alat ukur konstruksi;
2.5 Alat uji konstruksi;
2.6 Kendaraan bermotor.
3. Peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan,
meliputi namun tidak terbatas pada:
3.1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun
2011;
3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang;
3.3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011
tentang Barang yang Dapat Disimpan di Gudang dalam
Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang;
3.4 Peraturan Kepala Bappebti (15 buah) yang mengatur mengenai teknis
penyelenggaraan Sistem Resi Gudang.
4. Norma dan standar untuk melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan,
adalah Standard Operating Procedure (SOP) yang terkait dengan

pelaksanaan tindak lanjut pengawasan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut. Metode penilaian dapat
dilakukan dengan cara tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di
workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi
(TUK).

2. Persyaratan kompetensi

30



Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus
dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit
kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:
2.1 Melakukan komunikasi efektif;
2.2 Melakukan pengumpulan data;
2.3 Mengolah data;
2.4 Memproses dokumen;
2.5 Melakukan pengarsipan dokumen,;
2.6 Tata surat menyurat.
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
3.1 Pedoman Operasional Baku Dalam Pelaksanaan Sistem Resi Gudang;
3.2 Keputusan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Administrasi
Umum Departemen Perdagangan,;
3.3 Metoda pemeriksaan teknis Lembaga dalam Sistem Resi Gudang;
3.4 Mengoperasikan komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk
analisa perhitungan dari sederhana hingga proyeksi 5 tahunan;
3.5 Berkomunikasi dengan baik;
3.6 Menggunakan peralatan komunikasi;
3.7 Menggunakan bahasa inggris;
3.8 Menggunakan alat ukur dan uji;
3.9 Memeriksa stok barang disimpan;
3.10 Melakukan uji mutu.
3.11 Mampu bekerja sama dalam tim
4. Sikap Kerja yang diperlukan:
4.1 Teliti pada saat melakukan uji mutu;
4.2 Mampu mengambil keputusan;
4.3 Mampu bekerja dalam tekanan;
4.4 Berpikir sistematis.
5. Aspek Kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:
5.1 Individu dianggap disebut kompeten, jika sudah melakukan 12 (dua
belas) kali kegiatan pengawasan dan 12 (dua belas) kali kegiatan
tindak lanjut hasil pengawasan dengan mempertimbangkan waktu

penyelesaian sesuai dengan ketentuan.
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6. Melakukan Pelaksanaan Forum Dagang

KODE UNIT : DAG.TKD.03.006.02

JUDUL UNIT : Melakukan Pelaksanaan Forum Dagang

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan keterampilan,
pengetahuan dan sikap dalam melakukan pelaksanaan
forum dagang. Unit ini mencakup dalam melakukan
persiapan forum dagang, melakukan koordinasi,

melaksanakan forum dagang, dan membuat laporan.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Melakukan persiapan forum | 1.1 Informasi untuk penyelenggaraan forum
dagang dagang dikumpulkan.

1.2 Tema, target dan lokasi forum dagang
ditentukan.

1.3 Surat permohonan perekrutan peserta
dibuat.

1.4 Surat permohonan perekrutan peserta
dikirim ke pihak terkait.

1.5 Data peserta diterima dan dikumpulkan
menjadi dokumen.

2. Melakukan koordinasi 2.1 Daerah pelaksanaan forum dagang
ditinjau bersama dengan pihak terkait.

2.2 Rapat dilakukan bersama dengan pihak
terkait.

2.3 Data peserta dikonfirmasi kembali
dengan pihak terkait.

2.4 Konsep peta produk disusun dan
diperbaiki/dikoreksi oleh atasan.

3. Melaksanakan forum | 3.1 Forum dagang dilaksanakan sesuai
dagang dengan jadwal yang telah ditentukan.
3.2 Pelaksanaan forum dagang dimonitor
selama pelaksanaan.
3.3 Kontak dagang dan transaksi yang
terjadi pada forum dagang dicatat dan

dikumpulkan.

4. Menyusun laporan 4.1 Koordinasi dengan pihak lain dilakukan
untuk mengumpulkan bukti-bukti
pelaksanaan.

4.2 Bukti-bukti pelaksanaan dikumpulkan
dan diolah menjadi laporan.
4.3 Laporan diserahkan kepada atasan.

BATASAN VARIABEL
1. Konteks variabel
1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan forum dagang, melakukan

koordinasi, melaksanakan forum dagang, dan membuat laporan.
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3.

4.

1.2 Informasi termasuk dibawah ini tapi tidak terbatas:
1.2.1 Masalah dan kendala Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
1.2.2 Data pengusaha mikro, kecil dan menengah pada suatu wilayah
atau daerah;
1.2.3 Keadaan sosial dan ekonomi suatu wilayah;
1.2.4 Keadaan sumber daya alam suatu wilayah;
1.2.5 Sumber daya manusia.
1.3 Pihak yang terkait termasuk dibawah ini tapi tidak terbatas pada:
1.3.1 Sekretariat Unit Eselon I Kementerian Perdagangan;
1.3.2 Unit Eselon II Kementerian Perdagangan;
1.3.3 Instansi/ lembaga di luar Kementerian Perdagangan;

1.3.4 Pengusaha baik lokal maupun nasional.

. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan forum

dagang, sebagai berikut:

2.1 Rencana Strategis Kementerian Perdagangan tahun berjalan;

2.2 Standar Biaya Umum (SBU) dan Khusus Tahun berjalan;

2.3 Buku-buku pedoman, jurnal, artikel terkait masalah Usaha Mikro Kecil
dan Menengah.

Peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan forum dagang meliputi:

3.1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah;

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan
Pengembangan Usaha Kecil;

3.3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012.

Norma dan standar untuk Melaksanakan Pemetaan Produk Usaha Mikro

Kecil dan Menengah Potensial meliputi Standard Operational Procedures

(SOP) yang berhubungan dengan pelaksanaan forum dagang.

PANDUAN PENILAIAN

1.

Konteks penilaian

Metode penilaian yang cocok bagi penilaian yang sah dan terpercaya
terhadap kompetensi ini dapat meliputi, namun tidak dibatasi pada,
gabungan 2 atau lebih dari:

1.1 Portofolio;
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1.2 Mempertanyakan (questioning);

1.3 Diskusi.

. Persyaratan kompetensi

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus

dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit

kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

2.1 Melakukan Identifikasi Informasi terkait Usaha Mikro Kecil dan
Menengah;

2.2 Melakukan Rapat Koordinasi;

2.3 Memproses Dokumen;

2.4 Mempersiapkan Rapat Koordinasi.

. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan menyeluruh mengenai kondisi Usaha Mikro Kecil dan
Menengah di Indonesia;

3.2 Kondisi ekonomi, sosial, dan budaya wilayah-wilayah di Indonesia;

3.3 Manajemen waktu;

3.4 Tata laksana surat persuratan;

3.5 Komunikasi efektif;

3.6 Menggunakan aplikasi Microsoft Office;

3.7 Menggunakan internet.

. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Ketelitian;

4.2 Sistematis;

4.3 Disiplin;

4.4 Konsentrasi;

4.5 Kreatif.

. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah bukti-

bukti penilaian mencakup kemampuan yang diperagakan untuk

melaksanakan pemetaan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah

potensial dan pelaksanaan forum dagang sesuai dengan sistem dan

prosedur yang sudah ditentukan dan dalam jangka waktu yang telah

ditetapkan sebelumnya. Bukti penting yang harus dikumpulkan

tersusunnya laporan forum dagang.
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7. Melaksanakan Pameran

KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

DAG.TKD.02.007.06

Melaksanakan Pameran

Unit kompetensi ini berkaitan dengan keterampilan,
pengetahuan dan sikap dalam melaksanakan pameran.
Unit ini mencakup dalam melakukan persiapan,
melakukan tinjauan lapangan, melaksanakan

pameran, dan membuat laporan.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan 1.1 Informasi  untuk penyelenggaraan
pameran pameran dikumpulkan.

1.2 Rapat dengan pthak terkait

dilaksanakan untuk menentukan

konsep pameran.

Dokumen konsep pameran dibuat.

Dokumen konsep pameran dikirimkan

kepada pihak terkait.

1.5 Feedback atas dokumen konsep
pameran yang dikirimkan diterima dan
dikumpulkan serta disimpulkan.

—
W

2. Melakukan tinjauan

2.1 Daerah dan Ilokasi pelaksanaan

lapangan pameran ditinjau.

2.2 Rapat persiapan dengan pihak terkait
dilakukan untuk pengecekan
persiapan pelaksanaan.

2.3 Konsep pameran dimatangkan dan
difinalkan.

3. Melaksanakan pameran 3.1 Pameran dilaksanakan sesuai dengan

jadwal dan konsep yang telah
ditentukan.

3.2 Data pengunjung dan data penjualan
dikumpulkan dan direkapitulasi.

4. Membuat laporan

4.1 Bukti-bukti pelaksanaan pameran
dikumpulkan dan diolah menjadi
laporan pelaksanaan pameran.

4.2 Laporan pelaksanaan pameran
diserahkan kepada atasan dan pihak
yang terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan, melakukan tinjauan

lapangan, melaksanakan pameran, dan membuat laporan yang

digunakan untuk melaksanakan pameran.

35



1.2 Informasi termasuk dibawah ini tapi tidak terbatas:

1.2.1 Masalah dan kendala Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
1.2.2 Keadaan sosial dan ekonomi suatu wilayah;

1.2.3 Sumber daya manusia;

1.2.4 Potensi-potensi dagang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

1.3 Konsep termasuk dibawah ini tapi tidak terbatas:

1.3.1 Perekrutan peserta;
1.3.2 Sarana dan prasarana;
1.3.3 Tema,;
1.3.4 Target;
1.3.5 Set lay out.
1.4 Dokumen termasuk dibawah ini tapi tidak terbatas:
1.4.1 Nota Dinas;
1.4.2 Proposal;
1.4.3 Dokumen lelang;
1.4.4 Formulir pendaftaran peserta;
1.4.5 Surat penawaran.

1.5 Pihak yang terkait termasuk dibawah ini tapi tidak terbatas:
1.5.1 Sekretariat Unit Eselon | Kementerian Perdagangan;
1.5.2 Unit Eselon II Kementerian Perdagangan;

1.5.3 Instansi/ lembaga di luar Kementerian Perdagangan;
1.5.4 Konsultan yang ahli di bidangnya;
1.5.5 Event Organizer.

. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan

pameran, sebagai berikut:

2.1 Standard Operational Procedures (SOP) yang berkaitan dengan
penyelenggaraan  pameran  Rencana  Strategis Kementerian
Perdagangan tahun berjalan;

2.2 Standar Biaya Umum (SBU) dan Khusus Tahun berjalan;

2.3 Pengadaan barang dan jasa.
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3. Peraturan yang diperlukan untuk Melaksanakan Pameran meliputi:

3.1 Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 703/M-DAG/KEP/4/2010
Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Standard Operating
Procedures (SOP) di lingkungan Kementerian Perdagangan;

3.2 Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1222/M-DAG/KEP/10/2009
tentang Pedoman Administrasi Umum Perdagangan;

3.3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/KEP/7/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 57/M-DAG/KEP/8/2012.

4. Norma dan standar untuk Melakukan Penyelenggaraan Pameran meliputi:

SOP yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Pameran.

PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks Penilaian
Metode penilaian yang cocok bagi penilaian yang sah dan terpercaya
terhadap kompetensi ini dapat meliputi, namun tidak dibatasi pada,
gabungan 2 atau lebih dari:
1.1 Portofolio;
1.2 Mempertanyakan (questioning);
1.3 Wawancara;
2. Persyaratan Kompetensi
Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus
dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit
kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
2.1 Melakukan Identifikasi Isu dan Informasi Kerjasama;
2.2 Melakukan Rapat Koordinasi;
2.3 Memproses Dokumen,;
2.4 Mempersiapkan Rapat Koordinasi.
3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan:
3.1 Pengetahuan menyeluruh mengenai pameran,;
3.2 Penyusunan anggaran (SBU, RAB, dan RKKL);
3.3 Manajemen waktu;
3.4 Tata laksana surat persuratan;
3.5 Komunikasi efektif;
3.6 Menggunakan aplikasi Microsoft Office;
3.7 Menggunakan internet.
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4. Sikap kerja yang diperlukan:
4.1 Ketelitian;
4.2 Sistematis;
4.3 Disiplin;
4.4 Konsentrasi;
4.5 Kreatifitas.

5. Aspek kritis
Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah bukti-
bukti penilaian mencakup kemampuan yang diperagakan untuk
Melakukan Penyusunan Konsep Pameran dan Penyelenggaraan Rapat
sesuai dengan sistem dan prosedur yang sudah ditentukan dan dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Bukti penting yang harus

dikumpulkan minimal terselenggaranya pameran.
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8. Membuat Pedoman untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

KODE UNIT
JUDUL UNIT

DESKRIPSI UNIT

DAG.TKD.03.008.02

Membuat Pedoman wuntuk Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM)

Unit kompetensi ini berkaitan dengan keterampilan,
pengetahuan dan sikap dalam membuat pedoman
untuk UMKM. Unit ini mencakup mengumpulkan
informasi mengenai topik dan judul apa yang akan
dijadikan buku pedoman bagi UMKM, menentukan
topik dan judul buku pedoman bagi UMKM, membuat
konsep pedoman, dan membuat pedoman untuk

UMKM.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Mengumpulkan

informasi | 1.1 Informasi dikumpulkan sebagai bahan

mengenai topik dan judul acuan untuk membuat pedoman.
untuk pedoman bagi UMKM | 1.2 Informasi dianalisis untuk dijadikan

konsep awal mengenai topik dan judul
yang akan dijadikan pedoman.

2. Menentukan topik dan |2.1 Konsep awal mengenai topik dan judul
judul buku pedoman bagi yang akan dijadikan pedoman diajukan

UMKM

kepada pihak terkait untuk dikoreksi.

2.2 Konsep awal hasil koreksi pihak terkait
difinalisasi melalui pembahasan dengan
pihak terkait.

2.3 Pilihan topik dan judul pedoman
ditentukan melalui rapat internal..

3. Membuat konsep pedoman |3.1 Konsep pedoman untuk UMKM dibuat

sesuai dengan topik dan judul yang
telah diputuskan dengan bahan acuan
yang didapat.

3.2 Konsep pedoman diperbaiki/dikoreksi
oleh pihak terkait.

4. Membuat pedoman

4.1 Konsep pedoman diperiksa oleh pihak
terkait yang ahli sesuai dengan topik
dan judul pedoman untuk mendapatkan
masukan atas konsep pedoman yang
dibuat.

4.2 Konsep pedoman yang telah diperiksa
oleh pithak terkait diperiksa dan
diperbaiki kembali untuk kemudian
diserahkan kepada atasan.

4.3 Konsep pedoman diperbaiki/dikoreksi
oleh pihak terkait.

4.4 Konsep pedoman yang telah
diperbaiki/dikoreksi atasan difinalkan
dengan dilakukan pembahasan
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ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

bersama-sama dengan narasumber dan
pihak terkait.

4.5 Pedoman untuk UMKM yang telah
disetujui dilakukan pencetakan.

4.6 Pedoman untuk UMKM yang telah
dicetak disosialisasikan kepada UKM
terkait.

BATASAN VARIABEL
1. Kontek variabel:

1.1 Unit ini berlaku untuk mengumpulkan informasi mengenai topik dan
judul apa yang akan diangkat untuk dijadikan buku pedoman bagi
UMKM, menentukan topik dan judul buku pedoman bagi UMKM,
membuat konsep pedoman dan membuat pedoman yang digunakan
untuk untuk kebutuhan UMKM.

1.2 Informasi termasuk dibawah ini tapi tidak terbatas:

1.2.1 Masalah dan kendala UMKM,;

1.2.2 Potensi UMKM

1.2.3 Keadaan sosial dan ekonomi suatu wilayah;
1.2.4 Sumber daya manusia.

1.3 Pihak yang terkait termasuk di bawah ini tapi tidak terbatas pada:

1.3.1 Sekretariat Unit Eselon I Kementerian Perdagangan;
1.3.2 Unit Eselon II Kementerian Perdagangan;
1.3.3 Instansi/ lembaga di luar Kementerian Perdagangan;
1.3.4 Konsultan yang ahli di bidangnya.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk membuat pedoman
untuk Usaha Mikro Kecil Menengah, sebagai berikut:

2.1 Komputer, printer;

2.2 Alat tulis kantor;

2.3 Rencana Strategis Kementerian Perdagangan tahun berjalan;

2.4 Standar Biaya Umum (SBU) dan Khusus Tahun berjalan;

2.5 Pengadaan barang dan jasa;

2.6 Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Peraturan yang diperlukan untuk Membuat pedoman UMKM meliputi:

3.1 Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 703/M-DAG/KEP/4/2010
tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Standard Operating
Procedures (SOP) di lingkungan Kementerian Perdagangan;

3.2 Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1222/M-DAG/KEP/10/2009

tentang Pedoman Administrasi Umum Perdagangan.
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4. Norma dan standar untuk Membuat pedoman UMKM meliputi:
4.1 Sumber Daya Penyelenggaraan Rapat;
4.2 Standar protokol penyelenggaraan rapat sesuai dengan konteks rapat;
4.3 Standard Operational Procedures (SOP) yang berhubungan dengan
UMKM dan penyusunan pedoman

PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks penilaian
Metode penilaian yang cocok bagi penilaian yang sah dan terpercaya
terhadap kompetensi ini dapat meliputi, namun tidak dibatasi pada,
gabungan 2 atau lebih dari:
1.1 Portofolio;
1.2 Mempertanyakan (questioning);
1.3 Wawancara.
2. Persyaratan kompetensi
Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus
dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit
kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:
2.1 Melakukan Identifikasi Isu dan Informasi Kerjasama;
2.2 Melakukan Rapat Koordinasi;
2.3 Memproses Dokumen,;
2.4 Melaksanakan Rapat Koordinasi Pra Perundingan;
2.5 Mempersiapkan Rapat Koordinasi.
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
3.1 Pengetahuan menyeluruh mengenai penyelenggaraan rapat;
3.2 Format penyajian laporan notulensi rapat;
3.3 Penyusunan anggaran (SBU, RAB, dan RKKL);
3.4 Manajemen waktu;
3.5 Tata laksana surat persuratan;
3.6 Komunikasi efektif;
3.7 Menggunakan aplikasi Microsoft Office;
3.8 Menggunakan internet.
4. Sikap kerja yang diperlukan:
4.1 Ketelitian;
4.2 Sistematis;
4.3 Disiplin;

4.4 Analisis masalah.
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5. Aspek kritis
Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah bukti-
bukti penilaian mencakup kemampuan yang diperagakan untuk membuat
pedoman UMKM sesuai dengan sistem dan prosedur yang sudah
ditentukan dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.
Bukti penting yang harus dikumpulkan minimal 3 kali dalam penyusunan

pedoman UMKM.
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9. Melaksanakan Pemetaan Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Potensial
KODE UNIT : DAG.TKD.03.009.04
JUDUL UNIT : Melaksanakan Pemetaan Produk Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM) Potensial
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap dalam membuat pemetaan

produk UMKM potensial.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Mengumpulkan informasi | 1.1 Informasi dan rekomendasi mengenai
mengenai daerah dan daerah dan produk UMKM dari pihak
produk UMKM yang akan terkait dikumpulkan sebagai bahan
dipetakan acuan untuk membuat peta produk

UMKM potensial.

1.2 Informasi mengenai pangsa pasar,
potensi produk, dll dikumpulkan sebagai
bahan acuan dalam membuat peta
produk UMKM potensial.

1.3 Informasi mengenai hambatan dan
kendala UMKM terhadap produk dan
daerah dalam meningkatkan kualitas
dan daya saing produk dikumpulkan.

2. Mengidentifikasi Informasi 2.1 Informasi produk, potensi produk,
pangsa pasar, hambatan, kendala dll
diidentifikasikan berdasarkan wilayah
dan komoditas produk.

2.2 Hasil identifikasi dibahas bersama
dalam rapat internal untuk menentukan
daerah penghasil produk yang
diprioritaskan untuk ditinjau langsung.

2.3 Hasil identifikasi produk dijadikan
bahan acuan dalam membuat peta
produk UMKM potensial.

3. Membuat peta  produk | 3.1 Hasil identifikasi produk diperkuat

UMKM potensial dengan meninjau langsung produk ke
daerah  penghasil produk UMKM
potensial.

3.2 Hasil tinjauan langsung digabungkan
dengan hasil identifikasi produk, diolah
dan dianalisis menjadi konsep peta
produk UMKM potensial.

3.3 Konsep peta produk diperbaiki/dikoreksi
oleh atasan.

3.4 Hasil perbaikan/koreksi atasan
dirapatkan secara internal atau dengan
pihak lain termasuk konsultan (jika
diperlukan) untuk memfinalkan konsep
peta.
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ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

3.5 Peta produk UMKM potensial dicetak
menjadi buku dan sebagai database
dalam pembinaan UMKM.

BATASAN VARIABEL

1.

Konteks variabel

1.1

1.2

1.3

Unit ini berlaku untuk mengumpulkan informasi mengenai daerah,
potensi dan produk UMKM yang akan dipetakan, mengidentifikasi
Informasi dan membuat peta produk UMKM potensial.

Informasi termasuk dibawah ini tapi tidak terbatas:

1.2.1 Masalah dan kendala UMKM,;

1.2.2 Potensi produk UMKM

1.2.3 Keadaan sosial dan ekonomi suatu wilayah;

1.2.4 Keadaan sumber daya alam suatu wilayah;

1.2.5 Sumber daya manusia.

Pihak yang terkait termasuk dibawah ini tapi tidak terbatas:

1.3.1 Sekretariat Unit Eselon | Kementerian Perdagangan;

1.3.2 Unit Eselon II Kementerian Perdagangan;

1.3.3 Instansi/ lembaga di luar Kementerian Perdagangan;

1.3.4 Konsultan yang ahli di bidangnya.

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk membuat peta produk

UMKM potensial, sebagai berikut:

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Alat tulis kantor;

Komputer, printer;

Standard Operational Procedures (SOP);

Rencana Strategis Kementerian Perdagangan tahun berjalan;
Standar Biaya Umum (SBU) dan Khusus Tahun berjalan;
Pengadaan barang dan jasa;

Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Buku-buku pedoman, jurnal, artikel terkait masalah UMKM.

Peraturan yang diperlukan meliputi:

3.1

3.2

3.3

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah;

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan
Pengembangan Usaha Kecil;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012.
4. Norma dan standar untuk Melaksanakan Pemetaan Produk Usaha Mikro
Kecil Menengah (UMKM) Potensial meliputi peta geografis wilayah

Indonesia.

PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks penilaian
Metode penilaian yang cocok bagi penilaian yang sah dan terpercaya
terhadap kompetensi ini dapat meliputi, namun tidak dibatasi pada,
gabungan 2 atau lebih dari:
1.1 Portofolio;
1.2 Mempertanyakan (questioning);
1.3 Wawancara.
2. Persyaratan kompetensi
Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus
dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit
kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
2.1 Melakukan Identifikasi Informasi Terkait UMKM,;
2.2 Melakukan Rapat Koordinasi;
2.3 Memproses Dokumen;
2.4 Mempersiapkan Rapat Koordinasi.
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
3.1 Pengetahuan menyeluruh mengenai kondisi UMKM di Indonesia;
3.2 Pengetahuan tentang kondisi geografis Indonesia;
3.3 Pengetahuan tentang manajemen waktu;
3.4 Pengetahuan tentang tata laksana surat persuratan.
3.5 Keterampilan dalam melakukan komunikasi efektif;
3.6 Keterampilan dalam menggunakan aplikasi Microsoft Office;
3.7 Keterampilan dalam menggunakan internet.
4. Sikap kerja yang diperlukan:
4.1 Ketelitian;
4.2 Sistematis;

4.3 Disiplin.
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5. Aspek kritis
Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah bukti-
bukti penilaian mencakup kemampuan yang diperagakan untuk
Melaksanakan Pemetaan Produk UMKM Potensial sesuai dengan sistem
dan prosedur yang sudah ditentukan dan dalam jangka waktu yang telah
ditetapkan sebelumnya. Bukti penting yang harus dikumpulkan

tersusunnya Peta Produk UMKM Potensial.
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10. Melakukan Evaluasi Pengelolaan Pasar Tradisional dan Pengembangan

Pasar Percontohan

KODE UNIT
JUDUL UNIT

DESKRIPSI UNIT

DAG.TKD.03.010.02

Melakukan Evaluasi Pengelolaan Pasar Tradisional dan
Pengembangan Pasar Percontohan

Unit kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan
untuk melakukan evaluasi pengelolaan  pasar
percontohan maupun pasar tradisional lainnya, terkait
dengan revitalisasi pasar tradisional dan
pengembangan pasar percontohan. Unit ini terdiri dari
persiapan, pelaksanaan dan pembuatan laporan
evaluasi pengelolaan pasar percontohan maupun pasar

tradisional lainnya.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan Persiapan 1.1 Pemantauan Pasar percontohan dan
Evaluasi pasar tradisional dilaksanakan sesuai
prosedur.
1.2 Pasar yang akan dievaluasi ditentukan
berdasarkan hasil pelaksanaan
pemantauan.

1.3 Kriteria evaluasi disusun dan ditentukan.

1.4 Bahan evaluasi pengelolaan pasar
percontohan maupun pasar tradisional
lainnya dikumpulkan sesuai kebutuhan.

2. Pelaksanaan Evaluasi 2.1 Bahan evaluasi pengelolaan pasar
Pengelolaan

percontohan maupun pasar tradisional
dievaluasi oleh tim pelaksana evaluasi
pasar.

2.2 Bahan evaluasi yang telah dievaluasi
direkapitulasi sesuai format yang ada.

2.3 Hasil rekapitulasi didokumentasikan
sesuai prosedur.

3. Pembuatan Laporan 3.1 Laporan disusun berdasarkan hasil

Evaluasi

rekapitulasi.

3.2 Laporan disampaikan kepada pimpinan
unit untuk dikoreksi.

3.3 Laporan yang sudah dikoreksi
didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL
1. Kontek Variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan evaluasi

percontohan maupun pasar tradisional lainnya.
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1.2

1.3

Bahan termasuk di bawah ini tidak terbatas pada:

1.2.1 Data Pasar;

1.2.2 Profil Pasar;

1.2.3 Laporan hasil pemantauan.

Pihak yang terkait termasuk dibawah ini tapi tidak terbatas:

1.3.1 Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Dinas yang membidangi
perdagangan;

1.3.2 Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri,
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;

1.3.3 Instansi/ lembaga di luar Kementerian Perdagangan.

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan evaluasi

pengelolaan pasar percontohan maupun pasar tradisional lainnya meliputi:

2.1
2.2
2.3

Komputer;
Printer;

Faksimili.

Peraturan yang diperlukan untuk melakukan evaluasi pengelolaan pasar

percontohan maupun pasar tradisional lainnya meliputi:

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil
dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi,
dan Tugas Pembantuan;

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008
tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010
tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan

Sarana Distribusi melalui Dana Tugas Pembantuan;

Norma dan standar untuk melakukan evaluasi pengelolaan pasar

percontohan maupun pasar tradisional lainnya meliputi :

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Terms of Reference atau Kerangka Acuan Kerja;
Dokumen Gambar Desain Arsitektural;
Estimasi Biaya (RAB);

SHST (Harga Satuan Setempat);

Surat Bukti Kepemilikan Tanah;

Surat Pernyataan Dukungan dari Gubernur/Bupati/Walikota;
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4.7 Surat Rekomendasi Dinas yang membidangi perdagangan tingkat
Provinsi;

4.8 Dokumen resmi pembentukan Pengelola Pasar termasuk struktur
organisasi dan tupoksi pengelola pasar;

4.9 Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota setempat;

4.10 Surat persetujuan dari pedagang pasar setempat terkait
pembangunan/revitalisasi pasar;

4.11 Data mengenai perkembangan jumlah penduduk selama 3 tahun
terakhir;

4.12 Gambaran kinerja penerimaan retribusi pasar selama 3 tahun
terakhir dan omzet penjualan;

4.13 Daftar pedagang pasar

PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks Penilaian
Metode penilaian yang cocok bagi penilaian yang sah dan terpercaya
terhadap kompetensi ini dapat meliputi, namun tidak dibatasi pada,
gabungan 2 atau lebih dari:
1.1 Informasi tertulis;
1.2 Portofolio.
2. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan:
Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan evaluasi
pengelolaan pasar percontohan maupun pasar tradisional lainnya meliputi
2.1 Pengetahuan menyeluruh mengenai evaluasi pengelolaan pasar
percontohan maupun pasar tradisional lainnya;
2.2 Format instrumen pemantauan;
2.3 Penyajian laporan evaluasi;
2.4 Manajemen waktu;
2.5 Komunikasi efektif;
2.6 Mengoperasikan komputer;
2.7 Mengoperasikan aplikasi Microsoft Office;
2.8 Menggunakan scanner.
3. Persyaratan Kompetensi
Unit kompetensi ini berkaitan dengan unit-unit kompetensi: -
4. Sikap Kerja
4.1 Ketelitian;

4.2 Sistematis;
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4.3 Konsentrasi.

. Aspek Kritis

Aspek atau kondisi yang sangat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan
evaluasi pengelolaan pasar percontohan maupun pasar tradisional lainnya
yakni sebagai berikut:

5.1 tapak pasar;

5.2 fisik bangunan;

5.3 tata kelola;

5.4 aktivasi pasar;

5.5 akses pembiayaan;

5.6 sejarah, sosial, dan budaya;

5.7 logistik.
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11. Melakukan Pemantauan (Pengawasan) Pengelolaan Pasar Percontohan dan

Pasar Tradisional Lainnya

KODE UNIT : DAG.TKD.03.011.02

JUDUL UNIT : Melakukan Pemantauan (Pengawasan) Pengelolaan
Pasar Percontohan dan Pasar Tradisional Lainnya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan
untuk melaksanakan pemantauan (pengawasan)
pengelolaan pasar percontohan maupun pasar
tradisional lainnya. Unit ini mencakup melakukan
persiapan, pelaksanaan dan pembuatan laporan
pemantauan pengelolaan pasar percontohan maupun

pasar tradisional lainnya.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan Persiapan | 1.1 Pasar yang akan dipantau ditentukan
Pemantauan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
1.2 Bahan pemantauan pengelolaan pasar

percontohan maupun pasar tradisional lainnya
dikumpulkan sesuai kebutuhan.

1.3 Sarana dan prasarana disiapkan untuk
mendukung pelaksanaan pemantauan.

1.4 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan
sebelum pelaksanaan pemantauan.

1.5 Instrumen pemantauan disiapkan sesuai dengan

kebutuhan.
2. Pelaksanaan 2.1 Instrumen pemantauan dibagikan kepada pihak
Pemantauan terkait.
Pengelolaan 2.2 Instruksi pengisian instrumen pemantauan

disampaikan dengan jelas.

2.3 Pertanyaan atas instrumen pemantauan
direspon dengan tepat.

2.4 Instrumen pemantauan yang telah diisi oleh
pihak terkait dikumpulkan

2.5 Bukti-bukti penunjang diambil sebagai bahan

dokumentasi
3. Membuat Laporan | 3.1 Laporan disusun berdasarkan hasil dari
Pemantauan pemantauan dan dokumentasi

3.2 Laporan disampaikan kepada pimpinan unit
untuk mendapatkan masukan.

3.3 Laporan yang telah diperbaiki sesuai masukan
pimpinan didokumentasikan sesuai prosedur.
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BATASAN VARIABEL
1. Kontek variabel
Unit ini berlaku untuk melakukan pemantauan (pengawasan) pengelolaan
pasar percontohan maupun pasar tradisional.
1.1 Pasar termasuk di bawah ini tidak terbatas pada:
1.1.1 Pasar Percontohan penerima bantuan Anggaran Pendapatan
Belanja Negara Tugas Pembantuan (TP);
1.1.2 Pasar Tradisional lainnya penerima bantuan Anggaran
Pendapatan Belanja Negara Tugas Pembantuan (TP).
1.2 Bahan termasuk di bawah ini tidak terbatas pada:
1.2.1 Data Pasar;
1.2.2 Profil Daerah.
1.3 Sarana prasarana termasuk di bawah ini tidak terbatas pada:
1.3.1 Kamera saku/kamera digital/ kamera film;
1.3.2 Scanner.
1.4 Instrumen termasuk di bawah ini tidak terbatas pada:
1.4.1 Kuisioner
1.4.2 Formulir jawaban (isian)
1.5 Pihak terkait termasuk di bawah ini tidak terbatas pada:
1.5.1 Dinas yang membidangi perdagangan;
1.5.2 Pemerintah Daerah (Provinsi/Kotamadya/Kabupaten);
1.5.3 Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar).
1.5.4 Tim pemantau
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk pemantauan
(pengawasan) pengelolaan pasar percontohan maupun pasar tradisional:
2.1 Komputer;
2.2 Telepon;
2.3 Faksimile;
3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan pemantauan (pengawasan)
pengelolaan pasar percontohan maupun pasar tradisional:
3.1 Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
3.2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008
tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat

Perbelanjaan dan Toko Modern;
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4. Norma dan standar wuntuk melakukan pemantauan (pengawasan)
pengelolaan pasar percontohan maupun pasar tradisional:

4.1 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan (TP) Bidang

Perdagangan (TA berjalan) Terkait Pengembangan/Revitalisasi Pasar

Tradisional.

PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks penilaian
Metode penilaian yang cocok bagi penilaian yang sah dan terpercaya
terhadap kompetensi ini dapat meliputi, namun tidak dibatasi pada,
gabungan 2 atau lebih dari:
1.1 Portofolio;
1.2 Mempertanyakan (questioning);
1.3 Wawancara.
2. Persyaratan kompetensi
Unit kompetensi ini berkaitan dengan unit-unit kompetensi berikut ini:
2.1 Melakukan pengumpulan data;
2.2 Melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
2.3 Mengumpulkan bukti-bukti penunjang;
2.4 Membuat laporan pemantauan.
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan untuk pemantauan
(pengawasan) pengelolaan pasar percontohan maupun pasar tradisional
3.1 Pengetahuan menyeluruh mengenai pemantauan pengelolaan pasar
percontohan maupun pasar tradisional lainnya;
3.2 Format instrumen pemantauan;
3.3 Format sarana prasarana pendukung pelaksanaan pemantauan;
3.4 Penyusunan anggaran pelaksanaan pemantauan berdasarkan SBU;
3.5 Penyajian laporan pemantauan;
3.6 Manajemen waktu;
3.7 Komunikasi efektif;
3.8 Mengoperasikan komputer;
3.9 Mengoperasikan aplikasi Microsoft Office;
3.10 Menggunakan internet antara lain email, aplikasi google
chrome/ Mozilla firefox/aplikasi google/aplikasi bing;
3.11 Menggunakan mesin facsimile;

3.12 Menggunakan kamera saku/kamera digital/kamera film.
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4. Sikap kerja yang diperlukan:
4.1 Ketelitian;
4.2 Sistematis;
4.3 Disiplin;
4.4 Analisis.
5. Aspek kritis
Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:
5.1 Pasar yang akan dipantau,;
5.2 Bahan pasar percontohan maupun pasar tradisional lainnya;
5.3 Sarana prasarana pendukung disiapkan;
5.4 Koordinasi dengan pihak terkait;

5.5 Kelengkapan instrumen evaluasi.
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12. Melakukan Evaluasi Kelengkapan Dokumen Proposal (Screening)

Pembangunan/Revitalisasi Pasar Tradisional

KODE UNIT
JUDUL UNIT

DESKRIPSI UNIT

DAG.TKD.03.012.03

Melakukan Evaluasi Kelengkapan Dokumen Proposal

(Screening) Pembangunan/ Revitalisasi Pasar
Tradisional
Unit kompetensi ini berhubungan dengan

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan
untuk  menyiapkan bahan  evaluasi  proposal
pembangunan/revitalisasi pasar tradisional
berdasarkan  kelengkapan  dokumen. Unit ini
mencakup  melakukan  pengumpulan  dokumen
proposal, memeriksa kelengkapan dan konfirmasi

dokumen proposal.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Melakukan  pengumpulan | 1.1 Dokumen proposal diterima dari pihak
dokumen proposal

terkait, melalui media pengirim.
1.2 Dokumen proposal dikumpulkan dan
dibuatkan daftar inventarisasinya.

2. Memeriksa kelengkapan | 2.1 Dokumen proposal diperiksa untuk
dokumen proposal

memastikan kesesuaian dengan Norma,
Standar, Prosedur, dan Kriteria panduan
dari logistik.

2.2 Dokumen proposal yang telah ditelaah,
diberikan tanda untuk yang lengkap
maupun yang belum lengkap.

3. Konfirmasi
proposal

dokumen | 3.1 Dokumen proposal yang telah diterima

dari pihak terkait dikonfirmasi ulang.
3.2 Dokumen proposal diinput ke dalam
tabel dalam database proposal.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel:

1.1 Unit ini terkait dengan menyiapkan bahan evaluasi proposal

pengembangan /revitalisasi pasar tradisional.

1.2 Pihak terkait termasuk di bawah ini tidak terbatas pada:

1.2.1 Dinas yang membidangi perdagangan;

1.2.2 Pemerintah daerah (Provinsi/Kotamadya/Kabupaten).
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1.3 Media pengirim termasuk di bawah ini tidak terbatas pada:
1.3.1 Fax;
1.3.2 Pos;
1.3.3 Pihak yang berkepentingan.
1.4 Tanda termasuk di bawah ini tidak terbatas pada:
1.4.1 Label,
1.4.2 Stiker.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk menyiapkan bahan
evaluasi proposal pengembangan/revitalisasi pasar tradisional, sebagai
berikut:

2.1 Komputer;

2.2 Telepon;

2.3 Faksmilie.

3. Peraturan yang diperlukan terkait pengembangan/revitalisasi pasar
tradisional meliputi:

3.1 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

3.2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008
tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern.

4. Norma dan standar untuk untuk menyiapkan bahan evaluasi proposal
pengembangan /revitalisasi pasar tradisional:

4.1 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan (TP)
Bidang  Perdagangan (Tahun  Anggaran  berjalan) Terkait
Pengembangan/Revitalisasi Pasar Tradisional,

4.2 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria;

4.3 Panduan Logistik.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
Metode penilaian yang cocok bagi penilaian yang sah dan terpercaya
terhadap kompetensi ini dapat meliputi, namun tidak dibatasi pada,
gabungan 2 atau lebih dari:
1.1 Portofolio;
1.2 Mempertanyakan (questioning);

1.3 Wawancara.
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2. Persyaratan kompetensi
Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus
dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit
kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:
2.1 Melakukan pengumpulan dokumen proposal;
2.2 Memeriksa kelengkapan dokumen proposal;
2.3 Konfirmasi dokumen proposal.

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
3.1 Pengetahuan menyeluruh mengenai evaluasi proposal

pembangunan/revitalisasi;
3.2 Format penyajian pembuatan proposal;
3.3 Pengetahuan tentang penyusunan proposal yang sesuai dengan
peraturan Kementerian Perdagangan;

3.4 Batas waktu pengajuan proposal;
3.5 Komunikasi efektif;
3.6 Menggunakan aplikasi Microsoft Office;
3.7 Menggunakan internet;
3.8 Penggunaan mesin faksimile.

4. Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Ketelitian;
4.2 Sistematis;
4.3 Disiplin.

5. Aspek kritis
Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah bukti-
bukti penilaian mencakup kemampuan yang diperagakan untuk
Melakukan Evaluasi Proposal Pembangunan/Revitalisasi Pasar Tradisional
sesuai dengan sistem dan prosedur yang sudah ditentukan dan dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Data pasar yang akan
dikembangkan dan akan diusulkan tahun berikutnya untuk memperoleh

bantuan dana pengembangan pasar dari Kementerian Perdagangan.
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13. Melakukan Koordinasi Pelaksanaan Pasar Murah

KODE UNIT : DAG.TKD.02.013.03

JUDUL UNIT : Melakukan Koordinasi Pelaksanaan Pasar Murah

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan
dan sikap yang dibutuhkan untuk menerima dan
menelaah disposisi yang masuk, menyiapkan surat ke
daerah, mengumpulkan informasi pelaksanaan pasar

murah dan menyiapkan nota dinas ke pimpinan.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerima dan menelaah | 1.1 Disposisi untuk pelaksanaan
disposisi yang masuk koordinasi pelaksanaan pasar murah

diterima dari pimpinan.
1.2 Bagian penting dalam surat di beri
tanda sesuai dengan disposisi yang

tertulis.
1.3 Pekerjaan yang harus dikerjakan
dicatat.

2. Mengumpulkan informasi | 2.1 Surat balasan yang diterima dari dinas
pelaksanaan pasar murah provinsi terkait info pelaksanaan pasar
terkait waktu dan murah direkap dan dibuatkan tabel
pelaksanaan dan ceklist.

2.2 Dinas provinsi yang belum mengirim
data pelaksanaan pasar murah, di
hubungi lewat telepon/HP dan diminta
untuk segera membalas surat.

2.3 Waktu untuk pengiriman surat yang
dijanjikan dinas provinsi dicatat.

3. Membuat rekapitulasi | 3.1 Rekap sementara pelaksanaan pasar
rencana pelaksanaan pasar murah di daerah dilaporkan ke
murah Pimpinan beserta janji pengiriman

balasan surat terkait info pasar murah.

3.2 Sesuai janji pengiriman info terkait
pasar murah, surat balasan yang
masuk di rekap. Sedangkan yang
belum, diminta untuk segera
menyampaikan informasi pelaksanaan
pasar murah.

3.3 Surat dari daerah yang masuk direkap
dan dibuatkan tabel.

3.4 Jika sampai batas waktu terakhir
belum juga diberikan, maka akan
diberikan keterangan untuk kebijakan
lebih lanjut dari pimpinan.
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BATASAN VARIABEL
1. Kontek variabel
1.1 Unit ini berlaku untuk mengkoordinasikan dan merencanakan
penyelenggaraan kegiatan pasar murah.

1.2 Sumber daya termasuk dibawah ini tapi tidak terbatas pada:
1.2.1 Anggaran,;
1.2.2 Sumber daya manusia.

1.3 Pihak yang terlibat termasuk tapi tidak terbatas pada Sub Direktorat
yang menangani kegiatan penyelenggaraan pasar murah

1.4 Dokumen termasuk dibawah ini tapi tidak terbatas pada:
1.4.1 Surat permohonan informasi terkait pelaksanaan pasar murabh;
1.4.2 Jadwal pelaksanaan pasar murah dari daerah.

1.5 Pihak yang terkait termasuk dibawah ini tapi tidak terbatas pada:
1.5.1 Sekretariat Unit Eselon I KementerianPerdagangan,;
1.5.2 Unit Eselon II yang membidangi bahan kebutuhan pokok;
1.5.3 Instansi/lembaga di luar Kementerian Perdagangan.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan koordinasi
pelaksanaan pasar murah, sebagai berikut:
2.1 Alat tulis kantor;

2.2 Komputer;
2.3 Telepon;
2.4 Faksimili, dll.

3. Peraturan yang diperlukan untuk Melakukan Koordinasi Pelaksanaan
Pasar Murah  meliputi Peraturan Menteri Perdangan  Nomor
13/M-DAG/KEP/1/2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2011.

4. Norma dan standar untuk Melakukan Koordinasi Pelaksanaan Pasar

Murah meliputi Juknis Dekon pada tahun anggaran berjalan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
Metode penilaian yang cocok bagi penilaian yang sah dan terpercaya
terhadap kompetensi ini dapat meliputi, namun tidak dibatasi pada,
gabungan 2 atau lebih dari:
1.1 Portofolio;
1.2 Mempertanyakan (questioning);

1.3 Wawancara.
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2. Persyaratan kompetensi
Unit kompetensi ini berkaitan dengan unit-unit kompetensi berikut ini:
2.1 Memproses Dokumen
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
3.1 Pengetahuan menyeluruh mengenai dekon pasar murah;
3.2 Tata laksana surat persuratan;
3.3 Manajemen waktu;
3.4 Komunikasi efektif;
3.5 Menggunakan aplikasi Microsoft Office;
3.6 Menggunakan internet;
3.7 Menggunakan faksimili.
4. Sikap kerja yang diperlukan:
4.1 Ketelitian
4.2 Sistematis
4.3 Disiplin
5. Aspek kritis
Penilaian yang sah terhadap unit ini memerlukan bukti-bukti penilaian
mencakup kemampuan yang diperagakan untuk Melakukan Koordinasi
Pelaksanaan Pasar Murah sesuai dengan sistem dan prosedur yang sudah
ditentukan dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.
Bukti penting yang harus dikumpulkan minimal 1 kali pelaksanaan

koordinasi dengan pihak terkait.
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14. Menyiapkan Surat Instruksi Penyelenggaraan Operasi Pasar (OP) Beras

KODE UNIT : DAG.TKD.03.014.06

JUDUL UNIT : Menyiapkan Surat Instruksi Penyelenggaraan Operasi
Pasar (OP) Beras

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan
dan sikap yang dibutuhkan untuk mengumpulkan
bahan, mengolah data, membuat laporan dan membuat
draft Surat Keputusan Direktur Jenderal tentang

Penyelenggaraan Operasi Pasar Beras.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan Data 1.1 Surat permohonan pelaksanaan Operasi
dan Informasi terkait Pasar Beras diterima dari daerah sesuai
Operasi Pasar Beras dengan prosedur yang berlaku.
1.2 Bagian penting dalam surat ditandai.
1.3 Data harga dan stok beras dikumpulkan
dan dibuatkan tabel.
2. Memproses data dan 2.1 Data harga dan stok beras diolah sesuai
informasi terkait Operasi dengan ketentuan.
Pasar Beras 2.2 Hasil pembandingan dianalisa sesuai

dengan ketentuan.
2.3 Hasil olahan data disimpulkan.

3. Membuat Laporan 3.1 Kesimpulan Pembandingan Data harga
Kesimpulan Hasil dan stok beras di daerah dibuat dalam
Pengolahan Data dalam bentuk laporan.
bentuk Nota Dinas 3.2 Nota Dinas diperiksa pimpinan unit untuk

mendapat persetujuan.

3.3 Nota Dinas yang sudah diperbaiki dan
ditandatangani atasan diberi nomor dan
tanggal surat.

3.4 Nota Dinas dikirim kepada pihak yang
tercantum pada surat dan dilaporkan
kepada Pimpinan.
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ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

4. Membuat Draft Surat 4.1 Surat instruksi Menteri Perdagangan
Keputusan Direktur dibuat berdasarkan persetujuan atasan
Jenderal atas surat permohonan Operasi Pasar

Beras.
4.2 Surat instruksi Menteri Perdagangan
diperiksa pimpinan unit untuk

mendapatkan persetujuan.

4.3 Surat instruksi Menteri Perdagangan yang
telah ditandatangani atasan diberi nomor
dan tanggal surat.

4.4 Surat instruksi Menteri Perdagangan
disampaikan pada  menteri untuk
ditandatangani.

4.5 Surat instruksi Menteri Perdagangan yang
telah ditandatangani dan diberi nomor
surat dikirim ke Badan Urusan Logistik
(BULOG) dan ditembuskan ke pihak
terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Unit ini berlaku untuk menyiapkan surat instruksi penyelenggaraan OP
beras;

Sumberdaya termasuk dibawah ini tapi tidak terbatas:

1.2.1 Anggaran,

1.2.2 Sumber daya manusia.

Pihak yang terlibat termasuk tapi tidak terbatas pada Sub Direktorat
yang menangani kegiatan penyelenggaraan OP beras;

Dokumen termasuk dibawah ini tapi tidak terbatas:

1.4.1 Surat permohonan informasi terkait OP beras;

1.4.2 Bahan informasi harga dan non harga dari seluruh Indonesia.
Pihak yang terkait termasuk dibawah ini tapi tidak terbatas:

1.5.1 Sekretariat Unit Eselon I Kementerian Perdagangan;

1.5.2 Unit Eselon II yang membidangi bahan kebutuhan pokok;

1.5.3 Sub Direktorat yang membidangi Informasi Harga;

1.5.4 Instansi/lembaga di luar Kementerian Perdagangan.

. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk menyiapkan surat

instruksi penyelenggaraan OP beras, sebagai berikut:

2.1
2.2

Alat Tulis Kantor;

Komputer;

2.3 Telepon;

2.4

Faksimili, dll.
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3. Peraturan yang diperlukan untuk menyiapkan surat instruksi
penyelenggaraan OP beras meliputi:

3.1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan
Pangan;

3.3 Keputusan Bersama Menteri Koordinator bidang Per
ekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Nomor KEP-46/M.EKON/08/2005 dan Nomor
34 /KEP/MENKO/KESRA/VIII/2005 tentang Pedoman Umum
Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;

3.4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4/M-DAG/PER/1/2012 tentang
Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Stabilisasi Harga.

4. Norma dan standar untuk menyiapkan surat instruksi penyelenggaraan OP
beras meliputi:

4.1 Tata cara pembuatan Surat Instruksi Direktur Jenderal.

PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks Penilaian
Metode penilaian yang cocok bagi penilaian yang sah dan terpercaya
terhadap kompetensi ini dapat meliputi, namun tidak dibatasi pada,
gabungan 2 atau lebih dari:
1.1 Portofolio;
1.2 Mempertanyakan (questioning);
1.3 Wawancara;
2. Persyaratan Kompetensi
Unit kompetensi ini berkaitan dengan unit-unit kompetensi berikut ini:
2.1 Memproses Dokumen.
3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan:
3.1 Pengetahuan menyeluruh perberasan;
3.2 Pengetahuan tentang tata laksana surat persuratan;
3.3 Manajemen waktu;
3.4 Komunikasi efektif;
3.5 Komunikasi efektif;
3.6 Menggunakan aplikasi Microsoft Office;
3.7 Menggunakan internet;
3.8 Menggunakan Faksimili.
4. Sikap kerja yang diperlukan:
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4.1 Ketelitian;

4.2 Sistematis;

4.3 Disiplin.

. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah bukti-
bukti penilaian harus mencakup kemampuan yang diperagakan untuk
menyiapkan surat instruksi sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan

dan bukti minimal 1 kali harus ditunjukan.
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15. Menyiapkan Bahan Pengolahan Data Harga Bahan Pokok dan Barang

Strategis
KODE UNIT : DAG.TKD.03.015.06
JUDUL UNIT : Menyiapkan Bahan Pengolahan Data Harga Bahan

Pokok dan Barang Strategis
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan
dan sikap yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data,

memeriksa kelengkapan data dan konfirmasi data.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Mengumpulkan data | 1.1 Data primer perkembangan harga bahan
Harga Bahan Pokok pokok dan barang strategis dari dinas yang
dan Barang Strategis. membidangi perdagangan di daerah diterima

melalui fax.
1.2 Data primer dari daerah dikumpulkan.

2. Memeriksa 2.1 Data primer diperiksa apakah sudah masuk
kelengkapan data dan lengkap untuk seluruh propinsi di
Harga Bahan Pokok Indonesia.

dan Barang Strategis. | 2.2 Propinsi yang belum mengirim data primer

dihubungi via telepon untuk segera

mengirimkan data.

3. Melakukan 3.1 Data primer perkembangan harga bahan

Konfirmasi Data. pokok dan barang strategis diinput ke dalam
tabel dalam format excel.

3.2 Jika terdapat data primer yang berubah
signifikan/tidak wajar dikonfirmasi ke pihak
propinsi terkait keakuratan data.

3.3 Jika ada perubahan melalui konfirmasi data,
maka data terbaru diinput lagi kedalam tabel
dalam format excel.

3.4 Data primer dalam format excel yang sudah
dikonfirmasi siap untuk dianalisa.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel
Unit ini berlaku untuk mengumpulkan data harga bahan pokok dan barang
strategis, memeriksa kelengkapan data harga bahan pokok dan barang
strategis, melakukan konfirmasi data yang digunakan untuk menyiapkan
bahan pengelolahan data harga bahan pokok dan barang strategis.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk menyiapkan bahan
pengolahan data harga bahan pokok dan barang strategis, sebagai berikut:
2.1 ATK
2.2  Komputer
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2.3 Telepon
2.4 Faksimili, dll

3. Peraturan yang diperlukan untuk menyiapkan bahan pengolahan data
harga bahan pokok dan barang strategis adalah Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Nomor 522/MPP/II/1998 tentang
Pembakuan Laporan Harga Harian Bahan Pokok Pangan dari kanwil
Departemen Perindustrian dan Perdagangan Cq Dirjen Perdagangan Dalam
Negeri;

4. Norma dan standar untuk menyiapkan bahan pengolahan data harga
bahan pokok dan barang strategis meliputi petunjuk teknis Dekon terkait
monitoring harga dan stok bahan kebutuhan pokok dan barang strategis

pada tahun anggaran berjalan.

PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks Penilaian
Metode penilaian yang cocok bagi penilaian yang sah dan terpercaya
terhadap kompetensi ini dapat meliputi, namun tidak dibatasi pada,
gabungan 2 atau lebih dari:
1.1 Portofolio
1.2 Mempertanyakan (questioning)
1.3 Wawancara
2. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan
2.1 Pengetahuan yang Dipersyaratkan
Rujuk bukti yang menegaskan pengetahuan dan pemahaman
mengenai
2.1.1 Pengetahuan menyeluruh mengenai dekon pasar murah
2.1.2 Tata laksana surat persuratan
2.1.3 Manajemen waktu
2.2 Keterampilan yang dipersyaratkan
Rujuk bukti yang menegaskan keterampilan dalam
2.2.1 Komunikasi efektif
2.2.2 Menggunakan aplikasi Microsoft Office
2.2.3 Menggunakan internet
2.2.4 Menggunakan Faksimili
3. Persyaratan Kompetensi
Unit kompetensi ini berkaitan dengan unit-unit kompetensi berikut ini:

3.1 Memproses Dokumen
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4. Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Ketelitian dalam memproses dokumen.
4.2  Sistematis dalam melakukan konfirmasi data.
4.3 Disiplin dalam mengelola waktu.

5. Aspek kritis
Penilaian yang sah terhadap unit ini memerlukan bukti-bukti penilaian
mencakup kemampuan yang diperagakan untuk menyiapkan bahan
pengolahan data harga bahan pokok dan barang strategis sesuai dengan
sistem dan prosedur yang sudah ditentukan dan dalam jangka waktu yang
telah ditetapkan sebelumnya. Bukti penting yang harus dikumpulkan

minimal 1 kali pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait.
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16. Melakukan Pengolahan Data Harga Bahan Pokok dan Barang Strategis

KODE UNIT
JUDUL UNIT

DESKRIPSI UNIT

DAG.TKD.02.016.06

Melakukan Pengolahan Data Harga Bahan Pokok dan
Barang Strategis

Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan
dan sikap yang dibutuhkan untuk menyiapkan
perangkat pengolah data, mengolah data serta

memverifikasi data hasil olahan.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Menyiapkan 1.1 Tools untuk mengolah data harga bahan
perangkat pengolah pokok dan bahan strategis ditentukan.
data. 1.2 Perkembangan harga yang ada siap diolah di

komputer sesuai dengan komoditi yang telah
ditentukan.

2. Mengolah data

2.1 Data perkembangan harga bahan pokok dan
barang strategis diinput ke dalam tabel data
untuk menghasilkan tabel kompilasi harga
bahan kebutuhan pokok dan barang
strategis.

2.2 Data perkembangan harga bahan pokok dan
barang strategis diinput ke dalam tabel data
untuk menghasilkan tabel harga per kota
per komoditi.

2.3 Data perkembangan harga bahan pokok dan
barang strategis diinput ke dalam tabel data
untuk menghasilkan tabel harga tertinggi
dan terendah per komoditi di tingkat
nasional.

2.4 Data perkembangan harga bahan pokok dan
barang strategis diinput ke dalam tabel data
untuk menghasilkan  tabel perbandingan
harga DKI Jakarta dengan Harga Nasional.

2.5 Data perkembangan harga bahan pokok dan
barang strategis diinput ke dalam tabel data
untuk menghasilkan  tabel perbandingan
harga hari ini dengan harga kemarin di 8
ibukota propinsi utama.

2.6 Data perkembangan harga bahan pokok dan
barang strategis diinput ke dalam tabel data
untuk menghasilkan tabel harga dan grafik
harga serta stok beras di Pasar Induk Beras
Cipinang (PIBC).

2.7 Data perkembangan harga sayur mayur di
Pasar Induk Kramat Jati diinput ke dalam
tabel data untuk menghasilkan tabel harga
stok bahan pokok di Pasar Induk Kramat
Jati.
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ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

2.8 Data perkembangan harga bahan pokok dan
barang strategis diinput ke dalam tabel data
untuk menghasilkan grafik 8 kota 8
komoditi.

2.9 Data perkembangan harga bahan pokok dan
barang strategis diinput ke dalam tabel data
untuk menghasilkan peta harga.

3. Verifikasi data hasil | 3.1 Data hasil olahan yang terindikasi mengalami

olahan kanaikan atau penurunan di atas 10% per
periode tertentu di dicatat.

3.2 Data yang dicatat tersebut dikonfirmasi
validitasnya ke dinas terkait.

3.3 Apabila data tersebut valid, maka ditanyakan
penyebab kenaikan / penurunan harga
tersebut.

3.4 Selain informasi dari dinas terkait, dicari juga
data pendukung (informasi) lainnya baik
melalui surat kabar dan media elektronik
lainnya terkait kenaikan/penurunan harga
tersebut.

3.5 Data olahan siap untuk dijadikan laporan
harian bahan pokok dan barang strategis.

4. Penyusunan Laporan. | 4.1 Data hasil olahan dan hasil verifikasi
dikumpulkan.

4.2 Data hasil olahan dan hasil verifikasi
dituangkan dalam betuk draft laporan
khusus dan laporan eksklusif.

4.3 Draft laporan yang sudah dibuat, disusun
menjadi satu kesatuan beserta tabel dan

grafik pendukungnya.
S. Pendistribusian 5.1 Draft laporan yang sudah disusun,
laporan disampaikan ke atasan untuk divalidasi.

5.2 Laporan yang sudah divalidasi digandakan
sesuai dengan kebutuhan.

5.3 Laporan yang sudah digandakan
didistribusikan ke pihak yang terkait baik
dalam bentuk hard copy yang dikirimkan
langsung maupun soft copy yang dikirim
melalui email.

BATASAN VARIABEL
1. Kontek Variabel
1.1 Unit ini menyiapkan bahan pengolahan data harga bahan pokok dan
barang strategis;
1.2 Sumberdaya termasuk dibawah ini tapi tidak terbatas:
1.2.1 Anggaran,
1.2.2 Sumber daya manusia.
1.3 Pihak yang terlibat termasuk tapi tidak terbatas pada Sub Direktorat

yang Informasi Harga;
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1.4 Dokumen termasuk dibawah ini tapi tidak terbatas:

1.4.1 Data Harga Bahan Pokok dan Barang Strategis dari Dinas
propinsi yang membidangi perdagangan.

1.5 Pihak yang terkait termasuk dibawah ini tapi tidak terbatas:

1.5.1 Sekretariat Unit Eselon I Kementerian Perdagangan;
1.5.2 Unit Eselon II yang membidangi bahan kebutuhan pokok;
1.5.3 Instansi/lembaga di luar Kementerian Perdagangan;
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan koordinasi
pelaksanaan pasar murah, sebagai berikut:

2.1 Alat Tulis Kantor;

2.2 Komputer;

2.3 Mesin Fotokopi;

2.4 Faksimile;

2.5 Telepon, dll.

3. Peraturan yang diperlukan untuk Melakukan Koordinasi Pelaksanaan

Pasar Murah meliputi:

3.1 Keputusan Menteri  Perindustrian dan  Perdagangan  Nomor
522/MPP/I1/ 1998 tentang Pembakuan Laporan Harga Harian Bahan
Pokok Pangan dari kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Cq Dirjen Perdagangan Dalam Negeri.

4. Norma dan standar untuk Melakukan Koordinasi Pelaksanaan Pasar Murah
meliputi:

4.1 Juknis Dekon terkait monitoring harga dan stok bahan kebutuhan

pokok dan barang strategis pada tahun anggaran berjalan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
Metode penilaian yang cocok bagi penilaian yang sah dan terpercaya
terhadap kompetensi ini dapat meliputi, namun tidak dibatasi pada,
gabungan 2 atau lebih dari:
1.1 Portofolio;
1.2 Mempertanyakan (questioning);

1.3 Wawancara.
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2. Persyaratan kompetensi
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin
diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit
kompetensi yang terkait:
2.1 Memproses Dokumen.
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
3.1 Pengetahuan menyeluruh mengenai dekon pasar murah;
3.2 Pengetahuan tentang tata laksana surat persuratan;
3.3 Manajemen waktu;
3.4 Komunikasi efektif;
3.5 Menggunakan aplikasi Microsoft Office;
3.6 Menggunakan internet;
3.7 Menggunakan Faksimili.
4. Sikap kerja yang diperlukan:
4.1 Ketelitian;
4.2 Sistematis;
4.3 Disiplin;
4.4 Konsentrasi.
5. Aspek kritis
Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah bukti-
bukti penilaian mencakup kemampuan yang diperagakan untuk
Melakukan Koordinasi Pelaksanaan Pasar Murah sesuai dengan sistem
dan prosedur yang sudah ditentukan dan dalam jangka waktu yang telah
ditetapkan sebelumnya. Bukti penting yang harus dikumpulkan minimal 1

kali pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait.
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17. Membuat Laporan Hasil Pengolahan Data Harga Bahan Barang

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

KODE UNIT
JUDUL UNIT

DESKRIPSI UNIT

DAG.TKD.02.017.05

Membuat Laporan Hasil Pengolahan Data Harga Barang
Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan
dan sikap yang dibutuhkan untuk menyiapkan
perangkat pengolah data, mengolah data dan

pendistribusian laporan.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun Laporan. 1.1 Data hasil olahan dan hasil verifikasi
dikumpulkan.

1.2 Data hasil olahan dan hasil verifikasi
dituangkan dalam betuk draft laporan.

1.3 Draft laporan yang sudah dibuat, disusun
menjadi satu kesatuan beserta tabel dan
grafik pendukungnya.

2. Memperbaiki Laporan | 2.1 Draft laporan yang sudah  disusun,

disampaikan ke atasan untuk dikoreksi.

2.2 Jika ada koreksi atau masukan, maka draft
laporan diperbaiki sesuai dengan arahan
menjadi laporan yang jadi/nett.

3. Mendistribusikan
laporan

3.1 Laporan yang sudah jadi digandakan sesuai
dengan kebutuhan.

3.2 Laporan yang sudah digandakan
didistribusikan ke pihak yang terkait baik
dalam bentuk hard copy yang dikirimkan
langsung maupun soft copy yang dikirim
melalui email.

3.3 Laporan yang sudah jadi diarsip (pertinggal).

BATASAN VARIABEL
1. Kontek Variabel

Unit ini menyusun laporan, memperbaiki laporan, mendistribusikan

laporan yang digunakan untuk membuat laporan hasil pengolahan data

Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk membuat laporan hasil

pengolahan data Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting,

sebagai berikut:

2.1 Alat Tulis Kantor;

2.2 Komputer
2.3 Telepon, dll.
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3. Peraturan yang diperlukan untuk membuat laporan hasil pengolahan data

Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting meliputi Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/12/2013 tentang petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun

Anggaran 2014.

PANDUAN PENILAIAN

1.

Konteks Penilaian

Metode penilaian yang cocok bagi penilaian yang sah dan terpercaya
terhadap kompetensi ini dapat meliputi, namun tidak dibatasi pada,
gabungan 2 atau lebih dari:

1.1  Portofolio;

1.2 Mempertanyakan (questioning);

1.3 Wawancara.

. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi ini berkaitan dengan unit kompetensi berikut ini:

2.1 Memproses Dokumen.

. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan yang Dipersyaratkan
Rujuk bukti yang menegaskan pengetahuan dan pemahaman
mengenai:
3.1.1 Pengetahuan menyeluruh mengenai dekon pasar murah;
3.1.2 Tata laksana surat persuratan;
3.1.3 Manajemen waktu.
3.1.4 Komunikasi efektiff
3.1.5 Menggunakan aplikasi Microsoft Office;
3.1.6 Menggunakan internet;
3.1.7 Menggunakan Faksimili.

. Sikap Kerja

4.1 Ketelitian dalam memperbaiki laporan;
4.2  Sistematis dalam menyusun,;

4.3 Disiplin dalam pengelolaan waktu;

. Aspek Kritis

Penilaian yang sah terhadap unit ini memerlukan bukti-bukti penilaian
mencakup kemampuan yang diperagakan untuk membuat laporan hasil
pengolahan data harga bahan pokok dan barang strategis sesuai dengan

sistem dan prosedur yang sudah ditentukan dan dalam jangka waktu yang
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telah ditetapkan sebelumnya. Bukti penting yang harus dikumpulkan

minimal 1 kali pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait.
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18. Menyusun Neraca Komoditi

KODE UNIT : DAG.TKD.03.018.01

JUDUL UNIT : Menyusun Neraca Komoditi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan
dan sikap yang diperlukan untuk menyusun necara
komoditi secara efektif. unit kompetensi ini meliputi
mengidentifikasi data bahan pokok, menyusun neraca

perkomoditi serta mendistribusikan neraca komoditi.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Mengidentifikasi data | 1.1 Data bahan pokok komoditi dikumpulkan
bahan pokok. sesuai dengan ketentuan.
1.2 Data bahan pokok komoditi yang terkumpul
diidentifikasi sesuai kebutuhan.
1.3 Bahan yang telah teridentifikasi dipilih sesuai
arahan pimpinan untuk dibuat neraca

komoditinya.
2. Memproses neraca 2.1 Bahan dan data bahan pokok dianalisis.
komoditi 2.2 Konsep neraca per komoditi disusun sesuai

dengan format yang telah ditentukan.
2.3 Neraca per komoditi yang telah disusun
diserahkan kepada pimpinan untuk

dikoreksi.
3. Mendistribusikan 3.1 Neraca per komoditi yang telah disetujui
neraca komoditi pimpinan didistribusikan kepada pihak yang
membutuhkan.

3.2 Neraca per komoditi didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL
1. Konteks variabel
1.1 Penyusunan neraca komoditi dilakukan untuk menyampaikan kondisi
dan hasil analisis terkini terkait pergerakan harga dan stok komoditi
kepada pihak internal dan eksternal organisasi.
1.2 Media presentasi dapat termasuk di bawah ini, namun tidak terbatas
pada Microsoft office.
2. Format presentasi dapat termasuk di bawah ini, namun tidak terbatas
pada:
2.1 Slides;
2.2 Handout;
3. Peraturan yang diperlukan wuntuk melakukan penyusunan neraca

komoditi, meliputi:
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3.1

3.2

3.3

3.4

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
334 /MPP/Kep/5/2004 tentang Perdagangan Gula Antar Pulau;
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
527 /MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula;

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor
Kep-11/M-EKON/02/2010 tentang Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan
Pokok.

Peraturan-peraturan yang terkait dengan komoditi bahan pokok.

4. Norma dan standar untuk menyusun neraca komoditi adalah:

4.1
4.2
4.3

Peraturan Menteri Teknis Terkait tentang komoditas pangan pokok;
Pedoman Standar Nasional Indonesia tentang gula dan tepung;
Peraturan Direktur Jenderal Terkait tentang Petunjuk Teknis

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara Wajib (bila ada).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara.

2. Persyaratan kompetensi

Peralatan/perlengkapan untuk melakukan penyusunan neraca komoditi:

2.1
2.2

Laporan komoditi dari unit terkait;

Laporan komoditi dari instansi terkait.

3. Pengetahuan dan keterampilan penunjang yang diperlukan:

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Pengetahuan tentang Peraturan Menteri Teknis Terkait tentang
komoditas pangan pokok;

Pengetahuan tentang Pedoman Standar Nasional Indonesia tentang
gula dan tepung;

Pengetahuan mengenai Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor 334/MPP/Kep/5/2004 tentang Perdagangan
Gula Antar Pulau;

Pengetahuan tentang Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor 527 /MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor
Gula;

Pengetahuan tentang Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Nomor Kep-11/M-EKON/02/2010 tentang Tim
Koordinasi Stabilisasi Pangan Pokok;

Peraturan Direktur Jenderal Terkait tentang Petunjuk Teknis

Pemberlakuan SNI secara Wajib;
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3.7 Kemampuan berkomunikasi;
3.8 Kemampuan membangun hubungan dengan pihak ekternal.

4. Sikap kerja yang diperlukan:
Sikap kerja yang baik serta ketelitian dan kecepatan dalam melakukan
tugas sesuai waktu yang ditentukan.

5. Aspek kritis
Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah bukti-
bukti penilaian harus mencakup kemampuan yang diperagakan untuk

menyusun neraca komoditi yang efektif.
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19. Melakukan Evaluasi Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan

Kinerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di

Kabupaten/Kota
KODE UNIT : DAG.TKD.03.019.02
JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi Kemampuan Sumber Daya

Manusia (SDM) dan Kinerja Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK) di Kabupaten/Kota

DESKRIPSI UNIT : Unit ini merupakan kemampuan yang didasari atas
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan dalam melakukan evaluasi kemampuan
SDM dan kinerja badan penyelesaian sengketa

konsumen (BPSK) di kabupaten/kota.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan |1.1 BPSK di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
evaluasi kemampuan diidentifikasi sesuai prosedur.
SDM dan kinerja BPSK |[1.2 BPSK dan SDM BPSK hasil identifikasi
di Kabupaten/ Kota diseleksi untuk menjadi target evaluasi.

1.3 Panduan dan Kriteria seleksi bagi BPSK dan
SDM BPSK disiapkan

Bahan dan materi evaluasi disiapkan.

Surat pemberitahuan pelaksanaan evaluasi
dibuat dan diserahkan kepada pimpinan
untuk direviu.

— =
ua

2. Melakukan evaluasi 2.1 BPSK Kabupaten/Kota dan SDM yang akan
kemampuan SDM dan mengikuti evaluasi dikonfirmasi kesiapannya.
kinerja BPSK 2.2 Materi dan bahan evaluasi digandakan

sesuai dengan jumlah BPSK dan SDM yang
akan diievaluasi.

2.3 Kemampuan SDM dan kinerja BPSK di
daerah dievaluasi sesuai panduan dan
prosedur.

2.4 Hasil evaluasi dianalisis berdasarkan
pencapaian standar kinerja BPSK.

3. Membuat Laporan 3.1 Laporan hasil evaluasi dibuat.
pelaksanaan kegiatan |3.2 Laporan disampaikan kepada pimpinan
untuk direviu.

3.3 Laporan yang telah direviu oleh pimpinan
didokumentasikan.
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BATASAN VARIABEL :

1.

Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan evaluasi kemampuan SDM
dan kinerja BPSK, melakukan evaluasi kemampuan SDM dan kinerja
BPSK di daerah, dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang
digunakan untuk melakukan evaluasi kemampuan SDM dan kinerja

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di kabupaten/kota.

Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi
kemampuan SDM dan kinerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

(BPSK) di kabupaten/kota, mencakup tidak terbatas pada:
2.1 Format surat-surat dan laporan;

2.2 Komputer;

2.3 Internet;

2.4 Alat Tulis Kantor;

2.5 Data pendukung.

Peraturan yang diperlukan untuk melakukan evaluasi kemampuan SDM
dan kinerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di

kabupaten/kota meliputi :

3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;

3.3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

3.4 Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor
76/PDN/KEP/6/2010 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan
Anggota BPSK, Pengangkatan Ketua dan wakil Ketua BPSK, dan
Sekretariat BPSK;

3.5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengajuan Keberatan Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen.
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4. Norma dan standar untuk melakukan evaluasi kemampuan SDM dan
kinerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di
kabupaten/kota adalah SOP Melaksanakan evaluasi kemampuan SDM
dan kinerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di

kabupaten /kota.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Konteks penilaian
1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan evaluasi
kemampuan SDM dan kinerja Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK) di kabupaten/kota;

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara,
demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/bengkel kerja
dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi

(TUK).
2. Persyaratan kompetensi

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus
dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit

kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi terkait :
2.1 Melakukan komunikasi efektif;
2.2 Melakukan pengumpulan data;
2.3  Mengolah data;
2.4  Memproses dokumen,;
2.5  Melakukan pengarsipan dokumen.
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan :

3.1 Analisis dan kompilasi data;

3.2 Sistem operasional dan teknologi;

3.3 Pemahaman mengenai perlindungan konsumen;

3.4 Pemahaman mengenai peraturan-peraturan berkait dengan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen,;

3.5 Melakukan komunikasi dan koordinasi;

3.6 Mengoperasikan komputer;

3.7 Mengoperasikan aplikasi Office;
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3.8 Keterampilan menulis kalimat efektif;
3.9 Keterampilan legal drafting;

3.10 Manajemen waktu.

Sikap kerja yang diperlukan :

4.1 Disiplin dalam mengerjakan prosedur;

4.2 Ketelitian dalam pengerjaan evaluasi kemampuan SDM dan kinerja

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di kabupaten/kota.
Aspek kritis
Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah :

5.1 Bukti-bukti penilaian harus mencakup kemampuan dalam
menganalisa data dan melakukan tugas yang terkait dengan
substansi/materi perlindungan konsumen, tugas dan fungsi
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di
kabupaten/kota;

5.2  Mampu menyiapkan bukti telah melakukan evaluasi kemampuan
SDM dan kinerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

di kabupaten/kota minimal sebanyak 1 kali.
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20. Melakukan Peninjauan Isu Aktual di Bidang Perlindungan Konsumen

KODE UNIT
JUDUL UNIT

DESKRIPSI UNIT

DAG.TKD.03.020.03

Melakukan Peninjauan Isu Aktual di Bidang
Perlindungan Konsumen

Unit ini berhubungan dengan kemampuan yang
didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap
kerja yang dibutuhkan dalam melakukan peninjauan

isu aktual di bidang perlindungan konsumen.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan 1.1 Disposisi permintaan peninjauan isu aktual
bahan tinjauan isu di bidang perlindungan konsumen diterima
aktual perlindungan dari Direktur Jenderal Standardisasi dan
konsumen. Perlindungan Konsumen.
1.2 Bahan tinjauan dikumpulkan untuk
dipelajari lebih lanjut
1.3 Bahan tinjauan disusun secara sistematis.
2. Melaksanakan 2.1 Peraturan-peraturan yang berhubungan
peninjauan isu dengan isu yang akan ditinjau
aktual di bidang dikumpulkan.
perlindungan 2.2 Bahan yang terkumpul dianalisa
konsumen berdasarkan peraturan yang berlaku.
2.3 Koordinasi dilakukan dengan instansi/unit
terkait isu
2.4 Hasil analisa dan koordinasi dimasukkan ke
dalam berkas bahan tinjauan.
2.5 Daftar berkas bahan tinjauan dibuat
berdasarkan format yang berlaku.
2.6 Berkas bahan tinjauan dilaporkan ke
pimpinan untuk diperiksa lebih lanjut.
2.7 Berkas bahan tinjauan diperbaiki sesuai
masukan dari pimpinan
3. Membuat laporan | 3.1 Laporan hasil tinjauan isu aktual di bidang
hasil peninjauan isu perlindungan konsumen dibuat sesuai
aktual di bidang dengan format yang berlaku
perlindungan 3.2 Laporan hasil tinjauan diserahkan kepada
konsumen. pimpinan untuk dikoreksi da mendapat
masukan
3.3 Laporan hasil tinjauan dibuat sesuai
dengan masukan dari pimpinan
3.4 Laporan hasil tinjauan disampaikan kepada
unit terkait dengan penandatanganan
lembar ekspedisi sebagai bukti.
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BATASAN VARIABEL

1.

Konteks variabel

1.1

1.2

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan bahan tinjauan isu aktual
perlindungan konsumen, melaksanakan tinjauan isu aktual di
bidang perlindungan konsumen, membuat laporan kegiatan dalam

melakukan tinjauan isu aktual di bidang perlindungan konsumen.

Koordinasi yang dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan tinjauan
isu aktual di bidang perlindungan konsumen meliputi namun

tidak terbatas:

1.2.1 Koordinasi dengan instansi terkait;

1.2.2 Koordinasi dengan stakeholder,

1.2.3 Koordinasi dengan lembaga perlindungan konsumen;

1.2.4 Koordinasi dengan konsumen.

Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan

tinjauan isu aktual di bidang perlindungan konsumen, mencakup tidak

terbatas pada:

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

Format surat-surat dan laporan;
Komputer;

Internet;

Literatur;

Kamus Hukum;

Alat Tulis Kantor.

Peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan tinjauan isu aktual di

bidang perlindungan konsumen:

3.1

3.2

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3821);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Norma dan standar untuk melaksanakan Peninjauan isu aktual di

bidang perlindungan konsumen adalah SOP Melaksanakan tinjauan Isu

Aktual di Bidang Perlindungan Konsumen.
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PANDUAN PENILAIAN

1.

Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan tinjauan isu

aktual di bidang perlindungan konsumen;

1.2  Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara,
demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan/atau di

Tempat Uji Kompetensi (TUK).
Persyaratan kompetensi

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus
dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit

kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi terkait :
2.1 Melakukan komunikasi efektif;

2.2 Melakukan pengumpulan data;

2.3  Mengolah data;

2.4  Memproses dokumen;

2.5 Melakukan pengarsipan dokumen.
Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Sistem operasional dan teknologi;

3.2 Pemahaman mengenai hukum;

3.3 Pemahaman mengenai perlindungan konsumen;
3.4 Pemahaman mengenai menjadi konsumen cerdas;

3.5 Pemahaman mengenai peraturan-peraturan berkait dengan

perlindungan konsumen;
3.6 Melakukan komunikasi dan koordinasi;
3.7  Mengoperasikan komputer;
3.8  Mengoperasikan aplikasi Office;

3.9 Keterampilan menulis kalimat efektif;

3.10 Keterampilan dalam menganalisa;

3.11 Manajemen waktu.
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Sikap kerja yang diperlukan:
4.1 Disiplin dalam mengerjakan prosedur;

4.2  Ketelitian dalam melakukan peninjauan isu aktual di bidang

perlindungan konsumen.
Aspek kritis
Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah:

5.3  Bukti-bukti penilaian harus mencakup kemampuan menganalisa
dalam melakukan Peninjauan isu aktual di bidang perlindungan

konsumen;

5.4  Mampu menyiapkan bukti telah melakukan analisa Peninjauan isu

aktual di bidang perlindungan konsumen minimal sebanyak 1 kali.
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21. Melaksanakan Penanganan Kasus Hasil Pengawasan Barang dan Jasa

KODE UNIT
JUDUL UNIT

DESKRIPSI UNIT

DAG.TKD.03.021.04

Melaksanakan Penanganan Kasus Hasil Pengawasan
Barang dan Jasa

Unit ini menjelaskan pengetahuan, keterampilan, dan
sikap  yang dibutuhkan untuk melakukan
penanganan kasus hasil pengawasan barang dan

jasa.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Menyiapkan
penanganan kasus

1.1 Laporan kejadian disusun sesuai dengan
format yang telah ditentukan.

1.2 Pencarian dan  pengumpulan bahan
keterangan dilakukan dengan teliti.

1.3 Surat perintah penyidikan disusun untuk
ditandatangani oleh pimpinan.

1.4 Rencana penyidikan disusun sesuai dengan
prosedur.

1.5 Surat Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan disusun untuk ditandatangani
oleh pimpinan.

2. Melaksanaan
penanganan kasus

2.1 Surat Perintah Pemeriksaan disusun untuk
ditandatangani oleh pimpinan.

2.2 Pemeriksaan dan olah Tempat Kejadian
Perkara dilakukan sesuai hasil penyidikan.

2.3 Berita Acara Pemeriksaan dibuat sesuai
dengan format yang berlaku.

3. Finalisasi
penanganan kasus

3.1 Berkas perkara disusun sesuai dengan
format yang ditentukan.

3.2 Resume berkas perkara dibuat berdasarkan
hasil penanganan kasus.

3.3 Berkas perkara diserahkan ke KORWAS
PPNS Mabes POLRI untuk diserahkan ke
Jaksa Penuntut Umum.

3.4 Laporan hasil penanganan kasus disusun
sesuai dengan format yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan penanganan kasus, melaksanakan

penanganan kasus

, dan finalisasi penanganan kasus yang digunakan

untuk melaksanakan penanganan kasus hasil pengawasan barang dan

jasa.
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2.

Peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan penanganan kasus

hasil pengawasan barang dan jasa, mencakup tidak terbatas pada :

2.1 Komputer;

2.2 Kamera;

2.3 Perekam suara.

Peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan penanganan kasus

hasil pengawasan barang dan jasa, meliputi :

3.1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata;

3.2 Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang
Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;

3.3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen;

3.4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan barang dan/atau
Jasa;

3.5 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen
Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Norma dan standar untuk melaksanakan penanganan kasus hasil

pengawasan barang dan jasa adalah Petunjuk Teknis Penanganan Kasus

Perlindungan Konsumen

PANDUAN PENILAIAN

1.

Konteks penilaian

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut : berita acara
pemeriksaan dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan.
Penilaian  dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara,
demonstrasi/praktek, menunjukan portofolio dan/atau di tempat kerja
dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

Persyaratan kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin
diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit
kompetensi yang terkait:

2.1 Melaksanakan pengawasan barang dan jasa

Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan:

3.1 Peraturan yang terkait dengan pengawasan barang dan jasa;

3.2 Melakukan pemberkasan penyidikan;
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3.3 Komunikasi efektif.

Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Ketegasan dalam menangani kasus;

4.2 Ketelitian dalam menyelidiki suatu kasus;

4.3 Efisiensi waktu dalam melaksanakan penyelidikan.

Aspek kritis

Aspek Kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah:

5.1 Bukti-bukti penilaian harus mencakup kemampuan yang
diperagakan untuk Penanganan Kasus Hasil Pengawasan barang
dan jasa;

5.2 Minimal satu Berita Acara Pemeriksaan harus ditunjukan.
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22. Melakukan Pengawasan Barang dan Jasa

KODE UNIT : DAG.TKD.02.022.04
JUDUL UNIT : Melakukan Pengawasan Barang dan Jasa
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk

melakukan pengawasan barang dan jasa.

ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

1. Menyiapkan
Pengawasan

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Daftar barang dan jasa yang akan diawasi,
disusun.

Surat keputusan pembentukan tim
pengawasan disusun untuk ditandatangani
oleh pimpinan.

Surat tugas pengawasan dibuat untuk
ditandatangani oleh pimpinan.

Rencana pengawasan dikoordinasikan dengan
dinas yang membidangi perdagangan.
Rencana lokasi pengawasan ditentukan sesuai
hasil koordinasi dengan dinas yang
membidangi perdagangan.

2. Melaksanaan
Pengawasan

2.1

2.2

2.3

2.4

Pengamatan terhadap cara penawaran barang
dan jasa yang dijual dilakukan sesuai
prosedur.

Pengamatan kasat mata (langsung) dilakukan
terhadap barang dan jasa.

Pembelian dilakukan terhadap barang atau
jasa.

Pencatatan dan dokumentasi terhadap hasil
pengamatan kasat mata (langsung) dilakukan
terhadap barang dan jasa.

3. Finalisasi
Pengawasan

3.1

3.2

3.3

3.4

Barang dikirimkan ke laboratorium yang telah
diakreditasi untuk dilakukan pengujian.

Hasil pengujian barang yang telah diuji di
laboratorium, diambil untuk diproses lebih
lanjut.

Hasil pengamatan kasat mata (langsung) dan
hasil pengujian barang di laboratorium
diverifikasi dengan ketentuan, peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku untuk
membuktikan apakah barang dan jasa
tersebut sesuai dengan ketentuan atau tidak.
Laporan hasil pengawasan disusun sesuai
format yang ditentukan.
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BATASAN VARIABEL
1. Konteks variabel
1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan pengawasan, melaksanakan
pengawasan dan finalisasi pengawasan yang digunakan untuk
melaksanakan pengawasan barang dan jasa.
1.2 Prosedur yang berlaku untuk pelaksanaan pengawasan diatur atau
tidak terbatas pada Petunjuk Teknis Pengawasan.
1.3 Ketentuan yang digunakan untuk verifikasi hasil pengujian
laboratorium diatur atau tidak terbatas kepada SNI terkait.
2. Peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan pengawasan barang dan
jasa, mencakup tidak terbatas pada:
2.1 Kamera;
2.2 Kuesioner pengawasan,;
2.3 Surat tugas.
2.4 Dana untuk melakukan pembelian barang/ jasa yang diawasi.
3. Peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan pengawasan barang dan
jasa, meliputi:
3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen;
3.2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan barang dan/atau Jasa.
4. Norma dan standar untuk melaksanakan pengawasan barang dan jasa
adalah Petunjuk Teknis Pengawasan Barang dan Jasa, serta SOP yang
berhubungan dengan prosedur pengawasan barang dan jasa.
PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut: telah dilakukan
pengawasan terhadap barang dan jasa yang dijual;

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara,
demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan/atau di
Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin

diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit

kompetensi yang terkait:

2.1 Menyusun Petunjuk Teknis Pengawasan Barang dan Jasa.
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3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
3.1 Peraturan yang terkait dengan pengawasan barang dan jasa;
3.2 Standar Nasional Indonesia Wajib;
3.3 Komunikasi efektif.
4. Sikap kerja yang diperlukan:
4.1 Ketelitian untuk melakukan pengamatan kasat mata,;
4.2 Menjaga kerahasiaan dalam melaksanakan pengawasan;
4.3 Efisiensi waktu.
4.4 Kemampuan analisis
S. Aspek kritis
Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah minimal

satu draft laporan hasil pengawasan barang dan jasa diserahkan.
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23. Memproses Penerbitan Surat Keterangan Pencantuman Label dalam
Bahasa Indonesia (SKPLBI) dan Surat Pembebasan Kewajiban

Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia (SPKPLBI)

KODE UNIT : DAG.TKD.03.023.06

JUDUL UNIT : Memproses Penerbitan Surat Keterangan
Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia (SKPLBI)
dan Surat Pembebasan Kewajiban Pencantuman
Label dalam Bahasa Indonesia (SPKPLBI)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan dan  sikap yang
dibutuhkan untuk melakukan pemrosesan penerbitan
surat keterangan pencantuman label dalam bahasa
indonesia (SKPLBI) termasuk surat pembebasan
kewajiban pencantuman label dalam bahasa

indonesia (SPKPLBI)

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerima berkas 1.1 Berkas permohonan diterima dan dipilah
permohonan berdasarkan peraturan pencantuman label

Bahasa Indonesia.

1.2 Kelengkapan berkas permohonan diperiksa
sesuai dengan peraturan.

1.3 Berkas permohonan diinput dalam
computer

1.4 Tanda terima berkas permohonan di cetak
dan diberikan kepada pemohon sebagai
bukti tanda terima.

2. Memproses berkas 2.1 Berkas permohonan di cek ulang dengan
permohonan melihat daftar lampiran barang disesuaikan
dengan Peraturan terkait.

2.2 Contoh label yang disertakan diperiksa
kesesuaiannya dengan daftar barang yang
tertera pada daftar lampiran permohonan.
Apabila tidak sesuai, dokumen permohonan
dikembalikan kepada pemohon untuk
diperbaiki.

2.3 Daftar barang yang diajukan diinput dalam
sistem aplikasi unit pelayanan luar negeri.

2.4 SKPLBI atau SPKPLBI dicetak dari sistem
aplikasi unit pelayanan luar negeri dan
disampaikan  pada  pimpinan  untuk
ditandatangani.

2.5 SKPLBI atau SPKPLBI yang telah
ditandatangani, dicatat dalam dokumen
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ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

kontrol.

3. Menyerahkan SKPLBI | 3.1 SKPLBI atau SPKPLBI diserahkan pada

atau SPKPLBI pada pelaku usaha dengan bukti tanda terima

pelaku usaha berkas permohonan.

3.2 Dokumen SKPLBI atau SPKPLBI di upload
ke sistem National Single Window (NSW).

BATASAN VARIABEL

1.

Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menerima berkas permohonan, memproses

berkas permohonan dan menyerahkan SKPLBI atau SPKPLBI pada

pelaku usaha yang digunakan untuk Memproses Penerbitan SKPLBI
dan SPKLBI.

Peralatan dan perlengkapan untuk Memproses Penerbitan Surat

Keterangan Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia (SKPLBI),

mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Komputer;

2.2 Aplikasi Sistem terkait Pendaftaran Label Berbahasa Indonesia.

Peraturan yang diperlukan untuk Memproses Penerbitan Surat

Keterangan Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia (SKPLBI),

meliputi:

3.1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen;

3.2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan barang dan/atau
Jasa;

3.3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12 /2009
tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang Sebagaimana
Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
22/M-DAG/PER/5/2010.

Norma dan standar untuk Memproses Penerbitan Surat Keterangan

Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia (SKPLBI) adalah:

4.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Kewajiban Pencantuman

Label Dalam Bahasa Indonesia.
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PANDUAN PENILAIAN

1.

Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut : Pemrosesan
Penerbitan Surat Keterangan Pencantuman Label dalam Bahasa
Indonesia (SKPLBI) dan Surat Pembebasan Kewajiban
Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia (SPKPLBI) telah
dilakukan sesuai prosedur;

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara,
demonstrasi/praktek, menunjukan portofolio dan simulasi di
tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

Persyaratan kompetensi

Alat, bahan dan tempat penilaian yang harus dikuasai sebelumnya

yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini

dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

2.1 Komputer;

2.2 Aplikasi Sistem terkait Pendaftaran Label Berbahasa Indonesia;

2.3 Peraturan terkait.

Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan:

3.1 Peraturan yang terkait dengan Kewajiban Pencantuman Label;

3.2 Pembagian nomor Harmonized System (HS) yang berlaku;

3.3 Kemampuan mengoperasikan aplikasi sistem unit pelayanan luar
negeri dan sistem National Single Window (NSW);

3.4 Bahasa Inggris;

3.5 Mengoperasikan komputer dan internet.

Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Ketelitian untuk memeriksa dokumen;

4.2  Efisiensi waktu.

Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah

minimal satu draft Surat Keterangan Pencantuman Label dalam Bahasa

Indonesia (SKPLBI) atau Surat Pembebasan Kewajiban Pencantuman

Label dalam Bahasa Indonesia (SPKPLBI) harus ditunjukan.
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24. Menyusun Petunjuk Teknis Pengawasan Barang dan Jasa

KODE UNIT

JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

DAG.TKD.03.024.02

Menyusun Petunjuk Teknis Pengawasan Barang dan Jasa

Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan,

dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun

petunjuk teknis pengawasan barang dan jasa.

ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

1. Mengumpulkan
materi
dibutuhkan

yang

1.1

1.2

1.3

Bahan dan data dikumpulkan sesuai dengan
tujuan dan sasaran dari penyusunan
petunjuk teknis pengawasan barang dan jasa.
Bahan dan data diidentifikasi berdasarkan
sumber yang akurat.

Bahan dan data dipilih sesuai dengan
kebutuhan untuk menyusun petunjuk teknis
pengawasan barang dan jasa.

2. Menyusun konsep
awal petunjuk teknis
pengawasan  barang
dan jasa

2.1

2.2

2.3

2.4

Hasil identifikasi dianalisa lebih lanjut
dibandingkan dengan petunjuk teknis tahun
lalu sesuai dengan ketentuan.

Konsep petunjuk teknis pengawasan barang
dan jasa disusun dengan memperhatikan
aspek kritis dan evaluasi tahun yang lalu.
Konsep petunjuk teknis pengawasan barang
dan jasa disusun berdasarkan masukan dari
stakeholder sesuai dengan hasil rapat
pembahasan awal dan peraturan yang
berlaku.

Konsep petunjuk teknis pengawasan barang
dan jasa diserahkan pada pimpinan untuk
dikoreksi dan mendapat masukan.

3. Finalisasi petunjuk
teknis pengawasan
barang dan jasa

3.1

3.2

3.3

3.4

Konsep petunjuk teknis pengawasan barang
dan jasa direvisi sesuai dengan hasil rapat
koordinasi dengan pihak terkait.
Pertemuan teknis dengan stake
dilakukan untuk menindaklanjuti
petunjuk teknis.

Konsep Petunjuk teknis direvisi sesuai dengan
hasil konsultai dengan atasan.

Petunjuk teknis pengawasan barang dan jasa
yang telah direvisi dimintakan pengesahan
atau persetujuan ke atasan.

holder
konsep
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BATASAN VARIABEL

1

. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengumpulkan materi yang dibutuhkan, menyusun
konsep petunjuk teknis pengawasan barang dan jasa, melakukan
pembahasan konsep petunjuk teknis pengawasan barang dan jasa dan
finalisasi petunjuk teknis pengawasan barang dan jasa yang digunakan

untuk menyusun petunjuk teknis pengawasan barang dan jasa.

. Peralatan dan perlengkapan untuk menyusun petunjuk teknis pengawasan

barang dan jasa, mencakup tidak terbatas pada:
2.1 Komputer;
2.2 Proyektor;

2.3 Kamera.

. Peraturan yang diperlukan untuk menyusun petunjuk teknis pengawasan

barang dan jasa, meliputi:

3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen;

3.2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009

tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan barang dan/atau Jasa.

.Norma dan standar untuk menyusun petunjuk teknis pengawasan barang

dan jasa adalah Standar Nasional Indonesia yang telah diberlakukan wajib.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut : rapat pembahasan
konsep juknis telah dilakukan;

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara,
demonstrasi/praktek, dan/atau menunjukan portofolio, simulasi di

tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

. Persyaratan kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan
sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang
terkait:

2.1 Melaksanakan pengawasan barang dan jasa.

.Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan:

3.1 Peraturan yang terkait dengan pengawasan barang dan jasa;

3.2 Standar Nasional Indonesia Wajib;
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3.3 Menggunakan komputer.
4. Sikap kerja yang diperlukan:
4.1 Ketelitian dalam penyusunan petunjuk teknis.
5. Aspek Kritis
Aspek Kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah minimal

satu draft konsep petunjuk teknis pengawasan barang dan jasa diserahkan.
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25. Melakukan Penilaian Contoh Karet

KODE UNIT : DAG.TKD.03.025.06
JUDUL UNIT : Melakukan Penilaian Contoh Karet
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam

melakukan penilaian contoh karet dalam proses

pembuatan buku contoh standar karet Indonesia.

ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

1. Melakukan persiapan
penilaian contoh karet
yang telah diawetkan

1.1

1.2

1.3

1.4

The Green Book disiapkan untuk
menjadi acuan dalam penilaian karet.
Lembaran Contoh karet yang telah
diawetkan disiapkan sebagai contoh
pembanding.

Peralatan yang akan digunakan dalam
penilaian contoh karet disiapkan agar
dapat digunakan.

Chek list penilaian contoh karet
disiapkan sesuai dengan kebutuhan.

2. Melakukan penilaian
contoh karet

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Lembaran contoh yang telah disiapkan
diperiksa satu persatu.

Lembaran contoh karet ditrawang
untuk melihat banyaknya gelembung
udara dalam lembaran contoh karet.
Kaca pembesar digunakan bila dengan
cara ditrawang belum terlihat jelas
gelembung udara dan kotoran.

Apabila terdapat kotoran dalam
lembaran contoh karet, maka kotoran
dipotong dengan menggunakan
gunting.

Lembaran contoh karet dipisahkan
antara yang berwarna gelap dengan
yang terang.

Lembaran contoh karet yang terdapat
cap perusahaan dipisahkan.

Lembaran Contoh karet yang telah
diperiksa dinilai jenis mutu karet dan
dibuat chek list penilaian.

3. Menyimpan contoh karet
yang telah dinilai

3.1

3.2

3.3

3.4

Contoh karet yang telah dinilai disusun
sesuai mutu jenis karet.

Setiap lembar contoh karet dibatasi
dengan plastik pembatas.

Lembaran karet yang telah disusun
disimpan dalam ruang penyimpanan.
Lembaran contoh karet yang telah
dinilai didokumentasikan sesuai
prosedur yang berlaku.
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BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1

1.2

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan penilaian contoh

karet yang telah diawetkan, melakukan penilaian contoh karet,

serta menyimpan contoh karet yang telah dinilai, dalam proses

pembuatan buku contoh standar karet Indonesia.

Pihak terkait dalam melakukan penilaian contoh karet adalah

sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:

1.2.1 Direktorat Standardisasi Kementerian Perdagangan
Republik Indonesia;

1.2.2 Produsen/perusahaan karet konvensional;

1.2.3 Laboratoriun uji karet;

1.2.4 GAPKINDO;

1.2.5 Pakar / Ahli karet;

1.2.6 Penilai karet;

1.2.7 Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan penilaian contoh karet,

mencakup tidak terbatas pada:

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Lembaran contoh karet;
Kaca pembesar;
Gunting;

Plastik pembatas;

Chek list penilaian contoh karet.

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan verifikasi pendaftaran

lembaga penilaian keseuaian (LPK), meliputi:

3.1

3.2

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/4/2008
tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis Indonesia (SIR)
yang Diperdagangkan Ke Luar Negeri;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/7/2011

tentang Lembaga Contoh Standar Karet Indonesia.

4. Norma dan standar untuk melakukan penilaian contoh karet :

4.1

4.2

4.3

International Standards of Quality and Packing for Natural Rubber
Grades (The Green Book);

Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 1903:2011, tentang
Karet Spesifikasi Teknis;

MOT-04.07.CFM.01.SOP.01 Penyusunan dan Pengesahaan
Standar Buku Contoh Karet.
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PANDUAN PENILAIAN

1.

Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut: tersedianya
daftar jumlah contoh karet yang telah diambil dan dibeli, check
list penilaian contoh karet dan International Standards of Quality
and Packing for Natural Rubber Grades (The Green Book);

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan/wawancara,
demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan/atau di
Tempat Uji Kompetensi (TUK).

Persyaratan kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasi sebelum menguasai unit

kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi terkait:

2.1 Melakukan pengambilan contoh karet;

2.2 Melakukan komunikasi efektif;

2.3 Melakukan pengarsipan dokumen.

Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan mengenai kualitas karet konvensional,

3.2 Pengetahuan mengenai proses pengambilan contoh karet;

3.3 Pengetahuan tentang dasar-dasar pengolahan karet
konvensional;

3.4 Pengetahuan tentang lateks;

3.5 Pengetahuan pengolahan dan sortasi Rubber Smoked Sheet
(RSS);

3.6 Kemampuan berkomunikasi efektif;

3.7 Kemampuan mengoperasikan dan menggunakan aplikasi-
aplikasi komputer.

Sikap kerja yang diperlukan :

4.1 Ketelitian;

4.2 Kecepatan dalam melakukan tugas sesuai waktu yang
ditentukan.

Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Bukti-bukti penilaian harus mencakup kemampuan yang
diperagakan untuk melakukan penilaian contoh karet sesuai
dengan prosedur yang sudah ditentukan dan bukti hasil

penilaian contoh karet;
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5.2 Minimal pernah mengikuti penilaian contoh karet sebanyak satu
kali.
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26. Melakukan Pengambilan dan Pembelian Contoh Produk

KODE UNIT
JUDUL UNIT

DESKRIPSI UNIT

DAG.TKD.03.026.06

Melakukan Pengambilan dan Pembelian Contoh
Produk

Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan
dalam melakukan pengambilan dan pembelian
contoh  produk dalam  proses penelaahan
kesesuaian sertifikat kesesuaian yang diterbitkan

oleh LPK Terhadap Persyaratan Teknis.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

. Menyiapkan dokumen 1.1 Daftar nama contoh produk, check List,

terkait pengambilan dan kriteria, jumlah contoh dan daerah

pembelian contoh

produk

pengambilan contoh disiapkan sesuai
dengan kebutuhan.

1.2 Apabila diperlukan alat khusus
penyimpan contoh disiapkan untuk
menjaga suhu dan menghindari
kontaminasi.

1.3 Form dan Nomor Berita Acara
Pengambilan Contoh disiapkan.

1.4 Form wuji petik disiapkan sebagai
lampiran berita acara pengambilan
contoh.

1.5 Surat tugas pengambilan contoh dan
Surat Perintah Perjalanan Dinas ke
daerah disiapkan untuk ditandatangani
oleh pimpinan.

1.6 Surat pemberitahuan dan permintaan
pendamping perihal kunjungan untuk
pengambilan dan pembelian contoh
dikirim kepada Disperindag yang dituju.

1.7 Surat pemberitahuan dan permintaan
pendamping perihal kunjungan untuk
pengambilan dan pembelian contoh yang
telah dikirim dikonfirmasi ulang dengan
Disperindag yang dituju.

2. Melakukan pengambilan | 2.1 Kunjungan ke daerah untuk
dan pembelian contoh pengambilan dan pembelian contoh

produk

produk dilaksanakan sesuai jadwal yang
telah ditentukan.

2.2 Surat tugas kegiatan pengambilan dan
pembelian dan maksud kedatangan
disampaikan kepada Disperindag setelah
tiba di daerah tujuan.
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ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

2.3 Pendamping pelaksanaan kegiatan
pengambilan dan pembelian contoh

produk dikoordinasikan dengan
Disperindag.
2.4 Administrasi perjalanan dinas

diselesaikan dengan berkoordinasi
dengan Disperindag.

2.5 Kunjungan ke pasar/toko untuk
melakukan pengambilan dan pembelian
contoh produk dilaksanakan sesuai hasil
koordinasi dengan Disperindag.

2.6 Contoh produk yang dibeli disesuaikan
dengan daftar pengambilan dan
pembelian contoh produk yang telah
dibuat.

2.7 Bukti pembelian contoh produk
didokumentasikan sesuai prosedur.

3. Mengirim contoh produk | 3.1 Contoh produk yang beli dikemas sesuai

dengan ketentuan.
3.2 Contoh produk dikirim ke wunit kerja
yang relevan melalui jasa pengiriman.
3.3 Bukti pengiriman contoh  produk
didokumentasikan sesuai dengan
prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1

1.2

Unit ini berlaku untuk menyiapkan dokumen pengambilan dan

pembelian contoh, melakukan pengambilan dan pembelian contoh,

mengirim contoh produk dalam proses penelaahan kesesuaian

sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LPK Terhadap Persyaratan

Teknis.

Pihak terkait dalam melakukan pengambilan contoh adalah sebagai

berikut, namun tidak terbatas pada:

1.2.1 Direktorat Standardisasi;

1.2.2 Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Ditjen;

1.2.3 Standardisasi dan Perlindungan Konsumen,;

1.2.4 Direktorat Pengembangan Mutu Barang, Ditjen Standardisasi dan
Perlindungan Konsumen;

1.2.5 Kementerian terkait yang memberlakukan SNI secara wajib;

1.2.6 Lembaga Penilaian Kesesuaian;

1.2.7 Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan pengambilan dan pembelian

contoh, mencakup tidak terbatas pada:
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2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Alat khusus penyimpan contoh untuk menjaga suhu dan menghindari
kontaminasi (apabila diperlukan);

Form dan nomor berita acara pengambilan contoh ;

Form uji petik;

Format Pengambilan Contoh;

Format Check List Pengambilan Contoh;

Format Surat Tugas Pengambilan Contoh;

Format Laporan Hasil Pengambilan Contoh;

Daftar nama contoh produk, chek list, kriteria, jumlah contoh dan

daerah pengambilan contoh.

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan pengambilan contoh, meliputi:

3.1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/207 tentang

Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar
Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang
Diperdagangkan;

3.2 Peraturan Menteri Teknis Terkait tentang Pemberlakuan SNI secara

Wajib;

3.3 Peraturan Dirjen Terkait tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan SNI

secara Wajib (bila ada).

4. Norma dan standar untuk melakukan pengambilan contoh:

4.1 Pedoman BSN 401-2000 Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi

Produk;

4.2 MOT-02.01.CFM.01.SOP.02 Pengawasan Kinerja Lembaga Penilaian

Kesesuaian Terdaftar.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1

1.2

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut: tersedianya
dokumen pengambilan dan pembelian contoh, check list pengambilan
dan pembelian contoh, bukti pengiriman dan pengujian contoh;

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara,
demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat

Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasi sebelum menguasai unit kompetensi ini

dengan unit-unit kompetensi terkait:
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2.1
2.2

Melakukan komunikasi efektif;

Melakukan pengarsipan dokumen.

. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Pengetahuan teknis pengambilan contoh;

Pengetahuan SNI produk terkait;

Pengetahuan tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK);
Kemampuan berkomunikasi efektif;

Kemampuan mengoperasikan komputer dan menggunakan aplikasi-

aplikasi untuk menunjang pelaksanaan pengambilan contoh.

. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1
4.2

Ketelitian;

Kecepatan dalam melakukan tugas sesuai waktu yang ditentukan.

. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1

5.2

Bukti-bukti penilaian harus mencakup kemampuan yang diperagakan
untuk melakukan pengambilan contoh sesuai dengan prosedur yang
sudah ditentukan dan bukti hasil pengambilan contoh;

Minimal satu Laporan Hasil Pengambilan dan Pembelian Contoh
beserta check list pengambilan dan pembelian contoh harus

ditunjukkan.
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27. Melakukan Pengambilan dan Pembelian Contoh Karet

KODE UNIT : DAG.TKD.03.027.06
JUDUL UNIT : Melakukan Pengambilan dan Pembelian Contoh
Karet

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam
melakukan pengambilan dan pembelian contoh karet
yang akan digunakan dalam proses pembuatan

buku contoh standar karet Indonesia.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Menyiapkan dokumen 1.1 Daftar jenis mutu karet dan jumlah
terkait pengambilan dan contoh karet yang akan diambil dan
pembelian Contoh Karet dibeli disiapkan sesuai dengan format

yang berlaku.

1.2 Surat penugasan pengambilan dan
pembelian contoh karet dan Surat
Perintah Perjalanan Dinas ke daerah
disiapkan untuk ditandatangani oleh
pimpinan.

1.3 Surat pemberitahuan kepada Dinas
perihal kunjungan untuk pengambilan
dan pembelian contoh karet dikirim
setelah mendapat persetujuan dari
pimpinan

1.4 Surat pemberitahuan kepada
produsen/perusahaan karet perihal
kunjungan untuk pengambilan dan
pembelian contoh karet dikirim setelah
berkoordinasi dengan Dinas.

1.5 Surat pemberitahuan kepada
produsen/ perusahaan karet perihal
kunjungan untuk pengambilan dan
pembelian contoh karet yang telah
dikirim dikonfirmasi ulang untuk

memastikan.
2. Melakukan Pengambilan 2.1 Kujungan ke produsen/ perusahaan
dan Pembelian Contoh karet dilaksanakan sesuai jadual yang
Karet telah ditentukan.

2.2 Daftar jenis mutu karet dan jumlah
yang akan diambil dan  dibeli
diberitahukan kepada produsen/
perusahaan keret.

2.3 Contoh karet yang diambil dan dibeli
dibentuk menjadi lembaran dengan
ukuran 20 x 30 cm.

2.4 Tiap lembaran dari masing-masing
jenis mutu karet dinilai satu per satu
dengan diterawang ke arah matahari

106




ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

2.5

2.6

2.7

2.8

atau meja lampu.

Lembaran contoh karet yang terdapat
cap produsen/perusahaan karet
dipisahkan dari lembaran contoh yang
tidak ber-cap.

Lembaran contoh karet yang telah
disusun ditimbang sesuai dengan
jumlah dalam daftar contoh karet yang
diambil dan dibeli.

Lembaran contoh karet yang dinilai
dibungkus dan diberi identitas sesuai
jenis mutu karet.

Bukti pembelian contoh karet
didokumentasikan sesuai prosedur.

3. Mengirimkan Contoh Karet | 3.1
3.2

3.3

Contoh karet yang dibeli dikemas
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Contoh karet yang dibeli dikirim ke
Unit kerja/Instansi terkait yang relevan.
Bukti  pengiriman  contoh  karet
didokumnetasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan dokumen pengambilan dan
pembelian contoh karet, menyiapkan dokumen perjalanan, melakukan
pengambilan dan pembelian contoh karet serta mengirimkan contoh

karet ke unit kerja/Instansi terkait, yang akan digunakan dalam proses

pembuatan buku contoh standar karet Indonesia.

1.2 Unit kerja/instansi terkait

dalam melakukan pengambilan contoh

adalah sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:

1.2.1 Direktorat Standardisasi;

1.2.2 Produsen/Perusahaan
1.2.3 Laboratoriun Uji karet;
1.2.4 GAPKINDO;

1.2.5 Pakar/Ahli Karet;
1.2.6 Penilai Karet;

Karet Konvensional,

1.2.7 Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan pengambilan contoh karet,

mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Alat pengemas contoh karet untuk pengiriman;

2.2 Komputer;

2.3 Daftar mutu jenis karet dan jumlah contoh karet yang akan diambil

dan dibeli.
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3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan perumusan Standar Nasional

Indonesia (SNI), meliputi:

3.1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/4/2008
tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis Indonesia (SIR) yang
Diperdagangkan ke Luar Negeri;

3.2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Lembaga Contoh Standar Karet Indonesia (LCSKI).

4. Norma dan standar untuk melakukan pengambilan contoh karet:

4.1 International Standars of Quality and Packing for Natural Rubber Grades
(The Green Book);

4.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 1903:2011, tentang Karet
Spesifikasi Teknis;

4.3 MOT-04.07.CFM.01.SOP.01 Penyusunan dan Pengesahan Standar
Buku Contoh Karet.

PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks penilaian
1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut: tersedianya daftar
pengambilan dan pembelian contoh karet, check list pengambilan dan
pembelian contoh karet, bukti pengiriman contoh karet;
1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan/wawancara,
demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat
Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
Unit kompetensi yang harus dikuasi sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi terkait:
2.1 Melakuan penilaian karet;
2.2 Melakukan komunikasi efektif;
2.3 Melakukan pengarsipan dokumen.
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
3.1 Pengetahuan teknis pengambilan contoh karet;
3.2 Pemahaman terhadap Internasional Standars of Quality and Packing for
Natural Rubber Grades (The Green Book);
3.3 Pemahaman terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor
1903:2011, tentang Karet Spesifikasi Teknis;

3.4 Pengetahuan tentang dasar-dasar pengolahan karet konvensional;
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3.5
3.6
3.7
3.8

Pengetahuan tentang lateks;

Pengetahuan pengolahan dan sortasi Rubber Smoked Sheet (RSS);
Kemampuan berkomunikasi efektif;

Kemampuan mengoperasikan komputer dan menggunakan aplikasi-

aplikasi untuk menunjang pelaksanaan pengambilan contoh.

. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1
4.2

Ketelitian;

Kecepatan dalam melakukan tugas sesuai waktu yang ditentukan.

. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1

5.2

Bukti-bukti penilaian harus mencakup kemampuan yang diperagakan
untuk melakukan pengambilan contoh karet sesuai dengan prosedur
yang sudah ditentukan dan bukti hasil pengambilan contoh karet;

Minimal satu Laporan Hasil Pengambilan dan Pembelian Contoh Karet
beserta check list pengambilan dan pembelian contoh harus

ditunjukkan.
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28. Melakukan Perumusan Regulasi Teknis Berbasis Standar

KODE UNIT
JUDUL UNIT

DESKRIPSI UNIT

DAG.TKD.03.028.03

Melakukan Perumusan Regulasi Teknis Berbasis
Standar

Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam
melakukan perumusan regulasi teknis berbasis

standar.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

. Melakukan identifikasi 1.1 Data dan informasi dari pelaku usaha,

produk yang perlu diatur instansi  pemerintah/ swasta atau
melalui Regulasi Teknis Lembaga konsumen tentang adanya

Berbasis Standar

produk yang perlu diatur dalam rangka
perlindungan konsumen dan/atau
tentang hambatan teknis produk ekspor
Indonesia dan/ atau tentang tingginya
nilai impor produk sehingga menekan
produk Indonesia di pasar dalam negeri
disiapkan sesuai kebutuhan.

1.2 Dokumen SNI, Standar Internasinal,
Privat Standar dan/atau Standar Nasional
beberapa Negara yang terkait dengan
produk dimaksud disiapkan sesuai
dengan produk yang akan diatur.

1.3 Dokumen perbandingan antar beberapa
standar disiapkan sebagai bahan
pembanding.

1.4 Dokumen ketentuan lainnya seperti UU,
PP dan/atau Peraturan Menteri/Kepala
Badan yang  terkait, dokumen
kesepakatan harmonisasi standar
bilateral, regional, dan/atau internasional
disiapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

1.5 Laporan  identifikasi  produk  yang
memerlukan pengaturan dan
rekomendasi tinjauan data  primer
disiapkan sesuai format yang berlaku.

lapangan untuk

. Melaksanakan tinjauan ke 2.1 Kuesioner disiapkan untuk tinjauan

lapangan (bila diperlukan).

mendapatkan data primer 2.2 Tinjauan lapangan dilaksanakan sesuai

(bila diperlukan)

prosedur yang berlaku.

2.3 Pengambilan contoh produk untuk uji
laboratorium dilaksanakan sesuai
prosedur (bila diperlukan).

2.4 Laporan hasil tinjauan lapangan
disiapkan untuk dikoreksi oleh pimpinan.
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ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

3. Membuat rancangan
Regulasi Teknis berbasis
standar

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Rapat pembahasan rancangan Regulasi
Teknis internal Kemendag dilaksanakan
dengan  berkoordiasi dengan pihak
terkait.

Rancangan Regulasi teknis disiapkan
dengan mengacu pada laporan
identifikasi produk dan hasil tinjauan
lapangan.

Rapat pembahasan rancangan Regulasi
Teknis antar instansi terkait pelaku
usaha, pakar, Lembaga  Penilaian
Kesesuaian, dan Lembaga Konsumen
dilaksanakan sesuai agenda.

Perbaikan Rancangan Regulasi Teknis
disiapkan  berdasarkan = kesepakatan
dalam rapat-rapat.

Public Hearing dengan  stakeholder
dilaksanakan setelah perbaikan
Rancangan Regulasi Teknik disiapkan.
Sosialisasi Rancangan Regulasi Teknis ke
beberapa dareah dilaksanakan sesuai

agenda.

Rancangan Regulasi  Teknis  final
disiapkan untuk dikoreksi oleh
pimpinan.

Rancangan Regulasi  Teknis  final
disampaikan kepada Kepala Biro Hukum
untuk legal drafting

4. Menyiapkan dokumen 4.1 Konsep notifikasi disiapkan sesuai
notifikasi Rancangan dengan format yang berlaku.

Regulasi Teknis ke WTO 4.2 Rapat pembahasan konsep notifikasi
dengan instansi terkait dilaksanakan
sesuai agenda.

4.3 Konsep notifikasi diperbaiki sesuai
dengan hasil rapat pembahasan.

4.4 Dokumen notifikasi disampaikan kepada
BSN untuk diproses ke WTO melalui PTRI
Jenewa.

5. Menjawab pertanyaan/ 5.1 Enquiry diterima sesuai dengan prosedur.
komentar (enquiry) dari 5.2 Konsep jawaban disiapkan berdasarkan
Negara anggota WTO pertanyaan/enquiry yang diterima.
tentang Rancangan 5.3 Rapat pembahasan konsep surat jawaban
Regulasi Teknis yang sudah dilaksanakan untuk membicarakan
dinotifikasi ke WTO jawaban atas pertanyaan/enquiry.

5.4 Konsep surat jawaban diperbaiki sesuai
dengan hasil rapat.
5.5 Surat jawaban disampaikan disampaikan

kepada BSN untuk diproses ke WTO
melalui PTRI Jenewa.
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BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1

1.2

Unit ini berlaku untuk melakukan identifikasi produk yang perlu diatur
melalui Regulasi Teknis Berbasis Standar; melaksanakan tinjauan ke
lapangan untuk mendapatkan data primer (bila diperlukan); membuat
rancangan Regulasi Teknis berbasis standar; menyiapkan dokumen
notifikasi Rancangan Regulasi Teknis ke WTO, dan menjawab
pertanyaan/ komentar (enquiry) dari Negara anggota WTO tentang

Rancangan Regulasi Teknis yang sudah dinotifikasi.

Pihak terkait dalam melakukan pengambilan contoh adalah sebagai

berikut, namun tidak terbatas pada:

1.2.1 Direktorat Standardisasi;

1.2.2 Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Direktorat Jenderal
Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian
Perdagangan;

1.2.3 Direktorat Pengawasan Barang Beredar, Direktorat Jenderal
Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian
Perdagangan;

1.2.4 Biro Hukum Kementerian Perdagangan;

1.2.5 Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasinal,
Kementerian Perdagangan;

1.2.6 Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian
Perdagangan;

1.2.7 Pusat data dan informasi Kementerian Perdagangan;

1.2.8 Kementerian/Instansi terkait;

1.2.9 Lembaga Penilaian Kesesuaian;

1.2.10 Pelaku usaha;

1.2.11 Lembaga Konsumen;

1.2.12 Akademisi/ pakar.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan perumusan Regulasi Teknis

berbasis standar, mencakup tidak terbatas pada:

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Format Rancangan Regulasi Teknis;
Format Notifikasi;

Format surat jawaban enquiry;
Format Laporan Hasil Rapat;
Format Kuisioner;

Format Laporan Identifikasi;
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2.7
2.8
2.9

Format Laporan Tinjauan Lapangan;
Komputer;

Alat Tulis Kantor.

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan perumusan Regulasi Teknis

berbasis standar, meliputi:

3.1

3.2

3.3
3.4

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

Undang — Undang/Peraturan Pemerintah tentang penyusunan Regulasi
Teknis;

Peraturan Kementerian/ Instansi lain terkait produk yang akan diatur;

Peraturan Negara lain terkait produk yang akan diatur.

4. Norma dan standar untuk melakukan perumusan Regulasi Teknis berbasis

standar:

4.1

4.2

4.3
4.4

Data dan informasi tentang tingginya nilai impor produk sehingga
menekan produk Indonesia di pasar dalam negeri disiapkan;

Data dan informasi tentang produk yang perlu diatur dalam rangka
perlindungan konsumen;

Data dan informasi tentang hambatan teknis produk ekspor Indonesia;

Ketentuan WTO tentang Notifikasi Regulasi Teknis.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian :

1.1

1.2

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut adalah tersedianya
rancangan peraturan, data/ informasi serta peraturan terkait;

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara,
demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat

Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasi sebelum menguasai unit kompetensi ini

dengan unit-unit kompetensi terkait:

2.1
2.2

Melakukan komunikasi efektif;

Melakukan pengarsipan dokumen.

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

Untuk mendemonstrasikan kompetensi, dibutuhkan pengetahuan sebagai
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berikut:

3.1 Pengetahuan tentang Standar dan Regulasi Teknis;

3.2 Pengetahuan tentang Legal Drafting;

3.3 Pengetahuan tentang hasil kesepakatan kerjasama perdagangan di
bidang standar di forum Bilateral, Regional dan/atau Internasional;

3.4 Pemahaman mengenai prosedur perumusan Regulasi Teknis;

3.5 Pemahaman tentang notifikasi Regulasi Teknis di WTO;

3.6 Pengetahuan tentang tata cara menjawab enquiry;

3.7 Kemampuan berkomunikasi efektif;

3.8 Kemampuan untuk menyusun dokumen notifikasi dan enquiry dalam
bahasa Inggris;

3.9 Memiliki pengetahuan teknis tentang produk tertentu;

3.10 Kemampuan mengoperasikan komputer dan menggunakan aplikasi-
aplikasi untuk mendukung analisa data/informasi.

. Sikap kerja yang diperlukan :

4.1 Ketelitian;

4.2 Kecepatan dalam melakukan tugas sesuai waktu yang ditentukan.

. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Bukti-bukti penilaian harus mencakup kemampuan yang diperagakan
untuk melakukan perumusan Regulasi Teknis berbasis standar sesuai
prosedur yang sudah ditentukan dan bukti rancangan peraturan;

5.2 Minimal satu Rancangan Regulasi Teknis berbasis Standar beserta

beserta check list dan lembar kontrol harus ditunjukkan.
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29. Melakukan Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI)

KODE UNIT
JUDUL UNIT

DAG.TKD.02.029.03
Melakukan Perumusan Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI)

DESKRIPSI UNIT Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam

melakukan perumusan rancangan standar nasional

indonesia (SNI).

ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

. Menyiapkan Bahan
Penyusunan Rancangan
Standar Nasional
Indonesia (RSNI)

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Jasa bidang perdagangan yang akan
dibuat Rancangan Standar Nasional
Indonesia (RSNI) diinventaris.

Daftar referensi Rancangan Standar
Nasional Indonesia (RSNI) disusun
sesuai judul yang telah ditentukan.
Referensi penyusunan RSNI disiapkan
sesuai judul yang telah ditentukan.
Apabila mengadopsi standar
internasional, tingkat kesetaraan
hubungan standar dibuat sesuai dengan
standar yang berlaku.

Pedoman Standar Nasional (PSN) 08-
2007 tentang Tata Cara Penulisan
Standar Nasional Indonesia disiapkan
sebagai acuan.

. Menyusun Rancangan 2.1 Konsep SNI disusun bersama tim
Standar Nasional perumus yang telah ditentukan.
Indonesia (RSNI) 2.2 Penulisan konsep SNI disesuaikan

2.3

2.4

dengan PSN 08-2007 tentang Tata Cara
Penulisan Standar Nasional Indonesia.
Konsep SNI dibahas dalam rapat tim
perumus.

Konsep SNI yang telah dibahas dalam
rapat tim perumus disetujui menjadi
RSNI1.

. Melakukan Rapat Panitia
Teknis dan Rapat Pra
Konsensus Pembahasan
RSNI1 menjadi RSNI2

3.1

3.2

3.3

3.4

RSNI1 yang telah disetujui Tim Perumus
dibahas dalam rapat panitia teknis.
RSNI1 hasil pembahasan rapat panitia
teknis diperbaiki sesuai masukan.

RSNI1 yang telah diperbaiki dibahas
dalam rapat pra konsensus yang
dihadiri anggota panitia teknis dan para
pemangku kepentingan lainnya.

RSNI1 yang telah dibahas dalam rapat
prakonsensus disetujui menjadi RSNI2.

. Melakukan Rapat
Konsensus RSNI 2
menjadi RSNI3

4.1

RSNI2 yang telah disetujui Panitia
Teknis dibahas dalam rapat panitia
teknis dengan mengundang
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ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

4.2

4.3

stakeholders.

RSNI2 hasil pembahasan disetujui
menjadi RSNI 3 bila 2/3 anggota panitia
teknis menyepakati rumusan RSNI2
secara aklamasi.

RSNI2 hasil pembahasan disetujui
menjadi RASNI bila jajak pendapat
(enquiry) melalui media elektronik
minimal 2/3 anggota yang memiliki hak
suara menyatakan setuju dan tidak
lebih dari 1/4 yang menyatakan tidak
setuju dengan alasan yang jelas.

5. Mengirim RSNI3 atau
RASNI ke Badan
Standardisasi Nasional
(BSN)

5.1

5.2

5.3

5.4

RSNI3 atau RASNI dikirim ke Badan
Standar Nasional Indonesia dalam
bentuk hard copy dan softfile.

Rekaman rapat, catatan hasil
kesepakatan dan berita acara hasil
konsensus dikirim ke BSN.

Tanda terima pengiriman RSNI3 atau
RASNI dan dokumen lainnya diterima
dan disimpan.

Salinan RSNI3 atau RASNI, rekaman
rapat, dan berita acara konsensus
disimpan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan Bahan Penyusunan Rancangan
Standar Nasional Indonesia (RSNI), menyusun Rancangan Standar
Nasional Indonesia (RSNI), melakukan Rapat Panitia Teknis dan Rapat

Pra Konsensus Pembahasan RSNI1 menjadi RSNI2, melakukan Rapat

Konsensus RSNI 2 menjadi RSNI3, dan mengirim RSNI3 atau RASNI
ke Badan Standardisasi Nasional (BSN).

1.2 Pihak terkait dalam melakukan pengambilan contoh adalah sebagai

berikut, namun tidak terbatas pada:
1.2.1 Direktorat Standardisasi;
1.2.2 Badan Standardisasi Nasional (BSN);

1.2.3 Kementerian Teknis Terkait;

1.2.4 Masyarakat Standardisasi;

1.2.5 Produsen;
1.2.6 Konsumen;

1.2.7 Pakar.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan perumusan Standar Nasional

Indonesia (SNI), mencakup tidak terbatas pada:
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2.1 Komputer;

2.2 Alat Tulis Kantor;

2.3 Referensi Standar.

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan perumusan Standar Nasional

Indonesia (SNI), meliputi:

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi
Nasional;

3.2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

3.3 Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) tentang
Penetapan Panitia Teknis Perumusan SNI.

4. Norma dan standar untuk melakukan perumusan Standar Nasional

Indonesia (SNI):

4.1 Pedoman BSN 01-2007 Pengembangan Standar Nasional Indonesia;

4.2 Pedoman BSN 02-2007 Pengelolaan Panitia Teknis Standar Nasional
Indonesia;

4.3 Pedoman BSN 03.1-2007 Adopsi Standar Internasional dan Publikasi
Internasional Lainnya Bagian 1: Adopsi Standar Internasional menjadi
SNI;

4.4 Pedoman 05-2006 Tenaga Ahli Standardisasi untuk Pengendalian Mutu
Perumusan SNI;

4.5 Pedoman BSN 08-2007 Tata Cara Penulisan Standar Nasional
Indonesia;

4.6 Standar Internasional yang terkait;

4.7 Peraturan negara lain terkait standar yang akan disusun;

4.8 MOT-02.02.CFM.01.SOP.01 PERUMUSAN SNI JASA BIDANG
PERDAGANGAN.

PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks penilaian :
1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut: tersedianya RSNI

dan Pedoman Standar Nasional (PSN) 08-2007;
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1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara,
demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat
Uji Kompetensi (TUK).

. Persyaratan kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasi sebelum menguasai unit kompetensi ini

dengan unit-unit kompetensi terkait:

2.1 Melakukan komunikasi efektif;

2.2 Melakukan pengarsipan dokumen;

2.3 Mengolah data.

. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

Untuk mendemonstrasikan kompetensi, dibutuhkan pengetahuan sebagai

berikut:

3.1 Pemahaman mengenai PSN 01-2007 Pengembangan Standar Nasional
Indonesia;

3.2 Pengetahuan tentang Pedoman BSN 03.1-2007 Adopsi Standar
Internasional dan Publikasi Internasional Lainnya Bagian 1: Adopsi
Standar Internasional menjadi SNI;

3.3 Pengetahuan tentang Pedoman BSN 08-2007 Tata Cara Penulisan
Standar Nasional Indonesia;

3.4 Pengetahuan tentang Pedoman BSN 02-2007 Pengelolaan Panitia
Teknis Standar Nasional Indonesia;

3.5 Pengetahuan tentang Pedoman 05-2006 Tenaga Ahli Standardisasi
untuk Pengendalian Mutu Perumusan SNI;

3.6 Pengetahuan tentang Standar Internasional yang terkait;

3.7 Pengetahuan tentang Peraturan negara lain terkait standar yang akan
disusun;

3.8 Kemampuan mengoperasikan komputer dan menggunakan aplikasi-

aplikasi untuk mendukung penyusunan RSNI.

. Sikap kerja yang diperlukan :

4.1 Ketelitian;

4.2 Kecepatan dalam melakukan tugas sesuai waktu yang ditentukan;
4.3 Disiplin.

. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:
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5.1 Bukti-bukti penilaian harus mencakup kemampuan yang diperagakan
untuk melakukan perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia
(RSNI) sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;

5.2 Minimal satu RSNI dan rekaman rapat tingkat tim perumus dan panitia

teknis ditunjukkan.
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30. Melakukan Verifikasi Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

KODE UNIT
JUDUL UNIT

DAG.TKD.03.030.03

Melakukan  Verifikasi  Pendaftaran  Lembaga

Penilaian Kesesuaian (LPK)

DESKRIPSI UNIT Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan

dalam melakukan verifikasi pendaftaran Lembaga

Penilaian Kesesuaian (LPK).

ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

. Menerima berkas 1.1 Berkas permohonan pendaftaran/
permohonan pendaftaran ulang/ pendaftaran
pendaftaran/ penambahan ruang lingkup Lembaga
pendaftaran ulang/ Penilaian Kesesuaian diterima dan
pendaftaran dipilah berdasarkan jenis permohonan.
penambahan Ruang 1.2 Lembar kontrol verifikasi kelengkapan
Lingkup Lembaga berkas permohonan pendaftaran/
Penilaian Kesesuaian pendaftaran ulang/ pendaftaran
(LPK). penambahan ruang lingkup disiapkan.

1.3 Form tanda terima berkas permohonan
disiapkan sebagai bukti penerimaan
berkas.

. Melaksanakan verifikasi | 2.1 Berkas permohonan yang diterima
permohonan diverifikasi kelengkapannya berdasarkan
pendaftaran/ Permendag Nomor 14/M-DAG/4/2008.
pendaftaran ulang/ 2.2 Lembar kontrol ditandai sesuai hasil
pendaftaran verifikasi terhadap dokumen
penambahan ruang persyaratan permohonan.
lingkup Lembaga 2.3 Apabila dokumen permohonan tidak
Penilaian Kesesuaian lengkap, Konsep Surat Penolakan
(LPK). Pendaftaran/ Pendaftaran Ulang/

Pendaftaran Penambahan Ruang
Lingkup LPK disiapkan sesuai format
yang berlaku.

2.4 Dokumen permohonan yang lengkap
persyaratannya, diverifikasi lebih lanjut
untuk melihat keabsahan/ validitasnya.

2.5 Apabila dokumen dinyatakan tidak sah
dan/ atau tidak valid, Konsep Surat
Penolakan Pendaftaran/ Pendaftaran
Ulang/ Pendaftaran Penambahan Ruang
Lingkup LPK disiapkan sesuai format
yang berlaku.

2.6 Apabila dokumen permohonan
dinyatakan sah dan benar, Konsep
Surat Keputusan Pendaftaran/
Pendaftaran Ulang/ Pendaftaran
Penambahan Ruang Lingkup LPK

disiapkan sesuai format yang berlaku.
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ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

2.7

2.8

Surat keputusan Pendaftaran/
Pendaftaran Ulang/ Pendaftaran
Penambahan Ruang Lingkup LPK
disiapkan dengan melampirkan Lembar
Kontrol verifikasi dan Surat Pengantar.
Dokumen pendaftaran yang disahkan
didokumentasikan dalam sistem
Pendaftaran LPK.

3. Mengirimkan Surat
Penolakan atau Surat
Keputusan Pendaftaran/
Pendaftaran Ulang/
Pendaftaran
Penambahan Ruang
Lingkup Lembaga
Penilaian Kesesuaian
(LPK).

3.4

3.5

3.6

Surat Penolakan atau Surat Keputusan
Pendaftaran/ Pendaftaran Ulang/
Pendaftaran Penambahan Ruang
Lingkup Lembaga Penilaian Kesesuaian
(LPK) Dbeserta lampiran dikirimkan
melalui fax dan jasa pos/ kurir.

Apabila dalam jangka waktu yang telah
ditentukan lampiran surat keputusan
belum dikembalikan maka Penanggung
jawab LPK terdaftar/ dihubungi untuk
mengirimkan surat pernyataan yang
sudah ditandatangani kepada Direktorat
Standardisasi.

Surat Pernyataan yang sudah
ditandatangani didokumentasikan
dalam Sistim Pendaftaran LPK.

4. Mengingatkan LPK
terdaftar akan
kewajibannya untuk
mendaftar ulang.

4.1

4.2

4.3

4.4

Konsep surat pemberitahuan terhadap
LPK terdaftar yang sudah akan berakhir
masa berlaku pendaftarannya dalam
waktu 6 bulan ke depan disiapkan
untuk ditandatangani oleh pimpinan.
Surat Pemberitahuan yang sudah
ditandatangani pimpinan dikirimkan
kepada LPK terdaftar.

Apabila terdapat LPK terdaftar yang
dikenai sanksi pencabutan, konsep
surat pencabutan disiapkan sesuai
dengan alasan yang dikenakan.

Surat pencabutan yang sudah
ditandatangani pimpinan dikirimkan
kepada pihak LPK dimaksud.

BATASAN VARIABEL
1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk

verifikasi permohonan pendaftaran/ pendaftaran ulang/ pendaftaran
penambahan ruang lingkup Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK),
mengirimkan Surat Penolakan atau Surat Keputusan, mengingatkan LPK
terdaftar akan kewajibannya untuk mendaftar ulang, mencabut Pendaftaran

LPK terdaftar yang dikenakan sanksi wuntuk melakukan verifikasi

menerima berkas permohonan, melaksanakan

pendaftaran lembaga penilaian kesesuaian (LPK).
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1.1

Pihak terkait dalam melakukan pengambilan contoh adalah sebagai

berikut, namun tidak terbatas pada:

1.1.1 Direktorat Standardisasi

1.1.2 Direktorat Pengembangan Mutu Barang, Ditjen Standardisasi
dan Perlindungan Konsumen

1.1.3 Komite Akreditasi Nasional

1.1.4 Kementerian terkait yang memberlakukan SNI secara wajib

1.1.5 Lembaga Penilaian Kesesuaian

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan verifikasi pendaftaran

lembaga penilaian kesesuaian (LPK), mencakup tidak terbatas pada:

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Komputer

Aplikasi sistem pendaftaran LPK

Formulir Pendaftaran LPK

Formulir Pendaftaran Ulang/Pendaftaran Koreksi LPK

Check list kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran

Berkas permohonan harus terdiri dari: Surat Permohonan; Legalitas
Hukum LPK; Struktur Organisasi; Daftar Laboratorium yang
digunakan; Daftar Personil; Sertifikat Akreditasi yang telah disahkan
oleh KAN beserta ruang lingkup akreditasi atau Surat Penunjukan dari
Kementerian terkait; serta Contoh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda

SNI (SPPT SNI) yang telah diterbitkan.

. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan verifikasi pendaftaran lembaga

penilaian keseuaian (LPK), meliputi:

3.1

3.2

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007
tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan
Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang
Diperdagangkan;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/4/2008
tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis Indonesia (SIR) yang

Diperdagangkan ke Luar Negeri.

.Norma dan standar untuk melakukan verifikasi lembaga pendaftaran

lembaga penilaian kesesuaian:

4.1

4.2

Peraturan Menteri Teknis Terkait tentang Pemberlakuan SNI secara
Wajib.
Pedoman BSN 401-2000. Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi
Produk.
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4.3

4.4

Peraturan Dirjen Terkait tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan SNI
secara Wajib (bila ada)

MOT-02.01.CFM.01.SOP.01 PELAYANAN PENDAFTARAN LEMBAGA
PENILAIAN KESESUAIAN

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1

1.2

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut: tersedianya chek
list, lembar kontrol yang digunakan di unit kerja.

Penilaian dapat dilakukan dengan lisan/wawancara,
demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat

Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasi sebelum menguasai unit kompetensi ini

dengan unit-unit kompetensi terkait:

2.1
2.2

Melakukan komunikasi efektif

Melakukan pengarsipan dokumen

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

Untuk mendemonstrasikan kompetensi, dibutuhkan pengetahuan sebagai

berikut:

3.1
3.2

3.3
3.4

3.5

3.6
3.7

Pengetahuan tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK);

Pemahaman mengenai Pedoman BSN 401-2000 Persyaratan Umum
Lembaga Sertifikasi Produk;

Pengetahuan mengenai prosedur pelayanan pendaftaran LPK;
Pengetahuan terkait dokumen yang dipersyaratkan dalam pendaftaran
LPK;

Pengetahuan mengenai Peraturan Menteri Teknis terkait tentang
Pemberlakuan SNI secara Wajib;

Kemampuan berkomunikasi efektif;

Kemampuan mengoperasikan komputer dan menggunakan aplikasi-

aplikasi untuk mendukung penggunaan Sistem Pendaftaran LPK;

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1
4.2
4.3

Ketelitian,;
Kecepatan dalam melakukan tugas sesuai waktu yang ditentukan

Disiplin
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5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Bukti-bukti penilaian harus mencakup kemampuan yang diperagakan
untuk melakukan verifikasi sesuai dengan prosedur yang sudah
ditentukan dan bukti hasil verifikasi LPK.

5.2 Minimal satu draft Surat Keputusan atau Penolakan Pendaftaran/
Pendaftaran Ulang/ Pendaftaran Penambahan Ruang Lingkup beserta

check list dan lembar kontrol harus ditunjukkan.

124



31. Melakukan Evaluasi Peraturan Tata Tertib (PTT) dan Kontrak Berjangka

KODE UNIT : DAG.TKD.03.031.02
JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi Peraturan Tata Tertib (PTT) dan
Kontrak Berjangka

DESKRIPSI : Unit ini merupakan kemampuan yang didasari atas
UNIT pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk melakukan evaluasi PTT dan kontrak
berjangka.
ELEMEN KOMPETENSI KEGIATAN UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan 1.1 Identifikasi metode dan formulir evaluasi
evaluasi dibuat sesuai dengan target responden.

1.2 Konsep formulir dan metode pengolahan
disusun berdasarkan disposisi dari pimpinan
dan ketentuan yang berlaku.

1.3 Bahan evaluasi dan kuisioner disiapkan dan
diperbanyak sesuai dengan  jumlah
responden untuk proses evaluasi.

0. Melakukan proses evaluasi|2.1 Wawancara dan  pengisian  kuisioner
dilakukan dengan pihak terkait untuk
mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

2.2 Hasil pengumpulan data dan informasi
dikumpulkan dan diolah untuk dijadikan
dasar pertimbangan evaluasi.

2.3 Rapat internal dilakukan untuk membahas
evaluasi PTT dan kontrak berjangka.

2.4 Notulen rapat disusun.

3. Membuat laporan hasil 3.1 Draft Ilaporan hasil evaluasi disusun
evaluasi berdasarkan notulen rapat dan bahan-
bahan pendukung.
3.2 Draft laporan hasil evaluasi diperiksa dan
disetujui oleh pimpinan.
3.3 Laporan hasil evaluasi PTT dan kontrak
berjangka disampaikan kepada pimpinan.

BATASAN VARIABEL
1. Konteks variabel
1.1 Unit kompetensi ini mencakup evaluasi kontrak berjangka, PTT Bursa
Berjangka, PTT Lembaga Kliring Berjangka, PTT Pasar Fisik Komoditi
(PTT Kontrak Fisik Komoditi) dan PTT Penyelenggaraan Pasar Lelang.
1.2 Pihak-pihak terkait termasuk di bawah ini, namun tidak terbatas
pada:
1.2.1 Bursa Berjangka;
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1.2.2 Lembaga Kliring Berjangka;
1.2.3 Pialang Berjangka;

1.2.4 Pelaku pasar (Asosiasi Komoditi).

2. Pimpinan mencakup tidak terbatas pada:

2.1
2.2
2.3

Kepala Biro Analisis Pasar;
Kepala Bagian Pengembangan Pasar;

Kepala Subbagian Tata Tertib dan Kontrak.

3. Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi

PTT dan kontrak berjangka, mencakup tidak terbatas pada:

3.1
3.2
3.3

Komputer / laptop;
Alat perekam suara;

ATK.

4. Peraturan-peraturan untuk melakukan evaluasi PTT dan kontrak

berjangka, meliputi :

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2011;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Perdagangan Berjangka Komoditi;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 57/M-DAG/PER/8/2014;

Keputusan Kepala Badan Pegawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Nomor 2/BAPPEBTI/KP/X/1999 mengenai Pedoman Penyusunan
Peraturan dan Tata Tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring
Berjangka untuk mendukung Penyelenggaraan Perdagangan
Berjangka Komoditi;

Keputusan Kepala Badan Pegawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Nomor 4/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Pedoman Penyiapan Kontrak
Berjangka yang akan digunakan sebagai dasar Jual Beli Komoditi

Bursa Berjangka.

5. Norma dan standar untuk melakukan evaluasi PTT dan kontrak berjangka,

adalah:

5.1

Standard Operating Procedure (SOP) mengenai Standard Operating
Procedure (SOP) mengenai penyusunan peraturan kepala Bappebti

MOT-01.05.CFM.01.SOP.01;
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5.2 Birokrasi.

PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan
melakukan evaluasi PTT dan kontrak berjangka;

1.2 Metode penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, dan
demonstrasi/praktek di tempat kerja.

2. Persyaratan dan kompetensi

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus

dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit

kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

2.1 Melakukan komunikasi efektif;

2.2 Melakukan pengumpulan data;

2.3 Mengolah data;

2.4 Memproses dokumen;

2.5 Melakukan pengarsipan dokumen.

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pemahaman mengenai peraturan-peraturan terkait;

3.2 Pemahaman terhadap SOP Evaluasi Kontrak Berjangka dan PTT
Bursa Berjangka, PTT Lembaga Kliring Berjangka, PTT Pasar Fisik
Komoditi (PTT Kontrak Fisik Komoditi) dan PTT Penyelenggaraan Pasar
Lelang;

3.3 Pengetahuan mengenai substansi Perdagangan Berjangka Komoditi,
Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang.

3.4 Mengoperasikan komputer dan aplikasi Microsoft Office;

3.5 Melakukan komunikasi dan koordinasi;

3.6 Menggunakan email dan internet;

3.7 Kemampuan analisis permasalahan.

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti;

4.2 Rapi;

4.3 Berpikir sistematis;

4.4 Taat terhadap peraturan.
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5. Aspek kritis
Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah individu
dianggap kompeten, jika sudah mengerjakan pembuatan laporan evaluasi
PTT dan Kontrak Berjangka minimal 1 (satu) kali dengan

mempertimbangan ketepatan waktu dan substansi laporan sesuai dengan

ketentuan.
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32. Memproses Persetujuan Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan

Jaminan

KODE UNIT : DAG.TKD.03.032.04

JUDUL UNIT : Memproses Persetujuan Bank Penyimpan Margin, Dana
Kompensasi dan Jaminan

DESKRIPSI : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan,

UNIT keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk
melakukan pemrosesan pemberian persetujuan bank

penyimpan margin, dana kompensasi dan jaminan.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Memeriksa kelengkapan | 1.1 Dokumen dan Lampiran Persyaratan
persyaratan persetujuan persetujuan  diterima melalui Sistem

Perizinan Online untuk diperiksa
kelengkapannya.

1.2 Dokumen dan Lampiran persetujuan jika
sudah lengkap, dicetak tanda terima
dokumen dan diproses,

1.3 Jika dokumen dan Lampiran belum lengkap
maka hapus data wupload dokumen
pemohon dan dicetak tanda terima
permintaan kelengkapan serta meminta
kepada Pemohon untuk melengkapinya.

2. Melakukan verifikasi 2.1 Dokumen dan Lampiran persetujuan
dokumen diverifikasi untuk melihat kesesuaian
dengan yang  dipersyaratkan  dalam
Peraturan, kemudian diserahkan kepada
Kepala Bagian Pembinaan Usaha untuk
diteliti dan diberikan rekomendasi.

2.2 Dokumen dan Lampiran persetujuan jika
tidak memenuhi syarat maka dalam Sistem
Perizinan Online dokumen dan Lampiran
tersebut dihapus dan diisi rekomendasi
berdasarkan hasil verifikasi serta dicetak :
Surat Permintaan kelengkapan dokumen
dan Lampiran untuk dilengkapi jika
dokumen dan Lampiran belum lengkap;
Surat Penolakan jika tidak memenuhi
persyaratan dalam peraturan yang berlaku
untuk kemudian ditanda tangani oleh
Kepala Biro Perniagaan dan diserahkan
kepada Pemohon melalui media elektronik.

3. Melakukan Evaluasi 3.1 Penjadwalan dan proses presentasi tentang
Presentasi Sistem Sistem Operasional Bank Pemohon diikuti
Operasional Bank (Khusus untuk Persetujuan Bank

Penyimpan Margin, Dana Kompensasi, dan

Dana Jaminan).
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ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

3.2

3.3

Rekomendasi atas penilaian hasil evaluasi
presentasi Bank Pemohon dibuat dan
dituangkan dalam Surat Rekomendasi
Hasil Evaluasi wuntuk diserahkan dan
ditandatangani oleh Kepala Biro
Perniagaan dan dilakukan proses
selanjutnya (Khusus untuk Persetujuan
Bank Penyimpan Margin, Dana
Kompensasi, dan Dana Jaminan).

Jika berdasarkan hasil evaluasi perlu ada
perbaikan maka  dikeluarkan = Surat
Perbaikan  Sistem  Operasional Bank
Pemohon.

4. Melakukan Pemeriksaan
sarana fisik

4.1

4.2

4.3

4.4

Surat Tugas Pemeriksaan Fisik dibuat yang
selanjutnya disampaikan kepada Kepala
Kepala Biro Perniagaan untuk
ditandatangani.

Sarana Fisik diperiksa sesuai dengan
persyaratan dalam Surat Keputusan
Kepala Bappebti.

Rekomendasi atas sarana fisik dibuat dan
dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik,
untuk selanjutnya diserahkan kepada
Kepala Biro Perniagaan untuk disetujui.
Sarana fisik jika tidak disetujui, maka
dibuat surat pemberitahuan  untuk
melengkapi sarana dan prasarana fisik
serta dilakukan penjadwalan ulang untuk
pemeriksaan sarana fisik.

5. Melakukan proses
pencetakan surat
pemberitahuan
pembayaran, sertifikat,
dan Surat Keputusan
Izin Usaha

5.1

5.2

Surat Pemberitahuan Pembayaran dicetak
dan diserahkan kepada Kepala Biro
Perniagaan wuntuk ditandatangani yang
selanjutnya dikirim ke Pemohon melalui
media elektronik.

Sertifikat dan Surat Keputusan dicetak dan
diserahkan kepada Kepala Bappebti untuk
ditandatangani.

6. Menyerahkan sertifikat
dan Surat Keputusan
persetujuan

6.1

6.2

6.3

Bukti transfer pembayaran dicek dan
dicetak tanda terima.

Sertifikat dan Surat Keputusan Izin Usaha
diserahkan kepada Pemohon (penyampaian
surat dilakukan secara berjenjang dari
Kepala Biro Perniagaan. Kepala Bagian
Pembinaan Usaha, Tim Verifikasi, Petugas
Loket).

Persetujuan diarsipkan didalam komputer
dan diupdate dalam aplikasi database
Pelaku Usaha.
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BATASAN VARIABEL
Kontek Variabel

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

Unit ini berlaku untuk memeriksa kelengkapan persyaratan
persetujuan, melakukan verifikasi dokumen, melakukan penjadwalan
untuk presentasi sistem operasional bank, melakukan evaluasi
presentasi sistem operasional bank, melakukan penjadwalan untuk
pemeriksaan sarana fisik, melakukan pemeriksaan sarana fisik,
melakukan proses pencetakan surat pemberitahuan pembayaran,
sertifikat, dan surat keputusan izin usaha, menyerahkan sertifikat
dan surat keputusan persetujuan, mengarsipkan dan updating
database yang digunakan untuk Memproses Persetujuan Bank
Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan,
Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka, Penyelenggara Sistem
Perdagangan Alternatif, Peserta Sistem Perdagangan Alternatif, Pialang
Berjangka Untuk Penyaluran Amanat Luar Negeri Dan Atau
Perubahan Alamat Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi.
Pemohon, termasuk di bawah ini tetapi tidak terbatas :
1.2.1 Bank Penyimpan Margin;
1.2.2 Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif;
1.2.3 Peserta Sistem Perdagangan Alternatif, dan
1.2.4 Pialang Berjangka.
Media Elektronik, termasuk di bawah ini tetapi tidak terbatas :
1.3.1 Email,
1.3.2 Faximili.
Dokumen dan lampiran, termasuk di bawah ini tetapi tidak terbatas :
1.4.1 Dokumen yang digunakan dalam pemrosesan Persetujuan Bank
Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan,
meliputi :
1.4.3.1 lampiran  Peraturan Kepala  Bappebti  Nomor
17/BAPPEBTI/KP/V/2000;
1.4.3.2 Formulir Nomor VII.LBP.1 s.d. VII.BP.2: kelengkapan
dokumen permohonan persetujuan terhadap Bank
umum sebagai Bank penyimpan margin, dana
kompensasi dan dana jaminan;
1.4.3.3 Formulir Nomor VII.BP.3: Surat Keputusan Kepala

Bappebti tentang persetujuan terhadap Bank umum
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1.4.2

1.4.3

1.4.4

sebagai Bank penyimpan margin, dana kompensasi dan
dana jaminan.

Dokumen yang digunakan dalam menjalankan Unit Kompetensi

penerbitan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang, meliputi :

1.4.2.1 Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor
56/BAPPEBTI/KP/9/2005:

1.4.2.2 Formulir Nomor II.PRO.36, III.PRO.36A  s.d.
[II.PRO.36G : kelengkapan dokumen permohonan
Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang
Berjangka;

1.4.2.3 Formulir Nomor III.PRO.38 : Penolakan atas laporan
Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka.

Dokumen yang digunakan dalam menjalankan Unit Kompetensi

persetujuan Penyelenggara dan Peserta Sistem Perdagangan

Alternatif, meliputi :

1.4.3.1 Lampiran  Peraturan Kepala  Bappebti  Nomor
95/BAPPEBTI/PER/06/2012 tentang Sistem
Perdagangan Alternatif;

1.4.3.2 Formulir Nomor I.SPA.1 s.d. I.SPA.7, I1.SPA.11A,
[.SPA.15 s.d. I.SPA.21 dan [.SPA.25A: kelengkapan
dokumen permohonan Pemberian Persetujuan
Penyelenggara dan Peserta SPA.

Dokumen yang digunakan dalam menjalankan Unit Kompetensi

persetujuan Perubahan Alamat Pelaku Usaha Perdagangan

Berjangka Komoditi, meliputi:

1.4.4.1 Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor
56/BAPPEBTI/KP/9/2005:

1.4.4.2 Formulir Nomor II.PRO.33 : Permohonan Perubahan
Nama dan Alamat Pialang Berjangka;

1.4.4.3 Formulir Nomor III.PRO.33.A s.d. II.PRO.33.C:
kelengkapan dokumen Perubahan Nama dan Alamat
Pialang Berjangka;

1.4.4.4 Formulir Nomor III.PRO.34 : Persetujuan atas

Perubahan Nama dan Alamat Pialang Berjangka;
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1.4.5

1.4.6

1.4.4.5 Formulir Nomor III.PRO.35 : Penolakan atas Perubahan
Nama dan Alamat Pialang Berjangka;

1.4.4.6 Lampiran  Peraturan Kepala  Bappebti @ Nomor
95/BAPPEBTI/PER/06/2012.

Lampiran persyaratan dokumen dalam Pemberian Persetujuan

Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan,

meliputi:

1.4.5.1 Anggaran Dasar Bank dan perubahan telah disahkan
oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan;

1.4.5.2 Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP );

1.4.5.3 Izin Usaha sebagai Bank Umum yang berstatus Bank
Devisa;

1.4.5.4 Laporan keuangan 3 Tahun Terakhir yang telah diaudit
oleh Akuntan Publik;

1.4.5.5 Buku Pedoman operasional tentang kegiatan
penyimpanan dana dalam rekening yang akan
dilakukan oleh Bank yang sesuai dengan kebutuhan
pengguna; dan

1.4.5.6 Rekomendasi Bank Indonesia.

Lampiran persyaratan dokumen dalam Pemberian Persetujuan

Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka, meliputi :

1.4.6.1 Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan,;

1.4.6.2 Rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan
organisasi, tata kerja, proyeksi keuangan, fasilitas
komunikasi, system pengawasan intern, dan program
pelatihan yang akan diadakan;

1.4.6.3 Daftar nama dan data pegawai yang memiliki izin Wakil
Pialang Berjangka;

1.4.6.4 Laporan keuangan atas saldo modal akhir dan
penambahan modal yang diaudit Akuntan Publik;

1.4.6.5 Daftar pernyataan mengenai integritas Kepala Kantor
Cabang yang dibuat dengan menggunakan Formulir
Nomor III.PRO.50.A;

1.4.6.6 Surat pernyataan direksi bahwa Kantor Cabang tidak
dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung,

oleh orang perseorangan,;

133



1.4.7

1.4.6.7 Surat pernyataan Kepala Kantor Cabang yang
menyatakan tidak bekerja rangkap sebagai Kepala
Kantor Cabang dan/atau direksi pada Pialang
Berjangka lain dibuat dengan menggunakan Formulir
Nomor III.PRO.50.C;

1.4.6.8 Surat pernyataan Kepala Kantor Cabang bahwa yang
bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga
sampai derajat kedua dengan direksi dan/atau Kepala
Kantor Cabang Pialang Berjangka yang bersangkutan
dibuat sesuai dengan Formulir Nomor III.PRO.50.D;

1.4.6.9 Surat pernyataan Kepala Kantor Cabang tidak
mempunyai saham pada perusahaan berjangka lainnya
dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor
[II.PRO.50.E;

1.4.6.10Keterangan kelengkapan Kantor Cabang Pialang
Berjangka dibuat dengan menggunakan Formulir
Nomor III.PRO.50.F.

Lampiran persyaratan dokumen dalam Pemberian Persetujuan

Penyelenggara dan Peserta SPA, meliputi :

1.4.7.1 Pemberian Persetujuan sebagai Penyelenggara SPA;

1.4.7.2 Copy Akte Pendirian perseroan atau perubahannya
yang disahkan Menteri Hukum dan HAM,;

1.4.7.3 Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan,;

1.4.7.4 Daftar nama dan data pemegang saham/anggota
komisaris dan direksi yang baru;

1.4.7.5 Daftar orang perseorangan yang mengendalikan
Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif baik
langsung maupun tidak langsung;

1.4.7.6 Surat Penyataan komisaris dan direksi yang baru, yang
menyatakan tidak mempunyai jabatan rangkap pada
perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan
Berjangka lainnya dibuat sesuai dengan Formulir
Nomor [.SPA.1;

1.4.7.7 Surat Penyataan komisaris/direksi/pemegang saham
yang baru, bahwa yang yang bersangkutan tidak

mempunyai saham pada perusahaan yang bergerak di
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bidang Perdagangan Berjangka lainnya dibuat sesuai

dengan Formulir Nomor [.SPA.2.

1.4.8 Lampiran Pemberian Persetujuan sebagai Peserta SPA, meliputi:

1.4.9

1.4.8.1

1.4.8.2

1.4.8.3

1.4.8.4

1.4.8.5

1.4.8.6

1.4.8.7

1.4.8.8

1.4.8.9

Copy Akte Pendirian perseroan Terbatas (PT) yang
disahkan Menteri Hukum dan HAM;

Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Copy Izin Usaha Pialang Berjangka;

Copy tanda keanggotaan pada Bursa Berjangka;

Copy tanda keanggotaan pada Lembaga Kliring
Berjangka;

Laporan keuangan atas saldo modal yang telah diaudit
oleh Akuntan Publik;

Keterangan kesiapan sarana dan sistem yang
mendukung perdagangan secara teratur, wajar, efisien,
efektif dan transparan;

Copy surat perjanjian kerjasama dengan Pedagang
Berjangka Anggota Kliring Peserta Sistem Perdagangan
Alternatif;

Daftar riwayat hidup (CV) masing-masing anggota

Dewan Komisaris dan Direksi atau Pengurus;

1.4.8.10Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/paspor Dewan

Komisaris dan Direksi atau Pengurus;

1.4.8.11Copy surat izin tinggal bagi tenaga kerja asing yang

dipekerjakan;

1.4.8.12Copy surat izin kerja tenaga asing yang dipekerjakan.

Lampiran persyaratan dokumen dalam Pemberian Persetujuan

Pialang Berjangka untuk PALN, meliputi :

1.4.9.1
1.4.9.2
1.4.9.3

1.4.9.4
1.4.9.5

1.4.9.6

Copy izin usaha sebagai Pialang Berjangka;

Copy tanda keanggotaan pada Bursa Berjangka;

Copy tanda keanggotaan pada Lembaga Kliring
Berjangka;

Rekomendasi dari Bursa Berjangka dalam negeri;

Copy bukti kerjasama dengan Pialang Berjangka Luar
Negeri;

Copy sertifikat pelatihan atau keterangan keahlian
Wakil Pialang Berjangka mengenai peraturan dan

transaksi luar negeri;
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1.4.9.7 Copy surat izin kerja tenaga asing dan izin tinggal bagi

warga Negara asing yang dipekerjakan;

1.4.9.8 Bukti setor Dana Jaminan bagi Pialang Berjangka; dan

1.4.9.9 Bukti pembukaan rekening terpisah.

1.4.10 Lampiran persyaratan dokumen dalam Pemberian Persetujuan

Perubahan Alamat Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka

Komoditi, meliputi :

1.4.

1.4.

1.4.

1.4

1.4.

1.4.

1.4

1.4.
1.4

1.4.

1.4.

10.1Pemberian Persetujuan Perubahan Alamat Pialang
Berjangka;

10.2Akta pendirian perseroan atau perubahannya yang
telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;

10.3Copy Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) perusahaan;

.10.4Rencana usaha 3 (tiga)Tahun termasuk susunan

organisasi, uraian tugas, proyeksi, standard operational
procedure (SOP) fasilitas komunikasi, system
pengawasan intern, dan program latihan yang akan
diadakan;

10.5Surat pernyataan kesediaan memberikan surat kuasa
pemeriksaan rekening terpisah sewaktu-waktu
dibutuhkan oleh Bappebti;

10.6Sarana promosi dan publikasi;

.10.7Daftar nama dan data pemegang saham/anggota

komisaris dan direksi yang baru;

10.8Surat peryataaan komisaris dan direksi yang baru,;

.10.9Surat pernyataan komisaris dan direksi yang baru,

yang menyatakan tidak bekerja sebagai direksi pada
Pialang Berjangka lain dibuat sesuai dengan Formulir
Nomor III.PRO.30.B;

10.10 Surat pernyataan komisaris dan direksi yang baru
bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan
keluarga sampai derajat kedua dengan komisaris atau
direksi dalam Pialang Berjangka yang bersangkutan
dibuat sesuai dengan Formulir Nomor III.PRO.30.C;

10.11 Jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang terdapat

pada Formulir Nomor III.PRO.30.C.1.

1.4.11 Lampiran persyaratan dokumen dalam Pemberian Persetujuan

atas Perubahan Alamat Penyelenggara SPA, meliputi :
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1.4.11.1Akta Pendirian Perseroan atau perubahannya yang
telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;

1.4.11.2Copy Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) perusahaan;

1.4.11.3Keterangan kelengkapan Penyelenggara Sistem
Perdagangan Altrnatif dibuat dengan menggunakan
Formulir Nomor I.SPA.11.A.

1.4.12 Lampiran persyaratan dokumen dalam Pemberian Persetujuan

atas Perubahan Alamat Peserta SPA, meliputi :

1.4.12.1Akta Pendirian Perseroan atau perubahannya yang
telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;

1.4.12.2Copy Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) perusahaan;

1.4.12.3Keterangan kelengkapan Penyelenggara Sistem
Perdagangan Alternatif dibuat dengan menggunakan
Formulir Nomor I.SPA.25.A.

2. Peralatan dan perlengkapan wuntuk Memproses Persetujuan Bank
Penyimpan Margin, Dana Kompensasi Dan Dana Jaminan, Pembukaan
Kantor Cabang Pialang Berjangka, Penyelenggara SPA, Peserta SPA,
Pialang Berjangka Untuk PALN Dan Atau Perubahan Alamat Pelaku Usaha
Perdagangan Berjangka Komoditi., mencakup tidak terbatas pada :

2.1 Komputer;

2.2 Printer;

2.3 Internet;

2.4 Software Pendukung dalam Perizinan Online.

3. Peraturan yang diperlukan untuk Memproses Persetujuan Bank
Penyimpan Margin, Dana Kompensasi Dan Dana Jaminan, Pembukaan
Kantor Cabang Pialang Berjangka, Penyelenggara SPA, Peserta SPA,
Pialang Berjangka Untuk PALN Dan Atau Perubahan Alamat Pelaku Usaha
Perdagangan Berjangka Komoditi, meliputi :

3.1 Daftar peraturan perundang-undangan Perdagangan Berjangka
Komoditi :
3.1.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2011;
3.1.2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
57/M-DAG/PER/8/2014.

Daftar peraturan perundang-undangan tentang Persetujuan Bank

Penyimpan Margin:

3.2.1 Peraturan Kepala Bappebti Nomor 17/BAPPEBTI/KP/V /2000
tentang pedoman persetujuan terhadap Bank umum sebagai
Bank penyimpan margin, dana kompensasi dan dana jaminan.

Daftar peraturan perundang-undangan tentang Pembukaan Kantor

Cabang Pialang Berjangka :

3.3.1 Peraturan Kepala Bappebti Nomor 53/BAPPEBTI/KP/VII/2004
tentang Persyaratan Pembukaan Kantor Cabang Pialang
Berjangka;

3.3.2 Peraturan Kepala Bappebti Nomor 56/BAPPEBTI/KP/9/2005
tentang Izin Usaha Pialang Berjangka;

3.3.3 Peraturan Kepala Bappebti Nomor 95/BAPPEBTI/PER/06/2012
tentang Sistem Perdagangan Alternatif;

3.3.4 Peraturan Kepala Bappebti Nomor 98 /BAPPEBTI/PER/08/2012
tentang Perubahan Peraturan Kepala Bappebti Nomor
73 /BAPPEBTI/Per/9/2009 tentang pembukaan kantor cabang
pialang berjangka peserta SPA dan persyarata kerjasama antara
penyelenggara dengan peserta SPA.

Daftar peraturan perundang-undangan tentang Persetujuan

Penyelenggara dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif :

3.4.1 Peraturan Kepala Bappebti Nomor 95/BAPPEBTI/PER/06/2012
tentang Sistem Perdagangan Alternatif;

3.4.2 Peraturan Kepala Bappebti Nomor 98/ BAPPEBTI/PER/08/2012
tentang Perubahan Peraturan Kepala Bappebti Nomor
73 /BAPPEBTI/Per/9/2009 tentang pembukaan kantor cabang
pialang berjangka peserta SPA dan persyarata kerjasama antara
penyelenggara dengan peserta SPA.

Daftar peraturan perundang-undangan tentang Persetujuan Pialang

Berjangka untuk PALN :

3.5.1 Peraturan Kepala Bappebti Nomor 82/BAPPEBTI/Per/04/2010
tentang Tata Cara Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa
Berjangka Luar Negeri.

Daftar peraturan perundang-undangan tentang Persetujuan

Perubahan Alamat Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi :
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3.6.1 Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/KP/X/1999
tentang Perizinan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring
Berjangka;

3.6.2 Peraturan Kepala Bappebti Nomor 56/BAPPEBTI/KP/9/2005
tentang Izin Usaha Pialang Berjangka;

3.6.3 Peraturan Kepala Bappebti Nomor 95/BAPPEBTI/PER/06/2012

tentang Sistem Perdagangan Alternatif.

4. Norma dan standar untuk Memproses Persetujuan Bank Penyimpan

Margin, Dana Kompensasi Dan Dana Jaminan, Pembukaan Kantor Cabang

Pialang Berjangka, Penyelenggara SPA, Peserta SPA, Pialang Berjangka
Untuk PALN Dan Atau Perubahan Alamat Pelaku Usaha Perdagangan

Berjangka Komoditi, meliputi:

4.1

4.2

4.3

4.4

Standard Operational Procedures (SOP) Mikro Pemberian Persetujuan
Bank Penyimpan Margin;

Standard Operational Procedures (SOP) Mikro Pemberian Persetujuan
Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka;

Standard Operational Procedures (SOP) Mikro Pemberian Persetujuan
Penyelenggara SPA dan Peserta SPA;

Standard Operational Procedures (SOP) Mikro Pemberian Persetujuan

Perubahan Alamat Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi;

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara praktek ditempat kerja, maupun

portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus

dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit

kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

2.1

2.2
2.3

2.4

Memproses Izin Usaha Bursa Berjangka, Kliring Berjangka, dan
Pialang Berjangka;

Memproses Izin Wakil Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka;
Memproses Persetujuan Pemberhentian Direktur Kepatuhan dan atau
Perubahan Nama Pelaku Usaha di bidang Perdagangan Berjangka
Komoditi

Memproses Persetujuan Perubahan Pengurus dan Pemegang saham

Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi.
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3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1

3.2

Untuk mendemonstrasikan kompetensi ini, dibutuhkan pengetahuan

di bawah ini:

3.1.1 Pemahaman Peraturan terkait Perizinan Perdagangan Berjangka
Komoditi;

3.1.2 Kemampuan untuk mengolah data sederhana;

3.1.3 Mengetahui tugas dan fungsi pada Sistem Perizinan Online.

Untuk mendemonstrasikan kompetensi, dibutuhkan keterampilan di

bawah ini:

3.2.1 Kemampuan memproses data secara elektronik, dan Internet;

3.2.2 Kemampuan koordinasi dalam pelaksaaan pekerjaan;

3.2.3 Kemampuan komunikasi verbal dan non verbal.

4. Sikap Kerja yang diperlukan:

4.1
4.2
4.3

Teliti;
Tenang;

Berpikir sistematis.

5. Aspek Kritis:

5.1

5.2

Individu dianggap disebut kompeten, jika sudah dapat memproses
Persetujuan Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi Dan Dana
Jaminan, Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka,
Penyelenggara SPA, Peserta SPA, Pialang Berjangka Untuk PALN Dan
Atau Perubahan Alamat Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka
Komoditi dan dibuktikan dengan kemampuan yang diperagakan
untuk melakukan penerbitan perizinan dengan prosedur yang sudah
ditentukan.

Bukti hasil pemberian persetujuan berupa Surat Keputusan
persetujuan Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana
Jaminan, Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka,
Penyelenggara SPA, Peserta SPA, dan atau Perubahan alamat Pelaku
Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi dan Sertifikat persetujuan
Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan,
Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka, Penyelenggara SPA,
Peserta SPA, dan atau Perubahan alamat Pelaku Usaha Perdagangan

Berjangka Komoditi minimal satu kali harus ditunjukan.
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33. Melakukan Pengawasan Transaksi Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka

Komoditi
KODE UNIT :  DAG.TKD.03.033.05
JUDUL UNIT : Melakukan Pengawasan Transaksi Pelaku Usaha
Perdagangan Berjangka Komoditi
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk
melakukan pengawasan transaksi perdagangan
berjangka komoditi. Unit kompetensi ini meliputi
pengumpulan dan pengolahan data sampai
pembuatan laporan hasil pengawasan.
ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan dan 1.1 Data Laporan transaksi dari Pelaku
mengolah data transaksi Usaha dikumpulkan secara elektronik
dari Bursa Berjangka dan maupun manual dan dijadikan kompilasi
penyelenggara Sistem data yang akan diolah.
Perdagangan Alternatif 1.2 Data transaksi berdasarkan jenisnya

(Multilateral, Penyaluran Amanat Luar
Negeri dan Sistem Perdagangan Alternatif)
diklasifikasikan.

1.3 Volume transaksi harian diakumulasi
menjadi data transaksi bulanan dan

direkap.
1.4 Data transaksi berdasarkan jenisnya dan
data volume transaksi bulanan

diserahkan ke bagian yang menangani.

2. Melakukan Rekonsiliasi 2.1 Draft hasil olah data transaksi dan
data transaksi dengan rekapitulasi data transaksi yang sudah
Pelaku Usaha diteliti, diterima.

2.2 Data dari Bursa Berjangka dan Lembaga
Kliring Berjangka dilakukan rekonsiliasi
untuk melihat apakah terjadi indikasi
pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku
usaha dalam melakukan transaksi.

3. Membuat laporan hasil 3.1 Laporan hasil pengawasan transaksi
pengawasan transaksi bulanan dibuat.
bulanan. 3.2 Nota dinas pengantar laporan dibuat.

3.3 Laporan hasil pengawasan transaksi
bulanan dan Konsep Nota Dinas
Pengantar Laporan diserahkan, diteliti
dan ditandatangani.

3.4 Laporan hasil pengawasan transaksi
bulanan gunakan sebagai  bahan
informasi dan pengambilan keputusan.
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BATASAN VARIABEL

1.

Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk Mengumpulkan data transaksi dari Bursa
Berjangka dan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif,
Mengolah data transaksi, Melakukan Rekonsiliasi data transaksi
dengan Pelaku Usaha, Menyusun konsep laporan hasil pengawasan
transaksi bulanan dan Konsep Nota Dinas Pengantar Laporan,
Menyerahkan laporan hasil pengawasan transaksi bulanan yang
digunakan untuk melakukan pengawasan transaksi pelaku usaha
Perdagangan Berjangka Komoditi;

1.2 Penyerahan Laporan dilakukan secara berjenjang dari Kepala Sub
Bagian Pengawasan Transaksi Pelaku Pasar, Kepala Bagian
Pengawasan Transaksi, Kepala Biro Perniagaan.

Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan pengawasan transaksi

pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, mencakup tidak terbatas

pada:

2.1 Komputer/Laptop;

2.2  Printer;

2.3 Software Pengolahan Data (Misalnya: Ms Excel).

Peraturan yang diperlukan untuk melakukan pengawasan transaksi

Pelaku Usaha perdagangan berjangka komoditi, meliputi :

3.1 Daftar peraturan perundang-undangan Perdagangan Berjangka
Komoditi:

3.1.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011;

3.1.2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
57/M-DAG/PER/8/2012;

3.2 Daftar peraturan perundang-undangan dalam melakukan
pengawasan transaksi Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka
Komoditi :

3.2.1 Peraturan Kepala Bappebti Nomor 72 /BAPPEBTI/Per/9/2009
tentang Kontrak Derivatif yang Diperdagangkan dalam Sistem

Perdagangan Alternatif;
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3.2.2 Peraturan Kepala Bappebti Nomor
82 /BAPPEBTI/Per/04/2010 tentang Tata Cara Penyaluran
Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka Luar Negeri;

3.2.3 Peraturan Kepala Bappebti Nomor
84 /BAPPEBTI/Per/09/2010 tentang Penetapan Daftar Bursa
Dan Kontrak Berjangka Luar Negeri;

3.2.4 Peraturan Kepala Bappebti Nomor
85/BAPPEBTI/Per/10/2010 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi NOMOR 69/BAPPEBTI/Per/6/2009 Tentang
Penggerak Pasar (Market Maker) dan Kewajiban Melakukan
Transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka;

3.2.5 Peraturan Kepala Bappebti Nomor
88/BAPPEBTI/Per/01/2011 tentang Sistem Pengawasan
Tunggal (Supervisory System) Dan Sistem Perdagangan Dalam
Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif;

3.2.6 Peraturan Kepala Bappebti Nomor
89/BAPPEBTI/Per/09/2011 tentang Penetapan Jenis Kontrak
Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang
dilaporkan ke Bursa Berjangka dan didaftarkan ke Lembaga
Kliring Berjangka;

3.2.7 Peraturan Kepala Bappebti Nomor
94 /BAPPEBTI/Per/04 /2012 tentang  Perubahan  Atas
Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi Nomor 90/BAPPEBTI/PER/10/2011 Tentang
Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka,
Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif
Lainnya Yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka;

3.2.8 Peraturan Kepala BAPPEBTI No: 95/BAPPEBTI/Per/06/2012
tentang Sistem Perdagangan Alternatif.

4. Norma dan standar untuk melakukan pengawasan transaksi Pelaku
Usaha perdagangan berjangka komoditi, meliputi :
4.1 Standard Operating Procedures (SOP) Mikro Pengawasan Transaksi

Perdagangan Berjangka Komoditi.
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PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut;

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara praktek di tempat kerja,
maupun portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus

dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit

kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

2.1 Melakukan Pengawasan Laporan Direktur Kepatuhan Pialang
Berjangka;

2.2 Melakukan Pengawasan Keuangan Pelaku Usaha Perdagangan
Berjangka Komoditi;

2.3 Melakukan Audit Kepatuhan terhadap Pelaku Usaha Perdagangan
Berjangka Komoditi.

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pemahaman peraturan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

3.2 Pengetahuan mengenai mekanisme transaksi Perdagangan Berjangka
Komoditi;

3.3 Kemampuan pengolahan database (Ms.Office & Ms. Access);

3.4 Kemampuan koordinasi dalam pelaksaaan pekerjaan,;

3.5 Kemampuan komunikasi verbal dan non verbal.

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti;

4.2 Ketekunan;

4.3 Berpikir sistematis.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Individu dianggap kompeten, jika sudah dapat melakukan
Pengawasan Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi dan
dibuktikan dengan kemampuan yang diperagakan untuk melakukan
Pengawasan Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi dengan
prosedur yang sudah ditentukan;

5.2 Bukti berupa Laporan Hasil Pengawasan Transaksi Bulanan minimal

satu kali harus ditunjukan.
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34. Melaksanakan Pengawasan Lembaga Sistem Resi Gudang (SRG)

KODE UNIT
JUDUL UNIT

DESKRIPSI UNIT

DAG.TKD.03.034.05

Melaksanakan Pengawasan Lembaga Sistem Resi
Gudang (SRG)

Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan,

keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk

melaksanakan kegiatan pengawasan
gudang melalui
finansial

peraturan di bidang

terdiri

dari

dan non finansial

sistem resi

analisa data, identifikasi data
yang berdasarkan

SRG. Kegiatan pengawasan

analisa data keuangan dan audit

kepatuhan (fisik dan prosedur).

ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

Melakukan pemantauan
terhadap penerbitan resi
gudang, penjaminan resi
gudang secara on line dan
Laporan BuLanan
Penerbitan Resi Gudang
(RG).

1.1

1.2

1.3

1.4

Bahan dan data
dikumpulkan.

Bahan dan data direkap berdasarkan
laporan bulanan, tri wulan dan
tahunan.

Tanggal Penyerahan Laporan diteliti
secara cermat dan disesuaikan
dengan ketentuan peraturan.
Kelengkapan penyampaian Laporan
Keuangan dan Laporan Penerbitan
Resi Gudang serta kesesuaian format
dan isi Laporan Keuangan dikaji
sesuai dengan ketentuan peraturan
dan sistem IS-WARE.

laporan

Melakukan analisa laporan
keuangan dan Laporan
Penerbitan RG.

2.1

2.2

Bahan dan data laporan yang telah
direkap, ditandai aspek pentingnya
dan dianalisis sesuai dengan obyek
pengawasannya.

Akun laporan  keuangan dan
penerbitan resi diidentifikasi sesuai
dengan ketentuan peraturan.

Melakukan Kegiatan
Pengawasan Rutin dan
Pengawasan Lapangan

3.1

3.2

3.3

3.4

Jadwal pemeriksaan fisik dan stock
opname dibuat

Evaluasi terhadap kondisi keuangan
Pengelola Gudang dilakukan.

Status Resi Gudang yang dijaminkan
ke Bank diidentifikasi untuk setiap
pengelola Gudang;

Saldo Resi Gudang untuk setiap
gudang diidentifikasi setiap hari
berdasarkan data dari Pusat
Registrasi;

145




ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

3.5 Pemeriksaan lapangan dilakukan
sesuai dengan jadwal dan prosedur
yang berlaku.

3.6 Berita hasil acara pemeriksaan
ditandatangani dan jadwal perbaikan
berdasarkan temuan ditentukan oleh
tim pengawas

4. Membuat laporan kegiatan 4.1 Hasil data pengawasan  rutin,
pengawasan pemeriksaan dan analisa keuangan
dikumpulkan.

4.2 Konsep laporan akhir kegiatan
pengawasan disiapkan dan disusun
sesuai dengan format yang telah
ditentukan.

4.3 Laporan hasil pengawasan
disampaikan kepada pejabat
berwenang dan tindak lanjut hasil
pengawasan disampaikan kepada
tim.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1

1.2

1.3

Unit ini berlaku untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan Lembaga

SRG, meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan

pembinaan SRG.

Kegiatan pengawasan lembaga SRG dalam unit kompetensi ini

meliputi namun tidak terbatas pada:

1.2.1 Gudang SRG yang sudah diberikan perijinan dan sudah
melakukan penyimpanan barang;

1.2.2 Gudang SRG yang sudah diberikan perijinan namun belum
melakukan penyimpanan barang;

1.2.3 Gudang SRG yang dibangun pemerintah;

1.2.4 Pengelola Gudang SRG;

1.2.5 Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam SRG;

1.2.6 Perusahaan Asuransi yang menanggung barang dalam gudang
SRG;

1.2.7 Pusat Registrasi.

Pihak luar yang dihubungi untuk mempersiapkan kegiatan

pengawasan SRG meliputi namun tidak terbatas pada:

1.3.1 Bank Indonesia (BI);

1.3.2 Kementerian Keuangan,;

1.3.3 Kementerian Negara Koperasi dan UKM;

1.3.4 Lembaga Keuangan non Perbankan;
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1.3.5 Komite Akreditasi Nasional,

1.3.6 Dinas yang membidangi perdagangan di Pemerintah Daerah
Tingkat I/1I;

1.3.7 Pelaku Usaha SRG.

2. Peralatan dan Perlengkapan untuk melakukan kegiatan pengawasan SRG,

mencakup namun tidak terbatas pada:

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Komputer atau Laptop yang mendukung pengolahan kata, angka dan
data;

Printer;

Peralatan komunikasi (telpon, fax, email);

Alat ukur konstruksi;

Alat uji konstruksi;

Kendaraan bermotor.

3. Peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan,

meliputi namun tidak terbatas pada:

3.1

3.2

3.3

3.4

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2011;

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011
tentang Barang yang Dapat Disimpan di Gudang dalam
Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang;

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
(15 buah) yang mengatur mengenai teknis penyelenggaraan Sistem

Resi Gudang.

4. Norma dan standar untuk melakukan pengawasan lembaga, adalah:

4.1 Standard Operating Procedure (SOP) yang terkait dengan Pengawasan

PBK, SRG dan PL (MOT - 05.07.CFM.02.SOP.01).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat

berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut;

1.2 Metode penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis,

demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat

kerja.
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2. Persyaratan kompetensi
Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus
dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit
kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:
2.1 Melakukan komunikasi efektif;
2.2 Melakukan pengumpulan data;
2.3 Mengolah data;
2.4 Melakukan pengarsipan dokumen.
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
3.1 Pengetahuan tentang Pedoman Operasional Baku Dalam Pelaksanaan
Sistem Resi Gudang;
3.2 Pengetahuan tentang Keputusan Menteri Perdagangan tentang
Pedoman Administrasi Umum Departemen Perdagangan;
3.3 Metoda pemeriksaan teknis Lembaga dalam Sistem Resi Gudang;
3.4 Manajemen waktu.
3.5 Mengoperasikan komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk
analisa perhitungan dari sederhana hingga proyeksi 5 tahunan;
3.6 Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik;
3.7 Kemampuan menggunakan peralatan komunikasi;
3.8 Kemampuan bahasa inggris yang baik;
3.9 Kemampuan menggunakan alat ukur dan uji;
3.10 Kemampuan memeriksa stok barang disimpan;
3.11 Kemampuan melakukan uji mutu;
3.12 Kemampuan memimpin;
3.13 Mampu bekerja sama dalam tim.
4. Sikap kerja yang diperlukan:
4.1 Teliti;
4.2 Mampu mengambil keputusan;
4.3 Intergritas;
4.4 Mampu bekerja dalam tekanan;
4.5 Berpikir sistematis.
S. Aspek kritis
Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah individu
dianggap kompeten, jika sudah melakukan 12 (dua belas) kali kegiatan
pengawasan dengan mempertimbangkan waktu penyelesaian sesuai

dengan ketentuan.
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35. Membuat Laporan Hasil

Pengawasan Direktur Kepatuhan Pialang

Berjangka Perdagangan Berjangka Komoditi

KODE UNIT
JUDUL UNIT

DESKRIPSI UNIT

DAG.TKD.03.035.02

Membuat Laporan Hasil Pengawasan Direktur
Kepatuhan Pialang Berjangka Perdagangan Berjangka
Komoditi

Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk
melakukan pengawasan laporan direktur kepatuhan
pialang berjangka perdagangan berjangka komoditi.

Unit kompetensi ini meliputi kemampuan memahami

peraturan di bidang perdagangan berjangka komoditi.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Melakukan verifikasi 1.1 Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur

dan rekapitulasi

Kepatuhan Pialang Berjangka yg telah yang
telah diberi disposisi diterima untuk
diakukan proses lanjutan. (penerimaan
laporan atas Pelaksanaan Tugas Direktur
Kepatuhan Pialang Berjangka dilakukan
secara berjenjang.

1.2 Batas waktu penyampaian Laporan,
Kelengkapan dan kesesuaian format
laporan dan data atas Laporan tersebut
dengan data yang ada di BAPPEBTI
diverifikasi.

1.3 Kesesuaian isi laporan terhadap peraturan
yang berlaku diverifikasi.

2. Membuat Laporan Hasil | 2.1 Konsep Nota Dinas dibuat.

Pengawasan

Pelaksanaan tugas
Direktur Kepatuhan

2.2 Draft Laporan Hasil Pengawasan
Pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan
Pialang Berjangka dibuat.

2.3 Konsep Nota Dinas dan Draft Laporan Hasil
Pengawasan Pelaksanaan tugas Direktur
Kepatuhan Pialang Berjangka disampaikan
secara berjenjang.

2.4 Apabila Konsep Nota Dinas dan Draft
Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan
tugas Direktur Kepatuhan Pialang
Berjangka ada yang salah maka
dikembalikan kembali untuk diperbaiki.
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BATASAN VARIABEL

1.

Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan verifikasi dan rekapitulasi, membuat

laporan hasil pengawasan pelaksanaan tugas direktur kepatuhan yang

digunakan untuk melakukan pengawasan laporan direktur kepatuan
pialang berjangka perdagangan berjangka komoditi.

Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan pengawasan laporan

Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka Perdagangan Berjangka Komoditi,

mencakup tidak terbatas pada :

2.1 Komputer/Laptop;

2.2 Printer;

2.3 Software Pengolahan Data (Misal: Ms Excel).

Peraturan yang diperlukan untuk melakukan pengawasan laporan

Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka Perdagangan Berjangka Komoditi,

meliputi :

3.1 Daftar peraturan perundang-undangan Perdagangan Berjangka
Komoditi :

3.1.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2011;

3.1.2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
57/M-DAG/PER/8/2012.

3.2 Daftar peraturan perundang-undangan Perdagangan Berjangka
Komoditi tentang melakukan pengawasan laporan Direktur
Kepatuhan Pialang Berjangka PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITTI:

3.2.1 Peraturan Kepala Bappebti Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009
tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor
63/BAPPEBTI/Per/ 9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku
Pialang Berjangka;

3.2.2 Peraturan Kepala Bappebti Nomor
67 /BAPPEBTI/Per/1/2009Tentang Penugasan Direktur

Kepatuhan (Compliance Director) Pialang Berjangka;
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3.2.3 Peraturan Kepala Bappebti Nomor 95/BAPPEBTI/Per/06/2012
tentang Sistem Perdagangan Alternatif;

3.2.4 Peraturan Kepala Bappebti Nomor 85/BAPPEBTI/Per/10/2010
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor
69/BAPPEBTI/Per/6/2009 Tentang Penggerak Pasar (Market
Maker) dan Kewajiban Melakukan Transaksi Kontrak Berjangka
di Bursa Berjangka;

3.2.5 Peraturan Kepala Bappebti Nomor 89/ BAPPEBTI/Per/09/2011
tentang Penetapan Jenis Kontrak Derivatif dalam Sistem
Perdagangan Alternatif yang dilaporkan ke Bursa Berjangka dan

didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka.

4. Norma dan standar untuk melakukan pengawasan laporan Direktur

Kepatuhan Pialang Berjangka Perdagangan Berjangka Komoditi, meliputi

Standard Operational Procedures (SOP) Mikro Penelaahan Evaluasi Laporan

Berkala Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat

berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut. Penilaian dapat

dilakukan dengan cara praktek ditempat kerja, maupun portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus

dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit

kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

2.1

2.2

2.3

Melakukan Pengawasan Transaksi Pelaku Usaha Perdagangan
Berjangka Komoditi;
Melakukan Pengawasan Keuangan Pelaku Usaha Perdagangan
Berjangka Komoditi;
Melakukan Audit Kepatuhan terhadap Pelaku Usaha Perdagangan
Berjangka Komoditi.

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1

3.2

Pengetahuan tentang peraturan terkait Evaluasi atas Laporan
Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka Perdagangan Berjangka
Komoditi;

Kemampuan mengoperasikan komputer (Min. Ms Office);

151



3.3

Kemampuan koordinasi dalam pelaksaaan pekerjaan;

3.4 Kemampuan komunikasi verbal dan non verbal.

4.1
4.2

Sikap kerja yang diperlukan:

Teliti dalam melakukan pengawasan,;

Berpikir sistematis.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1

5.2

Individu dianggap kompeten, jika sudah dapat melakukan
pengawasan Laporan Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka
Perdagangan Berjangka Komoditi dan dibuktikan dengan kemampuan
yang diperagakan untuk melakukan pengawasan laporan Direktur
Kepatuhan pialang berjangka Perdagangan Berjangka Komoditi
dengan prosedur yang sudah ditentukan;

Bukti berupa Laporan Hasil Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan

tugas Direktur Kepatuhan minimal satu kali harus ditunjukan.
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36. Melakukan Penyusunan Buku Statistik Perdagangan Berjangka Komoditi

(PBK)
KODE UNIT : DAG.TKD.03.036.05
JUDUL UNIT : Melakukan Penyusunan Buku Statistik Perdagangan

Berjangka Komoditi (PBK)
DESKRIPSI UNIT : Unit ini merupakan kemampuan yang didasari atas
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang

dibutuhkan untuk melakukan penyusunan buku

statistik PBK.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan 1.1 Data untuk penyusunan buku
penyusunan buku statistik statistik PBK dikumpulkan.
PBK 1.2 Format penyajian buku statistik PBK
ditentukan.
1.3 Desain tampilan buku statistik PBK
dirancang.

2. Menyusun buku statistik PBK |2.1 Data diolah dan disesuaikan dengan
format penyajian.

2.2 Draft buku statistik PBK diserahkan
kepada pimpinan untuk diperiksa.

2.3 Draft buku statistick PBK dikoreksi
dan diperiksa ulang untuk
memastikan validitas datanya.

3. Melakukan finalisasi buku 3.1 Softcopy buku statistik PBK dikirim
statistik PBK ke percetakan untuk mencetak
contoh.

3.2 Contoh buku statistik PBK yang telah
dicetak diperiksa ulang untuk
memastikan kesesuaiannya.

3.3 Buku statistik PBK dicetak sesuai
dengan kebutuhan.

3.4 Softcopy buku Statistik PBK
diunggah ke website Bappebti.

3.5 Buku statistik PBK yang telah
dicetak didistribusikan ke pihak-
pihak terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel :
1.1 Unit kompetensi ini mencakup mencakup penyusunan buku statistik
PBK yang memuat data-data terkait transaksi PBK yang ada di Bursa

Berjangka dalam negeri;
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1.2 Pihak-pihak terkait termasuk dibawah ini, namun tidak terbatas
pada:

1.2.1 Pejabat di lingkungan Kementerian Perdagangan;
1.2.2 Pelaku pasar di bidang PBK;
1.2.3 Kalangan akademisi (Perguruan Tinggi).
1.3 Data termasuk dibawah ini, namun tidak terbatas pada:
1.3.1 Data mengenai transaksi kontrak multilateral dibursa berjangka
dalam negeri;
1.3.2 Data mengenai rekapitulasi transaksi penyelenggaraan pasar
lelang;
2. Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan
penyusunan buku statistik PBK, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Komputer / notebook ;

2.2 Internet;

2.3 ATK.

3. Peraturan-peraturan untuk melakukan penyusunan buku statistik PBK,
meliputi:

3.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2011;

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Perdagangan Berjangka Komoditi;

3.3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012.

4. Norma dan standar untuk melakukan melakukan penyusunan buku
statistik PBK, adalah:

4.1 Standard Operating Procedure (SOP) yang terkait Publikasi (MOT-
08.01.CFM.01.SOP.02).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian:
1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan

melakukan penyusunan buku statistik PBK;
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1.2 Metode penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, portofolio,
tertulis, dan demonstrasi/praktek di tempat kerja.
2. Persyaratan dan kompetensi
Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus
dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit
kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:
2.1  Mengolah data;
2.2  Melakukan pengumpulan data;
2.3 Melakukan pengarsipan dokumen;
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan :
3.1 Pengetahuan mengenai jenis data terkait transaksi PBK;
3.2 Pengetahuan mengenai SOP penyusunan buku statistik PBK.
3.3 Mengoperasikan Microsoft Office;
3.4 Menggunakan email dan internet;
3.5 Mengolah data dalam bentuk tabel, grafik dan narasi.
4. Sikap kerja yang diperlukan :
4.1 Teliti;
4.2  Disiplin;
4.3 Bekerja dibawah tekanan.
5. Aspek kritis
Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah individu
dianggap kompeten, jika sudah menyusun buku statistik PBK minimal 1
(satu) kali dengan mempertimbangkan waktu penyelesaian dan keakuratan

data yang disajikan.
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37. Melaksanakan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Subsidi Sistem Resi

Gudang (SRG)

KODE UNIT : DAG.TKD.02.037.03

JUDUL UNIT :  Melaksanakan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan
Subsidi Sistem Resi Gudang (SRQG)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk
melaksanakan kegiatan monitoring evaluasi
pelaksanaan subsidi sistem resi gudang melalui
analisa data, identifikasi data finansial dan non
finansial yang berdasarkan peraturan SRG dan
Menteri Keuangan. Kegiatan pengawasan terdiri dari
analisa data keuangan dan audit kepatuhan (fisik
dan prosedur).

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Melakukan pemantauan 1.1 Bahan dan data laporan

dikumpulkan.

1.2 Bahan dan data direkap
berdasarkan laporan bulanan, tri
wulan dan tahunan.

1.3 Tanggal penyerahan laporan diteliti
secara cermat dan disesuaikan
dengan ketentuan peraturan.

1.4 Kelengkapan penyampaian Laporan
Keuangan dan Laporan Penerbitan
Resi Gudang serta kesesuaian
format dan isi Laporan Keuangan
dikaji sesuai dengan ketentuan
peraturan dan sistem [S-WARE.

2. Melakukan analisa dan 2.1 Bahan dan data laporan yang telah

kesesuaian penyaluran subsidi direkap, dikaji dan dianalisis.
dengan sistem on line. 2.2 Penerima subsidi dan penyalur

subsidi diidentifikasi kesesuaiannya
berdasarkan hasil analisa

3. Melakukan Kegiatan monitoring | 3.1 Jadwal pemeriksaan  monitoring

evaluasi lapangan evaluasi dibuat

3.2 Surat pemberitahuan monitoring
evaluasi dibuat dan dikirimkan ke
bank penyalur subsidi.

3.3 Tim  monitoring dan  evaluasi
dipersiapkan untuk kegiatan
monitoring dan evaluasi lapangan.

3.4 Bank penyalur subsidi dimonitor
untuk melihat kepatuhan terhadap
peraturan menteri keuangan
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ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

tentang prosedur pemberian subsidi

3.5 Penerima subsidi dimonitor untuk
melihat kesesuaian dengan
peraturan yang ada.

4. Membuat laporan kegiatan 4.1 Hasil data monitoring dan evaluasi
pengawasan Subsidi Sistem Resi Gudang

dikumpulkan dan dianalisis

4.2 Konsep laporan akhir kegiatan
pengawasan disiapkan dan disusun
beserta rekomendasi.

5. Menyampaikan laporan akhir 5.1 Konsep surat pengantar ke pejabat
hasil kegiatan pengawasan

berwenang dibuat sesuai dengan
format yang berlaku.

5.2 Laporan hasil disampaikan kepada
pejabat berwenang.

BATASAN VARIABEL

1.

Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan pemantauan, melakukan analisa dan

kesesuaian penyaluran subsidi dengan sistem online, melakukan keiatan

monitoring evaluasi lapangan, membuat laporan kegiatan pengawasan,

menyampaikan laporan akhir hasil kegiatan pengawasan yang digunakan

untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan subsidi sistem

resi gudang (SRG).

Peralatan dan Perlengkapan untuk melakukan kegiatan monotoring dan

evaluasi Pelaksanaan Subsidi SRG, mencakup namun tidak terbatas pada:

2.1

2.2
2.3
2.4

Komputer atau Laptop yang mendukung pengolahan kata, angka dan
data;

Printer

Peralatan komunikasi (telpon, fax, email)

Kendaraan bermotor

Peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan monotoring dan

evaluasi pelaksanaan subsidi SRG, meliputi namun tidak terbatas pada:

3.1

3.2

3.3

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011;
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gugang;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011
tentang Barang yang Dapat Disimpan di Gudang dalam

Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang;
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3.4

3.5

Peraturan Kepala Bappebti (15 buah) yang mengatur mengenai teknis
penyelenggaraan Sistem Resi Gudang;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang
Skema Subsidi Sistem Resi Gudang.

4. Norma dan standar untuk melaksanakan kegiatna monitoring dan evaluasi

pelaksanaan subsidi SRG, adalah Standard Operating Procedure (SOP) yang

terkait dengan monotoring dan evaluasi.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat

berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut. Metode penilaian dapat

dilakukan dengan cara tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di

workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi

(TUK).

2. Persyaratan kompetensi

Alat,

bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus

dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit

kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Melakukan komunikasi efektif
Melakukan pengumpulan data
Mengolah data

Memproses dokumen

Melakukan pengarsipan dokumen

Tata surat menyurat

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

Pedoman Operasional Baku Dalam Pelaksanaan Sistem Resi Gudang
Keputusan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Administrasi
Umum Departemen Perdagangan

Metoda pemeriksaan teknis Lembaga Dalam SRG

Peraturan Perbankan

Sistem IS-WARE

Mengoperasikan komputer dan aplikasi perangkat lunak
Berkomunikasi dengan baik

Menggunakan peralatan komunikasi

Berbahasa inggris

Kemampuan memeriksa dokumen pemberian kredit perbankan
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3.11 Bekerja sama dalam tim

. Sikap Kerja yang diperlukan:

4.1 Teliti dalam menganalisa kebutuhan.

4.2 Mampu mengambil keputusan

4.3 Mampu bekerja dalam tekanan

4.4 Berpikir sistematis

. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah individu
dianggap disebut kompeten, jika sudah melakukan 6 (enam) kali kegiatan
monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Subsidi Sistem Resi Gudang dengan

mempertimbangkan waktu penyelesaian sesuai dengan ketentuan.
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38. Melakukan Pemantauan Harga dan Volume Transaksi di Bursa Berjangka

KODE UNIT : DAG.TKD.03.038.05

JUDUL UNIT : Melakukan Pemantauan Harga dan Volume Transaksi
di Bursa Berjangka

DESKRIPSI UNIT : Unit ini merupakan kemampuan yang didasari atas
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk melakukan pemantauan harga dan

volume transaksi di Bursa Berjangka.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Melakukan Pemantauan 1.1 Data mengenai harga dan volume
Harga dan Volume transaksi di bursa berjangka
Transaksi dikumpulkan.

1.2 Data-data yang telah dikumpulkan
dipilah dan diolah sesuai dengan
kebutuhan.

1.3 Perkembangan harga komoditi dan posisi
kepemilikan kontrak berjangka diamati
dan dibandingkan dengan harga dari
bursa luar negeri untuk dilihat tingkat
kewajaran harga.

1.4 Trend perkembangan harga dan volume
transaksi dianalisis.

2. Menyusun Laporan 2.1 Format laporan pemantauan/
pengamatan harga, volume transaksi
dan posisi kepemilikan kontrak di bursa
berjangka dibuat.

2.2 Format laporan diserahkan kepada
pimpinan untuk mendapatkan
persetujuan.

2.3 Draft laporan disusun berdasarkan data
dan hasil analisis yang telah dilakukan
sebelumnya.

2.4 Draft laporan disampaikan kepada
pimpinan untuk diperiksa.

2.5 Laporan hasil pemantauan harga dan
volume transaksi di bursa berjangka
disampaikan kepada pimpinan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pemantauan harga dan
volume transaksi, menyusun laporan yang digunakan untuk melakukan

pemantauan harga dan volume transaksi di bursa berjangka.
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2. Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan
pemantauan harga dan volume transaksi di Bursa Berjangka dalam negeri
dan luar negeri, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Komputer / notebook;

2.2 Internet;

2.3 Alat Tulis Kantor;

2.4 Reuters terminal.

3. Peraturan-peraturan untuk melakukan pemantauan harga dan volume
transaksi di bursa berjangka dalam negeri dan luar negeri, meliputi :

3.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2011;

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Perdagangan Berjangka Komoditi;

3.3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012.

4. Norma dan standar untuk melakukan pemantauan harga dan volume
transaksi di bursa berjangka dalam negeri dan luar negeri, adalah Standard
Operating Procedure (SOP) terkait Pengembangan Perdagangan Berjangka
Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang

(MOT - 05.07.CFM.03.SOP.01).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan
pemantauan harga dan volume transaksi di bursa berjangka dalam negeri
dan luar negeri. Metode penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan,
tertulis, dan demonstrasi/praktek di tempat kerja.

2. Persyaratan dan kompetensi
Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus
dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit
kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:
2.1 Mengolah data;
2.2  Melakukan pengumpulan data;
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2.3 Melakukan pengarsipan dokumen.

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan mengenai jenis data terkait transaksi Perdagangan
Berjangka Komoditi;

3.2 Pengetahuan mengenai SOP penyusunan evalusi dan laporan
pemantauan dan perkembangan harga & volume transaksi di bursa
berjangka;

3.3 Mengoperasikan Microsoft Office;

3.4 Menggunakan internet;

3.5 Mengolah data dalam bentuk tabel, grafik dan narasi.

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti pada saat mengolah data;

4.2  Berpikir sistematis.

5. Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Individu dianggap kompeten, jika sudah menyusun laporan pemantauan

harga dan volume transaksi di bursa berjangka dalam negeri dan luar negeri

minimal 1 (satu) kali dengan mempertimbangkan waktu penyelesaian dan

keakuratan data yang disajikan serta ketepatan hasil analisis.
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39. Melakukan Pengawasan Keuangan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka

Komoditi
KODE UNIT : DAG.TKD.03.039.05
JUDUL UNIT : Melakukan Pengawasan Keuangan Pelaku Usaha

Perdagangan Berjangka Komoditi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk
melakukan pengawasan keuangan pelaku usaha
perdagangan berjangka komoditi. Unit kompetensi ini
meliputi  pengawasan laporan keuangan dan

memberikan surat peringatan.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA
1. Pengawasan Laporan 1.1 Laporan Keuangan Pelaku Usaha yang
Keuangan Pelaku Usaha telah diberi perintah disposisi diterima.

(penerimaan penyampaian atas Laporan
Keuangan dilakukan secara berjenjang).

1.2 Review pemantauan dan  evaluasi
dilakukan wuntuk Laporan Keuangan
Bulanan, Triwulan, dan Tahunan.

1.3 Dokumen laporan  keuangan dan
dokumen yang digunakan dlam
pengawasan dibandingkan.

1.4 Aspek penting yang tidak sesuai ditandai
dan dibuatkan daftar temuannya.

1.5 Konsep Dokumen Hasil Pengawasan
Pelaku Usaha dibuat sesuai dengan hasil
temuan dan dikonsultasikan kepada
atasan.

1.6 Konsep Laporan Keuangan Pelaku Usaha
hasil Pengawasan, Nota Dinas Laporan
Hasil Pengawasan Laporan Keuangan
Pelaku Usaha, yang sudah di paraf oleh
atasan disampaikan untuk diperiksa dan
dikoreksi yang selanjutnya disampaikan

kepada pimpinan. (penyampaian
dilakukan secara berjenjang).

2. Membuat Surat 2.1 Surat Peringatan Persyaratan Keuangan
Peringatan Hasil Minimum (MBD), Modal Disetor dan
Pengawasan Laporan Ekuitas dibuat sesuai dengan
Keuangan Pelaku Usaha rekomendasi laporan hasil pengawasan.
kepada Pelaku Usaha 2.2 Surat Peringatan Keuangan Minimum

yang telah ditandatangani disampaikan
kepada Pelaku Usaha melalui Fax dan
Pos.

2.3 Apabila Surat Peringatan kepada Pelaku
Usaha tidak di tanggapi/tidak terdapat
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ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

peningkatan Persyaratan Keuangan
Minimum (MBD), Modal Disetor dan
Ekuitas, selanjutnya dibuat Nota Dinas
untuk ditindaklanjuti.

BATASAN VARIABEL
1. Kontek Variabel

1.1

1.2

1.3

Unit ini berlaku untuk Menerima Laporan Keuangan Pelaku Usaha,

Pengawasan Laporan Keuangan Pelaku Usaha, Menyampaikan Hasil

Pengawasan Laporan Keuangan Pelaku Usaha, Memberikan Surat

Peringatan Hasil Pengawasan Laporan Keuangan Pelaku Usaha

kepada Pelaku Usaha yang digunakan untuk Melakukan Pengawasan

Keuangan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi;

Pelaku Usaha, termasuk di bawah ini tetapi tidak terbatas :

1.2.1 Bursa Berjangka;

1.2.2 Kliring Berjangka;

1.2.3 Bank Penyimpan Margin;

1.2.4 Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA);

1.2.5 Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA); dan

1.2.6 Pialang Berjangka.

Dokumen, termasuk di bawah ini tetapi tidak terbatas dokumen yang

digunakan dalam Pengawasan Keuangan Pelaku Usaha PBK.:

1.3.1 Formulir Nomor : V.PRO.1 Surat Pengantar Laporan Keuangan;

1.3.2 Formulir Nomor : V.PRO.2 Laporan Neraca,

1.3.3 Formulir Nomor : V.PRO.3 Laporan Laba/Rugi Pialang
Berjangka;

1.3.4 Formulir Nomor : V.PRO.4 Laporan Perubahan Ekuitas;

1.3.5 Formulir Nomor : V.PRO.5 Laporan Arus Kas;

1.3.6 Formulir Nomor : V.PRO.6 Laporan Modal Bersih Disesuaikan
Pialang Berjangka;

1.3.7 Formulir Nomor: V.PRO.7 Laporan Rekening Terpisah Pialang
Berjangka untuk Transaksi Dalam Negeri;

1.3.8 Formulir Nomor: V.PRO.8 Laporan Rekening Terpisah Pialang

Berjangka untuk Transaksi Luar Negeri.

1.4 Konsep Dokumen Hasil Pengawasan Pelaku Usaha meliputi:

1.4.1 Konsep Laporan Hasil Pengawasan Laporan Keuangan Pelaku

Usaha;
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1.4.2 Nota Dinas Laporan Hasil Pengawasan Laporan Keuangan
Pelaku Usaha;

1.4.3 Surat Peringatan Persyaratan Keuangan Minimum (MBD).

2. Peralatan dan perlengkapan untuk Melakukan Pengawasan Keuangan

Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, mencakup tidak terbatas

pada :

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Standar Akuntansi Keuangan;
Pedoman Akuntansi Pialang Berjangka;
Komputer/Laptop;

Printer;

Software Pengolahan Data (Misal: Ms Excel, Ms Word).

3. Peraturan yang diperlukan untuk Melakukan Pengawasan Keuangan

Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, meliputi :

3.1

3.2

Daftar peraturan perundang-undangan Perdagangan Berjangka

Komoditi :

3.1.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2011;

3.1.2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;

3.1.3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan sebagai telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
57/M-DAG/PER/8/2012.

Daftar peraturan perundang-undangan tentang Pengawasan

Keuangan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi:

3.2.1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi Nomor 98 /BAPPEBTI/PER/08/2012 tentang
Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka Peserta Sistem
Perdagangan Alternatif dan Persyaratan Kerjasamaantara
Penyelenggara dengan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif;

3.2.2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi Nomor 95/BAPPEBTI/PER/06/2012 tentang Sistem

Perdagangan Alternatif;
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3.2.3 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi Nomor 46/BAPPEBTI/KP/IX/2003 tentang Pedoman
Akuntansi Pialang Berjangka;

3.2.4 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi Nomor 47/ BAPPEBTI/KP/IX/2003 tentang
Persyaratan Keuangan Minimum dan Kewajiban Pelaporan
Keuangan Pialang Berjangka kepada Bappebti dan Termasuk

Perhitungan Modal Bersih Disesuaikan.

4. Norma dan standar untuk melakukan Pengawasan Keuangan Pelaku

Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, meliputi Standard Operational

Procedures (SOP) Mikro Pemantauan dan Evaluasi Laporan Keuangan

Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi.

PANDUAN PENILAIAN

1.

3.

Konteks penilaian

1.1

1.2

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut;
Penilaian dapat dilakukan dengan cara praktek ditempat kerja,

maupun portofolio.

Persyaratan kompetensi

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus

dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit

kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

2.1

2.2

2.3

Melakukan Pengawasan Transaksi Pelaku Usaha Perdagangan
Berjangka Komoditi;

Melakukan Pengawasan Laporan Direktur Kepatuhan Pialang
Berjangka Perdagangan Berjangka Komoditi;

Melakukan Audit Kepatuhan terhadap Pelaku Usaha Perdagangan
Berjangka Komoditi.

Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Pengetahuan megenai peraturan di Bidang Perdagangan Berjangka
Komoditi;

Pengetahuan mengenai Laporan Keuangan Akuntansi.

Kemampuan analisa;

Kemampuan pengolohan database;

Kemampuan koordinasi dalam pelaksaaan pekerjaan;

Kemampuan komunikasi verbal dan non verbal.
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4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Teliti;

4.2 Berpikir sistematis.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Individu dianggap kompeten, jika sudah dapat melakukan
pengawasan keuangan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka
Komoditi dan dibuktikan dengan kemampuan yang diperagakan
untuk melakukan pengawasan keuangan Pelaku Usaha Perdagangan
Berjangka Komoditi dengan prosedur yang sudah ditentukan;

5.2 Bukti berupa Surat Dinas tentang hasil pembahasan Rencana Kerja
Anggaran berupa Laporan Keuangan pelaku usaha hasil Pengawasan,
Nota Dinas Laporan Hasil Pengawasan Laporan Keuangan Pelaku

Usaha minimal satu kali harus ditunjukan.
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40. Melakukan Evaluasi dan Pemantauan Harga Pasar Fisik

KODE UNIT : DAG.TKD.02.040.03
JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi dan Pemantauan Harga Pasar
Fisik

DESKRIPSI UNIT : Unit ini merupakan kemampuan yang didasari atas
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan  untuk  melakukan  evaluasi dan

pemantauan harga komoditi di pasar fisik

ELEMEN KOMPETENSI KEGIATAN UNJUK KERJA
1. Melakukan perencanaan |1.1 Bahan-bahan berupa data-data dan
dan persiapan informasi perkembangan harga komoditi

dari berbagai sumber dikumpulkan.
1.2 Jadwal dan lokasi pelaksanaan evaluasi
dan pemantauan harga pasar fisik

ditentukan.
1.3 Koordinasi dengan pihak terkait
dilakukan.
2. Melaksanakan evaluasi 2.1 Perkembangan harga dipasar fisik serta
dan pemantauan harga informasi harga Bappebti dipantau dan
pasar fisik didokumentasikan.

2.2 Data mengenai perkembangan harga
dianalisis dan dievaluasi apabila terdapat
pergerakan harga yang tidak wajar.

2.3 Pertemuan dengan pihak-pihak terkait
dilakukan dalam rangka evaluasi
formulasi harga yang ada di Bappebti.

2.4 Bila diperlukan, formulasi harga komoditi
dilakukan perubahan/pembaharuan.

3. Membuat laporan hasil 3.1 Draft laporan pemantauan harga komoditi
pelaksanaan evaluasi dan dan draft laporan pelaksanaan pertemuan
pemantauan harga pasar disusun.
fisik 3.2 Laporan pemantauan harga komoditi dan

laporan pelaksanaan pertemuan diperiksa
dan dikoreksi.
3.3 Laporan diserahkan kepada pimpinan.

BATASAN VARIABEL
1. Konteks Variabel
1.1 Unit kompetensi ini mencakup mencakup mencakup pemantauan
harga komoditi di pasar fisik, informasi harga Bappebti dan evaluasi
formulasi harga yang ada di Bappebti.
1.2 Komoditi yang menjadi objek pemantauan dan evaluasi termasuk

dibawah ini, namun tidak terbatas pada :
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1.3.1 CPO;

1.3.2 Minyak kelapa;
1.3.3 Kakao;

1.3.4 Kopi arabika;
1.3.5 Kopi robusta;
1.3.6 Karet;

1.3.7 Jagung;
1.3.8 Lada putih;
1.3.9 Lada hitam;
1.3.10 Gabah;
1.3.11 Beras;

1.3.12 Timah.

1.3 Pihak terkait termasuk dibawah ini, namun tidak terbatas pada :
1.3.1 Pihak Asosiasi Komoditi;
1.3.2 Pengelola gudang;

1.3.3 Pelaksana lelang;
1.3.4 Dinas perdagangan.

. Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan

pemantauan harga komoditi di pasar fisik, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Komputer / notebook;

2.2 Internet;

2.3 Alat Tulis Kantor.

Peraturan-peraturan untuk melakukan pemantauan harga komoditi di

pasar fisik, meliputi :

3.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2011;

3.2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2011;

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Perdagangan Berjangka Komoditi;

3.4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
650/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar

Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (Forward) Komoditi Agro;
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3.5

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012.

4. Norma dan standar untuk melakukan pemantauan harga komoditi di

pasar fisik, adalah Standard Operating Procedure (SOP) terkait

Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan

Pasar Lelang (MOT - 05.07.CFM.03.SOP.01).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1

1.2

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan
melakukan pemantauan harga komoditi di pasar fisik.

Metode penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, dan

demonstrasi/praktek di tempat kerja.

2. Persyaratan dan kompetensi

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus

dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit

kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Mengolah data;

Melakukan pengumpulan data;
Mengolah data;

Melakukan pengarsipan dokumen;
Melakukan koordinasi;

Melakukan komunikasi efektif.

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Pengetahuan mengenai jenis komoditi dibidang Perdagangan
Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang;
Pengetahuan mengenai rantai perdagangan komoditi;

Pengetahuan mengenai formulasi harga;

Mengoperasikan Microsoft Office;

Menggunakan internet;

Mengolah data dalam bentuk tabel, grafik dan narasi.

Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti;

4.2

Rapi;
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5.

4.3 Taat tehadap peraturan;

4.4 Disiplin.

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah individu
dianggap disebut kompeten, jika sudah menyusun laporan evaluasi dan
pemantauan harga pasar fisik sebanyakl (satu) kali dengan
mempertimbangkan waktu penyelesaian dan keakuratan data yang

disajikan serta ketepatan hasil analisis.
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41. Melaksanakan Evaluasi Hasil Kegiatan Pengawasan Sistem Resi Gudang

(SRG)

KODE UNIT : DAG.TKD.03.041.02

JUDUL UNIT : Melaksanakan Evaluasi Hasil Kegiatan Pengawasan
Sistem Resi Gudang (SRG)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan
dan pengetahuan dalam melakukan evaluasi hasil
kegiatan pengawasan di bidang srg setelah kegiatan
pengawasan seluruhnya telah selesai dilakukan. Unit
kompetensi ini meliputi evaluasi terhadap
keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan dan jumlah
terselenggaranya pengawasan.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Melakukan 1.1 Rekapitulasi Historis Laporan Kegiatan

pengumpulan laporan Pengawasan dibuat sebagai dasar analisa.
hasil pengawasan 1.2 Rekapitulasi Historis Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan dibuat sebagai dasar analisa.
2. Melakukan evaluasi 2.1 Proses penghitungan jumlah obyek
hasil kegiatan pengawasan dilakukan.
pengawasan 2.2 Proses pengelompokan jenis pengawasan
berdasarkan sifat, lokasi, waktu, dan hasil
pengawasan dilakukan.
2.3 Proses evaluasi Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan berdasarkan atas waktu, tanggal
jatuh tempo dan tindak lanjut objek
pengawasan dilakukan
3. Membuat laporan 3.1 Proses komunikasi dengan Eselon 1 dan 2
hasil evaluasi terkait dengan Thasil evaluasi kegiatan
kegiatan pengawasan pengawasan dijalankan.
3.2 Hasil dari Pelaporan Evaluasi Kegiatan
Pengawasan dibuat .
3.3 Hasil Evaluasi Kegiatan Pengawasan sebagai
acuan perencanaan kegiatan pengawasan
yang akan datang.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
Unit ini berlaku untuk melakukan pengumpulan laporan hasil pengawasan,
melakukan evaluasi hasil kegiatan pengawasan, membuat laporan hasil
evaluasi kegiatan pengawasan yang digunakan untuk melaksanakan

evaluasi hasil kegiatan pengawasan sistem resi gudang (SRG)
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melaksanakan evaluasi hasil kegiatan pengawasan sistem resi gudang

(SRG).

2. Peralatan dan Perlengkapan untuk melakukan kegiatan evaluasi

pengawasan SRG, mencakup namun tidak terbatas pada:

2.1

2.2
2.3

Komputer atau laptop yang mendukung pengolahan kata, angka dan
data;
Printer;

Peralatan komunikasi (telpon, fax, email).

3. Peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan evaluasi hasil kegiatan,

meliputi namun tidak terbatas pada:

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
sebagaimana diubah dengan Undang — Undang Nomor 9 Tahun 2011;
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011
tentang Barang yang Dapat Disimpan di Gudang dalam
Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang;

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
(15 buah) yang mengatur mengenai teknis penyelenggaraan Sistem
Resi Gudang;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang
Skema Subsidi Sistem Resi Gudang;

Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Lembaga Pemerintah.

4. Norma dan standar untuk melaksanakan evaluasi hasil kegiatan, adalah

Standard Operating Procedure (SOP) yang terkait dengan evaluasi hasil

kegiatan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat

berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut> Metode penilaian dapat

dilakukan dengan cara tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di

tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus

dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit

kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:
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2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Melakukan komunikasi efektif;
Melakukan pengumpulan data;
Mengolah data;

Memproses dokumen;

Melakukan pengarsipan dokumen.

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1
3.2

3.3
3.4
3.5

3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

Substansi peraturan Sistem Resi Gudang;

Keputusan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Administrasi
Umum Kementerian Perdagangan;

Standar Biaya Umum dari Kementerian Keuangan;

Manajemen waktu;

Mengoperasikan komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk
analisa perhitungan;

Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik;

Kemampuan menggunakan peralatan komunikasi;

Kemampuan bahasa inggris yang baik;

Kemampuan analisa;

Mampu berkoordinasi.

4. Sikap Kerja yang diperlukan:

4.1
4.2
4.3

Teliti;
Mampu bekerja dalam tekanan;

Berpikir sistematis.

5. Aspek Kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah individu

dianggap kompeten, jika sudah melakukan minimal 3 (tiga) kali kegiatan

evaluasi pembinaan Sistem Resi Gudang dengan mempertimbangkan waktu

penyelesaian sesuai dengan ketentuan.
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42. Melakukan Audit Kepatuhan Terhadap Pelaku Usaha Perdagangan
Berjangka Komoditi

KODE UNIT : DAG.TKD.03.042.05

JUDUL UNIT : Melakukan Audit Kepatuhan Terhadap Pelaku Usaha
Perdagangan Berjangka Komoditi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk
melakukan audit kepatuhan terhadap pelaku usaha
perdagangan berjangka komoditi. Unit kompetensi ini
meliputi kemampuan  melakukan  pengolohan
database dan pengetahuan mengenai laporan

keuangan akuntansi.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan 1.1 Bahan yang dikumpulkan adalah Laporan
bahan audit Keuangan, Transaksi, Direktur Kepatuhan dan
kepatuhan dan Pengaduan Nasabah.
menganalisa bahan 1.2 Draft Profil Perusahaan yang akan diaudit
dibuat.
1.3 Draft Profil Perusahaan disampaikan kepada
atasan.

1.4 Apabila Draft Profil perusahaan ada yang
kurang maka dikembalikan untuk diperbaiki.

2. Membuat konsep 2.1 Konsep Perencanaan dan Surat Perintah Audit
perencanaan dan kepatuhan yang memuat Jadwal Pelaksanaan
perintah audit Audit kepatuhan, Tim Audit, Jenis Audit,
kepatuhan Periode Audit dan Objek Audit secara umum

dibuat dengan dasar dari Profil Perusahaan
yang akan diaudit dalam rangka rencana audit
kepatuhan.

2.2 Konsep  Perencanaan  Audit Kepatuhan
dikomunikasikan.

2.3 Apabila Konsep perencanaan dan surat
perintah ada yang kurang maka dikembalikan
untuk diperbaiki.

3. Melaksanakan Audit 3.1 Surat Perintah Audit, Profil Perusahaan yang

Kepatuhan akan diaudit, Jadwal Pelaksanaan Audit, Tim

Audit, Jenis Audit, Periode Audit dan Objek
Audit disiapkan.

3.2 Surat Perintah Audit, Jadwal Pelaksanaan
Audit, Tim Audit, Jenis Audit, Periode Audit
dan Objek Audit dikomunikasikan kepada
Pelaku Usaha.

3.3 Data-data penunjang yang diperoleh dari
perusahaan diterima.

3.4 Data-data penunjang yang diperoleh dari
perusahaan dianalisis dan diolah.
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ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

4. Menyusun Temuan
Audit Kepatuhan

4.1

4.2

Kertas Kerja Pemeriksaan Organisasi Pelaku
Usaha, Kertas Kerja Pemeriksaan Penerimaan
Nasabah, Kertas Kerja Pengelolaan Dana
Nasabah, Kertas Kerja Pemeriksaan
Pelaksanaan Transaksi, Kertas Kerja
Pemeriksaan Pelaksaan Promosi, dan Kertas
Kerja Pemeriksaan Keuangan hasil dari
pelaksanaan audit kepatuhan dibuat sebagai
dasar dalam penyusunan temuan audit.

Draft Temuan Audit dan Berita Acara
Pemeriksaan dibuat, yang berisi mengenai
temuan audit kepatuhan yang disesuaikan
dengan pelanggaran terhadap peraturan di
Perdagangan Berjangka Komoditi.

5. Melakukan
pembahasan Hasil
Temuan Audit
Kepatuhan

5.1

5.2

5.3

5.4

Draft Temuan Audit dan Berita Acara
Pemeriksaan diserahkan kepada Direksi
Pelaku Usaha.

Berita Acara Pemeriksaan yang telah di
tanggapi oleh Direksi Pelaku Usaha diterima.
Berita Acara Pemeriksaan yang telah
ditanggapi oleh Direksi Pelaku Usaha
ditandatangani bersama Tim Pemeriksa.

Berita Acara Pemeriksaan diterima oleh Tim
Pemeriksa.

6. Menyusun dan
Menyampaikan
Laporan Hasil Audit
Kepatuhan

6.1

6.2

Surat Perintah Audit, Berita Acara
Pemeriksaan yang telah ditanggapi oleh
Direksi Pelaku Usaha dan ditandatangani oleh
Tim Pemeriksa bersama dengan Direksi Pelaku
Usaha, Kertas Kerja Pemeriksaan Organisasi
Pelaku Usaha, Kertas Kerja Pemeriksaan
Penerimaan  Nasabah Kertas  Kerja
Pemeriksaan Pelaksanaan Transaksi, Kertas
Kerja Pemeriksaan Pelaksaan Promosi, Kertas
Kerja Pemeriksaan Keuangan disusun sebagai
isi dan lampiran dalam Laporan Audit
Kepatuhan.

Nota Dinas Penyampaian Laporan Audit dan
Laporan Hasil Audit dibuat dan disampaikan
kepada atasan.

7. Membuat tindaklanjut
Hasil Audit untuk

disampaikan kepada
Pelaku Usaha

7.1

7.2

7.3

Arahan atas rekomendasi tindak lanjut hasil
audit  diterima  kembali. (penyampaian
dilakukan secara berjenjang).

Konsep Surat Tindak Lanjut Hasil Audit
dibuat dan diserahkan kepada atasan untuk
dikoreksi dan ditandatangani. (penyampaian
dilakukan secara berjenjang).

Apabila Konsep Surat Tindak Lanjut Hasil
Audit ada yang salah maka dikembalikan
untuk  diperbaiki. (penyampaian  surat
dilakukan secara berjenjang).
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ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

7.4 Surat Dinas Tindak Lanjut Hasil Audit yang
telah ditandatangani oleh atasan lalu dikirim
melalui Pos kepada Direksi Pelaku Usaha
untuk ditanggapi dan melakukan klarifikasi
tindak lanjut atas temuan Audit Kepatuhan.

7.5 Disposisi atas Surat klarifikasi dan tanggapan
Tindak Lanjut Hasil Audit yang diterima,
direkap dan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL
1. Konteks Variabel
1.1 Unit ini berlaku untuk Mengumpulkan bahan audit kepatuhan dan
menganalisa bahan, Membuat konsep perencanaan audit kepatuhan,
Membuat Konsep Surat Perintah Audit kepatuhan, Melaksanakan
Audit Kepatuhan, Menyusun Temuan Audit Kepatuhan, Melakukan
pembahasan Hasil Temuan Audit Kepatuhan, Mendatangani Berita
Acara Audit Kepatuhan, Menyusun dan Menyampaikan Laporan Hasil
Audit Kepatuhan, Membuat tindaklanjut Hasil Audit untuk
disampaikan kepada Pelaku Usaha, Menyampaikan Tindak Lanjut
Hasil Audit Kepatuhan, Melakukan rekapitulasi atas klarifikasi dan
tanggapan Tindak Lanjut Hasil Audit yang digunakan untuk
Melakukan Audit Kepatuhan Terhadap Pelaku Usaha Perdagangan
Berjangka Komoditi.
1.2 Pelaku Usaha, termasuk di bawah ini tetapi tidak terbatas:
1.2.1 Bursa Berjangka;
1.2.2 Kliring Berjangka;
1.2.3 Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA);
1.2.4 Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA), dan
1.2.5 Pialang Berjangka.
1.3 Tim Pemeriksa, termasuk di bawah ini tetapi tidak terbatas :
1.3.1 Kepala Biro di Bappebti;
1.3.2 Kepala Bagian di Bappebti;
1.3.3 Kepala Sub Bagian di Bappebti;
1.3.4 Pelaksana di Bappebti;
1.3.5 Self-regulatory Organization (SRO).
2. Peralatan dan perlengkapan untuk Melakukan Audit Kepatuhan Terhadap
Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, mencakup tidak terbatas
pada :

2.1 Standar Akuntansi Keuangan;

177


http://en.wikipedia.org/wiki/Self-regulatory_organization

2.2

2.3
2.4
2.5

Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perdagangan Berjangka
Komoditi;

Komputer/Laptop;

Printer;

Software Pengolahan Data (Misal: Ms Excel, Ms Word, Audit Common
Language).

3. Peraturan yang diperlukan untuk Melakukan Audit Kepatuhan Terhadap

Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, meliputi :

3.1

3.2

Daftar peraturan perundang-undangan Perdagangan Berjangka

Komoditi :

3.1.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2011;

3.1.2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;

3.1.3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
57/M-DAG/PER/8/2012.

Daftar peraturan perundang-undangan tentang Audit Kepatuhan

Terhadap Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi:

3.2.1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara

Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

4. Norma dan standar untuk Melakukan Audit Kepatuhan Terhadap Pelaku

Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, meliputi :

4.1

Standard Operational Procedures (SOP) Mikro Audit Pelaku Usaha

Perdagangan Berjangka Komoditi.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1

1.2

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut;
Penilaian dapat dilakukan dengan cara praktek ditempat kerja,

maupun portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Alat, bahan dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
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2.1

2.2

2.3

Melakukan Pengawasan Transaksi Pelaku Usaha Perdagangan
Berjangka Komoditi;
Melakukan Pengawasan Keuangan Pelaku Usaha Perdagangan
Berjangka Komoditi;
Melakukan Audit Kepatuhan terhadap Pelaku Usaha Perdagangan
Berjangka Komoditi.

Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan :

3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Pengetahuan tentang Peraturan di Bidang Perdagangan Berjangka
Komoditi;

Pengetahuan mengenai Laporan Keuangan Akuntansi,

Kemampuan analisa;

Keterampilan mengolah database;

Keterampilan berkoordinasi dalam pelaksaaan pekerjaan;

Keterampilan komunikasi verbal dan non verbal.

Sikap Kerja yang diperlukan:

4.1
4.2

Teliti;

Berpikir sistematis.

Aspek Kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1

5.2

Individu dianggap kompeten, jika sudah dapat melakukan audit
kepatuhan terhadap pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi
dan dibuktikan dengan kemampuan yang diperagakan untuk
melakukan audit kepatuhan terhadap pelaku usaha perdagangan
berjangka komoditi dengan prosedur yang sudah ditentukan;

Bukti berupa Surat Dinas tentang hasil pembahasan Rencana Kerja
Anggaran berupa Laporan Hasil Audit Kepatuhan minimal satu kali

harus ditunjukan.
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43. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Bappebti

KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

DAG.TKD.03.043.02

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Bappebti

Unit kompetensi ini menguraikan mekanisme
penyusunan peraturan kepala bappebti di bidang
perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang,
dan pasar lelang komoditi. Penyusunan peraturan
kepala bappebti ini selain dimaksudkan sebagai wujud
pengaturan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan yang
secara umum diamanatkan oleh peraturan diatasnya
yang lebih tinggi seperti undang-undang, dan/atau
peraturan pemerintah juga sebagai pemenuhan
kebutuhan dari industri perdagangan berjangka
komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditi
yang semakin lama semakin berkembang sehingga

memerlukan aturan-aturan yang ketat dan up to date.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Mengumpulkan usulan 1.1 Usulan rancangan dikumpulkan dari
penyusunan atau Kepala Biro Pemrakarsa.
perubahan terhadap 1.2 Usulan dari pihak luar (Pelaku Usaha
peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem

Resi Gudang dan/atau Pasar Lelang,
serta masyarakat) dikumpulkan.

2. Melakukan pembahasan 2.1 Usulan atau perubahan peraturan
usulan/rancangan dibahas oleh biro hukum dengan biro
penyusunan dan pemrakarsa dan pelaku usaha
perubahan terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem
peraturan Kepala Bappebti Resi Gudang dan/atau Pasar Lelang,

apabila usulan disetujui Kepala Bappebti.
2.2 Hasil pembahasan disusun kedalam draft
verbal final peraturan.

3. Memeriksa draft verbal final | 3.1 Draft verbal final peraturan dikirimkan

peraturan

kepada Sekertaris Badan dan kepala biro
untuk ditandatangi.

3.2 Draft verbal final peraturan yang sudah
diterima ditandatangani.

3.3 Draft Verbal disampaikan kepada Kepala
Biro Hukum dengan disertai laporan
hasil pembahasan dan catatan sekertaris
badan dan para kepala biro (jika ada).

4. Finalisasi Peraturan kepala | 4.1 Draft verbal final dan catatannya (jika

Bappebti

ada) diperiksa oleh Kepala Bappbeti.
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ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

4.2 Draft disesuaikan oleh biro hukum sesuai
dengan arahan kepala Bappebti dengan
penyesuaian yang bersifat redaksional
atau tidak substnasi.

4.3 Draft final peraturan ditetapkan dan
ditandatangani menjadi peraturan
apabila disetujui tanpa penyesuaian baik
dengan Rapim maupun tanpa Rapim.

4.4 Nomor keputusan peraturan diminta oleh
Karo Hukum dan disampaikan kepada
Seketaris badan untuk melakukan siaran
pers, penempatan dalam website dan
penempatan peraturan dan dalam Berita
Negara RI.

BATASAN VARIABEL
1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk mengumpulkan usulan penyusunan atau
perubahan terhadap peraturan, melakukan pembahasan
usulan/rancangan penyusunan dan perubahan terhadap peraturan
Kepala Bappebti, memeriksa draft verbal final peraturan dan finalisasi
peraturan Kepala Bappebti.

1.2 Kepala Biro Pemrakarsa termasuk dibawah ini tapi tidak terbatas:
1.2.1 Biro Perniagaan;

1.2.2 Biro Analisis Pasar;
1.2.3 Biro Pasar Fisik dan Jasa.
2. Peralatan dan Perlengkapan untuk melakukan penyusunan rancangan
peraturan Kepala Bappebti, mencakup, tidak terbatas pada:

2.1 Alat Tulis Kantor;

2.2 Komputer;

2.3 Rencana Starategis Kementerian Perdagangan tahun berjalan.

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan penyusunan rancangan
peraturan Kepala Bappebti, meliputi:

3.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2011;

3.2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2011;

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Perdagangan Berjangka Komoditi;
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3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka;

3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang;

3.6 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 650/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan
Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) Komoditi Agro.

4. Norma dan standar untuk melakukan penyusunan rancangan peraturan

kepala Bappebti meliputi:

4.1 Standard Operational Procedures (SOP) mengenai penyusunan
peraturan Kepala Bappebti (MOT-01.05.CFM.01.SOP.01);

4.2 Standar Biaya Umum (SBU) dan Khusus Tahun berjalan.

PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks penilaian
1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan
melakukan penyusunan rancangan peraturan kepala Bappebti;
1.2 Metode penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis,
portofolio dan demonstrasi/praktek di tempat kerja.
2. Persyaratan Kompetensi
Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus
dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit
kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:
5.1 Melakukan komunikasi efektif;
5.2 Melakukan koordinasi;
5.3 Memproses dokumen,;
5.4 Melakukan pengarsipan dokumen.
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
3.1 Penyusunan peraturan,;
3.2 Menggunakan komputer;
3.3 Penyusunan rancangan peraturan per Undang-undangan;
3.4 Analisa peraturan Undang- Undangan;
3.5 Peraturan Biro — Biro yang ada di Bappebti.
4. Sikap kerja yang diperlukan:
4.1 Ketelitian;

4.2 Sistematis;
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4.3 Disiplin.

Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah individu
dianggap kompeten, jika sudah mengerjakan penyusunan peraturan
kepala Bappebti minimal 1 (satu) kali sesuai dengan sistem dan prosedur
yang sudah ditentukan dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan

sebelumnya.
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44. Menyiapkan Bahan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan

KODE UNIT
JUDUL UNIT

DESKRIPSI UNIT

DAG.TKD.02.044.02

Menyiapkan Bahan Perumusan dan Pelaksanaan
Kebijakan

Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan
dan sikap yang dibutuhkan dalam menyiapkan bahan
perumusan dan  pelaksanaan  kebijakan  bidang
perdagangan dalam dan luar negeri meliputi
merencanakan perumusan kebijakan, mempersiapkan

konsep perumusan kebijakan, menyusun  draft

kebijakan.
ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan 1.1 Tim Perumus kebijakan bidang perdagangan
Perumusan dalam dan luar negeri dibentuk sesuai dengan
Kebijakan jumlah yang ditetapkan di Surat Keputusan.

1.2 Narasumber ditetapkan berdasarkan materi
kebijakan dengan persetujuan dari pimpinan
untuk selanjutnya bahan perumusan kebijakan
bidang perdagangan dalam dan luar negeri

disusun.
2. Mempersiapkan draft | 2.1 Data dan informasi awal yang diperlukan dalam
perumusan kebijakan rangka menyiapkan bahan rumusan kebijakan
bidang perdagangan dalam dan luar negeri
dikumpulkan.
2.2 Permasalahan dalam rangka koordinasi

penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang
perdagangan dalam dan luar negeri diidentifikasi.
2.3 Bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang
perdagangan dalam dan luar negeri dianalisa dan
diteliti.
2.4 Draft kebijakan bidang perdagangan dalam dan
luar negeri disusun.

3. Menyusun Konsep
Kebijakan

3.1 Rapat koordinasi Tim Perumusan dengan
Narasumber dan instansi terkait dalam rangka
pembahasan  konsep rumusan  kebijakan
dilaksanakan.

3.2 Konsep kebijakan bidang perdagangan dalam dan
luar negeri disusun.

3.3 Koordinasi dalam rangka mematangkan konsep
rumusan kebijakan bidang perdagangan dalam
dan luar negeri dilaksanakan.

4. Menyelesaikan
Konsep Akhir
Kebijakan

4.1 Konsep final kebijakan bidang perdagangan
dalam dan luar negeri disusun.

4.2 Konsep final kebijakan bidang perdagangan
dalam dan luar negeri disampaikan kepada
pimpinan.
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BATASAN VARIABEL

1.

Konteks variabel

1.1

1.2

Unit ini berlaku untuk merencanakan bahan perumusan kebijakan,
mempersiapkan konsep perumusan kebijakan, menyusun konsep
kebijakan, menyelesaikan konsep akhir kebijakan yang digunakan
untuk menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;

Instansi terkait meliputi Lembaga dan Kementerian terkait kebijakan

yang disusun.

Peralatan dan perlengkapan untuk menyiapkan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, mencakup tidak terbatas pada:

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Komputer;

Proyektor;

Media dan sarana/perlengkapan komunikasi;
Materi dan bahan diskusi;

Sarana dan Perlengkapan Diskusi;

Alat tulis.

Peraturan yang diperlukan untuk menyiapkan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan luar negeri, meliputi:

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Undang — Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan,;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012
tentang Penyelenggaraan Waralaba;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
199/MPP/KEP/6/2001 tentang Persetujuan Penyelenggaraan
Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi
Keuangan Tahunan Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006
tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha
Perwakilan Perusahaan Dagang Asing;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006
tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda

Pendaftaran Agen/Distributor Barang dan/atau Jasa;
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3.8

3.9

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2006
tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa
Survey;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008
tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009
tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu
Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia bagi Produk
Telematika dan Elektronika.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
121/MPP/KEP/2/2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan
Keuangan Tahunan Perusahaan;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012
tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/9/2009
tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014
tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di
Bidang Perdagangan;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2009
tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan
Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam Kerangka Indonesia
National Single Window;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012
tentang Ketentuan Angka Pengenal Impor (API) sebagaimana telah
dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 84 /M-DAG/PER/12/2012;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010
tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang

Ekspor Indonesia.

Norma dan standar untuk menyiapkan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan meliputi prosedur baku persiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan.
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PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut: rumusan
kebijakan dapat diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu,
pengamatan kegiatan, telaah dokumen yang dihasilkan;

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara,
demonstrasi/praktek, dan simulasi dan/atau di tempat kerja
dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus

dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit

kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

2.1 Menyiapkan Bahan Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan
Kebijakan bidang perdagangan dalam dan luar negeri..

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan mengenai peraturan dan kebijakan terkait yang akan
disusun;

3.2 Pemahaman tentang proses menyiapkan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan dalam dan luar negeri.;

3.3 Pemahaman dalam melakukan evaluasi atas draft yang disusun.

4. Sikap kerja yang diperlukan
Sikap kerja yang baik serta ketelitian, kecepatan dan ketepatan dalam
melakukan tugas sesuai waktu yang ditentukan.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Kemampuan komunikasi yang efektif;

5.2 Kemampuan melakukan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak;

5.3 Kemampuan melakukan analisis terhadap peraturan-peraturan
terkait;

5.4 Kemampuan mengoperasikan alat telekomunikasi seperti internet, fax
dan telepon;

5.5 Kemampuan mengkomunikasikan ide dan informasi.
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45. Menyiapkan Bahan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan

KODE UNIT
JUDUL UNIT

DESKRIPSI UNIT

DAG.TKD.02.045.04

Menyiapkan Bahan Bimbingan Teknis Pelaksanaan
Kebijakan

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,
ketrampilan dan sikap yang dibutuhkan dalam

menyiapkan bahan bimbingan teknis pelaksanaan

kebijakan,

membuat

meliputi pengumpulan, analisa dan

bahan bimbingan teknis pelaksanaan

kebijakan bidang perdagangan dalam dan luar negeri..

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Mengumpulkan Bahan | 1.1 Bahan/informasi yang dibutuhkan

Bimbingan Teknis dan diidentifikasi.
Evaluasi Pelaksanaan | 1.2 Bahan/informasi awal berdasarkan hasil
Kebijakan identifikasi dikumpulkan.
1.3 Bahan/informasi awal yang telah
dikumpulkan dikonsultasikan dengan atasan.
1.4 Bahan/informasi awal berikut masukan-
masukan atasan, dilengkapi.

2. Menganalisa Bahan | 2.1 Analisa atas bahan/informasi awal yang
Bimbingan Teknis sudah  dikumpulkan  dilakukan  untuk
Pelaksanaan Kebijakan mendapatkan aspek kritis dan daftar bahan

yang harus disiapkan dalam bimbingan
teknis.

2.2 Hasil analisa dibuat secara tertulis.

2.3 Hasil analisa dikonsultasikan kepada atasan.

3. Membuat Bahan | 3.1 Bahan bimbingan teknis dibuat berdasarkan
Bimbingan Teknis hasil analisa dan masukan dari atasan.
Pelaksanaan Kebijakan 3.2 Bahan yang telah dibuat dikonsultasikan

kepada atasan dan perbaikan dilakukan.

3.3 Bahan  bimbingan teknis  pelaksanaan
kebijakan disiapkan sesuai kebutuhan dan
didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1.

Konteks variabel

1.1

Unit ini berlaku untuk mengumpulkan bahan bimbingan teknis

pelaksanaan kebijakan, menganalisa bahan bimbingan teknis dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan, membuat bahan bimbingan teknis

pelaksanaan kebijakan yang digunakan untuk menyiapkan bahan

bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan dalam

dan luar negeri.
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1.2

Bimbingan teknis adalah kegiatan pemberian informasi mengenai
teknis operasional, teknis administratif, atau teknis keuangan suatu
pedoman pelaksanaan, pedoman teknis, atau peraturan-peraturan
tertentu dengan tujuan agar peserta dapat memahami aspek
pelaksanaan kegiatan baik operasional, administrasi maupun
keuangan, mencakup didalamnya bimbingan teknis yang
dilaksanakan berdasarkan permintaan dari instansi di luar
Kementrian Perdagangan, unit internal Kementerian Perdagangan

maupun Bimbingan Teknis atas prakarsa unit terkait.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk menyiapkan bahan bimbingan teknis

pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan dalam dan luar negeri.,

mencakup tidak terbatas pada:

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Komputer

Internet, Fax

Pedoman bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Alat tulis

Sarana dan Prasarana untuk melakukan diskusi

3. Peraturan yang diperlukan untuk menyiapkan bahan bimbingan teknis

pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan dalam dan luar negeri.,

meliputi:

3.1 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan,;

3.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik;

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999 tentang
Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan;

3.4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006
tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha
Perwakilan Perusahaan Dagang Asing;

3.5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006
tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda
Pendaftaran Agen/Distributor Barang dan/atau Jasa;

3.6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2006
tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa
Survey;

3.7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008

tentang tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti;
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3.8

3.9

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012
tentang Penyelenggaraan Waralaba;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
199/MPP/KEP/6/2001 tentang Persetujuan Penyelenggaraan
Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
121/MPP/KEP/2/2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan
Keuangan Tahunan Perusahaan;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009
tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu
Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia bagi Produk
Telematika dan Elektronika;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012
tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/9/2009
tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014
tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di
Bidang Perdagangan;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2009
tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan
Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam Kerangka Indonesia
National Single Window;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012
tentang Ketentuan Angka Pengenal Impor (API) sebagaimana telah
dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 84 /M-DAG/PER/12/2012;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010
tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang

Ekspor Indonesia.

Norma dan standar wuntuk menyiapkan bahan bimbingan teknis

pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan dalam dan luar negeri meliputi

prosedur baku persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

bidang perdagangan dalam dan luar negeri.
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PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut: tersedianya bahan
yang dibutuhkan dalam menyiapkan bahan bimbingan teknis
pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan dalam dan luar negeri.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara,
demonstrasi/praktek, dan simulasi dan/atau di tempat kerja
dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi:

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus

dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit

kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

2.1 Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang

perdagangan dalam dan luar negeri.

w

. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pemahaman mengenai Pedoman bimbingan teknis pelaksanaan
kebijakan bidang perdagangan dalam dan luar negeri;

3.2 Pengetahuan mengenai peraturan-peraturan yang terkait dengan
bimbingan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan
dalam dan luar negeri yang akan dibuat.

4. Sikap kerja yang diperlukan
Sikap kerja yang baik serta ketelitian, kecepatan dan ketepatan dalam
melakukan tugas sesuai waktu yang ditentukan.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Kemampuan menggunakan komputer dan internet

5.2 Kemampuan mengumpulkan data

5.3 Kemampuan melakukan koordinasi

5.4 Kemampuan melakukan analisa data

5.5 Kemampuan mengkomunikasikan ide dan informasi
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46. Melaksanakan Bimbingan Teknis

KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

DAG.TKD.02.046.03

Melaksanakan Bimbingan Teknis

Unit kompetensi ini mencakup  pengetahuan,
keterampilan, dan sikap dalam melaksanakan
bimbingan teknis ke unit dan sektor terkait. Kegiatan
bimbingan teknis dapat berupa bimbingan teknis hasil
kebijakan, program dan kegiatan, yang meliputi
menyiapkan bahan bimbingan teknis, melaksanakan
bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan

teknis.

ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

1. Menyiapkan  bahan
bimbingan teknis

1.1

1.2

1.3

Bahan bimbingan teknis dikembangkan dan
dikonsultasikan pada pihak yang berwenang.
Bahan bimbingan teknis dibuat sesuai
dengan metode bimbingan teknis yang telah
ditetapkan.

Bahan bimbingan teknis disampaikan pada
tim penyelenggara

2. Melaksanakan
Bimbingan teknis

2.1

2.2

Bahan bimbingan teknis disampaikan kepada
audience

Pertanyaan atau masukan dari audience
dijawab dan dicatat

3. Evaluasi pelaksanaan
bimbingan teknis

3.1

3.2

3.3

Tanggapan audience dalam pelaksanaan
bimbingan teknis dikumpulkan dan
dianalisis

Rumusan hasil pelaksanaan bimbingan
teknis disusun dalam bentuk laporan.
Laporan disampaikan kepada pimpinan.

BATASAN VARIABEL

Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan bimbingan teknis di bidang

kebijakan perdagangan dalam dan luar negeri.

Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan penyusunan pedoman dan

NSPK, mencakup tidak terbatas pada:

1. Kontek variabel
2.

2.1 Komputer;

2.2 Printer;

2.3 Alat tulis kantor.
3.

Peraturan yang diperlukan untuk melakukan bimbingan teknis, meliputi:

3.1 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan,;
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3.2 Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan
Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah;

3.3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
334 /MPP/Kep/5/2004 tentang Perdagangan Gula Antar Pulau;

3.4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
527 /MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula;

3.5 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor
Kep-11/M-EKON/02/2010 tentang Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan
Pokok;

3.6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008
tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
06/M-DAG/PER/2/2012;

3.7 Peraturan Menteri Perdagagan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012
tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Stabilisasi
Harga.

3.8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012
tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;

3.9 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/9/2009
tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;

3.10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014
tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di
Bidang Perdagangan;

3.11 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2009
tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan
Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam Kerangka Indonesia
National Single Window;

3.12 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012
tentang Ketentuan Angka Pengenal Impor (API) sebagaimana telah
dirubah  beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 84 /M-DAG/PER/12/2012;

3.13 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010
tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang
Ekspor Indonesia.

Norma dan standar untuk melakukan bimbingan teknis bidang

perdagangan dalam dan luar negeri meliputi:

4.1 Peraturan Menteri Teknis Terkait tentang komoditas pangan pokok;
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4.2

4.3

4.4

Pedoman Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang gula, tepung, dan
minyak goreng;

Peraturan Direktur Jenderal Terkait tentang Petunjuk Teknis
Pemberlakuan SNI secara Wajib (bila ada);

Peraturan Menteri Teknis Terkait tentang komoditas produk pertanian
dan kehutanan, komoditas produk industri dan pertambangan yang

dibatasi dan dilarang.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara.

2. Persyaratan Kompetensi

Peralatan/perlengkapan untuk melakukan bimbingan teknis bidang

perdagangan dalam dan luar negeri:

2.1

2.2

2.3

Kebijakan dibidang komoditi gula, tepung, minyak goreng, dan garam,
serelia dan non-serelia;

Peraturan yang berkaitan dengan komoditi gula, tepung, minyak
goreng, dan garam, serelia dan non-serelia;

Peraturan yang berkaitan dengan komoditas produk pertanian dan
kehutanan, komoditas produk industri dan pertambangan yang

dibatasi dan dilarang.

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Pengetahuan tentang Peraturan Menteri Teknis Terkait tentang
komoditas pangan pokok;

Pengetahuan tentang Pedoman Standar Nasional Indonesia tentang
gula dan tepung;

Pengetahuan tentang Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor 527 /MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor
Gula;

Pengetahuan mengenai Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor 334/MPP/Kep/5/2004 tentang Perdagangan
Gula Antar Pulau;

Pengetahuan tentang Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Nomor Kep-11/M-EKON/02/2010 tentang Tim
Koordinasi Stabilisasi Pangan Pokok;

Pengetahuan tentang Peraturan Dirjen Terkait tentang Petunjuk

Teknis Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara Wajib;
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3.7 Pengetahuan mengenai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
04/M-DAG/PER/1/2012 tentang Penggunaan Cadangan Beras
Pemerintah untuk Stabilisasi Harga;

3.8 Pengetahuan tentang Peraturan yang berkaitan dengan komoditas
produk pertanian dan kehutanan, komoditas produk industri dan
pertambangan yang dibatasi dan dilarang;

3.9 Kemampuan berkomunikasi;

3.10 Kemampuan membangun hubungan dengan pihak ekternal;

3.11 Keterampilan berkoordinasi dengan instansi terkait dan pelaku usaha.

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Teliti;

4.2 Cepat;

4.3 Tepat waktu;

4.4 Bekerja sama.

5. Aspek Kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah bukti-

bukti penilaian harus mencakup kemampuan yang diperagakan untuk

menyelenggarakan bimbingan teknis.
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47. Memberikan Konsultasi Hukum

KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

DAG.TKD.03.047.02

Memberikan Konsultasi Hukum

Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk
memberikan konsultasi hukum. Unit kompetensi ini
meliputi Menganalisa/mengkaji permohonan
konsultasi hukum, menyiapkan konsep kajian
hukum, menyampaikan konsep kajian hukum, dan

mendokumentasikan kajian hukum.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Mempelajari
Permohonan

Konsultasi Hukum

1.1 Permohonan dan dokumen pendukung
permohonan konsultasi hukum dipelajari.

1.2 Permohonan dan dokumen pendukung
konsultasi hukum dikoordinasikan
substansinya kepada pemohon konsultasi
untuk dibahas lebih lanjut.

2. Menyiapkan konsep

kajian hukum

2.1 Bahan dan data  terkait dengan

Permohonan Konsultasi hukum
diidentifikasi.

2.2 Bahan dan data  terkait dengan
Permohonan Konsultasi hukum
dikumpulkan.

2.3 Bahan dan  data  terkait dengan
Permohonan Konsultasi hukum dianalisa.

2.4 Konsep Kajian Hukum disusun

berdasarkan hasil analisa;

5 Konsep kajian hukum dievaluasi.

.6 Konsep kajian hukum direvisi berdasarkan
hasil evaluasi dan disempurnakan menjadi
net konsep kajian hukum.

3. Menyampaikan konsep | 3.1 Nota dinas pengantar kajian hukum

kajian hukum

kepada pemohon konsultasi hukum
disusun.

3.2 Kajian Hukum disampaikan kepada
pemohon Konsultasi Hukum.

4. Mendokumentasikan 4.1 Kajian hukum dan dokumen pendukung

kajian hukum

diinvetarisasi.

4.2 Kajian hukum dan dokumen pendukung
didokumentasikan dalam dokumentasi
hukum.
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BATASAN VARIABEL
1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk pelaksanaan pemberian konsultasi hukum yang

meliputi menyiapkan bahan, menyiapkan dan mengklarifikasi konsep

kajian hukum, menyampaikan konsep kajian hukum, mendokumentasikan
kajian hukum.

1.1 Bahan dan data terkait termasuk dibawah ini, namun tidak terbatas
pada:

1.1.1 Undang-Undang;

1.1.2 Peraturan Pemerintah;

1.1.3 Peraturan Presiden;

1.1.4 Peraturan Menteri;

1.1.5 Surat Gugatan pejabat yang digugat;
1.1.6 Nota dinas;

1.1.7 Permohonan konsultasi hukum.

1.2 Bentuk dikoordinasikan termasuk di bawah ini, namun tidak terbatas
pada:

1.2.1 Klarifikasi bahan;
1.2.2 Klarifikasi data.
2. Peralatan dan perlengkapan untuk pelaksanaan pemberian konsultasi
hukum, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Alat tulis kantor;

2.2 Komputer.

3. Peraturan yang diperlukan untuk pemberian konsultasi hukum, meliputi:

3.1 HIR (Herziene Indonesische Reglemen) Stbl. 1941 Nomor 16;

3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3.3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3.4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962
tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);

197



3.5 Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas
dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan
Luar Negeri;

3.6 Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan
Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 /P Tahun 2011;

3.7 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,
dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Eselon [ Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun
2011t 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
25);

3.8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012.

4. Norma dan standar untuk pemberian konsultasi hukum meliputi Standard

Operating Procedures (SOP) Pemberian Konsultasi dan Telaah Hukum

Bidang Perdagangan.

PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks penilaian
1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan/wawancara,
demonstrasi/praktek, simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat
Uji Kompetensi (TUK), dan portofolio.
1.2 Untuk dapat melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung oleh
pengetahuan teknis dalam level minimum.
2. Persyaratan kompetensi
Unit kompetensi yang harus dikuasi sebelum menguasai unit kompetensi
ini dengan unit-unit kompetensi terkait:
2.1 Menganalisa/mengkaji permohonan konsultasi hukum;
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
3.1 Pengetahuan Ilmu Hukum;
3.2 Keterampilan mengelola Komputer pada level minimum;
3.3 Keterampilan Komunikasi;
3.4 Keterampilan kerjasama dalam Tim;
3.5 Keterampilan negosiasi;

3.6 Keterampilan analisa hukum;
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3.7 Pengetahuan tentang pembuatan nota dinas sesuai dengan pedoman
administrasi umum.

Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Bahan dan data terkait disiapkan dengan teliti;

4.2 Menyampaikan konsep kajian hukum secara komunikatif;

Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Bukti-bukti penilaian harus mencakup kemampuan yang diperagakan
untuk memberikan konsultasi hukum sesuai dengan prosedur yang
sudah ditentukan.

5.2 Minimal telah melaksanakan pemberian konsultasi hukum sebanyak

3 (tiga) kali.
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48. Mempersiapkan Surat Kuasa Khusus

KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

DAG.TKD.03.048.04

Mempersiapkan Surat Kuasa Khusus

Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk
mempersiapkan  surat kuasa  khusus.  Unit
kompetensi ini meliputi menyiapkan bahan,
menyiapkan dan mengklarifikasi konsep surat
kuasa, dan mendaftarkan surat kuasa pada panitera
pengadilan. Unit kompetensi ini berkaitan dengan
unit unit kompetensi memberikan bantuan hukum
di badan peradilan umum/pengadilan tata usaha

negara.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Menyiapkan bahan

1.1 Bahan dan data terkait dengan objek
surat kuasa dikumpulkan, diidentifikasi,
dan dianalisis.

1.2 Bahan dan data terkait dengan objek
surat kuasa dikompilasi dan
dikoordinasikan substansinya kepada
unit terkait.

2. Menyiapkan dan

2.1 Surat kuasa dirancang berdasarkan

mengklarifikasi konsep standar yang telah ditentukan sesuai

surat kuasa

dengan lingkungan pengadilan tempat
beracara.

2.2 Nota dinas pengantar konsep surat kuasa
kepada pejabat unit terkait disusun.

2.3 Konsep surat kuasa direvisi berdasarkan
masukan pejabat unit terkait.

2.4 Net konsep surat kuasa diserahkan
kepada pejabat unit terkait dan ditanda-
tangani.

3. Mendaftarkan surat

3.1 Surat kuasa dibawa kepada panitera

kuasa kepada panitera pengadilan terkait.

pengadilan

3.2 Surat kuasa didaftarkan pada panitera
pengadilan terkait.

3.3 Administrasi pendaftaran surat kuasa
diselesaikan.

3.4 Tanda terima pendaftaran diterima dan
didokumentasikan.
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BATASAN VARIABEL
1. Konteks variabel
Unit ini berlaku untuk pembuatan surat kuasa khusus yang meliputi
menyiapkan bahan, menyiapkan dan mengklarifikasi konsep surat kuasa,
dan mendaftarkan surat kuasa pada panitera pengadilan.
1.1 Bahan dan data terkait termasuk dibawah ini, namun tidak terbatas
pada:
1.1.1 Undang-Undang;
1.1.2 Peraturan Pemerintah;
1.1.3 Peraturan Presiden;
1.1.4 Peraturan Menteri;
1.1.5 Surat Gugatan pejabat yang digugat;
1.1.6 Nota dinas.
1.2 Lingkungan pengadilan termasuk dibawah ini:
1.2.1 Pengadilan Negeri;
1.2.2 Pengadilan Tinggi;
1.2.3 Pengadilan Tata Usaha Negara;
1.2.4 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
1.2.5 Mahkamah Agung;
1.2.6 Mahkamah Konstitusi.
1.3 Administrasi termasuk dibawah ini, namun tidak terbatas pada:
1.3.1 Kwitansi Pembayaran;
1.3.2 Formulir Pendaftaran;
1.3.3 Tanda Terima Berkas.
2. Peralatan dan perlengkapan untuk pembuatan surat kuasa khusus,
mencakup tidak terbatas pada:
2.1 Alat tulis kantor;
2.2 Komputer.
3. Peraturan yang diperlukan untuk pembuatan surat kuasa khusus, meliputi:
3.1 Herziene Indonesische Reglemen (HIR) Stbl. 1941 Nomor 16;
3.2 Undang-Undang Nomor &8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3.3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
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3.4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962
tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);

3.5 Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas
dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan
Luar Negeri;

3.6 Keputusan Presiden Nomor 84 /P Tahun 2009 tentang Pembentukan
Kabinet Indonesia Bersatu Il sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 /P Tahun 2014;

3.7 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,
dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun
2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

3.8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012.

4. Norma dan standar untuk pemberian bantuan hukum di badan peradilan
umum/pengadilan tata wusaha negara adalah Standard Operational
Procedures (SOP) Pembuatan Surat Kuasa Khusus MOT-
12.01.CFM.01.SOP.01 tentang Pemberian Bantuan Hukum di Badan

Peradilan Umum/Pengadilan Tata Usaha Negara.

PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks penilaian:

1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan/wawancara,
demonstrasi/praktek, simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat
Uji Kompetensi (TUK), dan portofolio;

1.2 Untuk dapat melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung oleh
pengetahuan teknis dalam level minimum dalam peradilan
umum/pengadilan tata usaha negara.

2. Persyaratan kompetensi:

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelum menguasai unit kompetensi

ini dengan unit-unit kompetensi terkait:

2.1 Mengajukan Permohonan Pelayanan Hukum.
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3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
3.1 Pengetahuan tentang tata cara beracara di pengadilan;
3.2 Pengetahuan tentang pembuatan nota dinas sesuai dengan pedoman
administrasi umum;
3.3 Pengetahuan hukum;
3.4 Kemampuan mengoperasikan komputer;
3.5 Kemampuan komunikasi;
3.6 Kemampuan kerjasama dalam tim;
3.7 Kemampuan perancangan surat kuasa.
4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Ketelitian;

4.2 Kecepatan dalam melakukan tugas sesuai waktu yang ditentukan.
S. Aspek kritis:

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Bukti-bukti penilaian harus mencakup kemampuan yang diperagakan
untuk menyiapkan surat kuasa khusus sesuai dengan prosedur yang
sudah ditentukan;

5.2 Minimal telah melaksanakan penyiapan surat kuasa khusus sebanyak

3 (tiga) kali.
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49. Mengajukan Permohonan Pelayanan Hukum

KODE UNIT : DAG.TKD.03.049.03

JUDUL UNIT : Mengajukan Permohonan Pelayanan Hukum

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan,

keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk

mengajukan permohonan pelayanan hukum.

ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

1. Menganalisa gugatan 1.1 Gugatan hukum oleh pihak penggugat
hukum. dianalisa.

1.2 Bahan dan/atau data terkait dengan
gugatan hukum dikumpulkan dan
diidentifikasi.

2. Mengajukan permohonan 2.1 Nota dinas permohonan pelayanan
pelayanan hukum hukum disusun disiapkan.

2.2 Permohonan pelayanan hukum,

gugatan hukum dan bahan dan/atau
data terkait disampaikan kepada Biro
Hukum Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk pengajuan permohonan pelayanan hukum yang

meliputi menganalisa gugatan hukum, dan mengajukan permohonan

pelayanan hukum.

1.1 Bahan dan data terkait termasuk dibawah ini, namun tidak terbatas

pada:

1.1.1 Undang-Undang;

1.1.2 Peraturan Pemerintah;

1.1.3 Peraturan Presiden;

1.1.4 Peraturan Menteri;

1.1.5 Surat Gugatan pejabat yang digugat;

1.1.6 Nota dinas.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk pelaksanaan pengajuan permohonan

pelayanan hukum, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Alat tulis kantor;
2.2 Komputer.

3. Peraturan yang diperlukan untuk pengajuan permohonan pelayanan

hukum, meliputi:
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3.1 Herziene Indonesische Reglemen (HIR) Stbl. 1941 Nomor 16;

3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3.3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3.4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962
tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);

3.5 Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas
dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan
Luar Negeri;

3.6 Keputusan Presiden Nomor 84 /P Tahun 2009 tentang Pembentukan
Kabinet Indonesia Bersatu Il sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 /P Tahun 2011;

3.7 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,
dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun
2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

3.8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012.

4. Norma dan standar untuk pemberian konsultasi hukum adalah Standard

Operational Procedures (SOP) MOT-12.01.CFM.01.SOP.01 tentang Pemberian

Bantuan Hukum di Badan Peradilan Umum/Pengadilan Tata Usaha Negara.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan/wawancara,
demonstrasi/praktek, simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji

Kompetensi (TUK), dan portofolio.
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Persyaratan kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelum menguasai unit kompetensi
ini dengan unit-unit kompetensi terkait:

2.1 Mempersiapkan Dokumen;

2.2 Memproses Dokumen.

. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan tentang pembuatan nota dinas sesuai dengan pedoman
administrasi umum;

3.2 Kemampuan menggunakan aplikasi Office;

3.3 Kemampuan komunikasi;

3.4 Kemampuan menganalisa permasalahan.

Sikap kerja yang diperlukan :

4.1 Ketelitian;

4.2 Responsif terhadap permasalahan.

Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Bukti-bukti penilaian harus mencakup kemampuan yang diperagakan
untuk mengajukan permohonan pelayanan hukum sesuai dengan
prosedur yang sudah ditentukan.

5.2 Minimal telah melaksanakan pengajuan permohonan pelayanan

hukum sebanyak 3 (tiga) kali.

206



50. Menyusun Bahan Menjadi Saksi Ahli

KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

DAG.TKD.02.050.02
Menyusun Bahan Menjadi Saksi Ahli

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

ketelitian dan keterampilan yang dibutuhkan dalam

menyusun bahan untuk menjadi saksi ahli dalam

kebijakan di bidang Perdagangan.

ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

1. Melakukan identifikasi | 1.1  Informasi mengenai kasus diidentifikasi.
bahan /kebijakan | 1.2  Peraturan/referensi yang terkait kasus
/peraturan untuk diidentifikasi.
penyusunan bahan | 1.3 Informasi, peraturan, dan data
sebagai saksi ahli. dikonfirmasikan kepada atasan /

pemohon saksi sesuai dengan
kebutuhan.

1.4 Informasi di bidang perdagangan,
peraturan, dan data didokumentasikan.

2. Menganalisis data dan 2.1  Data dan informasi dianalisis
informasi 2.2 hasil analisa dikonfirmasi untuk

mendapatkan persetujuan atasan.
2.3 hasil analisa yang sudah mendapat
persetujuan didokumentasikan.

3. Merancang konsep draft 3.1 Konsep bahan saksi ahli dibuat sesuai
saksi ahli dengan hasil analisa dan kasus yang

telah dikonfirmasikan oleh atasan.

3.2 Konsep bahan saksi ahli dikoreksi oleh
ahli hukum (biro hukum).

3.3 Konsep bahan saksi ahli diserahkan

kepada pemohon

BATASAN VARIABEL
1. Kontek Variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan identifikasi bahan /kebijakan/

peraturan untuk penyusunan bahan sebagai saksi ahli, menganalisis

data dan

informasi,

merancang konsep draft saksi

ahli, yang

digunakan untuk Menyusun Bahan Menjadi Saksi Ahli.

1.2 Pihak terkait, termasuk di bawah ini tapi tidak terbatas:

1.2.1 Pelaku usaha
1.2.2 Asosiasi

1.2.3 Kepolisian
1.2.4 Kejaksaan
1.2.5 Unit eselon II
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1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
1.8

1.9

1.2.6 Instansi  terkait seperti Kementerian  Perindustrian,
Kementerian Lingkungan Hidup, BNN, Kementerian ESDM,
Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, kementerian
Keuangan dll.

Informasi adalah berita yang diperoleh dari media, surat permohonan

menjadi saksi ahli.

Kasus mencakup masalah hukum terkait dengan peraturan di bidang

perdagangan.

Peraturan yang dikeluarkan oleh instansi terkait seperti kementerian

perindustrian, kementerian pertanian, kementerian perdagangan,

kementerian teknis lainnya.

Pemohon adalah pihak yang memohon agar ada saksi ahli dalam

suatu kasus pidana/perdata pada kebijakan di bidang perdagangan.

Umumnya  pemohon adalah  kepolisian dalam  menyusun

tuduhan/sangkaan.

Atasan termasuk pejabat Eselon IV atau Eselon III atau Eselon II.

Metode Analisa termasuk cara menganalisa tidak terbatas pada

analisa deskriptif.

Instansi Terkait termasuk stakeholder yang ada.

Peralatan dan perlengkapan untuk menyusun bahan menjadi saksi ahli,

mencakup tidak terbatas pada:

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Komputer (PC/Laptop);

Aplikasi (program komputer) seperti microsoft office;
Printer;

Alat Tulis Kantor;

Media cetak;

Buku / literatur.

peraturan

Peraturan yang diperlukan untuk menyusun bahan menjadi saksi ahli,

meliputi:

3.1

3.2

3.3
3.4

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
Agreement Establishing The World Trade Organization,;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Peraturan atau kebijakan Kementerian Perdagangan yang terkait;
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Norma dan standar untuk menyusun bahan menjadi saksi ahli adalah:

4.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Menyusun Bahan Menjadi
Saksi Ahli;

4.2 Standar penulisan peraturan dengan penggunaan Bahasa Indonesia
yang baik dan benar;

4.3 Standar dan Norma sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang

telah ditetapkan;

PANDUAN PENILAIAN

1.

Konteks Penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi Menyusun Bahan Menjadi
Saksi Ahli. Hal ini dapat dinilai berdasarkan portofolio.

1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tes tertulis dan/atau
lisan/wawancara.

Persyaratan kompetensi: -

Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Untuk mendemonstrasikan kompetensi, dibutuhkan pengetahuan
sebagai berikut:

.1.1 Kebijakan mengenai perdagangan secara umum.

.1.2 Kebijakan mengenai perdagangan luar negeri.

.1.3 Peraturan WTO.

.1.4 Kebijakan mengenai sistem lalu lintas devisa.

.1.5 Kebijakan mengenai ekspor dan impor.

.1.6 Latar belakang dan tujuan dari kebijakan.

.1.7 Situasi dan kondisi perijinan lain yang terkait.

.1.8 Ejaan Yang Disempurnakan.

W W W W W W W w W

.1.9 Bahasa Indonesia Baku sesuai Kamus Besar Bahasa
Indonesia.
3.1.10 Legal drafting.

3.2 Untuk mendemonstrasikan kompetensi, dibutuhkan keterampilan
sebagai berikut:
3.2.1 Bekerja dengan mengoperasikan komputer;
3.2.2 Kemampuan menggunakan aplikasi komputer (microsoft

office);

3.2.3 Kemampuan menggunakan explorer (internet explorer, dan

web browser lainnya).
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3.2.4 Kemampuan memahami isi dari kebijakan/peraturan;
3.2.5 Kemampuan menulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan
benar;
3.2.6 Kemampuan mengolah data statistik;
3.2.7 Keterampilan penelusuran informasi melalui berbagai media;
3.2.8 Kemampuan menyusun poin-poin analisa;
3.2.9 Kemampuan melakukan analisa;
3.2.10 Bekerja efektif pada kelompok/individual.
Sikap kerja yang diperlukan:
4.1 Kedisiplinan;
4.2 Ketelitian dan kecermatan;
4.3 Kritis berpikir;
4.4 Bertanggung Jawab;
4.5 Ketegasan.
Aspek Kritis
Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah

mengumpulkan 3 portofolio sebagai pembuktian.
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51. Memberikan Bantuan Hukum Di Badan Peradilan Umum/Pengadilan

Tata Usaha Negara

KODE UNIT : DAG.TKD.03.051.02

JUDUL UNIT : Memberikan Bantuan Hukum Di Badan Peradilan
Umum /Pengadilan Tata Usaha Negara

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk
memberikan bantuan hukum di badan peradilan

umum/pengadilan tata usaha negara.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Mempersiapkan 1.1 Surat gugatan dibahas dan dipelajari.
Pemberian Bantuan 1.2 Data, dokumen yang berkaitan dengan
Hukum Di Badan gugatan/sengketa dikumpulkan.
Peradilan 1.3 Surat Kuasa  Khusus dari  Menteri
Umum /Pengadilan dipersiapkan.
Tata Usaha Negara 1.4 Surat Kuasa  Khusus dari Menteri

ditandatangani.

1.5 Surat Kuasa Khusus dari Menteri
disampaikan kepada Pejabat yang ditunjuk
untuk mewakili.

1.6 Surat Kuasa Khusus dari Menteri didaftarkan
ke Panitera Badan Peradilan Umum/
Pengadilan Tata Usaha Negara

2. Mempersiapkan 2.1 Pelaksanaan koordinasi dengan Unit terkait
Sidang dilaksanakan.

2.2 Saksi maupun ahli dihubungi dan dimintai
kesediaan untuk memberikan keterangan.

2.3 Alat bukti yang akan disampaikan dalam
persidangan disiapkan.

2.4 Surat Jawaban, Duplik, dan kesimpulan
berdasarkan hasil pengkajian dari
pemasalahan hukum disusun.

3. Melaksanakan Sidang | 3.1 Mediasi antara penggugat dan tergugat

Di Badan Peradilan dilakukan.
Umum/ Pengadilan 3.2 Eksepsi/jawaban disampaikan dalam
Tata Usaha Negara persidangan.
3.3 Duplik (jawaban kedua (dari terdakwa atau
pembela) sbg jawaban atas replik)

disampaikan dalam persidangan.

3.4 Putusan atas perkara yang disidangkan
dibacakan dalam persidangan.

3.5 Jalannya persidangan dicatat dan
didokumentasikan.
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BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
Unit ini berlaku wuntuk pemberian bantuan hukum di peradilan
umum/pengadilan tata usaha negara. Unit kompetensi ini meliputi
mempersiapkan pemberian bantuan hukum, mempersiapkan sidang, dan
pelaksanaan sidang di peradilan umum/pengadilan tata usaha negara.

1.1 Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili termasuk dibawah ini, namun
tidak terbatas pada:

1.1.1 Kepala Biro Hukum;

1.1.2 Kepala Bagian Bantuan Hukum;

1.1.3 Kepala Subbagian pada Bagian Bantuan Hukum;

1.1.4 Pejabat Fungsional Umum pada Bagian Bantuan Hukum.

1.2 Alat bukti termasuk dibawah ini, namun tidak terbatas pada :
1.2.1 Keterangan saksi;

1.2.2 Keterangan ahli;
1.2.3 Surat;

1.2.4 Petunjuk;

1.2.5 Keterangan terdakwa.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk pemberian bantuan hukum di badan
peradilan umum/pengadilan tata usaha negara, mencakup tidak terbatas
pada:

2.1 Alat tulis kantor;

2.2 Komputer.

3. Peraturan yang diperlukan untuk pemberian bantuan hukum di badan
peradilan umum/pengadilan tata usaha negara, meliputi:

3.1 HIR (Herziene Indonesische Reglement) Stbl. 1941 No. 16;

3.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379);

3.3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77)
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
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3.4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

3.5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/9/2010
tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
57/M-DAG/PER/8/2012.

4. Norma dan standar untuk pemberian bantuan hukum di badan peradilan
umum/pengadilan tata wusaha negara adalah Standard Operating

Procedures  Pemberian  Bantuan Hukum di Badan  Peradilan

Umum /Pengadilan Tata Usaha Negara.

PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut: tersedianya
perangkat simulasi sidang seperti halnya di Badan Peradilan Umum/
Pengadilan Tata Usaha Negara atau penilaian langsung pada saat
sidang berlangsung.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan/wawancara,
demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan/atau di
Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasi sebelum menguasai unit kompetensi

ini dengan unit-unit kompetensi terkait:

2.1 Mempersiapkan Surat Kuasa Khusus.

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan mengenai teknik penyusunan Surat Jawaban, Duplik dan
Kesimpulan;

3.2 Pengetahuan mengenai Hukum Acara di Badan Peradilan
Umum/Pengadilan Tata Usaha Negara;

3.3 Keterampilan Bahasa Inggris dengan TOEFL minimal 450;

3.4 Keterampilan menggunakan aplikasi Microsoft Office;

3.5 Keterampilan berkoordinasi secara efektif;

3.6 Keterampilan menggali informasi yang relevan;

3.7 Keterampilan mendokumentasikan proses persidangan.
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4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Ketelitian,;

4.2 Gigih dalam mempertahankan pendapat;

4.3 Kecepatan dalam melakukan tugas sesuai waktu yang ditentukan.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Bukti-bukti penilaian harus mencakup kemampuan yang diperagakan
untuk melakukan pemberian bantuan hukum di badan peradilan
umum/pengadilan tata usaha negara sesuai dengan prosedur yang
sudah ditentukan dan bukti dokumentasi jalannya persidangan.

5.2 Minimal pernah melakukan pemberian bantuan hukum di badan

peradilan umum/pengadilan tata usaha negara sebanyak 2 (dua) kali.
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52. Memberikan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Konsumen

KODE UNIT ! DAG.TKD.02.052.04

JUDUL UNIT : Memberikan

Konsumen

DESKRIPSI UNIT : Unit ini merupakan kemampuan yang didasari atas
pengetahuan,
dibutuhkan dalam memberikan pelayanan informasi dan

pengaduan konsumen.

Pelayanan Informasi dan Pengaduan

keterampilan dan sikap kerja yang

ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

1. Menerima permohonan | 1.1 Permintaan informasi dan juga pengaduan
informasi dan/atau konsumen yang berkaitan dengan
pengaduan konsumen perlindungan konsumen diterima sesuai

prosedur yang berlaku.

1.2 Kebutuhan informasi perlindungan konsumen
dan pengaduan konsumen diidentifikasi
berdasarkan permohonan yang masuk

1.3 Kebutuhan informasi dan pengaduan yang
sudah teridentifikasi dikelompokkan
berdasarkan jenis permohonan informasi/
pengaduan yang masuk

2. Memproses 2.1 Informasi perlindungan konsumen yang
permohonan informasi dibutuhkan disusun sesuai dengan
dan/atau pengaduan kebutuhan.
konsumen

2.2 Pengaduan konsumen ditelaah apakah
pengaduan konsumen tersebut terkait dengan
pasal-pasal di Undang-Undang Perlindungan
Konsumen

2.3 Bahan/materi terkait informasi disiapkan
sesuai dengan kebutuhan

3. Memberikan informasi | 3.1 Informasi terkait perlindungan konsumen
perlindungan diberikan kepada kosumen/lembaga yang
konsumen dan/atau mengajukan permohonan
tmdakdlanju‘i{ 3.2 Surat Rekomendasi Pengaduan Konsumen
pengaduan xonsumen disiapkan untuk dikoreksi oleh pimpinan.

3.3 Surat Rekomendasi Pengaduan Konsumen

yang telah dikoreksi dikirimkan kepada pithak
terkait.
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BATASAN VARIABEL

1.

Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk Menerima permohonan informasi dan pengaduan
konsumen, Memproses permohonan informasi dan pengaduan konsumen
Memberikan informasi perlindungan konsumen dan/atau tindak lanjut
pengaduan konsumen yang digunakan untuk memberikan pelayanan
informasi dan pengaduan konsumen.

Pihak terkiat dalam Memberikan informasi perlindungan konsumen dan
pengaduan konsumen, mencakup tidak terbatas pada:

1.1 Dinas Kabupaten/Kota

1.2 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk Memberikan
informasi perlindungan konsumen dan pengaduan konsumen, mencakup

tidak terbatas pada:

2.1 Format surat-surat dan laporan.
2.2  Komputer.

2.3 Internet.

2.4  Alat Tulis Kantor.

2.5 Data dukung.

Peraturan yang diperlukan untuk Memberikan pelayanan informasi dan

pengaduan konsumen meliputi :

3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3821).

3.2  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
3.3  Peraturan terkait perlindungan konsumen lainnya

Norma dan standar untuk memberikan pelayanan informasi dan
pengaduan konsumen adalah: Standar Operating Procedure (SOP) tentang

memberikan pelayanan informasi dan pengaduan konsumen.

216



PANDUAN PENILAIAN

1.

Konteks penilaian

1.1

1.2

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut : informasi
tentang perlindungan konsumen disusun serta Pengaduan
konsumen ditelaah apakah pengaduan konsumen tersebut terkait

dengan pasal-pasal di Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara,
demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan/atau di

Tempat Uji Kompetensi (TUK)

Persyaratan kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin

diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit

kompetensi terkait :

2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

Melakukan komunikasi efektif.
Melakukan pengumpulan data.
Mengolah data.

Memproses dokumen.

Melakukan pengarsipan dokumen.

Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan :

3.1

3.2

Pengetahuan :

3.1.1 Peraturan terkait dengan Perlindungan Konsumen

3.1.2 Sistem operasional dan teknologi.

3.1.3 Pemahaman mengenai penyelesaian sengketa konsumen
Keterampilan :

3.2.1 Melakukan komunikasi dan koordinasi.

3.2.2 Mengoperasikan komputer.

3.2.3 Mengoperasikan aplikasi Office.

3.2.4 Keterampilan menulis kalimat efektif.

3.2.5 Keterampilan menyelesaikan sengketa konsumen

3.2.6 Manajemen waktu.
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Sikap kerja yang diperlukan :
4.1 Disiplin dalam mengerjakan prosedur.

4.2  Ketelitian dalam pengerjaan memberikan pelayanan informasi dan

pengaduan konsumen.
Aspek kritis
Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah :

5.1 Bukti-bukti penilaian harus mencakup kemampuan yang

diperagakan untuk melaksanakan pengawasan barang dan jasa

5.2  Mampu menyiapkan bukti telah memberikan pelayanan informasi

dan pengaduan konsumen minimal sebanyak 1 kali.
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53. Memberikan Bantuan Hukum Di Mahkamah Konstitusi/Agung

KODE UNIT
JUDUL UNIT

DESKRIPSI UNIT

DAG.TKD.03.053.02

Memberikan Bantuan Hukum Di Mahkamah
Konstitusi/Agung

Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk

memberikan bantuan hukum di Mahkamah

Konstitusi/Agung.
ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan 1.1 Surat Kuasa Substitusi Menteri
Pemberian Bantuan dipersiapkan berdasarkan Peraturan

Hukum

Perundang-undangan (UUD 1945, UU, PP,
Perpres, Permendag, dll) yang diuji.

1.2 Pokok permohonan gugatan hak uji materiil
disusun sesuai dengan gugatan yang
diterima.

1.3 Surat Kuasa Substitusi Menteri
disampaikan kepada Pejabat Eselon I dan
Eselon II berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang sedang diuji.

1.4 Pokok Permohonan Gugatan disampaikan
kepada Menteri dan Pejabat Eselon I dan
Eselon II terkait yang ditunjuk dalam Surat
Kuasa Substitusi.

1.5 Surat Kuasa Subtitusi ditandatangani dan
didaftarkan ke Panitera Mahkamah
Konstitusi sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Membuat Jawaban
Opening Statement

Pemerintah

2.1 Substansi dari Gugatan Permohonan Hak
Uji Materiil Undang-Undang dianalisis dari
aspek hukum.

2.2 Bahan-bahan terkait dipersiapkan dan
diolah sebagai bahan jawaban Opening
Statement Pemerintah.

2.3 Koordinasi dengan instansi terkait
dilaksanakan dan keterangan/penjelasan
mengenai substansi pasal undang-undang
yang diuji didapatkan.

2.4 Keterangan dari Instansi terkait dicatat dan
didokumentasikan.

2.5 Keterangan dari Instansi terkait disusun dan
dimasukkan ke dalam Opening Statement
Pemerintah.

2.6 Draft opening statement  pemerintah
dikonsultasikan kepada pejabat terkait.

2.7 Opening Statement Pemerintah yang telah

dikonsultasikan disampaikan kepada
Menteri dan tanda tangan didapatkan.
2.8 Opening Statement yang telah
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ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

ditandatangani Menteri disampaikan kepada
Kementerian yang membidangi masalah
hukum.

3. Mempersiapkan
Sidang

3.1

3.2

3.3

Koordinasi dengan instansi terkait
dilaksanakan.

Saksi Ahli dalam bidang tertentu dihubungi
dan kesediaan untuk memberikan
keterangan diperoleh.

Bukti, bahan-bahan dan/atau presentasi
yang akan disampaikan dalam persidangan
disiapkan.

4. Melaksanakan sidang

4.1

4.2

4.3
4.4
4.5

4.6

Opening Statement yang telah
ditandatangani Menteri terkait untuk
disampaikan.

Opening Statement yang telah disampaikan
tersebut, dibacakan dalam sidang yang
telah ditentukan.

Saksi Ahli dihadirkan dipersidangan.

Saksi Ahli dimintai keterangan terkait Pasal
dari Undang-Undang yang sedang diuji.
Bukti, bahan dan/atau presentasi
disampaikan dalam persidangan.

Proses persidangan dan keterangan dalam
persidangan dicatat dan didokumentasikan.

5. Menyusun Kesimpulan
Pemerintah

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Keterangan atau Informasi dalam
persidangan dianalisis

Koordinasi dengan instansi terkait
dilaksanakan.

Intansi terkait diminta keterangan untuk

dimasukkan dalam Kesimpulan Pemerintah.
Keterangan dari Instansi terkait dicatat dan
didokumentasikan.

Draft kesimpulan pemerintah disusun
dengan memasukkan keterangan dari
instansi terkait.

Draft kesimpulan pemerintah
dikonsultasikan kepada pejabat berwenang.
Kesimpulan  Pemerintah  yang sudah
dikonsultasikan, disampaikan kepada
Menteri dan tanda tangan diperoleh.
Opening Statement disampaikan kepada
Kementerian yang membidangi masalah
hukum.

6. Melaksanakan sidang
Pembacaan
Kesimpulan
Pemerintah

6.1

6.2

6.3

Kesimpulan Pemerintah yang telah
ditandatangani Menteri terkait disampaikan.
Kesimpulan Pemerintah yang telah
disampaikan dibacakan dalam persidangan.
Jalannya persidangan dicatat dan
didokumentasikan.
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BATASAN VARIABEL
1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk memberikan bantuan hukum di Mahkamah

Konstitusi dan Mahkamah Agung yang meliputi mempersiapkan pemberian

bantuan hukum, membuat Jawaban Opening Statement Pemerintah,

mempersiapkan sidang, melaksanakan sidang, menyusun kesimpulan

Pemerintah, melaksanakan sidang pembacaan kesimpulan Pemerintah.

1.1 Persidangan yang dimaksudkan dalam unit kompetensi ini adalah
terbatas pada Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang
Dasar.

1.2 Koordinasi meliputi pembahasan penyusunan Opening Statement,
keterangan ahli dan Kesimpulan Pemerintah.

1.3 Instansi terkait termasuk dibawah ini, namun tidak terbatas pada :
1.3.1 Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia;

1.3.2 Kementerian terkait yang diberikan Surat Kuasa Khusus oleh
Presiden;
1.3.3 Sektor terkait dengan Undang-Undang yang diuji.

1.4 Pejabat yang ditunjuk termasuk dibawah ini, namun tidak terbatas
pada :

1.4.1 Pejabat Eselon I (terkait Undang-Undang yang sedang diuji);
1.4.2 Pejabat Eselon II (terkait Undang-Undang yang sedang diuji);
1.4.3 Kepala Biro Hukum.

1.5 Bahan-bahan terkait termasuk dibawah ini, namun tidak terbatas pada
Undang-Undang yang sedang diuji.

1.6 Bidang Undang-Undang yang diuji adalah undang-undang bidang
perdagangan termasuk di bawah ini, namun tidak terbatas pada :

1.6.1 Undang-Undang Penanaman Modal;
1.6.2 Undang-Undang Pengesahan Piagam Perhimpunan Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara;
1.6.3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
1.6.4 Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi;
1.6.5 Undang-Undang Sistem Resi Gudang;
1.6.6 Undang-Undang Metrologi Legal.
2. Peralatan dan perlengkapan untuk memberikan bantuan hukum di

Mahkamah Konstitusi, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Alat tulis kantor;

2.2 Komputer;
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2.3 Peralatan Komunikasi (Telepon/Email).

3. Peraturan yang diperlukan untuk memberikan bantuan hukum di

Mahkamah Konstitusi/Agung, meliputi:

3.1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

3.2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009;

3.3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3.4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji
Materiil;

3.5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang
Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;

3.6 Undang-Undang yang dimohon pengujiannya ;

3.7 Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan
permohonan hak uji materiil;

3.8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/9/2010
tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
57/M-DAG/PER/8/2012.

4. Norma dan standar untuk pemberian bantuan hukum di badan peradilan
umum/pengadilan tata usaha negara :

4.1 Standard Operating Procedures Pemberian Bantuan Hukum di
Mahkamah Konstitusi.

4.2 Standard Operating Procedures Pemberian Bantuan Hukum di

Mahkamah Agung.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan/wawancara,
demonstrasi/praktek, simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji
Kompetensi (TUK), dan portofolio.

2. Persyaratan kompetensi
Unit kompetensi yang harus dikuasi sebelum menguasai unit kompetensi
ini dengan unit-unit kompetensi terkait:
2.1 Mempersiapkan Surat Kuasa Khusus
2.2 Memberikan bantuan hukum di badan peradilan umum/ pengadilan

tata usaha negara.
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2.3 Mempersiapkan surat kuasa khusus.

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan mengenai teknik penyusunan Opening Statement dan
Kesimpulan;

3.2 Pengetahuan mengenai Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi dan
atau Mahkamah Agung;

3.3 Pengetahuan mengenai Aturan dari Undang-Undang yang diuji;

3.4 Pengetahuan mengenai Bahasa Inggris dengan TOEFL minimal 450;

3.5 Keterampilan menggunakan aplikasi Microsoft Office;

3.6 Keterampilan berkoordinasi secara efektif;

3.7 Keterampilan menggali informasi/dokumentasi yang relevan;

3.8 Keterampilan mendokumentasikan proses persidangan.

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Gigih dalam mempertahankan pendapat yang sesuai dengan tujuan
organisasi;

4.2 Kecepatan dalam melakukan tugas sesuai waktu yang ditentukan.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Bukti-bukti penilaian harus mencakup kemampuan yang diperagakan
untuk memberikan bantuan hukum di Mahkamah Konstitusi/Agung
sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan.

5.2 Minimal telah memberikan bantuan hukum di Mahkamah

Konstitusi/Agung sebanyak 1 (satu) kali.
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54. Mengadakan Forum Komunikasi Perlindungan Konsumen

DESKRIPSI UNIT

pengetahuan,

Forum Komunikasi Perlindungan

KODE UNIT : DAG.TKD.03.054.02
JUDUL UNIT : Mengadakan
Konsumen

: Unit ini merupakan kemampuan yang didasari atas

keterampilan dan sikap kerja yang

dibutuhkan dalam mengadakan forum komunikasi

perlindungan konsumen.

ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

mengenai pelaksanaan
forum komunikasi
perlindungan
konsumen

3.2

3.3

1. Menyiapkan 1.1 Rapat persiapan dilakukan untuk
pelaksanaan forum membahas  persiapan penyelenggaraan
komunikasi forum komunikasi perlindungan
perlindungan konsumen.
konsumen 1.2 Memo dinas perencanaan pelaksanaan

forum komunikasi perlindungan konsumen

disiapkan untuk kemudian didistribusikan.
1.3 Surat undangan untuk peserta dibuat dan

diedarkan sesuai dengan daftar undangan.

2. Melaksanakan forum 2.1 Koordinasi teknis dengan pemangku
komunikasi kepentingan dilakukan sesuai dengan isu
perlindungan aktual.
konsumen 2.2 Forum komunikasi perlindungan

konsumen dilaksanakan sesuai dengan
agenda.

2.3 Notulen disusun berdasarkan informasi
yang berkembang.

3. Membuat laporan 3.1 Notulen direkapitulasi sesuai dengan

format yang telah ditentukan.

Laporan hasil kegiatan disusun sesuai
format yang ditetapkan.

Laporan hasil kegiatan diserahkan kepada
pimpinan untuk dikoreksi lebih lanjut.

BATASAN VARIABEL

1.

Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan, melaksanakan dan membuat laporan

pelaksanaan forum komunikasi perlindungan konsumen.

informasi

Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk Memberikan

perlindungan konsumen dan penyelesaian pengaduan,
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mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Format surat-surat dan laporan;
2.2 Komputer;

2.3 Internet;

2.4 Alat Tulis Kantor;

2.5 Data dukung (data peserta, data lokasi kegiatan, data contact

person, data narasumber).

3. Peraturan yang diperlukan untuk Mengadakan forum komunikasi

perlindungan konsumen meliputi :

3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3821);

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;

3.3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010
tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Perdagangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012.

4. Norma dan standar untuk mengadakan forum komunikasi perlindungan
konsumen adalah Standar Operating Procedure (SOP) tentang

penyelenggaraan forum.

PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks penilaian
1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat

berpengaruh atas tercapainya pelaksanaan Forum komunikasi

perlindungan konsumen sesuai dengan agenda.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara,
demonstrasi/praktek, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji
Kompetensi (TUK).
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Persyaratan kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin

diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit

kompetensi terkait:

2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

Melakukan komunikasi efektif;
Melakukan pengumpulan data;
Mengolah data;

Memproses dokumen;

Melakukan pengarsipan dokumen.

Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Sistem operasional dan teknologi;
Pemahaman mengenai perlindungan konsumen;

Pemahaman mengenai peraturan-peraturan berkait dengan

perlindungan konsumen;

Pemahaman terhadap substansi dan materi yang akan

disampaikan;

Melakukan komunikasi dan koordinasi;
Mengoperasikan komputer;
Mengoperasikan aplikasi Office;
Keterampilan menulis kalimat efektif;

Manajemen waktu.

Sikap kerja yang diperlukan:

4.1

4.2

4.3

Disiplin dalam mengerjakan prosedur;

Ketelitian dalam Mengadakan forum komunikasi perlindungan

konsumen;

Komunikasi dalam berkoordinasi yang baik.

Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah :

5.1

Unit kompetensi dapat dinilai pada saat bekerja atau tidak bekerja.
Penilaian dapat mencakup praktek di tempat kerja, maupun

portfolio;
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5.2 Mampu menyiapkan bukti telah mengadakan forum komunikasi

perlindungan konsumen minimal sebanyak 1 kali.
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55. Menangani Gugatan Sengketa Informasi

KODE UNIT : DAG.TKD.03.055.02
JUDUL UNIT : Menangani Gugatan Sengketa Informasi
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan,

keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk

menangani gugatan sengketa informasi.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan penelaahan 1.1 Gugatan sengketa informasi diterima.
gugatan sengketa informasi. | 1.2 Materi gugatan sengketa informasi

diidentifikasi.
1.3 Bahan rapat koordinasi dengan unit
terkait disiapkan.

2. Menyiapkan bahan untuk 2.1 Melakukan koordinasi dengan unit
sidang sengketa informasi terkait.

2.2 Materi gugatan sengketa informasi
disampaikan kepada unit terkait.

2.3 Konsultasi khusus dengan Biro Hukum
dilakukan.

2.4 Hasil rapat koordinasi dan konsultasi
dibahas secara internal Pusat Humas.

2.5 Bahan untuk sidang sengketa disiapkan.

3. Menghadiri dan 3.1 Sidang sengketa informasi dihadiri dan
mendokumentasikan sidang diamati perkembangannya.
sengketa informasi 3.2 Acara persidangan direkam.

3.3 Point-point penting sidang sengketa
informasi dicatat.

4. Menyusun laporan hasil 4.1 Rekaman persidangan ditranskrip.
sidang sengketa informasi 4.2 Perkembangan hasil sidang disusun.

5. Menindaklanjuti hasil 5.1 Laporan hasil sidang disampaikan
sidang sengketa informasi. kepada pejabat terkait.

5.2 Langkah strategis berikutnya disusun
bersama-sama dengan unit terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

1.1

1.2

Unit ini berlaku untuk melakukan penelaahan gugatan sengketa
informasi, menyiapkan bahan untuk sidang sengketa informasi,
menghadiri dan mendokumentasikan persidangan sengketa informasi,
menyusun laporan hasil sidang sengketa informasi, serta
menindaklanjuti hasil sidang sengketa informasi yang digunakan
untuk menangani gugatan sengketa informasi;

Menangani gugatan sengketa informasi dalam wunit kompetensi ini
meliputi berbagai tahapan sengketa informasi seperti Kaskus, Mediasi

dan atau Ajudikasi;
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1.3 Unit terkait dalam unit kompetensi ini meliputi unit teknis terkait
dengan materi gugatan sengketa informasi;

1.4 Pejabat terkait adalah pejabat di linkgungan Pusat Humas yang
menangani gugatan sengketa informasi.

. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk menangani gugatan

sengketa informasi, sebagai berikut:

2.1 Surat tugas untuk mewakili Menteri Perdagangan dalam persidangan
sengketa informasi;

2.2 Informasi yang disengketakan;

2.3 Form permintaan pelayanan informasi, surat gugatan dan hasil
pertemuan yang pernah dilakukan;

2.4 Recorder dan Kamera;

2.5 Laptop;

2.6 Printer.

. Peraturan yang diperlukan untuk menangani gugatan sengketa informasi

meliputi:

3.1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik dan peraturan pelaksanaannya;

3.2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008;

3.4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010
tentang Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
57/M-DAG/PER/8/2012;

3.5 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;

3.6 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

. Norma dan standar untuk Melakukan Penyelenggaraan Rapat meliputi:

4.1 Standard Operational Procedures (SOP) MOT-08.02.CFM.01.SOP.01
Pelayanan Permintaan Informasi dan Pengaduan;

4.2 Standar Layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Komisi

Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010.
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PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks penilaian
Metode penilaian yang cocok bagi penilaian yang sah dan terpercaya
terhadap kompetensi ini dapat meliputi, namun tidak dibatasi pada,
gabungan 2 atau lebih dari:
1.1 Portofolio;
1.2 Mempertanyakan (questioning);
1.3 Wawancara.
2. Persyaratan kompetensi
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin
diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit
kompetensi yang terkait:
2.1 Melakukan Komunikasi Efektif;
2.2 Melakukan Negosiasi;
2.3 Melakukan Lobby.
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
3.1 Pengetahuan terkait prosedur hukum yang berlaku;
3.2 Pengetahuan mengenai struktur dan fungsi setiap unit Eselon I
Kementerian Perdagangan;
3.3 Keterampilan berkomunikasi secara efektif;
3.4 Keterampilan melakukan negosiasi;
3.5 Keterampilan membuat notulensi,
3.6 Ketrampilan dalam mengoperasikan alat perekam (suara dan video);
3.7 Keterampilan menggunakan aplikasi Microsoft Office.
4. Sikap kerja yang diperlukan:
4.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi gugatan;
4.2 Sistematis dalam menyusun materi gugatan.
5. Aspek kritis
Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah bukti-
bukti penilaian mencakup kemampuan yang diperagakan untuk
menangani gugatan sengketa informasi sebanyak 3 kali dalam konteks

situasi yang berbeda.
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56. Melakukan Penyusunan Pedoman dan Norma, Standar, Prosedur,

Kriteria (NSPK)

KODE UNIT : DAG.TKD.01.056.04

JUDUL UNIT : Melakukan Penyusunan Pedoman dan Norma, Standar,
Prosedur, Kriteria (NSPK)

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan yang diperlukan

untuk menyusun pedoman dan norma, standar,

prosedur, kriteria (NSPK).

ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

1. Mengidentifikasi 1.1 Bahan dan data dikumpulkan sesuai dengan
bahan dan data yang tujuan dan sasaran dari penyusunan
sesuai dengan pedoman dan NSPK.
kebutuhan. 1.2 Bahan dan data diidentifikasi dan dipilih

sesuai dengan kebutuhan untuk menyusun
pedoman dan NSPK.

2. Menyusun konsep 3.1 Bahan dan data dianalisis.
pedoman dan NSPK 3.2 Konsep pedoman pelaksanaan kegiatan

disusun sesuai dengan format yang telah
ditentukan.

3. Memproses konsep 4.1 Pembahasan konsep pedoman dan NSPK
pedoman dan NSPK. dengan pihak terkait dikoordinasikan.

4.2 Rapat pembahasan konsep dilaksanakan
sesuai rencana.

4.3 Hasil pembahasan dicatat sesuai dengan
format yang telah ditentukan.

4. Melakukan 4.1 Hasil koordinasi diperiksa dan dianalisa.
penyusunan 4.2 Konsep pedoman dan NSPK direvisi sesuai
pedoman dan NSPK dengan hasil rapat koordinasi.

4.3 Pedoman dan NSPK disusun sesuai dengan
SOP serta revisi hasil rapat koordinasi.
4.4 Pedoman dan NSPK diajukan ke atasan

untuk mendapat persetujuan

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan penyusunan pedoman dan

NSPK yang meliputi yang meliputi mengidentifikasi bahan dan data yang

sesuai dengan kebutuhan,

menyusun konsep pedoman dan nspk,

melakukan pembahasan konsep pedoman dan nspk dan melakukan

pembahasan konsep pedoman dan nspk
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2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan penyusunan pedoman dan
NSPK, mencakup tidak terbatas pada :
2.1 Komputer;
2.2 Printer;
2.3 Alat Tulis Kantor.
3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan penyusunan pedoman dan
NSPK, meliputi:
3.1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
527 /MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula;
3.2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
334/MPP/Kep/5/2004 tentang Perdagangan Gula Antar Pulau;
3.3 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor
Kep-11/M-EKON/02/2010 tentang Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan
Pokok.
4. Norma dan standar untuk menyusun neraca komoditi:
4.1 Peraturan Menteri Teknis Terkait tentang komoditas pangan pokok;
4.2 Pedoman SNI tentang gula, tepung, dan minyak goreng;
4.3 Peraturan Dirjen Terkait tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan SNI

secara Wajib (bila ada).

PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks Penilaian
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara.
2. Persyaratan Kompetensi
Peralatan/perlengkapan untuk melakukan penyusunan pedoman dan
NSPK:
2.1 Kebijakan dibidang komoditi;
2.2 Peraturan yang berkaitan dengan komoditi.
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
3.1 Pengetahuan tentang Peraturan Menteri Teknis Terkait tentang
komoditas pangan pokok;
3.2 Pengetahuan tentang Pedoman SNI tentang gula dan tepung;
3.3 Pengetahuan tentang Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor 527 /MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor
Gula;
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3.4 Pengetahuan mengenai Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor 334/MPP/Kep/5/2004 tentang Perdagangan Gula
Antar Pulau;

3.5 Pengetahuan tentang Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Nomor Kep-11/M-EKON/02/2010 tentang Tim
Koordinasi Stabilisasi Pangan Pokok;

3.6 Peraturan Direktur Jenderal terkait tentang Petunjuk Teknis
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara Wajib;

3.7 Kemampuan berkomunikasi;

3.8 Kemampuan membangun hubungan dengan pihak ekternal.

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Teliti;

4.2 Cepat;

4.3 Kooperatif;

4.4 Tepat waktu.

5. Aspek kritis
Bukti-bukti penilaian harus mencakup kemampuan yang diperagakan

untuk menyusun pedoman dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria.
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57. Menyiapkan Bahan Telaahan Hukum di Bidang Standardisasi,
Pemberdayaan Konsumen, Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, serta

Metrologi Legal

KODE UNIT : DAG.TKD.03.057.05

JUDUL UNIT : Menyiapkan Bahan Telaahan Hukum di Bidang
Standardisasi, Pemberdayaan Konsumen, Pengawasan

Barang Beredar dan Jasa, serta Metrologi Legal

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk
menyiapkan bahan telaahan hukum di bidang
Standardisasi, Pemberdayaan Konsumen, Pengawasan

Barang Beredar dan Jasa, serta Metrologi Legal.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data 1.1 Bahan-bahan berupa peraturan perundang-
yang terkait dengan undangan dan dokumen/ literatur/ buku
materi telaahan dikumpulkan sesuai dengan materi telaahan.

1.2 Bahan-bahan telaahan dipelajari untuk
mendapatkan data yang terkait dengan
materi telaahan dan dituangkan secara
tertulis.

1.3 Data yang berkaiatan dengan substansi
teknis dikonsultasikan dengan unit teknis
terkait.

1.4 Data dilengkapi berdasarkan hasil konsultasi
dengan unit teknis terkait.

2. Membuat daftar bahan | 2.1 Data dan bahan-bahan yang telah diperoleh
penelaahan disusun dalam suatu daftar dengan format
yang mudah dipahami.

2.2 Daftar data dan bahan-bahan yang diperoleh
dikonsultasikan kepada atasan untuk
diperiksa.

2.3 Daftar data dan bahan-bahan yang telah
diperiksa, diperbaiki dan dilengkapi.

2.4 Daftar data dan bahan-bahan yang telah
lengkap digandakan dan didokumentasikan.

3. Menyampaikan bahan | 3.1 Lembar ekspedisi penyampaian daftar data
telaahan hukum ke dan bahan-bahan telaahan dibuat.

unit terkait
3.2 Daftar data dan bahan-bahan telaahan

disampaikan ke unit terkait.
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BATASAN VARIABEL :

1.

Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengumpulkan data, menganalisa data dan

menyampaikan bahan telaahan hukum ke unit terkait untuk menyiapkan

bahan telaahan hukum.

1.1

Unit teknis mencakup tidak terbatas pada:

1.1.1 Direktorat Standardisasi

1.1.2 Direktorat Pemberdayaan Konsumen

1.1.3 Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

1.1.4 Direktorat Metrologi

Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk menyiapkan bahan

telaahan hukum mencakup tidak terbatas pada:

2.1

2.2

2.3

2.4

Format surat-surat dan laporan.
Komputer.
Internet.

Alat Tulis Kantor.

Peraturan yang diperlukan untuk menyiapkan bahan telaahan hukum

meliputi:

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

Undang-Undang Nomor 8 Prp. Tahun 1962 tentang Perdagangan

Barang-barang Dalam Pengawasan;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar

Perusahaan;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
Agreement Establishing The World Trade Organization;
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3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2006;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal;

Peraturan Perundangan lainnya yang terkait dengan sektor

perdagangan;

Dokumen/Literatur/Buku-Buku mengenai hukum;

4. Norma dan standar untuk menyiapkan bahan telaahan hukum adalah:

4.1

4.2

Peraturan-peraturan dan data yang diperlukan untuk menyiapkan

bahan telaahan hukum.

SOP menyiapkan bahan telaahan hukum di bidang standardisasi,
pemberdayaan konsumen, pengawasan barang beredar dan jasa,

serta metrologi legal

PANDUAN PENILAIAN :
1. Konteks Penilaian

1.1

1.2

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut: tersedianya

berkas bahan telaahan hukum yang telah disetujui oleh pimpinan;

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara
dan menunjukan portofolio di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji

Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin

diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit

kompetensi terkait :

2.1

Melakukan komunikasi efektif;
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2.2 Melakukan pengumpulan data;

2.3  Mengolah data;

2.4  Memproses dokumen;

2.5 Melakukan pengarsipan dokumen.
Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
3.1 Standard Operating Procedure dan teknologi.

3.2 Pemahaman mengenai peraturan-peraturan berkait dengan
menyiapkan bahan telaahan hukum di bidang standardisasi,
pemberdayaan konsumen, pengawasan barang beredar dan jasa,

serta metrologi legal;
3.3  Mengoperasikan aplikasi Office;
3.4  Keterampilan menulis kalimat efektif;
3.5 Manajemen waktu.
Sikap kerja yang diperlukan:
4.1  Disiplin dalam mengerjakan prosedur;

4.2  Ketelitian dalam pengerjaan penyiapan bahan telaahan hukum di
bidang standardisasi, pemberdayaan konsumen, pengawasan

barang beredar dan jasa, serta metrologi legal;

Aspek kritis
Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah:

5.1  Ketelitian dalam menganalisa data yang terkait dengan

substansi/materi penyiapan bahan telaahan hukum,;

5.2 Mampu menyiapkan bukti telah menyiapkan bahan telaahan

hukum minimal sebanyak 1 kali.
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58. Merumuskan Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri

KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

DAG.TKD.02.058.02

Merumuskan Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri
Unit kompetensi ini  berhubungan  dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan

perdagangan dalam negeri.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Mempersiapkan

1.1 Data dan bahan-bahan dikoreksi dan

perumusan kebijakan dijadikan referensi.

1.2 Referensi lain terkait kebijakan yang akan
disusun dimintakan dari bawahan.

1.3 Poin-poin penting dalam kebijakan yang
akan diatur dicatat sesuai dengan maksud
dan tujuan kebijakan.

1.4 Rancangan kebijakan dari bawahan
diperiksa dan disesuaikan dengan poin
penting yang tercatat.

1.5 Hal-hal yang belum tercantum dalam
rancangan digaris-bawahi dan diberikan
catatan.

1.6 Rancangan yang sudah dikoreksi
disampaikan ke bawahan untuk dikoreksi.

2. Merumuskan
kebijakan

2.1 Pokok-pokok  peraturan diperhatikan
dalam perumusan kebijakan.

2.2 Maksud dan tujuan kebijakan diperiksa
dan disesuaikan dengan arahan pimpinan
dan delegasi dari suatu peraturan.

2.3 Konsideran menimbang dikoreksi dan
disesuaikan dengan latar belakang
penyusunan kebijakan.

2.4 Judul kebijakan dibuat sesuai kebijakan
yang akan dirumuskan.

2.5 Penyusunan isi dari kebijakan dikoreksi
sesuai dengan judul, latar belakang dan
ketentuan penyusunan peraturan serta
hasil rapat pembahasan.

2.6 Lampiran disusun dan disesuaikan
berdasarkan ketentuan terkait.

2.7 Ketentuan penutup diperhatikan dan
disesuaikan berdasarkan kebijakan yang
dirumuskan.

2.8 Net konsep surat penyampaian beserta
lembar kontrol dikoreksi dan diparaf
untuk  selanjutnya  disampaikan ke
pimpinan untuk ditetapkan.
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BATASAN VARIABEL

1.

Konteks variabel
1.1 Unit ini berlaku untuk mempersiapkan perumusan kebijakan dan
merumuskan kebijakan;

1.2 Kebijakan perdagangan dalam negeri dapat mencakup keputusan
Eselon I, surat edaran, perjanjian kerja sama, nota kesepahaman.
Peralatan dan perlengkapan untuk merumuskan kebijakan perdagangan

dalam negeri, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Notulensi hasil rapat pembahasan;

2.2 Rancangan Kebijakan.

Peraturan yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan perdagangan

dalam negeri, meliputi:

3.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan
peraturan perundang-undangan,;

3.2 Peraturan terkait kebijakan yang akan disusun.

Norma dan standar untuk untuk merumuskan kebijakan perdagangan

dalam negeri adalah pedoman administrasi dan umum.

PANDUAN PENILAIAN

1.

Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara,

demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji

Kompetensi (TUK), serta fortofolio.

Persyaratan kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin

diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit

kompetensi yang terkait: -

Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan mengenai peraturan terkait kebijakan dalam negeri
lainnya (kewenangan, peraturan yang lebih tinggi untuk merumuskan
peraturan tersebut, peraturan yang mendelegasikan keputusan
tersebut);

3.2 Pengetahuan tentang bahasa yang baik dan benar;

3.3 Pengetahuan tentang pedoman tata persuratan (bahasa Surat
Keputusan Dinas);

3.4 Keterampilan mengoperasikan komputer (office);

3.5 Keterampilan komunikasi tertulis.
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4. Sikap kerja yang diperlukan:
4.1 Ketelitian;
4.2 Analisa.
S. Aspek kritis
Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah isi dari

rumusan keputusan.
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B. Standar Kompetensi Teknis Rumpun Kebijakan Luar Negeri

1. Menyusun Submisi Dumping, Subsidi, Safeguard (DSS) /Posisi Indonesia
Atas Hambatan Teknis Perdagangan (HTP)

KODE UNIT : DAG.TKL.03.001.02

JUDUL UNIT : Menyusun Submisi Dumping, Subsidi, Safeguard
(DSS) /Posisi Indonesia Atas Hambatan Teknis
Perdagangan (HTP)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan
dan keterampilan yang diperlukan untuk menyusun
submisi DSS atau Posisi Indonesia Atas Hambatan

Teknis Perdagangan

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi 1.1 Dokumen hambatan perdagangan
dokumen hambatan diidentifikasi dan dikumpulkan.

1.2 Hasil rekomendasi penyusunan submisi
atau kertas posisi dikaji ulang sesuai dengan
permasalahan yang akan diselesaikan.

1.3 Permasalahan analisa tuduhan  DSS
diidentifikasi dan diselesaikan tepat waktu.

2. Membuat draft submisi | 2.1 Hasil pembahasan tuduhan DSS dianalisa

tuduhan menurut ketentuan WTO terkait dan data

DSS/Ketentuan  HTP statistik pendukung.

negara mitra dagang 2.2 Peraturan negara penuduh terkait kebijakan
perdagangan dianalisa menurut ketentuan
WTO.

2.3 Hasil analisa terkait hambatan perdagangan
yang menjadi fokus pemerintah Indonesia
disusun secara sistematis sebagai draft awal
pembuatan submisi.

3. Menyusun submisi | 3.1 Draft awal submisi dibahas dengan
tuduhan pemangku kepentingan.

DSS/Ketentuan HTP | 3.2 Masukan dari pemangku kepentingan
negara mitra dagang terkait hambatan perdagangan direkam

sebagai tambahan draft submisi.

3.3 Draft submisi diperbaiki sesuai masukan
dari pemangku kepentingan menjadi
submisi resmi Pemerintah Indonesia dan
ditetapkan oleh pemangku kepentingan.

3.4 Submisi resmi Pemerintah Indonesia
disampaikan ke pihak terkait sesuai
ketentuan yang berlaku.
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BATASAN VARIABEL
1. Konteks Variabel

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Unit ini berlaku untuk melakukan pembuatan submisi atas
tuduhan dumping, subsidi dan safeguard yang dilakukan oleh
negara mitra dagang terhadap perusahaan dan pemerintah
indonesia serta pembuatan posisi pemerintah indonesia atas
hambatan teknis perdagangan. pembuatan submisi atas tuduhan
dumping, subsidi dan safeguard serta posisi indonesia atas
hambatan teknis perdagangan ini akan mendukung
hearing/konsultasi/sidang dan advokasi penanganan tuduhan

DSS dan penanganan hambatan teknis perdagangan.

Pihak terkait, termasuk di bawah ini tapi tidak terbatas:

1.2.1 Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;

1.2.2  Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan
Internasional;

1.2.3 Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI);

1.2.4  Asosiasi / pelaku usaha terkait;

1.2.5 Instansi terkait lainnya.

Data dan Informasi diantaranya:

1.3.1 Kebijakan/regulasi negara penuduh;

1.3.2 Data statistik;

1.3.3 Masukan dari perusahaan dan instansi terkait;

1.3.4  Peraturan WTO.

Informasi terbaru diproses mencakup dibawah ini, tidak terbatas

pada:

1.4.1 Memasukkan kedalam folder kasus;

1.4.2 Memasukkan kedalam database hambatan perdagangan;

1.4.3 Melakukan scanning;

1.4.4 Mengarsipkan surat.

Sumber terpercaya mencakup dibawah ini, tidak terbatas pada:

1.5.1 Badan Pusat Statistik;

1.5.2 Pusat Data dan Informasi Kementerian terkait
(Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian,
Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM), Kementerian Kelauatan dan Perikanan
(KKP), Pemerintah Daerah dan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan);
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1.6

1.7

1.8

1.9

1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6

Comtrade;
Trademap;
Wits;

Euro Trade.

Permasalahan analisa tuduhan DSS mencakup dibawah ini, tidak

terbatas pada:

1.6.1
1.6.2
1.6.3

Pengenaan bea masuk/bea masuk sementara yang tinggi;
Diskriminasi produk negara penuduh;
Kebijakan negara penuduh yang lebih menguntungkan

pesaing;

Permasalahan analisa kebijakan perdagangan

1.7.1
1.7.2
1.7.3

1.7.4

1.7.5

Dokumen dalam bahasa non english;

Keterbatasan waktu;

Keterbatasan pemahaman tentang kebijakan negara
penuduh;

Keterbatasan  pemahaman tentang World Trade
Organization, General Agreement on Tariffs and Trade
(GATT) 1994, Agreement on Technical Barriers to Trade
(TBT), The WTO Agreement on the Application of Sanitary
and Phytosanitary Measures (SPS Agreement), Agreement on
Implementation of Article VI of the General Agreement on
Tariffs and Trade 1994; (WTO Agreement on Anti Dumping),
Agreement on Implementation of Article XVI of the General
Agreement on Tariffs and Trade 1994;(WTO Agreement on
Subsidies and Countervailing Measures), Agreement on
Implementation of Article XIX of the General Agreement on
Tariffs and Trade 1994;(WTO Agreement on Safeguards);

Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang ada.

Pemangku kepentingan, yaitu:

1.8.1
1.8.2

1.8.3

Menteri Perdagangan;

Direktur Jenderal/Eselon I di lingkungan Kementerian
Perdagangan;

Direktur/Eselon II di Lingkungan Kementerian

Perdagangan.

Penyampaian Submisi resmi Pemerintah Indonesia disampaikan

sesuai ketentuan yang berlaku, seperti:

1.9.1

Submisi resmi Pemerintah Indonesia dikirim ke KBRI di
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1.10

negara penuduh melalui faximili;
1.9.2  Submisi resmi Pemerintah Indonesia dikirim langsung oleh
kurir terpercaya ke Kedutaan Besar negara mitra dagang;
1.9.3 Submisi resmi juga disampaikan secara langsung ke
otoritas negara penuduh melalui alamat resmi;
1.9.4  Salinan submisi disampaikan ke pihak — pihak terkait
Dokumen tuduhan meliputi tapi tidak terbatas pada

1.10.1 Non Confidential Complaint (NCC)

Peralatan dan perlengkapan untuk menyusun submisi DSS (dumping,

subsidi, safeguard)/posisi indonesia atas hambatan teknis perdagangan

(HTP), mencakup tidak terbatas pada :

2.1
2.2
2.3
2.4

Personal Komputer (PC);
Aplikasi pengolah data (Microsoft office);
Literatur Penunjang;

Alat Tulis Kantor

Peraturan yang diperlukan untuk menyusun submisi DSS (dumping,

subsidi, safeguard)/posisi indonesia atas hambatan teknis perdagangan

(HTP), meliputi :

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pengesahan
Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994;

Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT);

The WTO Agreement on the Application of Sanitary and
Phytosanitary Measures (SPS Agreement);

Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement
on Tariffs and Trade 1994; (WTO Agreement on Anti Dumping);
Agreement on Implementation of Article XVI of the General
Agreement on Tariffs and Trade 1994;(WTO Agreement on Subsidies
and Countervailing Measures);

Agreement on Implementation of Article XIX of the General
Agreement on Tariffs and Trade 1994;(WTO Agreement on
Safeguards);

Jurisprudensi WTO

Norma dan standar untuk menyusun submisi adalah :

4.1
4.2

Standar Operation Procedure (SOP);
Cross Function Map (CFM);
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4.3 Kemampuan menganalisa tuduhan DSS/Posisi Indonesia Atas

Hambatan Teknis Perdagangan (HTP).

PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks Penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun submisi.
Unit ini dapat dinilai berdasarkan pada portofolio. Hal ini dapat
didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan
penunjang berupa studi kasus;

1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tes tertulis dan/atau
lisan/wawancara;

1.3 Bukti-bukti penilaian mencakup kemampuan yang diperagakan
untuk melakukan analisa sesuai dengan prosedur yang sudah
ditentukan dan bukti hasil penyusunan submisi minimal satu kali
penyusunan submisi dapat ditunjukkan.

2. Persyaratan kompetensi

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus

dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai

unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

2.1 Menyusun Analisa Tuduhan Dumping, Subsidi dan Safeguard;

2.2  Melakukan hearing / konsultasi / sidang;

2.3 Menyusun penyiapan siaran pers;

2.4 Melakukan sosialisasi hambatan perdagangan;

2.5 Melakukan Dokumentasi Dokumen;

2.6 Melakukan advokasi penanganan tuduhan DSS.

3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan :

3.1 Bahasa Inggris aktif;

3.2 Keterampilan penelusuran informasi melalui berbagai media;

3.3 Kemampuan mengolah data statistik;

3.4 Kemampuan menggunakan aplikasi komputer;

3.5 Bekerja efektif pada kelompok;

3.6 Kemampuan melakukan analisa;

3.7 Penulisan poin-poin analisa;

4. Sikap Kerja yang diperlukan
4.1 Ketelitian dalam menganalisa kasus;

4.2 Tepat waktu dalam menjawab tuduhan kasus;
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4.3 Bertanggung jawab dalam menyusun submisi.

Aspek Kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah :

5.1 Kemampuan menganalisa tuduhan DSS/Posisi Indonesia Atas
Hambatan Teknis Perdagangan (HTP)Negara mitra Dagang;

5.2 Kemampuan menulis dalam bahasa inggris;

5.3 Pemahaman ketentuan WTO terkait DSS/Posisi Indonesia Atas
Hambatan Teknis Perdagangan (HTP);

5.4 Pemahaman ketentuan institusi selain WTO terkait DSS/Posisi

Indonesia Atas Hambatan Teknis Perdagangan (HTP).
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2. Melakukan Penyiapan dan Menghadapi Verifikasi kepada Instansi

KODE UNIT
JUDUL UNIT

DESKRIPSI UNIT

DAG.TKL.03.002.03

Melakukan Penyiapan dan Menghadapi Verifikasi
kepada Instansi

Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan
keterampilan yang diperlukan untuk
menginterpretasikan pedoman verifikasi (dalam bentuk
pertanyaan-pertanyaan) yang diajukan otoritas
penyelidik negara mitra dagang yang menuduh subsidi
dan menyusun strategi bagi Instansi dalam menghadapi

verifikasi yang dilakukan otoritas penyelidik.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Menginterpretasi
pedoman verifikasi

1.1 Pedoman  verifikasi berupa  pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan otoritas penyelidik
diidentifikasi dan  dikelompokkan  sesuai
kebijakan/  peraturan/program Pemerintah
yang dituduh mengandung unsur subsidi.

1.2 Pertanyaan-pertanyaan yang telah
dikelompokkan dianalisa menurut
kebijakan /peraturan/program Pemerintah yang
dituduhkan tersebut dan ketentuan WTO.

1.3 Hasil analisa tersebut dipakai untuk
menginterpretasikan pedoman verifikasi.

1.4 Interpretasi dilakukan atas dasar kepentingan
ekonomi Indonesia secara umum, dan
kepentingan komersial industri dalam negeri
yang terkait secara khusus namun tidak
bertentangan dengan ketentuan WTO.

2. Mengolah hasil
interpretasi dengan
Instansi terkait

2.1 Hasil interpretasi dibahas bersama dengan
Instansi yang terlibat dalam verifikasi.

2.2 Masukan dari Instansi terkait
didokumentasikan.

3. Menyusun strategi
dalam menghadapi
verifikasi

3.1 Membahas kemungkinan pertanyaan lanjutan
yang diajukan saat verifikasi.

3.2 Menyusun jawaban untuk pertanyaan lanjutan
tersebut.

3.3 Membahas jawaban yang dihasilkan dengan
Instansi yang terlibat untuk dijadikan pedoman
menghadapi verifikasi.

BATASAN VARIABEL
1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menginterpretasi pedoman verifikasi, mengolah hasil

interpretasi dengan Instansi terkait, dan menyusun strategi dalam
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menghadapi verifikasi yang digunakan untuk melakukan penyiapan dan

menghadapi verifikasi kepada instansi.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Kebijakan/peraturan/program Pemerintah yang dituduh mengandung

unsur subsidi meliputi tapi tidak terbatas pada:

1.1.1 Kebijakan Instansi maupun BUMN;

1.1.2 Kebijakan pimpinan Instansi yang terekam oleh media massa;

1.1.3 Peraturan yang diterbitkan oleh Instansi;

1.1.4 Program yang diprakarsai oleh Instansi maupun BUMN.

Ketentuan WTO termasuk di bawah ini tapi tidak terbatas:

1.2.1 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994;

1.2.2 Agreement on Implementation of Article VI of the General
Agreement on Tariffs and Trade 1994 (WTO Agreement on Anti
Dumping);

1.2.3 Agreement on Implementation of Article XVI of the General
Agreement on Tariffs and Trade 1994 (WTO Agreement on
Subsidies and Countervailing Measures);

1.2.4 Agreement on Implementation of Article XIX of the General
Agreement on Tariffs and Trade 1994 (WTO Agreement on
Safeguards).

Kepentingan ekonomi Indonesia secara umum termasuk di bawah ini

tapi tidak terbatas:

1.3.1 Keberlangsungan lapangan kerja yang diserap oleh
industri/produsen dalam negeri;

1.3.2 Menciptakan surplus nilai perdagangan luar negeri melalui
pendorongan ekspor produk Indonesia ke mancanegara;

1.3.3 MeningkAlat Tulis Kantoran penerimaan devisa negara.

Kepentingan komersial industri dalam negeri meliputi tapi tidak

terbatas pada:

1.4.1 Akses pasar yang tidak terhambat;

1.4.2 Keberlangsungan pendapatan perusahaan.

Instansi yang terlibat dalam verifikasi, termasuk di bawah ini tapi

tidak terbatas:

1.5.1 Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;

1.5.2 Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional;

1.5.3 Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI);

1.5.4 Asosiasi / pelaku usaha terkait;

1.5.5 Instansi terkait lainnya;
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1.6

1.7

1.5.6 BUMN.

Masukan dari Instansi diantaranya:

1.6.1 Terkait visi dan misi Instansi;

1.6.2 Terkait rencana strategis Instansi;

1.6.3 Arahan dari pimpinan Instansi.

Didokumentasikan mencakup dibawah ini, tidak terbatas pada:

1.7.1 Memasukkan ke dalam folder kasus;

1.7.2 Memasukkan ke dalam database penanganan tuduhan
dumping, subsidi dan safeguard;

1.7.3 Melakukan scanning;

1.7.4 Mengarsipkan surat.

. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan penyiapan dan menghadapi

verifikasi kepada Instansi, mencakup tidak terbatas pada :

2.1
2.2
2.3
2.4

Personal Komputer (PC);
Aplikasi pengolah data (Microsoft office);
Literatur Penunjang;

Alat Tulis Kantor.

. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan penyiapan dan menghadapi

verifikasi kepada Instansi meliputi:

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

3.6

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1995 Tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994;

Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on
Tariffs and Trade 1994; (WTO Agreement on Anti Dumping);

Agreement on Implementation of Article XVI of the General Agreement on
Tariffs and Trade 1994;(WTO Agreement on Subsidies and
Countervailing Measures);

Agreement on Implementation of Article XIX of the General Agreement on
Tariffs and Trade 1994;(WTO Agreement on Safeguards);

Jurisprudensi WTO.

. Norma dan standar untuk melakukan penyiapan dan menghadapi verifikasi

kepada Instansi adalah :
4.1 Standar Operation Procedure (SOP);
4.2 Cross Function Map (CFM).
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PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang

berpengaruh atas tercapainya kompetensi

menghadapi verifikasi kepada Instansi. Unit ini dapat dinilai berdasarkan

pada portofolio, studi kasus, tes tertulis dan/atau lisan/wawancara.

2. Persyaratan kompetensi

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus

dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit

kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

2.1
2.2
2.3
2.4

Menyusun submisi / posisi;
Melakukan hearing / konsultasi / sidang;
Melakukan sosialisasi hambatan perdagangan;

Melakukan advokasi penanganan tuduhan DSS.

3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan :

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Keterampilan bahasa Inggris aktif;

Keterampilan penelusuran informasi melalui berbagai media;
Keterampilan mengolah data statistik;

Keterampilan menggunakan aplikasi komputer;
Keterampilan bekerja efektif pada kelompok;

Keterampilan melakukan analisa;

Keterampilan penulisan poin-poin analisa.

4. Sikap Kerja yang diperlukan:

4.1
4.2
4.3
4.4

Ketelitian dalam menganalisa dokumen;
Kritis berpikir dalam menganalisa kasus;
Tepat waktu dalam membuat proses penyelidikan;

Bertanggung jawab dalam menyelesaikan kasus.

5. Aspek Kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah :

5.1
5.2
5.3
5.4

Kemampuan menganalisa tuduhan DSS Negara mitra Dagang;
Pemahaman ketentuan WTO terkait DSS;
Pemahaman ketentuan institusi selain WTO terkait DSS;

Pemahaman ketentuan negara mitra dagang terkait DSS.
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3. Menyiapkan Panel Dalam Rangka Dispute Settlement Body (DSB) WTO

KODE UNIT : DAG.TKL.03.003.03

JUDUL UNIT : Menyiapkan Panel Dalam Rangka Dispute Settlement
Body (DSB) WTO

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan
keterampilan yang diperlukan untuk melakukan
persiapan dan pelaksanaan pengajuan penyelesaian

sengketa dagang di Forum Panel Dispute Settlement

Body WTO.
ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan 1.1 Masukan dan wusulan dari perusahaan
pelaksanaan Panel di tertuduh  diterima untuk mengajukan
Forum DSB WTO. penyelesaian sengketa di forum Panel DSB
WTO.
1.2 Data/dokumen kasus tuduhan DSS dan
hambatan perdagangan lainnya
dikumpulkan.

1.3 Data/dokumen kasus tuduhan DSS dan
hambatan perdagangan lainnya dianalisa.
1.4 Pihak terkait dengan rapat pembahasan

diidentifikasi.

1.5 Laporan disusun dan disampaikan ke
pimpinan

1.6 Surat pimpinan ke Dubes RI di WTO
disusun dan disampaikan terkait

permintaan penyelesaian sengketa dagang
ke forum Panel DSB WTO

1.7 Draft surat Dubes RI di WTO disusun dan
disampaikan kepada Dubes negara mitra di
WTO tentang permintaan penyelesaian
sengketa dagang ke forum Panel DSB WTO

2. Memantau proses 2.1 Informasi persetujuan permintaan
permintaan konsultasi penyelesaian sengketa dagang di forum
informal/formal DSB Panel DSB WTO diterima.

WTO. 2.2 Informasi persetujuan permintaan

penyelesaian sengketa dagang di forum
Panel DSB WTO kepada pimpinan
dilaporkan.

2.3 Para pihak terkait yang akan terlibat dalam
delegasi di forum panel DSB WTO
diidentifikasi dan ditentukan.

2.4 Rapat pembahasan penyusunan bahan
submisi/sanggahan/ tanggapan dengan
para pihak terkait dilaksanakan.

2.5 Submisi/sanggahan/ tanggapan dalam
forum panel DSB WTO disusun.

2.6 Pelaksanaan penyelesaian sengketa di
forum Panel DSB WTO disiapkan.
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BATASAN VARIABEL

1.

Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pelaksanaan panel di forum

DSB WTO, memantau proses permintaan konsultasi informal./ formal

DSB WTO yang digunakan untuk menyiapkan panel dalam rangka
dispute settlement body (DSB) WTO

Peralatan dan perlengkapan untuk menyiapkan panel dalam rangka

dispute settlement body (DSB) WTO mencakup tidak terbatas pada:

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Peralatan Telekomunikasi;

Komputer (PC/Laptop);

Aplikasi (program komputer) seperti microsoft office;
Jaringan internet;

Printer;

Alat Tulis Kantor.

Peraturan yang diperlukan untuk menyiapkan panel dalam rangka

dispute settlement body (DSB) WTO, meliputi:

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
3.6
3.7
3.8

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Pengesahan
Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);

Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and
Trade 1994; (Agreement on Anti Dumping WTO);

Implementation of Article XVI of the General Agreement on Tariffs
and Trade 1994; (Agreement on Subsidies and Countervailing
Measures WTO);

Implementation of Article XIX of the General Agreement on Tariffs
and Trade 1994; (Agreement on Safeguards WTO)

Agreement WTO terkait hambatan teknis perdagangan
Jurisprudensi WTO;

Ketentuan DSS negara penudubh;

Peraturan Indonesia terkait.

Norma dan standar untuk menyiapkan panel dalam rangka dispute

settlement body (DSB) WTO adalah:

4.1

4.2

4.3

Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Menyusun Bahan
konsultasi;

Standar dan Norma dalam Penyelesaian Sengketa Dagang
Internasional yang berlaku;

Standar dan norma dalam hukum yang baik;
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4.4
4.5
4.6

4.7

Standar dan Norma dalam bahasa Inggris yang baik;

Standar dan Norma dalam analisis yang baik;

Standar penulisan peraturan dengan penggunaan Bahasa
Indonesia yang baik dan benar;

Standar dan Norma sesuai dengan ketentuan dalam peraturan

yang telah ditetapkan.

PANDUAN PENILAIAN

1.

Konteks Penilaian

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat

berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini. Penilaian dilakukan

dengan cara portofolio, wawancara, tes lisan dan tertulis.

Persyaratan kompetensi

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus

dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai

unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

2.1
2.2
2.3
24

2.5

Menyusun submisi / posisi;

Melakukan analisa tuduhan DSS dan hambatan perdagangan
lainnya;

Melakukan sosialisasi bidang DSS dan hambatan perdagangan
lainnya;

Melakukan advokasi penanganan tuduhan DSS dan hambatan

perdagangan lainnya

Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Pemahaman ketentuan WTO terkait Dispute Settlement;
Pemahaman ketentuan Dispute Settlement negara mitra dagang;
Bahasa Inggris aktif;

Kemampuan melakukan negosiasi,

Memahami ketentuan DSS dan hambatan perdagangan lainnya;
Memahami ketentuan nasional negara penuduh;

Memiliki pemahaman terhadap perdagangan Internasional;

Penulisan Laporan.

Sikap Kerja yang diperlukan:

4.1
4.2
4.3

Komunikatif saat menjalani kegiatan Panel DSB WTO;
Fleksibilitas dalam menghadapi lingkungan dan orang baru;

Ketegasan saat menjalani kegiatan Panel.
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5. Aspek Kritis
Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah

mengumpulkan 3 bukti sebagai pembuktian.
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4. Menangani Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Terkait

Tindakan Safeguard

KODE UNIT : DAG.TKL.03.004.02

JUDUL UNIT : Menangani Pengenaan Bea  Masuk Tindakan
Pengamanan (BMTP) Terkait Tindakan Safeguard

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan
keterampilan yang diperlukan untuk menyampaikan
keberatan atas pengenaan BMTP terkait tindakan
safeguard yang dilakukan oleh Negara mitra dagang
terhadap perusahaan dan pemerintah Indonesia.
Penyampaian keberatan tersebut dilakukan untuk
membela produsen/eksportir yang dirugikan atas

pengenaan BMTP tersebut.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan 1.1 Informasi terkait pengenaan BMTP dikumpulkan
informasi dari website WTO atau negara mitra dagang
atau KBRI di negara mitra dagang.

1.2 Informasi yang sudah dikumpulkan
didokumentasikan sesuai dengan peraturan
yang berlaku.

2. Menganalisa dokumen | 2.1 Dokumen essential fact dan atau Final
essential fact dan/ determination diidentifikasi.
Final determination 2.2 Hasil identifikasi dianalisa untuk mencari

kelemahan dari temuan atau keputusan
tersebut antara lain apakah telah sesuai
Ketentuan WTO dan/ ketentuan negara
penuduh.

2.3 Hasil analisa dikompilasi untuk menyusun
bahan keberatan atas pengenaan BMTP.

2.4 Hasil analisa dikoordinasikan dengan pihak

terkait.

3. Menyampaikan 3.1 Memfinalisasi bahan keberatan atas pengenaan
keberatan atas BMTP berdasarkan analisa dokumen essential
pengenaan BMTP fact dan/ final determination dan masukan dari

pihak terkait

3.2 Menyampaikan keberatan atas pengenaan BMTP
kepada Otoritas terkait baik langsung maupun
melalui KBRI di negara mitra dagang.

3.3 Hasil laporan didokumentasikan.

3.4 Profil / ringkasan kasus diupdate.
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BATASAN VARIABEL
Konteks Variabel

1.

Dalam menjalankan unit kompetensi ini harus sesuai dengan:

Unit kompetensi ini berlaku untuk mengumpulkan informasi, menganalisa

dokumen essential fact dan final determination, menyampaikan keberatan

ata pengenaan BMTP yang akan digunakan untuk menangani pengenaan

BNTP terkait tindakan safeguard oleh negara mitra dagang.

Peralatan dan Perlengkapan untuk menyampaikan keberatan atas

pengenaan BMTP, mencakup tidak terbatas pada:

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Komputer/Laptop;
Printer;

Telepon;

Faksimil,

Internet;

Alat Tulis Kantor;
Data Statistik

Peraturan yang diperlukan untuk menyampaikan keberatan atas

pengenaan BMTP meliputi:

3.1

3.2

3.3

3.4

Agreement on Implementation of Article XIX of the General Agreement
on Tariffs and Trade 1994;(WTO Agreement on Safeguards)

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 25);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

Jurisprudensi WTO.

Norma dan Standar untuk menyampaikan keberatan atas pengenaan

BMTP adalah;

4.1
4.2

Ketentuan DSS negara penuduh

Dokumen tuduhan safeguard
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PANDUAN PENILAIAN

1.

Konteks penilaian

Unit ini dapat dinilai pada saat bekerja atau tidak bekerja. Penilaian dapat

dilakukan melalui praktek di tempat kerja, simulasi maupun portofolio.

Persyaratan kompetensi

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus

dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit

kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

2.1 Melakukan sosialisasi hambatan perdagangan

2.2  Melakukan dokumentasi dokumen

2.3 Melakukan advokasi penanganan tuduhan DSS

Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pemahaman ketentuan WTO terkait Tuduhan Safeguard

3.2 Pemahaman ketentuan Safeguard negara penuduh

3.3 Bahasa Inggris aktif

3.4 Keterampilan penelusuran informasi melalui berbagai media

3.5 Kemampuan mengolah data statistik

3.6 Kemampuan menggunakan aplikasi komputer

3.7 Kemampuan melakukan analisa

3.8 Penulisan poin-poin analisa

Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bekerja efektif dalam kelompok
4.2 Teliti dalam pengolahan data statistik

Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Bukti-bukti penilaian harus mencakup kemampuan yang
diperagakan untuk menangani pengenaan BMTP oleh negara mitra
dagang terkait tindakan safeguard yang dilakukan oleh pemerintah
Indonesia sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan bukti
pernah menangani pengenaan BMTP.

5.2 Untuk dapat dinyatakan kompeten, minimal sudah melakukan 3 kali

penanganan pengenaan BMTP terkait tindakan safeguard.
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5. Menyusun Jawaban Kuesioner Pemerintah terhadap Tuduhan Subsidi

KODE UNIT
JUDUL UNIT

DESKRIPSI UNIT

DAG.TKL.03.005.02

Menyusun Jawaban Kuesioner Pemerintah terhadap
Tuduhan Subsidi

Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan
dan keterampilan yang diperlukan untuk menyusun
dan menjawab kuesioner Pemerintah terhadap
tuduhan subsidi yang dituduhkan kepada Pemerintah
Indonesia. Klasifikasi terhadap kebijakan yang
dikeluarkan oleh suatu Kementerian akan ini akan
mempermudah dalam mempersiapkan Penyusunan

dan menjawab kuesioner Pemerintah.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Mengumpulkan data

dan informasi

1.1 Data dan informasi terbaru terkait kebijakan
subsidi, dikumpulkan dari instansi/pihak
terkait.

1.2 Data dan informasi terbaru diidentifikasi dan
diklasifikasikan sesuai program subsidi yang
telah ditentukan sebagai bahan menyusun
dan menjawab kuesioner pemerintah.

1.3 Data dan informasi terbaru yang telah
diklasifikasikan sesuai dengan program
subsidi diproses sesuai kebutuhan.

1.4 Data statistik terkait ekspor dan impor
dikumpulkan dari sumber terpercaya.

2. Melakukan analisa
dokumen kebijakan

pemerintah

2.1 Dokumen tuduhan Subsidi diterjemahkan
jika diperluakan.

2.2 Pertanyaan tuduhan Subsidi diklasifikasikan
sesuai dengan program subsidi dimasing-
masing instansi pemerintah.

2.3 Permasalahan pertanyaan tuduhan Subsidi
dianalisa sesuai ketentuan WTO dan
ketentuan negara penuduh.

3. Melakukan

3.1 Hasil analisa pertanyaan tuduhan Subsidi

pembahasan dokumen dibuat draft jawaban.

pertanyaan tuduhan

Subsidi

3.2 Draft jawaban kuesioner dikonfirmasikan ke
pihak terkait.
3.3 Masukan dan jawaban dari pihak terkait

didokumentasikan.

3.4 Poin - poin hasil pembahasan tuduhan
subsidi disusun.

3.5 Rapat finalisasi jawaban kuesioner

pemerintah dengan pihak terkait

3.6 Pengirimanan jawaban kuesioner pemerintah
kepada otoritas anti subsidi negara mitra
dagang
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BATASAN VARIABEL

1.

Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mengumpulkan informasi, melakukan analisa

dokumen kebijakan, melakukan pembahasan dokumen pertanyaan

tuduhan Subsidi yang digunakan untuk menyusun jawaban kuesioner

Indonesia.

Peralatan dan perlengkapan untuk menyusun jawaban kuesioner

pemerintah, mencakup tidak terbatas pada :

2.1  Personal Komputer (PC);

2.2 Aplikasi pengolah data (Microsoft office);

2.3 Literatur Penunjang;

2.4 Alat Tulis Kantor.

Peraturan yang diperlukan untuk menyusun jawaban kuesioner

pemerintah meliputi:

3.1 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pengesahan
Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);

3.2  General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994;

3.3 Agreement on Implementation of Article XVI of the General Agreement
on Tariffs and Trade 1994;(WTO Agreement on Subsidies and
Countervailing Measures);

3.4 Jurisprudensi WTO.

3.5 Peraturan/kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah;

3.6 Dokumen pendukung yang bresifat rahasia

. Norma dan standar untuk Penyusunan Jawaban Kuesioner Pemerintah

adalah:
4.1  Standar Operation Procedure (SOP);
4.2  Cross Function Map (CFM).

PANDUAN PENILAIAN

1.

Konteks Penilaian

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun jawaban kuesioner
pemerintah. Unit ini dapat dinilai berdasarkan pada portofolio, studi kasus,

tes tertulis dan/atau lisan/wawancara.
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2. Persyaratan kompetensi

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus

dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit

kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

2.1
2.2
2.3
2.4

Menyusun jawaban kuesioner pemerintah;
Melakukan hearing / konsultasi / sidang;
Melakukan sosialisasi hambatan perdagangan;

Melakukan advokasi penanganan tuduhan Trade Remedy.

3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan :

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

3.9

Keterampilan bahasa Inggris aktif;

Keterampilan penelusuran informasi melalui berbagai media;

Keterampilan mengolah data statistik;

Keterampilan menggunakan aplikasi komputer;

Keterampilan bekerja efektif pada kelompok;

Keterampilan melakukan analisa;

Keterampilan penulisan poin-poin analisa.

Permasalahan tuduhan Subsidi mencakup dibawah ini, tidak

terbatas pada:

3.8.1 Pengenaan bea masuk/bea sementara yang tinggi;

3.8.2 Terhentinya ekspor kenegara penuduh;

3.8.3 Diskriminasi produk negara penudubh;

3.8.4 Kebijakan negara penuduh yang lebih menguntungkan
pesaing;

Permasalahan Penyusunan Jawaban Kuesioner Pemerintah,

mencakup di bawah ini, tidak terbatas pada:

3.9.1 Dokumen dalam bahasa non English;

3.9.2 Keterbatasan waktu;

3.9.3 Keterbatasan pemahaman tentang kebijakan negara
penuduh;

3.9.4 Keterbatasan pemahaman tentang World Trade
Organization, General Agreement on Tariffs and Trade
(GATT) 1994, Agreement on Implementation of Article VI of
the General Agreement on Tariffs and Trade 1994; (Agreement
on Implementation of Article XVI of the General Agreement on
Tariffs and Trade 1994;(WTO Agreement on Subsidies and
Countervailing Measures),

3.9.5 Terbatasnya kwantitas dan kwalitas SDM,;
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3.9.6 Terbatasnya dana
4. Sikap Kerja yang diperlukan:
4.1 Ketelitian dalam menganalisa dokumen;
4.2 Kritis berpikir dalam menganalisa kasus;
4.3 Tepat waktu dalam membuat proses penyelidikan;
4.4 Bertanggung jawab dalam menyelesaikan kasus.
5. Aspek Kritis
Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah :
5.1 Kemampuan menganalisa tuduhan Subsidi negara mitra Dagang;
5.2 Pemahaman ketentuan WTO terkait trade remedy;
5.3 Pemahaman ketentuan institusi selain WTO terkait trade remedy;
5.4 Pemahaman ketentuan negara mitra dagang terkait trade remedy.
5.5 Bukti-bukti penilaian mencakup kemampuan yang diperagakan
untuk melakukan analisa sesuai dengan prosedur yang sudah
ditentukan dan bukti hasil analisa minimal tiga kali analisa dapat

ditunjukkan.
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6. Menyusun Bahan Penyusunan Kebijakan Ekspor/Impor

KODE UNIT
JUDUL UNIT

DESKRIPSI UNIT

DAG.TKL.02.006.03

Menyusun Bahan Penyusunan Kebijakan
Ekspor/Impor

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,
ketelitian dan keterampilan yang dibutuhkan dalam
menyusun bahan untuk penyusunan kebijakan
ekspor/impor.

Unit kompetensi ini memiliki keterkaitan dengan unit
kompetensi menyusun laporan monitoring dan evaluasi
ekspor dan impor; unit kompetensi melakukan

pembahasan bersama rancangan peraturan/keputusan

menteri.
ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan identifikasi | 1.1 Informasi ekspor/impor diidentifikasi
bahan untuk penyusunan berdasarkan produk atau instansi
kebijakan ekspor terkait.
dan/impor. 1.2  Peraturan/referensi yang terkait produk
diidentifikasi.

1.3 Data ekspor dan impor diidentifikasikan
berdasarkan kebutuhan yang sesuai
dengan hasil identifikasi informasi.

1.4 Informasi  ekspor dan  peraturan
dikelompokkan berdasarkan produk dan
waktu terbaru.

1.5 Informasi ekspor, peraturan, dan data
dikonfirmasikan kepada atasan sesuai
dengan kebutuhan.

1.6 Informasi ekspor dan/atau impor,
peraturan, dan data didokumentasikan.

2. Mengolah data dan

2.1 Data dan informasi dikumpulkan

informasi kebijakan ekspor | 2.2  Metode pengolahan dipilih berdasarkan

dan/atau impor

kebutuhan.

2.3 Data dan informasi diolah.

2.4 Olahan data dan informasi dikonfirmasi
untuk mendapAlat Tulis Kantoran
persetujuan atasan.

2.5 Olahan data dan informasi
didokumentasikan
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ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

3. Menganalisis data dan 3.1 Metode analisa dipilih berdasarkan
informasi kebutuhan.

3.2 Hasil olahan data dan information
dianalisis.

3.3 Hasil analisa dikonfirmasi untuk
mendapAlat Tulis Kantoran persetujuan
atasan.

3.4 Hasil analisa yang sudah mendapat
persetujuan didokumentasikan.

4. Merancang konsep 4.1 Contoh peraturan ekspor/impor yang
kebijakan ekspor/impor relevan diinventarisir

4.2 Konsep kebijakan ekspor/impor dibuat
sesuai dengan hasil analisa yang telah
dikonfirmasikan oleh atasan.

4.3 Konsep kebijakan ekspor/impor
didokumentasi.

4.4 Konsep kebijakan ekspor/impor
diserahkan kepada atasan untuk
ditindaklanjuti.

BATASAN VARIABEL
1. Kontek Variabel

1.1

1.2

1.3

1.4

Unit ini berlaku untuk melakukan identifikasi bahan untuk

penyusunan kebijakan ekspor dan/impor, mengolah data dan

informasi kebijakan ekspor dan/atau impor, menganalisis data dan
informasi, merancang konsep kebijakan ekspor/impor, yang
digunakan untuk Menyusun Bahan Penyusunan Kebijakan

Ekspor/Impor;

Unit Kompetensi ini dibutuhkan dalam lingkup Direktorat Ekspor

Produk Pertanian dan Kehutanan dan Direktorat Ekspor Produk

Industri dan Pertambangan atau unit yang menyusun kebijakan

ekspor, serta Direktorat Impor yang menyusun kebijakan impor;

Pihak terkait, termasuk di bawah ini tapi tidak terbatas:

1.3.1 Pelaku usaha;

1.3.2 Asosiasi;

1.3.3 Unit eselon II;

1.3.4 Instansi terkait seperti  Kementerian  Perindustrian,
Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Narkotika Nasional,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian
Pertanian, Kementerian Kehutanan, kementerian Keuangan
dll.

Informasi adalah berita yang diperoleh dari media, surat komplain

atau surat dari instansi dan stake holder terkait;
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1.5 Peraturan yang dikeluarkan oleh instansi terkait seperti kementerian
perindustrian, kementerian pertanian, kementerian perdagangan,
kementerian teknis lainnya;

1.6 Produk mencakup pada produk pertambangan, produk pertanian,
produk perkebunan, produk hasil industri;

1.7 Atasan termasuk di dalamnya Pejabat Eselon IV atau Eselon III atau
Eselon II;

1.8 Metode Pengolahan tidak terbatas dengan menggunakan Microsoft
excel namun dapat menggunakan program olah lainnya (SPSS, dll)
yang menggunakan rumus sesuai dengan tujuan;

1.9 Metode Analisa tidak terbatas pada analisa deskriptif.

1.10 Instansi Terkait termasuk didalamnya Stakeholder yang ada.

Peralatan dan perlengkapan untuk Menyusun Bahan Penyusunan

Kebijakan Ekspor/Impor, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Komputer (PC/Laptop);

2.2 Aplikasi (program komputer) seperti microsoft office;

2.3 Printer;

2.4 Alat Tulis Kantor;

2.5 Media cetak;

2.6 Buku / literatur.

Peraturan yang diperlukan untuk Menyusun Bahan Penyusunan

Kebijakan Ekspor/Impor, meliputi:

3.1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan
Agreement Establishing The World Trade Organization;

3.2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006;

3.3 Peraturan atau kebijakan Kementerian Perdagangan yang terkait
dengan ekspor dan/atau impor dan penyusunan peraturan;

3.4 Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang terkait
dengan ekspor dan/atau impor dan penyusunan peraturan,;

3.5 Kebijakan yang terkait dengan ekspor dan/atau impor dan
penyusunan peraturan.

Norma dan standar untuk Menyusun Bahan Penyusunan Kebijakan

Ekspor/Impor adalah:

4.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menyusun bahan

penyusunan kebijakan,;
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4.2 Standar penulisan peraturan dengan penggunaan Bahasa Indonesia
yang baik dan benar;
4.3 Standar dan Norma sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang

telah ditetapkan.

PANDUAN PENILAIAN

1.

Konteks Penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi Menyusun Bahan
Penyusunan Kebijakan Ekspor/Impor. Unit ini dapat dinilai
berdasarkan pada portofolio.

1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tes tertulis dan/atau
lisan/wawancara.

Persyaratan kompetensi

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus

dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit

kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

2.1 Melakukan Pembahasan Bersama Rancangan Peraturan/Keputusan
Menteri.

Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Untuk mendemonstrasikan kompetensi, dibutuhkan pengetahuan
sebagai berikut:

.1.1 Kebijakan mengenai perdagangan secara umum;

.1.2 Kebijakan mengenai perdagangan luar negeri;

.1.3 Peraturan WTO;

.1.4 Kebijakan mengenai sistem lalu lintas devisa;

.1.5 Kebijakan mengenai ekspor dan impor;

.1.6 Latar belakang dan tujuan dari kebijakan;

.1.7 Situasi dan kondisi perijinan lain yang terkait;

.1.8 Ejaan Yang Disempurnakan,;

W W W W W W W w W

.1.9 Bahasa Indonesia Baku sesuai Kamus Besar Bahasa
Indonesia;
3.1.10 Legal drafting.

3.2 Untuk mendemonstrasikan kompetensi, dibutuhkan keterampilan
sebagai berikut:

3.2.1 Bekerja dengan mengoperasikan komputer;
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3.2.2 Kemampuan menggunakan aplikasi komputer (microsoft
office);

3.2.3 Kemampuan menggunakan explorer (internet explorer, dan
web browser lainnya).

3.2.4 Kemampuan memahami isi dari kebijakan/peraturan;

3.2.5 Kemampuan menulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan
benar;

3.2.6 Kemampuan mengolah data statistik;

3.2.7 Keterampilan penelusuran informasi melalui berbagai media;

3.2.8 Kemampuan menyusun poin-poin analisa;

3.2.9 Kemampuan melakukan analisa;

3.2.10 Bekerja efektif pada kelompok/individual.

Sikap kerja yang diperlukan:

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Kedisiplinan;

Ketelitian dan kecermatan;
Kritis berpikir;
Bertanggung Jawab;
Ketegasan;

Keteraturan;

Kerapian;

Kebersihan.

Aspek Kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1
5.2
5.3

5.4

5.5

Mengumpulkan 3 portofolio sebagai pembuktian;

Telah mengikuti diklat/workshop tentang legal drafting;

Telah mengikuti diklat/workshop/kursus/sekolah tentang
perdagangan internasional;

Metode penilaian harus memperkuat integrasi keterampilan kerja
dengan tugas di tempat kerja yang didokumentasikan baik secara
manual maupun elektronik dan telah diverifikasi serta dapat
ditransfer ke situasi lain;

Dokumentasi hasil kerja dapat diakses oleh pihak-pihak terkait yang

memiliki prioritas.
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7. Menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Ekspor dan Impor

KODE UNIT : DAG.TKL.02.007.03
JUDUL UNIT : Menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Ekspor
dan Impor

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan

dan sikap kerja dalam mengolah data dan informasi

sebagai

bahan yang dibutuhkan dalam membuat

laporan evaluasi.

ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

1. Mengumpulkan data
dan informasi terkait

Data dikumpulkan oleh Direktorat Terkait
dari pihak terkait.

laporan monitoring dan | 1.2 Data dan informasi diterima dan diolah.
evaluasi ekspor dan | 1.3 Hasil dari pengolahan data dan informasi
impor. dilaporkan ke atasan terkait

2. Melakukan monitoring | 2.1 Pemantauan langsung ditujukan kepada
ekspor dan impor oleh pelaku usaha berkoordinasi dengan Instansi
Direktorat Terkait . Teknis terkait dan Dinas Perindag setempat.

2.2 Laporan hasil pemantauan langsung dibuat
dan disampaikan ke atasan terkait.

3. Membuat laporan | 3.1 Laporan Hasil pengolahan data dan laporan
evaluasi kepada hasil pemantauan langsung dianalisa dan
Direktur Jenderal dibandingkan.

Perdagangan Luar | 3.2 Laporan hasil analisa dibuat untuk
Negeri . disampaikan kepada Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri oleh Direktorat

terkait.
3.3 Rapat evaluasi dihadiri oleh Instansi Teknis

terkait.
3.4 Laporan Evaluasi dibuat untuk disampaikan

kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar
Negeri.

BATASAN VARIABEL
1. Kontek Variabel

1.1  Unit ini berlaku untuk mengumpulkan data dan informasi terkait

laporan monitoring dan evaluasi ekspor dan impor, melakukan

monitoring ekspor dan impor oleh Direktorat Terkait dan membuat

laporan evaluasi kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

yang digunakan untuk menyusun Laporan Monitoring Dan Evaluasi

Ekspor Dan Impor.

1.2 Direktorat terkait :

1.2.1 Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan;

1.2.2 Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan;
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1.3

1.4

1.5

1.6

1.2.3 Direktorat Impor.

Pihak terkait terdiri dari tetapi tidak terbatas pada:

1.3.1 Pusat data dan informasi Kementerian Perdagangan;

1.3.2 Dinas Perindag;

1.3.3 Surveyor.

Instansi Teknis terkait termasuk di bawah ini tetapi tidak terbatas
pada:

1.4.1 Dinas perindag provinsi;

1.4.2 Dinas perindag kota/kabupaten;

1.4.3 Surveyor;

1.4.4 Biro Hukum.

Data dan informasi yang terkait dengan laporan monitoring dan
evaluasi ekspor dan impor, adalah:

1.5.1 Data Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan;

1.5.2 Data ekspor produk industri dan pertambangan;

1.5.3 Data impor produk.

Atasan terkait termasuk di bawah ini tetapi tidak terbatas pada:

1.6.1 Kepala Bagian Evaluasi Pelaporan

1.6.2 Kepala Bagian Program

1.6.3 Sekretaris Direktur Jenderal

Peralatan dan perlengkapan untuk menyusun laporan Monitoring Dan

Evaluasi Ekspor Dan Impor, mencakup tidak terbatas pada :

2.1
2.2
2.3
2.4

Personal komputer;
Aplikasi Pengolah Data (Microsoft Office);
Alat Tulis Kantor;

Literatur penunjang.

Peraturan yang diperlukan untuk menyusun laporan Monitoring Dan

Evaluasi Ekspor Dan Impor, meliputi :

3.1
3.2

3.3

3.4

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan
sebagaimana telah diubah dengan;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009
tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012

tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
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3.5

3.6

3.7

Peraturan atau kebijakan Kementerian Perdagangan yang terkait
dengan ekspor dan/atau impor;

Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri terkait ekspor
dan/atau impor;

Kebijakan yang terkait dengan ekspor dan/atau impor.

Norma dan standar untuk menyusun laporan Monitoring Dan Evaluasi

Ekspor Dan Impor adalah:

4.1
4.2

Standard Operating Procedur (SOP);
Cross Function Map (CFM).

PANDUAN PENILAIAN

1.

Konteks Penilaian

1.1

1.2

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun laporan
monitoring dan evaluasi. Unit ini dapat dinilai berdasarkan pada
portofolio, dan wawancara.

Bukti-bukti penilaian mencakup kemampuan yang diperagakan
untuk menyusun laporan monitoring dan evaluasi sesuai dengan
prosedur yang sudah ditentukan dan bukti hasil minimal dua kali

dapat ditunjukkan.

Persyaratan kompetensi

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus

dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit

kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

2.1

Melakukan Audit/Post Audit terhadap Eksportir/Importir.

Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan :

3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
3.6

Kebijakan mengenai perdagangan secara umum,;

Kebijakan mengenai perdagangan luar negeri;

Kebijakan mengenai Ekspor dan Impor;

Kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
monitoring dan evaluasi;

Bekerja dengan menggunakan komputer;

Kemampuan menganalisa data dan informasi terkait barang yang

diatur ekspor dan impornya.

Sikap kerja yang diperlukan :

4.1
4.2

Ketelitian dalam mengolah data dan informasi;

Berpikir kritis dalam melakukan pemantauan langsung.
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5. Aspek Kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

5.1

5.2

5.3
5.4

Kemampuan pihak yang terkait memproses laporan monitoring dan
evaluasi ekspor dan impor;

Rendahnya  tingkat kesalahan dalam  menganalisa serta
membandingkan hasil pengolahan data dengan hasil pemantauan;
Diusahakan selesai tepat waktu,;

Kemampuan yang meningkat ditunjukkan dengan makin cepatnya

proses pembuatan laporan evaluasi ekspor dan impor.
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8. Mengelola Data dan Informasi Penggunaan Surat Keterangan Asal (SKA)

KODE UNIT : DAG.TKL.02.008.06

JUDUL UNIT : Mengelola Data dan Informasi Penggunaan Surat
Keterangan Asal (SKA)

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan mengelola data informasi

pengguna SKA.
ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerima rekapitulasi | 1.1 Laporan pengguna Surat Keterangan
penggunaan Surat Asal yang telah diterbitkan dari
Keterangan Asal dari setiap  Instansi  Penerbit  Surat
Instansi  Penerbit Surat Keterangan Asal diterima secara
Keterangan Asal (IPSKA) online.
1.2 Laporan penggunaan Surat

Keterangan Asal yang telah
diterbitkan dari setiap Instansi
Penerbit Surat Keterangan Asal

direkap.
2. Menganalisa data dan|2.1 Penggunaan form Surat Keterangan
informasi penggunaan Asal diklasifikasikan berdasarkan
Surat Keterangan Asal jenis dan bentuk Surat Keterangan

Asal, produk, dan negara.

2.2 Hasil klasifikasi direkap dengan
mencantumkan nilai dan volume
berdasarkan jenis Surat Keterangan
Asal, produk, dan negara.

2.3 Data dan informasi penggunaan
Surat Keterangan Asal dianalisa
berdasarkan peraturan penerbitan
Surat Keterangan Asal.

2.4 Rekap data dan informasi
penggunaan Surat Keterangan Asal
disimpan.

2.5 Membuat hasil laporan analisa
penggunaan Surat Keterangan Asal.

2.6 Data dan informasi penggunaan
Surat Keterangan Asal dan hasil
analisa disampaikan kepada
pimpinan.

2.7 Penerbitan Surat Keterangan Asal
setiap Instansi Penerbit Surat
Keterangan Asal per tahun dievaluasi
oleh atasan.
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BATASAN VARIABEL
Kontek Variabel

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Unit ini berlaku untuk menerima rekapitulasi penggunaan SKA dari

Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal, membuat rekap data dan

informasi penggunaan SKA, membuat hasil laporan analisa

penggunaan SKA, yang digunakan untuk mengelola data dan
informasi penggunaan Surat Keterangan Asal;

Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal di Indonesia saat ini

berjumlah 86;

Pengguna: nama dan jumlah perusahaan/ perorangan yang

menggunakan SKA;

Atasan: Kepala Sub. Direktorat Prosedur dan Dokumen dan Direktur

Fasilitasi Ekspor dan Impor, Ditjen Daglu;

Pimpinan: Menteri, Wakil Menteri, unit Eselon 1 dan Eselon 2 di

lingkungan Kementerian Perdagangan;

Jenis dan Bentuk Formulir Surat Keterangan Asal (Preferensi dan

Non Preferensi) :

1.6.1 SKA Preferensi : Form A, D, E, AK, IJEPA, Al, Traditional
Handicraft Batik Fabrics of Cotton, Regard to Certain
Handicraft Products, Relating to Silk or Cotton Hanloom
Products, GSTP, Handicraft Goods, Authenticity Tobacco;

1.6.2 SKA Non Preferensi: Form B, K, ICO, for Import of Agricultural
Products Into The European Economic Community. Regard to
Handlooms Textile Handicraft and Traditional textile Products
of The Cottage Industry. Regard to Handlooms Textile
Handicraft Traditional Indonesians Handicraft Batik and
Traditional Textile Products of The Cottage Industry, Textile

Products.

Peralatan dan perlengkapan untuk mengelola data dan informasi

penggunaan Surat Keterangan Asal (SKA), mencakup tidak terbatas

pada:

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Komputer (PC/Laptop);

Aplikasi (program komputer) yang dikembangkan dalam INATRADE;
Aplikasi (program komputer) seperti microsoft office;

Printer;

Alat Tulis Kantor;

Buku / literatur peraturan.
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Peraturan yang diperlukan untuk mengelola data dan informasi

penggunaan Surat Keterangan Asal (SKA), meliputi:

3.1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

3.2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010
tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) untuk Barang
Ekspor Indonesia;

3.3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/12/2010
tentang Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of
Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia;

3.4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2010
tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin)
untuk Barang Ek